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KATA
PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim--Puji syukur kepada Allah
SWT, dimana la telah tebarkan jutaan rahmad atas ridha,
hidayah, inayah dan serta maunah-Nya kepada penulis tanpa
batas. la bukakan akal pikiran menjadi jernih, berpikir sehat,
dengan tetap bersandar pada nilai iman yang membuat diri lebih
menjadi diajarkan tentang tawadhu, kona’ah, wara dan punya
sifat yakin dalam menorehkan ilmu dalam lisan dan tulisan
dalam sebuah karya ilmiah yang sederhana namun semoga
membawa manfaat bagi kaum pembelajar ilmu. Kemurahan
rizki dari Allah SWT penulis syukuri dengan penuh kebahagiaan
tiada tara dan tercermin dalam rona kesehatan jiwa, raga, akal,
pikir sehingga waktu waktu yang tersedia telah Allah SWT
izinkan, serta kesiapan waktu penulis untuk bisa menyelasaikan
penulisan buku ini kurang lebih selama 6 bulan dengan hasil
karya buku berjudul “PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM
PIDANA MELALUI REKODIFIKASI-DEMOKRATISASI
KONSOLIDASI ADAPTASI DIDALAM KUHP
NASIONAL” Tujuan diterbitkanya buku ini hasil pemikiran
dan penelitian ilmiah penulis berkaitan dengan perkembangan
system hukum pidana nasional yang mengalami perubahan dari
sisi rekodefikasi, demokratisasi, konsolidasi dan adaptasi yang
berwujud didalam rumusan ketentuan KUHP yang baru yang
telah diundangkan melalui UU No 1 Tahun 2023 Tentang
KUHP. Buku ini untuk sarana da'wah bil kitabah (da’wah
melalui tulisan) QS : Al-Qalam ayat 1 :
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Giobia s HE)s °G Nuun; walgalami wa maa yasturuu
(Nun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan). Bagi penulis
untuk mencari keberkahan ilmu pengetahuan yang dimiliki
penulis dan semata mengaharapkan ridha Allah SWT untuk
berbagi ilmu yang bermanfaat untuk umat manusia dan melatih
intusi dalam pengimplemtasian akal dan logika di tuntun oleh
hati. Berbagi ilmu pengetahuan untuk umat manusia ini bagian
dari ibadah ilmu dalam rangka untuk mengisi tahalli (perbuatan
baik didalam jiwa) agar jiwa tertuntun atas petunjuk dan
keridhaan Allah. Filsuf Imanuel Kant mengatakan , “All human
knowledge begins with intuitions procceds from thence to
concepts and ends with ideas” (Semua pengetahuan manusia
dimulai dengan intuisi, hasil dari situ ke konsep dan berakhir
dengan ide-ide), mengutip dari buku “Critical of Practical
Reasons” karya filsuf Imanuel Kant (1724-1804). Lanjut
Imanuel Kant, semua pengetahuan Kkita dimulai dari indra,
kemudian melanjutkan dengan pemahaman dan berakhir dengan
alasan. Yang kedua kalinnya, shalawat serta salam saya
penjatkan puji syukur kehadirat Nabi Besar Muhammad SAW
salah satu nabi akhir zaman sebagai nabi pemberi syafaat kepada
para umat muslim di dunia dan seluruh pengikutnya di yaumul
giyamah kelak kepada para umatnya yang beriman dan
istigomah dalam menjaga akhlak, adab dan menegakkan amal
ma’ruf nanhi munkar dalam kehidupan bermasyarakat dan
beragama. Selanjutnya, tujuan penulis menyelasaikan buku ke-
12 ini, untuk melangkap buku bahan ajar yang berguna bagi
mahasiswa, dosen, atau masyarakat umum, yang berkaitan
dengan perkembangan hukum pidana nasional saat ini. Buku
yang di tulis, terdapat novelty-novelty baru perkembangan
hukum baru yang peril dipelajari olen mahasiswa dan para
dosen. Buku ini, ditulis sejak 1 Desember 2022 dan selesai 100
persen penulisannya sejak Senin 29 Mei 2023 pukul 24.00 wib,
sekaligus sebagai hari ulang tahun penulis yang ke-49 tahun.
Kurang lebih 6 bulan lamanya, untuk menyelesaikan penulisan
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buku ini. Buku ini, sebagai wujud pertangungjawaban sebagai
seorang dosen Hukum Pidana Ekonomi dan Kekayaan
Intelektual  (KI) pada Fakultas Hukum  Universitas
Muhamadiyah Metro dan Dosen Pascasarjana Magister Hukum
UM Metro. Tangung jawab dan Kkewajiban itu untuk
melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana
dalam diatur didalam ketentuan amanat UU No 15 Tahun 2015
Tentang Guru dan Dosen, yaitu, tugas pokok seorang dosen
Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat. Buku yang penulis susun ini adalah dalam rangka
pemenuhan kewajiban dari tugas pokok seorang dosen, yaitu,
melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Terakhir, penulis mengucapkan terimakasih kepada rektor
Universitas Muhammadiyah Metro (UMM) Dr. Nyoto Suseno,
M.Si., yang telah melakukan pembinaan akademik, dan
memberikan arahan yang konstruktif dan berjenjang dalam
rangka penguatan disiplin kerja menuju pencapaian gelar
akademik yang lebih tingi di masa yang akan datang. Juga
penulis haturkan terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Metro Muhammad Sofwan Taufik
Taufik, S.H.I, M.S.1I, yang selama ini menjadi mitra kerja yang
baik dan dalam nuansa akademik yang profesional dan profetik.
Semoga, buku kompilasi jurnal prosiding dan artikel yang telah
penulis susun, dapat memberikan manfaat untuk pengembangan
SDM dosen dan membantu peningkatan prestasi dan kualitas
dosen secara umum untuk lembaga dan secara khusus untuk
pribadi penulis. Demikian kata pengantar disampaikan, semoga
apa yang telah penulis kerjakan membawa manfaat fiddunya wal
akhirah, bermanfaat untuk lembaga tempat penulis berhikmad
juga bermanfaat untuk masyarakat pencari ilmu pengetahuan
dimanapun berada. Pepatah mengatakan, “tak ada gading yang
retak”. Penulis menyadari tak ada karya tulis buku yang
sempurna, semua memiliki kelebihan dan kekurangan, maka itu
penulis memohon saran dan kritik jika terdapat kekeliruan
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dalam penulisan buku ini. Sebagai mmanusia biasa, banyak
khilaf sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kepada
semuanya dan mohon ampun kepada Allaw SWT, jika terdapat
kesalahan penulisan, ejaan tata bahasa, dan kutipan daftar
pustaka dan sumber —sumber pendapat ilmiah yang tidak relefan
yang tidak kami sengaja. Wallahualam Bissawab***

Walaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh
Metro, Senin 29 Mei 2023

Hormat Kami

Penulis
Edi Ribut Harwanto
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SAMBUTAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita haturkan kepada kehadirat Allah SWT,
semoga kita semua selalu dalam keberkahan, ridha, lindungan
dan karunianya sehat lahir dan batin sebagai wujud kemurahan
rizki yang diberikan kepada kita semua. Kedua kalinya,
sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan Nabi
Besar Muhammad SAW, semoga kita semua menjadi umatnya
yang selalu terjaga iman dan Islam senantiasa menjaga
ketagwaan kita kepada Allah SWT, sehingga kelak di yaumul
giyamah kelak kita mendapat safaat dari Rosulullah SAW
sehingga kita akan mendapatkan kebahagian di akherat di surga-
surganya Allah yang kekal abadi.

Selanjutnya, saya atas nama Rektor Universitas
Muhamadiyah Metro (UMM) patut bangga dan bersyukur atas
terbitnya buku saudara Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H. M.H.,
sebagai dosen Fakultas Hukum UMM, yang juga seorang
praktisi hukum sebagai advokat. Sebagai wujud tangung jawab
akademik melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi,
sebagaimana diatur dalam ketentuan amanat UU No 15 Tahun
2015 Tentang Guru dan Dosen. Tugas pokok seorang dosen
adalah melaksanakan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat. Yang dilakukan saudara Dr.
Edi Ribut Harwanto,S.H. M.H., ini adalah sebagai realiasi
kongret atas pelaksaan tangung jawab sebagai seorang
akademisi, yaitu melakukan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, melalui implementasi karya-karya ilmiah yang telah
dipublish melalui penulisan buku be-ISBN. Ini adalah prestasi
yang membangakan dan wujud kreatifias seorang dosen yang
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perlu dicontoh bagi dosen pascasarjana Magister Hukum dan
Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Metro (UMM).
Usaha dan kerja keras dalam penulisan buku ber-ISBN ini kelak
dapat sebagai syarat menuju jenjang akademik tertinggi sebagai
Guru Besar (GB) profesor di masa depan. Lembaga mendorong
agar saudara Edi Ribut Harwanto terus mengejar mencapai guru
besar. Saya sangat mengapresiasi atas kerja keras dan
kesunguhan saudara Dr.Edi Ribut Harwanto, S.H., M.H.,
karena karya-karya ilmiah yang dihasilkan, sangat membantu
lembaga khusunya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Metro untuk kepentingan peningkatan akreditasi lembaga
menjadi lebih baik. Diharapkan para dosen-dosen lain di
Fakultas Hukum dapat meniru kreatifitas ini dan paling tidak
yang dilakukan saudara Edi sebagai penyemangat dan inspirasi
bagi para dosen lainnya. Masing-masing dosen harus memiliki
nilai dan keunggulan ilmu pengetahuan yang bisa bersaing di
pasar bebas untuk baik secara nasional dan internasional. Karya
ilmiah buku yang ke-12 Tahun 2023 saudara Dr. Edi Ribut
Harwanto, S.H. M.H., berjudul “PEMBAHARUAN SISTEM
HUKUM PIDANA MELALUI REKODIFIKASI-
DEMOKRATISASI-KONSOLIDASI-ADAPTASI DI
DALAM KUHP NASIONAL” nanti akan dapat dibaca oleh
para mahasiswa Fakultas Hukum, para dosen yang konsen pada
jurusan hukum pidana, atau dosen di luar hukum dapat
membaca untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan baik
dari dalam maupun dari luar kampus. Karena, di perpustakaan
Universitas Muhammadiyah Metro telah disediakan buku-buku
karya saudara Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H. M.H.,. Selamat dan
sukses saya ucapkan kepada saudara Dr. Edi Ribut Harwanto
S.H., M.H., semoga kedepan dapat menghasilkan karya-karya
ilmiah yang lebih baik dan terus berkarir dan meningkatkan
jenjang akademik sampai menuju guru besar penuh. Demikian
sambutan ini saya sampaikan, semoga Allah SWT selalu
meridhai segala sesuatu yang kita kerjakan untuk kemaslahatan
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umat menebar ilmu pengetahuan yang didasarkan pada nilai
profetis, profesional modern dan mencerahkan.

Walaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh
Metro, Senin 29 Mei 2023

Hormat Kami

Rektor UMM
Dr. Nyoto Suseno, M.Si.
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BAB 1

A. PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM
KERANGKA HUKUM YANG BERKEADILAN
BERDASARKAN KULTUR HUKUM INDONESIA

Penegakan hukum pidana akhir-akhir ini menyisakan
tanda tanya besar dari berbagai kalangan masyarakat termasuk
pelaku, hal ini disebabkan karena adanya disparitas yang sangat
mencolok dalam penerapan hukum pidana melalui lembaga
peradilan, baik dalam tahapan penyidikan, penuntutan maupun
dalam tahap eksekusi. Beberapa kasus yang dirasakan janggal
adalah kasus-kasus pencurian yang secara ekonomis tidak
memiliki nilai sama sekali dan berbanding terbalik dengan
penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, misalnya
kasus pencurian tiga buah kakau kasus pencurian kapuk seharga
puluhan ribu rupiah atau kasus pencurian satu buah semangka
yang terancam hukuman 5 (lima) tahun Penjara. Hal ini berbeda
dengan kasus-kasus korupsi yang menghilangkan triliunan
rupiah uang rakyat yang penanganannya sangat lamban, atau
kasus pencurian dan penjualan barang bukti Narkoba yang
melibatkan para penegak hukum, yang tentu nilainya secara
ekonomis lebih tinggi dari para pelaku pencurian semangka,
kakau atau kapuk tersebut. Bagaimana mungkin pelaku
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pencurian dan penjualan barang bukti 300 ekstasi, di mana
penegak hukum di vonis dengan pidana kurungan 6 bulan
sampai 1 tahun, sedangkan sopirnya vonis 4 tahun penjara.
Hakim berpendirian putusan ini demi rasa keadilan berdasarkan
pengabdian penegak hukum yang bersangkutan terhadap negara.
Tampaknya keadilan yang dipakai adalah keadilan distributif.
Tentu putusan ini akan melukai rasa keadilan bagi masyarakat.
Betul bahwa, pencurian merupakan tidak pidana yang
menekankan pada perbuatan, atau yang disebut dengan delik
formil, yaitu delik yang menekankan pada perbuatan yang
dilarang, bukan sebagai delik materil atau delik yang
menekankan pada akibat yang dilarang, (C.S.T Kansil &
Christine S.T. Kansil, 2004:34). Namun demikian, dengan
mendasarkan pada rumusan hukum pidana yang pada
hakikatnya lebih menekankan pada aspek kepastian hukum
semata, yang kemudian dipersempit lagi menjadi kepastian
undang-undang akan memberikan dampak yang tidak maksimal
bagi tujuan pemidanaan. Padahal tujuan pemidanaan pada
perkembangannya bukanlah merupakan ajang balas dendam,
tetapi lebih pada pencegahan baik secara khusus maupun secara
umum. Tapi, apakah sebuah putusan berdasarkan kepastian
hukum tersebut harus mengoyak rasa keadilan, yang seharusnya
menjelma pada setiap penegakan hukum.

Selain hal tersebut di atas, perlu kiranya juga diperhatikan
apakah kepastian hukum itu sama dengan kepastian undang-
undang, yang pada inti hakikatnya kepastian undang-undang
merupakan realitas dari pemikiran yang lahir dari paham
legisme, yang sesungguhnya sudah ditinggalkan. Di mana
paham legisme ini lebih menekankan pada pemikiran bahwa
tidak ada hukum selain apa yang dituliskan dalam undang-
undang. Jadi paham ini telah menafikan keadilan substantif atau
keadilan materil. Jika demikian halnya, apakah kepastian hukum
merupakan hal yang harus diutamakan dibanding keadilan? apa
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yang harus dilakukan dalam menanggulangi kejahatan dengan
menggunakan hukum pidana? Tulisan didalam buku ini hendak
melihat persoalan-persoalan penegakan hukum pidana dari
perspektif tujuan penegakan hukum, yang berlandaskan rasa
keadilan berdasarkan kultur hukum Indonesia dengan
penelusuran dari sisi teoritis yang sesuai dengan perkembangan
hukum pidana, yang di dasarkan pada kebutuhan hukum bagi
masyarakat.

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki tujuan atau
cita-cita yang jelas dan sangat terukur, yakni melindungi
segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, dengan
melandaskan pada nilai-nilai keadilan sosial. Tujuan atau cita-
cita tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke-4
(empat) yaitu: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu
Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum”. Melindungi segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah menurut M. Solly Lubis berarti,
melindungi dengan alat-alat hukum dan alat kekuasaan yang
ada, sehingga di negara ini terdapat orde atau tata tertib yang
menjamin kesejahteraan moril dan materiil, fisik dan mental,
melalui hukum yang berlaku, (M. Solly Lubis, 1985:24).

Perlindungan terhadap bangsa dan tumpah darah dengan
menggunakan alat-alat hukum dan kekuasaan tersebut, tentu
melalui sebuah proses yang dinamakan penegakan hukum, dan
tentu penegakan hukum tersebut melibatkan orang-orang
sebagai penegak dan hukum yang harus ditegakkan. Dalam
lingkup penegakan hukum ini serangkaian peraturan yang
merupakan nilai-nilai abstrak dikonkretkan dalam kehidupan
masyarakat sehari-hari, (Satjipto Rahardjo, 2006:181).

Penegakan hukum itu sendiri menurut Nyoman Serikat
Putra Jaya dapat diartikan sebagai “perhatian dan penggarapan”,
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baik perbuatan-perbuatan melawan hukum yang sungguh-
sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan melawan
hukum yang mungkin akan terjadi (onrecht in potentie). Dengan
demikian, di sini penegakan hukum tidak hanya diartikan
sebagai penerapan hukum positif, tetapi juga penciptaan hukum
positif, (Nyoman Serikat Jaya Putra, 2008:52). Secara
Konsepsional penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto
adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang
terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan
mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran
nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, (Soerjono
Soekanto, 2002:3). Penjabaran penegakan hukum di atas,
melibatkan hukum yakni “menyerasikan hubungan nilai-nilai di
dalam kaidah-kaidah” dengan tujuan “kedamaian pergaulan
hidup” yang pelaksanaannya tentu harus memperhatikan aspek
keadilan, di mana keadilan tersebut bukanlah keadilan
konseptual semata sebagaimana yang terumuskan dalam
peraturan perundang-undangan, yang biasanya ditunjukkan
dengan frase “dipidana setinggi-tinginya”. Bahwa betul, secara
konseptual syarat formil untuk mengkriminalisasikan suatu
perbuatan harus ada karena adanya azas legalitas yang tersimpul
dalam pasal 1 KUHP, tetapi syarat materil pun harus ada karena
perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat
sebagai perbuatan yang tidak patut (Sudarto, 1990:43), tapi
dalam penuntutan dan penjatuhan sanksi penegak hukum harus
betul-betul memperhatikan bagaimana perbuatan itu dilakukan
dan apa tujuannya. Jadi dengan demikian harus diperhatikan
bahwa penggunaan sanksi hukum pidana tidaklah boleh
dilakukan secara sembarangan, kalau ini terjadi maka hukum
pidana hanya akan menjadi pengancam utama bagi tercapainya
ketertiban pergaulan hidup. Herbert L. Parker menyatakan,
penggunaan sanksi pidana secara sembarang dan digunakan

4| Pembaharuan Sistem Hukum Pidana



secara paksa akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu
“pengancam yang utama”, (Barda Nawawi Arief, 2005:76).
Berkaitan dengan asas legalitas tersebut Dupont
menjelaskan bahwa, Het legaliteitsbeginsel is een van de meest
fundamentele beginselen van het strafrecht (asas legalitas adalah
suatu asas Yyang paling penting dalam hukum pidana),
(Komariah Emong Sapardjaja, 2002:6). Namun demikian
menurut Komariah Emong Sapardjaja dengan asas legalitas,
hukum pidana merupakan hukum undang-undang dalam
pengertian bahwa tidak ada tempat bagi hukum tak tertulis
(hukum kebiasaan). Karena itu pula bagi perumusan delik dalam
ketentuan undang-undang dianut prinsip lex certa (Komariah
Emong Sapardjaja, 2002:7), yaitu bahwa undang-undang harus
dirumuskan secermat mungkin sehingga undang-undang
tersebut dapat dipercaya, dengan memberikan batasan yang
tajam dan jelas wewenang pemerintah terhadap rakyat,
(D.Schaffmeister, et.al., 1995:4). Sejalan dengan hal ini perlu
diingatkan kembali bahwa menurut Peters, pembatasan dan
pengawasan/pengendalian kekuasaan negara merupakan dimensi
yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana; tugas yuridis
dari hukum pidana bukanlah “mengatur masyarakat” melainkan
“mengatur penguasa”, (Barda Nawawi Arief,2005:29). Untuk
itulah  penguasa tidak boleh sewenang-wenang dalam
menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai tindak
pidana dan sanksi apa yang harus dijatuhkan pada si pelanggar,
dengan demikian hukum yang dijalankan akan mendapat
legitimasi dari masyarakat di mana hukum tersebut
diberlakukan, dengan melandaskan pada prinsip persamaan di
hadapan hukum sebagai cerminan keadilan. Dengan demikian
penegakan hukum dengan melandaskan pada prinsip keadilan

! Nonet, Philippe & Selznick, Philip, 2008. Hukum Responsif. Bandung,
Nusamedia. Rahardjo, Satjipto, 2006, llmu Huku., Bandung, Citra Aditya
Bakti.
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distributif adalah tidak tepat, justru bagi para penegak hukum
yang telah melanggar hukum mestinya dikenai sanksi yang lebih
berat dengan pertimbangan telah mengetahui hukum dan
seharusnya mereka menjadi contoh bagi masyarakat dalam
menaati hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, pada hakikatnya hukum
mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan
sebagai suatu yang abstrak, termasuk ide tentang keadilan,
kepastian dan kemanfaatan sosial , apabila berbicara tentang
penegakan hukum, maka pada hakikatnya berbicara tentang
penegakan tentang ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene
adalah abstrak tersebut, Satjipto Rahardjo,2009:12). 2 Doktrin
positivistik, sebagaimana yang diajarkan oleh Hans Kelsen
memang membedakan dengan tegas mengenai hukum dan
keadilan, yang menurutnya hukum dan keadilan adalah dua
konsep yang berbeda, (Hans Kelsen, 2009:6) di mana keadilan
merupakan konsep sosial bukan konsep hukum, (Hans Kelsen,
2009:7). Namun demikian dalam perkembangan hukum tidaklah
dapat dipungkiri bahwa hukum perlu melakukan interaksi
dengan kehidupan sosial, karena hukum pada hakikatnya
tidaklah bebas nilai tapi sarat nilai.  Guna menemukan
keterpaduan antara kedua konsep tersebut dalam proses
penegakan hukum, maka diperlukan ilmu pengetahuan yang
dilandasi oleh konsep-konsep religi atau yang lebih dikenal
dengan ilmu pengetahuan hukum dan ilmu ke-tuhanan Yang
Maha Esa, yang merupakan bagian dari kultur hukum Indonesia
sebagaimana termaktub dalam Pancasila yang menjadi dasar
hukum di Indonesia. Mengenai keterkaitan antara ilmu
pengetahuan hukum dan ilmu ke-tuhanan Yang Maha Esa ini

? Moeljatno, 1985, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan
Rencana Undang-undang Tentang Asas-asas dan Dasar-dasar Pokok Tata
Hukum Indonesia, Jakarta, Bina Aksara.
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Satjipto Rahardjo mengungkapkannya dengan sangat indah
sekali bahwa, ilmu adalah forum untuk berburu kebenaran yang
tidak akan bisa digenggamnya secara sempurna. Otak kecil
manusia hanya bisa menemukan keping-keping kebenaran,
sedangkan kebenaran sejati adalah milik Allah. Di sini ilmu
pengetahuan dan religi bertemu, (Ahmad Gunawan, BS &
Mu’amar Ramadhan, 2006:6).

Dunia religi pada hakikatnya telah memberikan nuansa
bagaimana keadilan itu harus menjelma dalam praktik-praktik
penegakan hukum. Perlu kiranya disampaikan bahwa dalam
pandangan ajaran islam keadilan merupakan sarat penting dan
utama bagi penegakan hukum, hal itu tercermin dalam Firman
Allah ““ hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah
biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum
kerabatmu, (Q.S. Anisa;135). Sedangkan dalam ayat yang lain
Allah berfirman “hai orang-orang yang beriman, hendaklah
kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran)
karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-
kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk
berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat
dengan tagwa. Dan bertagwalah kepada Allah, sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, (Q.S.
Alma’idah:8). Untuk itulah, maka keterkaitan antara aspek
pengetahuan dan religi menjadi sangat peting dalam memahami
hukum yang berkeadilan, karena pada hakikatnya hukum
tidaklah semata-mata apa yang tertuang dalam teks-teks hukum
semata yang dikenal dengan asas legalitas, tetapi hukum juga
dapat berupa nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
Untuk itulah diperlukan penemuan hukum, yang tentunya harus
tersebut harus memiliki nilai-nilai keadilan yang dapat dirasakan
oleh masyarakat, yang secara kultural nilai-nilai tersebut diakui
kebenarannya oleh masyarakat Indonesia. Jadi keadilan itu
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adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan ke-
tuhanan Yang Maha Esa, yang pada tataran konkretnya prinsip
mengadili dengan landasan “demi keadilan berdasarkan
ketuhanan Yang Maha Esa” tidaklah sekedar sloganistik belaka.

Penelusuran hukum dalam rangka menemukan hukum
yang berkeadilan terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat atau yang dapat disebut sebagai legalitas secara
materil sesungguhnya memiliki landasan yang sangat jelas dan
terukur, landasan tersebut menurut Barda Nawawi Arief terdiri
atas empat landasan, yaitu:

1. Landasan kebijakan legislatif yang keluar setelah
kemerdekaan, misalnya dalam undang-undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana
dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa “hakim dan hakim
konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat” dan dalam Pasal 50 ayat (1) “putusan
pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan
tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan
perundang-undangan bersangkutan atau sumber hukum
tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2. Landasan kesepakatan ilmiah dalam seminar-seminar
nasional (lihat kesimpulan seminar Nasional 1/1963,
IV/1979, V1/1995, VI111/2003);

3. Landasan sosiologis yang bertolak dari budaya hukum
kekeluargaan;

4. Landasan internasional yang bertolak dari Pasal 15 ICCPR
yang menyebutkan dua dasar yang menyebutkan sumber
hukum untuk menyatakan perbuatan (si pembuat ) dapat
dipidana, yaitu; Ayat (1) berdasarkan undang-undang atau
hukum positif yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.
Ayat (2) berdasarkan asas-asas hukum umum yang diakui
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oleh masyarakat bangsa-bangsa, (Barda Nawawi Arief,
2008:57).
Pada Seminar Hukum Pidana yang pertama yang diadakan
di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1963, misalnya dikatakan
bahwa “selain hukum yang tertulis diakui hukum tak tertulis
sepanjang tidak menghambat terbentuknya masyarakat sosialis
Indonesia, (Bada Nawawi Arief, 2008:4), kemudian pada
seminar ke enam yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal
25-29 Juni Tahun 1994 menyimpulkan bahwa :

a. Hukum kebiasaan merupakan sumber hukum yang
penting dalam kehidupan nasional;

b. Belum adanya kriteria tentang hukum kebiasaan
kKhususnya dalam penegakan hukum, mendorong
terbentuknya sikap dan budaya hukum uang legiti yang
cenderung mengindentikan hukum dengan undang-
undang;

c. Masyarakat hukum di Indonesia harus diarahkan untuk
menghormati hukum kebiasaan sebagai sumber hukum,
di samping peraturan perundang-undangan dan
yurisprudensi.

Penekanan terhadap hukum kebiasaan atau yuridis kultural
tersebut tentu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai
Pancasila, menurut Soekarno sebagaimana dikutip oleh
Suparman Usman bahwa Pancasila merupakan kristalisasi dari
nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia,
(Suparman Usman, 2002:93) ini menunjukkan jika yuridis
kultural tersebut bertentangan dengan Pancasila maka pada
hakikatnya bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran yang
diyakini oleh bangsa Indonesia, di mana sila pertama yaitu
Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut A. Gunawan Setiardja
pada hakikatnya mendasari sila-sila lainnya, Tuhan merupakan
causa prima atau realitas yang tertinggi, (A. Gunawan Setiardja,
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2007:13), bahkan menurut Zainuddin Ali, dengan susunan sila-
sila dalam Pancasila tersebut menunjukkan Pancasila sebagai
dasar kerohanian negara republik Indonesia, (Zainuddin Ali,
2008;105).

Mengenai penelusuran hukum yang hidup dalam
masyarakat tersebut, Satjipto Rahardjo memberikan apresiasi
dalam pernyataannya bahwa, Rusaklah negara hukum kita dan
celakalah bangsa kita bila negara hukum sudah direduksi
menjadi negara ‘“undang-undang” dan lebih celaka lagi
manakala ia kian merosot menjadi “negara prosedur. Apabila
negara hukum itu sudah dibaca oleh pelaku dan penegak hukum
sebagai negara undang-undang dan negara prosedur, maka
negeri ini sedang mengalami kemerosotan serius dan Indonesia
menjadi negara hukum kacangan, (Satjipto Rahardjo, 2008:
121). Penelusuran hukum dalam menemukan hukum yang
berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan kultur
hukum Indonesia akan dapat mengatasi penggunaan hukum
secara represif, Philipe Nonet dan Philip Selznick
mengilustrasikan bahwa kekuasaan pemerintah dibilang represif
apabila kekuasaan tersebut tidak memperhatikan orang-orang
yang diperintah, yaitu ketika suatu kekuasaan dilaksanakan
tidak untuk kepentingan mereka yang diperintah, atau dengan
mengingkari legitimasi mereka, sehingga mereka selalu dalam
posisi yang rentan dan lemah, (Philipe Nonet dan Philip
Selznick, 2008:33).

Penanganan kasus-kasus yang dicontohkan di atas,
menunjukkan kekuasaan penyidikan, penuntutan sampai pada
kekuasaan putusan oleh pengadilan dengan hukum represif
terdapat kaitan yang sangat erat, sehingga masyarakat selalu
dalam posisi yang rentan dan lemah yang pada gilirannya akan
membahayakan negara yang berdasarkan atas hukum. Oleh
karenanya tepatlah apabila Pasal 12 Konsep KUHP 2006
meletakkan keadilan sebagai pilar utama dalam penjatuhan
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sanksi, sebagaimana ditegaskan bahwa “dalam
mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh
mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”.

A.l. Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan
Hukum Pidana

Penerapan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan
sesungguhnya mempunyai daya cegah atau penanggulangan
baik secara khusus maupun secara umum. Secara Kkhusus
pencegahan  tersebut ditujukan pada pelaku dengan
mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan
tindak pidana lagi dan terpidana memiliki perilaku yang baik da
berguna bagi masyarakat. Pencegahan secara umum ditujukan
pada anggota masyarakat pada umumnya, yaitu mempengaruhi
tingkah laku masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan
kejahatan, (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998:18). Khusus
mengenai pencegahan yang bersifat umum, menurut Johannes
Andenaes ada tiga pengaruh dalam pengertian “general
Prevention ”, yaitu:

a. Pengaruh pencegahan’

b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;

c. Pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh

pada hukum, (Muladi dan Barda Nawawi Arief,
1998:18).

Namun demikian, terdapat persoalan yang sangat penting
dalam penerapan hukum pidana dalam upaya melakukan
pencegahan terhadap setiap bentuk kejahatan dalam masyarakat.
Sebagai sebuah sistem dalam penegakan hukum maka terdapat
tiga hal yang menurut Larence M. Friedman terdiri atas Struktur,
Substansi dan Kultur,( Larence M. Friedman, 2009:17). Hal ini
menunjukkan selain persoalan penegak hukumnya (strukturnya)
juga harus dilihat substansinya, yaitu apakah KUHP kita cukup
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memadai untuk mencegah kejahatan. Pemikiran tersebut, yang
seolah-olah sebagai sebuah keraguan dilandaskan pada KUHP
kita yang bukan merupakan hukum yang lahir dari nilai-nilai
luhur bangsa Indonesia, yang menghendaki keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia berdasarkan ketuhanan Yang Maha
Esa. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Moeljatno bahwa,
asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana
kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah
Indonesia untuk bangsa Indonesia yang telah merdeka tanggal
17 Agustus 1945 yang mempunyai kepribadian sendiri”,
(Moeljanto, 1985:15).

Persoalan-persoalan ~ yang  kemudian ~ meragukan
kemampuan KUHP dalam menanggulangi kejahatan secara
berkeadilan juga pernah dilontarkan oleh John Kaplan, bahwa
salah satu aspek yang paling kacau balau dari peraturan-
peraturan yang berhubungan dengan pemidanaan ialah kondisi
dari KUHP itu sendiri. Secara mudah dapat ditunjukkan, bahwa
di kebanyakan negara sanksi-sanksi yang tersedia untuk delik-
delik yang berbeda, sama sekali tanpa suatu dasar atau landasan
yang rasional. Inilah yang pada gilirannya merupakan salah satu
penunjang utama adanya perbedaan perlakuan terhadap para
pelanggar yang kesalahannya sebanding, (Barda Nawawi Arief,
2008:173). Guna mendorong kemampuan daya cegah yang lebih
baik oleh KUHP dalam menanggulangi kejahatan, maka perlu
dilakukan perubahan atau pembaharuan terhadap KUHP,
pembaharuan tersebut menurut Barda Nawawi Arief memiliki
makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi
hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik,
sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang
melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan
penegakan hukum pidana pada hakikatnya ditempuh dengan
pendekatan yang berorientasi pada kebijakan dan sekaligus
pendekatan yang berorientasi pada nilai, (Barda Nawawi Arief,
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2008:25). Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada
hakikatnya:

1. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk
memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam
rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk
memberantas/menanggulangi  kejahatan dalam rangka
perlindungan masyarakat.

3. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk
mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam
rangka menunjang tujuan nasional (yaitu “social defence”
dan “social welfare”).

4. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali
pokok-pokok pikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai
sosiofilosofik, sosiopolitik dan sosiokultural yang
melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan
hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan
(reformasi) hukum pidana apabila orientasi nilai dari
hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan
orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah,
(Barda Nawawi Arief, 2005:3). Menariknya lagi bahwa,
dunia internasional memandang pembaharuan hukum
pidana merupakan hal yang harus dilakukan karena hukum
pidana yang lahir dari rahim kolonial dapat menjadi
penyebab kejahatan. Hal ini terungkap dalam kongres
PBB mengenai “The Prevention of Crime and the
Treatment of Offenders ” yang diselenggarakan setiap lima
tahun sekali, dalang kongres tersebut menyebutkan bahwa,
sistem hukum pidana yang selama ini ada di beberapa
negara (terutama yang berasal dari hukum asing semasa
zaman kolonial) pada umumnya bersifat telah usang dan
tidak adil serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan
kenyataan, karena tidak berakar pada nilai-nilai budaya
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dan bahkan diskrepansi dengan aspirasi masyarakat, dan
tidak responsif dengan kebutuhan sosial masa Kkini.
Kondisi ini menjadi faktor kontribusi terjadinya kejahatan,
(Barda Nawawi Arief, 2005:9).

Pembaharuan yang dilakukan perlu memperhatikan politik
hukum pidana atau “strafirechtspolitiek’ yang didefinisikan oleh
A. Mulder sebagai garis kebijakan untuk menentukan:

a. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku
perlu diubah atau diperbaharui;

b. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya
tindak pidana.

c. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan
pelaksanaan pidana harus dilaksanakan, (Barda Nawawi

Arief, 2008:23).

Politik hukum menurut Sudarto adalah usaha untuk
mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan
keadaan dan situasi pada suatu waktu, (Sudarto, 1977:159). *
Hal ini juga ditegaskan oleh Barda Nawawi Arief bahwa,
mempelajari  kebijakan hukum pidana pada dasarnya
mempelajari masalah bagaimana sebaiknya hukum pidana itu
dibuat, di susun dan digunakan untuk mengatur/mengendalikan
tingkah laku manusia, khususnya untuk menanggulangi
kejahatan dalam rangka melindungi dan menyejahterakan
masyarakat, (Barda Nawawi Arief, 2007:7-8) Berkaitan dengan
perubahan atau pembaharuan hukum yang bertujuan
mensejahterakan masyarakat tidaklah terlepas dari upaya
kriminalisasi yaitu proses penetapan suatu perbuatan orang
sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri
dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu

* Sudarto, 1977, Hukum dan Hukum Pidana. Bandung. Alumni.
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diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana, (Sudarto,
1977:39). Kriminalisasi tersebut menurut Sudarto harus
memiliki ~ kriteria:  penggunaan  hukum  pidana harus
memperhatikan ~ tujuan  pembangunan  nasional  vyaitu
mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan
spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka
(penggunaan) hukum pidan bertujuan untuk menanggulangi
kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan
penanggulangan itu  sendiri, demi kesejahteraan  dan
pengayoman masyarakat perbuatan yang diusahakan untuk
dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus
merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki” yaitu perbuatan
yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas
warga masyarakat; penggunaan hukum pidana harus pula
memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil”; penggunaan hukum
pidana harus pula memperhatikan kapasitas dan kemampuan
daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan
sampai ada kelampauan beban tugas, (Barda Nawawi Arief,
1998:161).

Selaras dengan apa yang kemukakan oleh Sudarto tersebut
menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi
dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor kebijakan
tertentu yang mempertimbangkan bermacam faktor, termasuk:

1. keseimbangan sarana-sarana Yyang digunakan dalam
hubungannya dengan hasil yang ingin dicapai;

2. analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam
hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;

3. penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu
dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam
pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia,;

4. pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi
yang berkaitan dengan (dipandang dari segi) pengaruh-
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pengaruhnya yang sekunder, (Barda Nawawi Arief,
1998:162).

Pembaharuan hukum pidana  dalam rangka
penanggulangan kejahatan menjadi sangat penting, karena
kesalahan dalam substansi atau formulasi merupakan kesalahan
yang sangat strategis bagi kesalahan dalam tahap-tahap
berikutnya, menurut Barda Nawawi Arief bahwa, proses
legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan
pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum “in
abstracto”. Proses legislasi /formulasi ini merupakan tahap awal
yang sangat strategis dari proses penegakan hukum “in
concreto”. Oleh karena itu kesalahan/kelemahan pada tahap
kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis
yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum “in
concreto”, (Barda Nawawi Arief, 2008:25). Menyadari
kelemahan-kelemahan KUHP yang ada saat ini, Konsep KUHP
yang merupakan upaya pembaharuan telah mengupayakan
beberapa hal yang baru, di samping melakukan perluasan
terhadap asas legalitas secara formal yaitu asas legalitas materil
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Konsep KUHP 2006
yang memberikan ruang bagi diakuinya hukum tak tertulis
sebagai dasar hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara.
Konsep juga memberikan ruang bagi modifikasi atau perubahan
terhadap putusan hakim sekalipun sudah memiliki kekuatan
hukum yang tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 2.
Ketentuan Pasal 2 Konsep tersebut mirip dengan Pasal 1 (3)
KUHP Korea yang menegaskan bhwa: “where a ststute is
Changde Rafter a sentence imposed under it kupon a criminal
conduct has becaome final, with the effect that such conduct no
longer constitutes a crime, the execution of the punisment shall
be remitted” Dalam pasal ini dikatakan bahwa “ Apabila suatu
undang-undang berubah setelah pidana yang dijatuhkan
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(berdasarkan Undang-undang itu) terhadap suatu perbuatan jahat
berkekuatan tetap, dengan akibat bahwa perbuatan itu tidak lagi
merupakan suatu kejahatan, maka pelaksanaan pidana itu akan
dibatalkan/dihapuskan, (Barda Nawawi Arief, 2008:78). Pasal 1
Ayat (3) KUHP Korea ini merupakan pengaturan tentang
adanya suatu perubahan undang-undang karena adanya putusan
pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap, di mana suatu
perbuatan yang menurut undang-undang yang lama yang
dijadikan dasar putusan dianggap sebagai kejahatan, akan tetapi
oleh undang-undang yang baru perbuatan tersebut tidak lagi
dianggap sebagai suatu tindak pidana atau kejahatan, maka
pelaksanaan atau eksekusi pidana itu dibatalkan atau
dihapuskan. Pasal 1 ayat (3) KUHP Korea tersebut
menunjukkan bahwa Undang-undang Hukum Pidana Korea
telah menganut aliran modern, di mana sanksi pidana
berorientasi pada individualisasi pidana yang menitik beratkan
pada perbaikan atau rehabilitasi, yang dalam hal ini mengadung
asas modification of sanction, “the Alteration/ annulment/
revocation of sanction atau ide redetermining of punishment,
(Barda Nawawi Arief, 2009:19). Hal yang penting bahwa dalam
konsep KUHP juga telah memberikan ruang agar dihindarinya
putusan yang bersifat disparitas yang selama ini terjadi, yakni
dengan menganut sistem pidana minimu khusus yang selama ini
tidak dikenal dalam KUHP, hal ini didasarkan pada pokok
pemikiran:

a. Guna menghindari adanya disparitas pidana yang sangat
mencolok untuk delik-delik yang  secara hakiki berbeda
kualitasnya;

b. Untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi general,
khususnya  bagi delik-delik ~ yang  dipandang
membahayakan dan meresahkan masyarakat, (Barda
Nawawi Arief, 2008:123).
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Konsep KUHP juga dengan tegas merumuskan tujuan

pemidanaan, yang selama ini dalam KUHP tidak dikenal, tujuan
pemidanaan tersebut dalam Konsep KUHP 2006 dirumuskan

bahwa:

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana  dengan
menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

b. Memasyarakatkan terpidana dengan  mengadakan
pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan
berguna;

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak
pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan
rasa damai dalam masyarakat; dan

d. Membebaskan rasa bersalah terpidana.

Agar Hakim dalam tugasnya benar-benar berlaku adil

sesuai dengan aturan hukum, maka Konsep juga memberikan
pedoman pemidanaan, yang terdiri dari:

1.

Pedoman yang bersifat umum untuk memberikan
pengarahan pada hakim mengenai hal-hal apa yang
sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana.
Pedoman vyang bersifat khusus untuk memberikan
pengarahan kepada hakim dalam memilih atau
menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu.

Pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem
perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam
perumusan delik, (Barda Nawawi Arief, 2008:138). *

Dirumuskannya tujuan dan pedoman pemidanaan ini

dalam Konsep KUHP menurut Barda Nawawi Arief didasarkan
pada pokok pemikiran bahwa :

* Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana
( Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Semarang, Badan
Penerbit Undip.
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1. sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem
yang bertujuan dan pidana hanya merupakan alat/sarana
untuk mencapai tujuan;

2. “tujuan pidana” merupakan bagian integral (sub-sistem)
dari keseluruhan sistem  pemidanaan (sistem hukum
pidana) di samping sub-sistem lainnya, yaitu sub-sistem
“tindak pidana”, “pertanggungjawaban pidana, dan
“pidana”;

3. perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan
sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah dan sekaligus
memberikan  dasar/landasan  filosofis,  rasionalitas,
motofasi, dan justifikasi pemidanaan;

4. dilihat secara fungsional/operasional, sistem pemidanaan
merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap
“formulasi’ (kebijakan legislatif),, tahap “aplikasi”
(kebijakan judisial/judikatif), dan tahap “eksekusi”
(kebijakan administratif/eksekutif); oleh karena itu agar
ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu
sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan
perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan, (Barda
Nawawi Arief, 2009:3-4).

Melalui pembaharuan hukum pidana dengan melandaskan
pada akar budaya bangsa Indonesia, diharapkan keadilan akan
dapat menjelma pada setiap proses penegakan hukum pidana di
Indonesia. Dengan pembaharuan itu pula, diharapkan hukum
pidana kita bukan merupakan hukum pidana kolonial yang
berselimut dan berwajah Indonesia yang dalam penerapannya
sering kali mengiris-iris dan melakukan perlukaan terhadap rasa
keadilan bagi masyarakat. = Hukum tidaklah semata-mata
merupakan apa yang dirumuskan dalam undang-undang, tetapi
meliputi apa yang tertulis atau yang tidak tertulis, dengan
demikian harus dipahami bahwa kepastian hukum bukan hanya

Pembaharuan Sistem Hukum Pidana | 19



sekedar kepastian undang-undang. Dengan mendasarkan pada
kepastian hukum baik yang bersifat legalitas formal maupun
legalitas materiel maka, suatu penegakan hukum akan dapat
menemukan hakikat penegakan hukum yang sebenarnya, yaitu
keadilan merupakan elemen penting yang harus didahulukan
daripada sekedar mendasarkan pada kepastian hukum belaka.
Dalam penegakan hukum diperlukan ilmu pengetahuan dan
religi sehingga dalam penerapannya, masyarakat benar-benar
merasakan keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa,
keadilan tersebut merupakan keadilan yang timbul dari kultur
hukum Indonesia yang terbingkai dalam Pancasila. Dengan
memahami hukum tak tertulis, terutama hukum ketuhanan,
maka penerapan hukum akan tepat dan adil, karena hukum tak
tertulis (hukum tuhan) merupakan landasan yang strategis bagi
penerapan hukum tertulis. Hukum Tuhan merupakan landasan
yang amat penting Yyang tertuang dalam Pancasila yaitu sila
yang pertama, yang memiliki nilai-nilai kebenaran yang tak
terbantahkan bagi bangsa Indonesia. Pembaharuan hukum
pidana yang diharapkan mampu menangulangi setiap bentuk
kejahatan, akan memiliki kendala yang serius apabila hal
tersebut tidak dilandaskan pada kultur hukum Indonesia, yang
memiliki karakter yang kuat untuk menciptakan keadilan dengan
melandaskan pada sila pertama Pancasila, yang merupakan
kristalisasi nilai-nilai kebenaran bagi bangsa Indonesia, dan
sebagai dasar kerohanian negara republik Indonesia. Substansi
hukum (hukum pidana saat ini) sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia, sehingga
hukum pidana yang ada saat ini (KUHP) tidak memiliki daya
cegah yang optimal bagi penanggulangan kejahatan baik
pencegahan atau penanggulangan yang bersifat khusus maupun
yang bersifat umum, bahkan oleh kongres PBB dikatakan bahwa
hukum pidana yang ada sebagai hasil peninggalan kolonial
sudah bersifat telah usang dan tidak adil serta ketinggalan zaman
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dan tidak sesuai dengan kenyataan bahkan menjadi faktor
pendorong timbulnya kejahatan. Oleh karena itu pembaharuan
hukum merupakan hal yang harus dilakukan. Pembaharuan
hukum tersebut harus memperhatikan akar budaya bangsa
Indonesia sehingga hukum pidana Indonesia bukan hukum
kolonial yang berselimut dan berwajah Indonesia. Dengan
pembaharuan tersebut penggunaan hukum pidana dalam
penanggulangan kejahatan akan memiliki daya cegah yang
optimal.

B.2. PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM KUHP
NASIONAL INDONESIA
Cukup banyak masalah dan tantangan yang dihadapi
bangsa Indonesia saat ini dalam upaya melakukan
pembangunan nasional (BANGNAS dan khususnya di
dalam  masalah  pembangunan  hukum  nasional
(BANGKUMNAS). Dalam hal tersebut, diidentifikasikan
dalam tiga masalah besar yang harus diperjatikan, yaitu :

1. Masalah peningkatan kualitas penegakan hukum in
concreto (masalah (“law enforcement”).

2. Masalah pembangunan atau pembaharuan SHN (Sistem
Hukum Nasional); dan

3. Masalah  perkembangan globalisasi yang multi
kompleks, masalah internasio-nalisasi  hukum,
globalisasi  atau  transnasionalisasi kejahatan,
dan masalah hitech atau cyber crime yang terus
berkembang.

Ketiga masalah tersebut itu dapat dibedakan, tapi sulit
dipisah lepaskan karena ada saling keterkaitan erat.
Masalah  pembangunan  Sistem Hukum  Nasional
(SHN/SISKUMNAS) atau masalah BANGKUMNAS
yang menjadi topik dalam kuliah umum ini, bukanlah
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masalah baru. Masalah ini sudah merupakan masalah
umum Yyang sering/lama dibicarakan di berbagai forum
seminar nasional (mungkin sebelum anda lahir). Namun
tidak berarti merupakan “masalah basi”, karena
“pembaharuan/pembangunan hukum” pada hakikatnya
merupakan “pembaharuan/pembangunan yang berkelan-
jutan” (sustainable reform/sustainable development). Di
dalam pembaharuan/ pembangunan hukum selalu terkait
dengan “perkembangan/pembangunan masyarakat Yyang
berkelanjutan” maupun “perkembangam yang
berkelanjutan dari kegiatan/ aktivitas ilmiah dan
perkembangan pemikiran filosofi/ide-ide dasar/ konsepsi
intelektual”. Jadi ”law reform” terkait erat dengan
’sustainable society/development”, ”sustainable
intellectual activity”, "sustainable intellectual
phylosophy”, “sustainable intellectual conceptions/basic
ideas”. Kajian terhadap masalah ini tentunya merupakan
kajian yang “bergenerasi”. Ini berarti masalah
pembaharuan/pembangunan  hukum pada hakikatnya
merupakan masalah yang harus terus menerus dikaji.
Terlebih  kajian  ilmiah  mengenai  pembaharuan
/pembangunan hukum nasional, tidak pernah secara
nasional dima-sukkan sebagai kurikulum
terstruktur/struktural, baik dalam KURNAS (Kurikulum
Nasional) maupun KURTI (Kurikulum Inti). Kalaupun
ada, sifatnya hanya sebagai kurikulum lokal atau hanya
untuk bidang ilmu/konsentrasi tertentu. Bertolak dari
uraian di atas, saya sampaikan penghargaan (acungan
jempol) kepada Program Magister llmu Hukum
Pascasarjana UBH, yang memilih masalah besar
“Pembangunan SISKUMNAS” sebagai topik dalam
Kuliah Umum ini, walaupun topik ini tidak tercantum
secara eksplisit dalam kurikulum terstruktur S2 Ilimu
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Hukum, Program Pascasarjana UBH. Sebagai suatu
“masalah besar” yang memerlukan kajian bergenerasi,
tidaklah mungkin kuliah umum ini mengungkap semua
permasalahan, terlebih sebenarnya  hampir semua
permasalahan telah dibahas dalam berbagai seminar
nasional. Namun setidak-tidaknya diharapkan dapat
digunakan sebagai bahan masukan/pelengkap untuk mata
kuliah Politik Hukum atau sebagai bahan rangsangan
pemikiran/renungan  “sekilas” untuk kajian lebih lanjut
(yang lebih mendalam) oleh peserta program S2 dalam
membuat tesis. Hal ini sangat diharapkan, karena salah
satu ciri tesis S2 (bedanya dengan skripsi S1) lebih
diharapkan membahas masalah-masalah prospektif ke
depan vyaitu masalah law reform and development dari
pada sekedar masalah law enformcement. Terlebih
Konvensi Hukum Nasional bulan Maret 2008 masih
membicarakan masalah Grand Design sistem dan politik
hukum nasional, dan di akhir rekomendasinya masih
menegaskan : “perlu disusun Grand Design Sistem dan
Politik Hukum Nasional dengan landasan UUD NRI 1945
sebagai landasan konstitusional dan Pancasila sebagal
landasan filosofisnya”. Bukankah rekomendasi itu
merupakan suatu tantangan yang ironis (terutama bagi
Program Pascasarjana)? Sudah 64 tahun kita merdeka,
namun “Grand Design Sistem dan Politik Hukum
Nasional”-nya saja masih belum tersusun. Sekedar
illustrasi, RKUHP yang sudah 45 tahun, dan disusun oleh
beberapa generasi/angkatan (bahkan banyak yang sudah
meninggal), dan akhirnya RUUKHP telah disahkan
menjadi KUHP Nasional seperti tertuang didalam UU No
1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional.
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C.3.

D.4.

Ruang Lingkup dan Sistematika Materi
KURIKULUM

Bertolak dari judul, sederetan pertanyaan bisa
dimunculkan (lihat footnote). Namun dalam keterbatasan
waktu, penulis akan membahas pada titik fokus pada
materi :

1. Pengertian dan ruang lingkup pembangunan SHN.
2. Pendekatan dan Strategi pembangunan SHN.
3. Posisi dan peran PTH (Pendidikan Tinggi

Hukum) dalam BANGKUMNAS.

Pilihan fokus materi ini didasarkan pada peran / fungsi
PTH (termasuk program Pascasarjana) sebagai pusat
”Geisteswissenschaft” (IP Kerokhanian / Kejiwaan), pusat
ide/pemikiran konseptual, pusat pembaharuan, the center
of jurisprudence; the center of law science reform and
development. Disamping alasan itu, pilihan topik ini
dilandaskan juga pada berbagai kesimpulan / rekomendasi
Seminar / Konvensi Hukum Nasional yang sering
menyata-kan, bahwa landasan konstitusional (UUD NRI
’45) dan  landasan  filosofis  Pancasila  perlu
disusun/diimplementasikan dalam SHN dan Politik
Hukum Nasional. Jadi kebanyakan baru sebatas
“pernyataan/statement” sedangkan realisasi/implementasi-
nya masih belum begitu konkret atau setidak - tidaknya
masih bermasalah.

Pengertian dan Ruang Lingkup Pembangunan SHN
1. Pengertian Pengertian ”Pembangunan”

Walaupun sudah berulang kali seminar hukum
nasional diselenggarakan, namun tidak satupun
dijumpai penjelasan tentang pengertian
”Pembangunan” itu sendiri. Yang umumnya diungkap
adalah masalah yang berkaitan dengan pembangunan
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hukum nasionalnya itu sendiri (antara lain ruang
lingkup/ bidang/program/tahapan pembangunan hukum
nasionalnya). Jadi kata/istilah ”pembangunan” seolah-
olah sudah diterima begitu saja sebagai istilah umum.
Namun dalam berbagai seminar terungkap, bahwa
”pembangunan” sering diidentikkan atau terkait erat di
dalamnya dengan berbagai istilah/masalah
”pengembangan, pembaharuan, reformasi, pembinaan,
penataan, pemantapan kembali, peninjauan, evaluasi”.
Jadi tercakup di dalamnya pengertian
”development”, reform”, “renovation”, “rebuild”,
“reconstuction”, ’eva-luation/re-evaluation”.

. Pengertian dan Ruang Lingkup Sistem Hukum
Nasional (SHN/SIS-KUMNAS)

Apabila dilihat dari sudut teoritik/konseptual tentang
”sistem hukum”, maka SHN dapat dikatakan sebagai
kesatuan dari berbagai sub-sistem nasional, vyaitu
”substansi hukum nasional”, ”struktur hukum
nasional”, dan ”budaya hukum nasional”.Apabila SHN
hanya dilihat sebagai substansi hukum, maka dapatlah
dikatakan bahwa, SHN pada hakikatnya adalah Sistem
Hukum Pancasila. Apabila dijabarkan lebih lanjut,
SHN-Pancasila adalah SHN yang berlandas-
kan/berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan PS,
yaitu : berorientasi pada nilai-nilai “Ketuhanan”
(bermoral religius); berorientasi pada nilai-nilai
“Kemanusiaan” (humanistik); dan berorientasi pada
nilai-nilai “Kemasyarakatan” (nasionalistik;
demokratik; berkeadilan sosial). Dengan demikian,
sistem/tatanan hukum di Indonesia yang tidak ber-
orientasi pada ke-3 pilar/nilai/pendekatan/jiwa (ruh)
demikian, tidak dapat dikatakan sebagai SHN,
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walaupun dibuat oleh badan legislatif Indonesia. Sangat
tepatlah apabila Seminar Hukum Nasional ke-11/1968
pernah menegaskan, bahwa : “UUD 1945 hanyalah
boleh dilaksanakan atas dasar Pancasila. Pelak-sanaan
UUD 1945 yang berlawanan dengan semangat dan jiwa
Pancasila  berarti  manipulasi  konstitusi  dan
pengkhianatan terhadap Pancasila”.

3. Ruang Lingkup Pembangunan SHN
Ruang lingkup pembangunan Sistem Hukum

Nasional (SHN) dapat dilihat dari berbagai

aspek/sudut. Apabila dilihat dari ruang lingkup SHN

sebagaimana dikemukakan di atas, maka pembangunan
ruang lingkup SHN dapat mencakup pembangunan

”substansial”  (substansi hukum/legal substance),

pembangunan ’struktural” (stuktur ~ hokum /legal

structure), dan pembangunan “kultural” (budaya
hukum/legal culture). Kalau dilihat sebagai “program
pembangunan”, maka ruang lingkupnya bisa disebut
dengan berbagai program yang terkait dengan bidang

hukum. Dalam Lokakarya Bangkumnas Repelita VI

(1994-1999), ketiga bidang/  ruang  lingkup

pembangunan SHN pernah dirinci sebagai berikut :

1. Pembangunan  “perangkat hukum  nasional”
(maksudnya bidang substansi hukum, pen.) terdiri
dari 14 sektor : (1) sektor HTN dan HAN; (2) sektor
Hukum Tata Ruang; (3) sektor Hukum Babhari
(Laut); (4) sektor Hukum Dirgantara; (5) sektor
Hukum  Kependudukan; (6) sektor Hukum
Lingkungan; (7) sektor Hukum Kesehatan; (8)
Hukum Kesejahteraan Sosial; (9) sektor Hukum
Teknologi dan Informatika; (10) sektor Hukum
Keluarga dan Waris; (11) sektor Hukum Ekonomi;
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(12) sektor Hukum Pidana; (13) sektor Hukum
Militer dan Bela Negara; dan (14) sektor Hukum
Transnasional.

2. Pembangunan “tatanan hukum nasional”
(maksudnya bidang struktur hukum, pen.) terdiri
dari 5 sektor : (1) Sektor kelembagaan, administrasi
dan manajemen lembaga-lembaga hukum; (2) Sektor
mekanisme, proses dan prosedur; (3) sektor
peningkatan koordinasi dan kerjasama nasional; (4)
sektor  peningkatan  kerjasama regional &
internasional; dan (5) sektor pengembangan sarana
& prasarana pendukung pembangunan hukum.

3. Pembangunan ’budaya hukum nasional” terdiri dari
5 sektor : (1) Pembinaan Filsafat Hukum dan limu
Hukum Nasional; (2) Pembinaan Kesadaran hukum
& perilaku taat hukum; (3) Pengembangan
/pembinaan perpustakaan, penerbitan dan
informatika hukum; (4) Pengembangan dan
pembinaan profesi hukum; (5) Pengembangan dan
pembinaanpendidikan hukum. Catatan : Sub-3 di
atas, dalam Renstra  (Rencana  Strategik)
pembangunan  hukum nasional Repelita VI,
disederhanakan menjadi 3 bidang :

1. Cita hukum, Filsafat Hukum dan IImu Hukum
Nasional,

2. Pranata Hukum dan Lembaga Hukum;

3. Perilaku Hukum pemerintah dan masyarakat.

E.5. Pendekatan dan Strategi Pembangunan SHN
Kalau bertolak dari ketiga nilai/pilar keseimbangan PS,
maka pendekatan yan seyogyanya ditempuh dalam
membangun SHN-Pancasila, adalah :
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1. pendekatan yang berwawasan nilai-nilai “Ketuhanan”

(bermoral religius);

2. pendekatan yang berwawasan nilai-nilai“Kemanusiaan”

(humanistik) ; dan
3. pendekatan yang berwawasan nilai-nilai

“Kemasyarakatan” (nasionalistik; demokratik;

berkeadilan sosial).

Karena PS merupakan nilai-nilai filosofis kultural yang
fundamental, maka dapatlah ditegaskan bahwa strategi
pembangunan SHN seharusnya berawal/dimulai dari
“pembangunan kultural” (budaya hukum nasional), karena
nilai-nilai PS inilah yang merupakan ruh/jiwa/nur/nilai-
dasar/ide-dasardari SHN. Pembangunan/pem-baharuan
SHN pada hakikatnya berawal dari pembaharuan nilai/ide-
dasarnya. Sudahkah nilai-nilai kejiwaan itu
terwujud/terimplementasi dalam pemba-ngunan SHN
Indonesia? Kalau dalam rekomendasi Konvensi Hukum
Nasional 2008 (lihat di atas) masih dinyatakan : “perlu
disusun Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional
dengan landasan UUD NRI 1945 sebagai landasan
konstitusional dan  Pancasila  sebagal landasan
filosofisnya”, bukankah ini berarti, landasan filosofi PS
masih belum terimplementasi atau setidaktidaknya masih
belum terbangun/terbina dengan serius? Salah satu bidang
pembangunan  “budaya  hukum  nasional”  yang
diutamakan/ didahulukan menurut Renstra di atas, ialah
sektor Filsafat Hukum dan IImu Hukum Nasional. Strategi
demikian sangat tepat, karena berdasarkan bangunan teori
hukum menurut Meuwissen dapat diskemakan sbb. : (1)
Filsafat Hukum (landasan dari keseluruhan teori hukum —
berarti dalam arti luas); (2) Teori hukum (dalam arti
sempit); dan (3) IImu Hukum. Apabila teori Meuwissen
itu diimplementasikan dalam membangun SHN Indonesia,
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berarti harus dibangun terlebih dahulu (1) Filsafat Hukum
Pancasila, kemudian (2) Teori Hukum PS; dan akhirnya
terbangun (3) llmu Hukum PS (llmu Hukum Nasional).
Ketiga hal inilah yang seharusnya dibangun/di-
kembangkan dalam SISKUMNAS.

Masalah strategis ini  belum terwujud secara
menyeluruh dalam IHN Indonesia (llmu Hukum
Nasional). Contoh konkret di bidang hukum pidana.
Sampai saat ini, ilmu hukum pidana yang diajarkan masih
bersumber/bertolak dari Ilmu Hukum Pidana yang
berorientasi pada KUHP warisan zaman Belanda, karena
RKUHP masih saja belum menjadi hukum pidana positif.
Dirasakan janggal, apabila tujuannya membangun atau
membina/mengembangkan SHN (termasuk sistem hukum
pidana nasional), tetapi yang dipelajari/diajarkan terus
menerus adalah ilmu hukum warisan zaman kolonial.

F.6. Posisi dan Peran PTH Dalam Membangun /
Mengembangkan IHN (IImu Hukum Nasional

Membangun / mengembangkan / memperbaharui ilmu
hukum nasional, terkait erat dengan peran dan tugas PTH
(Pendidikan Tinggi Hukum). Tugas PTH tidak hanya
menyelenggarakan “pendidikan hokum
profesional” (“professional law education”)
untuk menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kemampuan
akademik dan kemampuan profesional (termasuk kemahiran /
ketrampilan hukum) dalam bidang hukum positif, tetapi
juga dituntut untuk mengemban “tugas keilmuan /
konsepsional ~ akademik”  dan  “tugas nasional”
dalam melakukan upaya pengkajian dan pengembangan /
pembaharuan ilmu hukum nasional. Kedua tugas PTH itu sesuai
dengan penegasan Pasal 2 (1) PP No. 60/1999 : Tujuan
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pendidikan tinggi adalah: Menyiapkan peserta didik menjadi
anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan /
atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan /
atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan /
atau kesenian. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan
penggunaannya untuk  meningkatkan taraf  kehidupan
masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Inilah
yang merupakan tantangan bagi lembaga PTH di
Indonesia. Seberapa jauh kegiatan FH dan Pascasarjana
Hukum beserta seluruh civitas academicanya, dapat mendukung,
mengisi atau memberikan sumbangan konsep/wawasan baru
bagi tersusunnya pembaharuan IHN, termasuk Ilmu Hukum
Pidana Indonesia? Dalam salah satu bagian dari pidato
pengukuhan saya (1994), pernah saya tegaskan : Dalam situasi
sedang menghadapi masalah besar di bidang pembaharuan
hukum pidana itu, sangatlah dirasakan janggal apabila di dalam
pendidikan tinggi hukum tidak ada kajian khusus mengenai
“pembaharuan hukum pidana”. Ini tidak berarti, bahwa selama
ini pendidikan tinggi hukum tidak terlibat sama sekali dalam
masalah besar itu. Namun patut dicatat, bahwa kegiatan itu
terkadang : lebih bersifat individual, insidental/temporal, dan
hasilnya tidak disusun kembali berdasarkan suatu kerangka teori
atau sistematika ilmiah tertentu, untuk kemudian disajikan dan
dikembangkan sebagai bahan pelajaran/kajian bagi para
mahasiswa. Oleh karena itu mungkin tidak sedikit ide-ide
pembaharuan/pengembangan hukum pidana yang tidak sampai
kepada para mahasiswa. Tidak sedikit bahan-bahan
pembaharuan hukum pidana hanya berhenti setelah seminar
dan kegiatan ilmiah lainnya itu selesai, karena para
dosen/mahasiswa kembali terlibat dalam kesibukan dan
kewajiban rutinnya yaitu mengajarkan/ mempelajari hukum
pidana positif (yang berorientasi pada WvS/KUHP zaman
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Belanda. Kajian mengenai pembaharuan hukum
dan politik hukum (termasuk pula kajian “pembaharuan hukum
pidana” dan “kebijakan/politik hukum pidana”) merupakan
tugas nasional yang melekat pada setiap pendidikan tinggi
hukum sebagai suatu lembaga ilmiah. Oleh karena itu, kajian
mengenai hal ini seyogyanya distrukturkan atau dilembagakan.
Kalau pada hakikatnya, pembaharuan/pembangunan
hukum merupakan suatu“kegiatan berlanjut (sustainable
activity) atau merupakan “konsep berlanjut (sustainable
concept/idea)”, bukankah  wajar kalau kajian mengenai
pembaharuan/pengembangan IHN (khususnya kajian tentang
pembaharuan/ politik hukum pidana nasional) seharusnya
distrukturkan  dalam  kurikulum nasional/kurikulum inti
(KURNAS/KURTI)? Salah satu kesimpulanSeminar Hukum
Nasional ke [111/1974di Surabaya, khususnya “Mengenai
Pendidikan Hukum” pernah menegaskan antara lain : “Agar
lembaga pendidikan hukum ..... menitikberatkan pada hal-hal
yang secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan
kemungkinan pembaharuan dan Pembinaan Hukum
Nasional”. Dari uraian di atas dapatlah ditegaskan, bahwa
membangun/menata ulang pendidikan hukum nasional dan IHN
memang sangat diperlukan karena :
1. merupakan tuntutan/amanat nasional;
2. merupakan bagian dari BANGNAS/BANGKUMNAS;
3. merupakan bagian dari pembangunan SHN (Sistem
Hukum Nasional);
4. merupakan respon terhadap perkembangan nasional dan
global; dan
5. sesuai dengan hakikat/fungsi ilmu hukum sebagai “ilmu
normatif (Das Sollen)
Mengenai masalah faktual (das Sein)”, yang tentunya
harus mengalami perubahan apabila kondisi faktual dan ide
konsepsional/ide-ide dasarnya berubah (nasional/global) Untuk
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mempersiapkan/menyongsong “Generasi Baru Hukum
Indonesia” (“Sarjana Hukum Indonesia Era Reformasi dan
Era Digital”) atau untuk mempersiapkan “the lawyer of
tomorrow” (meminjam istilah Nicholas J
Gervassis dari University of Edinburgh sewaktu mengomentari
buku Human Rights in the Digital Age, Edited by Mathias Klang
and Andrew Murray.

Pengembangan IHN terkait erat dengan pengertian dan
hakikat “ilmu hukum” itu sendiri. Ilmu hukum pada

hakikatnya merupakan ‘“normatieve
maatschappij wetenschap”, yaitu “ilmu normatif tentang
hubungan kemasyarakatan”  atau  “ilmu  hubungan

kemasyarakatan (kenyataan) yang normatif’. Secara singkat
dapat dikatakan, bahwa ilmu hukum merupakan “ilmu normatif
(das Sollen) tentang kenyataan (das Sein”), atau “ilmu
kenyataan (das Sein) yang normatif’. Dengan demikian, kalau
“hukum”  dipandang sebagai  salah  satu  “institusi
sosial/’kemasyarakatan” (berupa ‘“norma” maupun ‘“keajegan-
keajegan  perilaku”) dalam mengatur/mempolakan  dan
memecahkan masalah/kenyataan sosial, maka ilmu hukum
pada hakikatnya merupakan ilmu yang berkaitan dengan
konsep/ wawasan (pandangan/ide-ide dasar) dalam mengatur
dan  memecahkan masalah-masalah  kemanusiaan  dan
kemasyarakatan. Bertolak dari pengertian dan hakikat ilmu
hukum yang demikian, maka dapatlah ditegaskan, bahwa ilmu
hukum pada dasarnya adalah ilmu
normatif ~ tentang  “konsep/wawasan kemanusiaan  dan
kemasyarakatan”. Dengan demikian wajar-lah apabila kajian
ilmu (sistem) hukum di suatu masyarakat mengandung
karakteristik yang berbeda/berlainan karena didasarkan pada
konsep/ide-dasar/wawasan yang berbeda (dilihat dari sudut
sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio kulturalnya). Bertolak
dari pengertian dan hakikat yang demikian pula, maka masalah
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besar dalam perkembangan ilmu hukum di
Indonesia ialah masalah perkembangan/ perubahan/pergeseran
orientasi  konsep/wawasan dari ilmu hukum sebelum
kemerdekaan (ilmu hukum warisan penjajah) ke ilmu hukum
setelah atau dalam alam kemerdekaan. Dengan Kkata
lain, masalah  besarnya terletak pada bagaimana
membangun/mengembangkan “ILMU HUKUM INDONESIA”.
Inilah yang merupakan hakikat dan tantangan kajian ilmu
hukum di Indonesia.

Kalau di atas dikemukakan, bahwa ilmu hukum pada
hakikatnya merupakan ilmu normatif tentang “konsep/wawasan
kemanusiaan dan kemasyarakatan”, maka dalam
konteks  Indonesia, “Ilmu Hukum Indonesia/Nasional”
(IHI/THN) tentunya berarti “ilmu normatif tentang konsep
kehidupan bermasyarakat (di) Indonesia”. Bila dikaitkan dengan
istilah dalam Pembukaan UUD’45, dapatlah dikatakan, bahwa
IHN adalah “ilmu normatif tentang konsep ‘berkehidupan
kebangsaan yang bebas’ di Indonesia”. Berkehidupan
kebangsaan yang bebas mengandung aspek yang sangat luas,
yaitu dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat/
berbangsa/bernegara (meliputi aspek “ipoleksosbud”). Dengan
demikian IHIN meliputi juga ilmu normatif atau ilmu tentang
“tatanan berkehidupan kebangsaan” (di berbagai aspek
“ipoleksosbud”). Apabila “tatanan berkehidupan kebangsaan”
yang dicita-citakan bangsa Indo-nesia adalah tatanan
berdasarkan Pancasila, maka llmu Hukum Indonesia adalah
ilmu mengenai tatanan berkehidupan kebangsaan berdasarkan
Pancasila. Ini berarti membangun SHN pada hakikatnya
membangun konsep-konsep tatanan yang berorientasi pada
nilai/paradigma Pancasila, yaitu paradigma Ketuhanan (moral-
religius), paradigma kemanusiaan, paradigma kebangsaan
(persatuan/ke-pentingan umum), paradigma
kerakyatan/demokrasi, dan paradigma keadilan sosial. Dapat
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pula dikatakan secara singkat, bahwa llmu Hukum Nasional
(Imu Hukum PS) adalah llmu Hk yg berorientasi pada tiga
pilar/nilai keseimbangan PS, yaitu:

1. IH bernilai/berpilar/berorientasi — Ketuhanan (bermoral
religius);

2. IH bernilai/berpilar/berorientasi — Kemanusiaan
(humanistik)

3. IH bernilai/berpilar/berorientasi — Kemasyarakatan
(nasionalistik; demo-kratik; berkeadilan sosial).

Ini berarti, IlImu Hukum yang tidak berorientasi pada ke-3
pilar/nilai/pendekatan/jiwa (ruh) demikian, BUKAN Ilimu Hkm
Nasional. Mengingat uraian di atas, wajarlah apabila Prof.
Moeljatno pernah menyatakan, bahwa “Dalam negara kita yang
berdasarkan Pancasila, dengan adanya sila ketuhanannya, maka
tiap ilmu pengetahuan (termasuk ilmu hukum, pen.) yang tidak
dibarengi dengan ilmu ketuhanan adalah tidak lengkap”. Prof.
Dr. Notohamidjojo pun sering menegaskan, bahwa “tanggung
jawab jJurist ialah merohaniahkan hukum?”,
dan “penilaian scientia yuridis harus mendalam dan mendasar
pada conscientia” (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, kasih
sayang antar sesama dsb). Dengan demikian tidak ada
“sekulerisasi” dalam pendidikan hukum dan ilmu hukum di
Indonesia.

e Di dalam rambu-rambu sistem hukum nasional jelas
dinyatakan, hal-hal sbb. :

1. Pasal 29 (1) UUD’45 : Negara berdasar atas Ketuhanan
Yang Maha Esa.

2. Pasal. 3 (2) UU:4/2004 : Peradilan negara menerapkan
dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila

3. Pasal 4 (1) UU:4/2004 : Peradilan dilakukan “Demi
Keadilan berdasarkan Ketuhanan YME”.
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4. Pasal 8 (3) UU Kejaksaan No. 16/2004 : “Demi keadilan
dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
jaksa  melakukan  penuntutan dengan  keyakinan
berdasarkan alat bukti yang sah”.

Dari berbagai ketentuan di ataspun jelas, pendidikan
hukum dan ilmu hukum di Indonesia seharusnya tidak bersifat
sekuler. Konsekuensinya, PTH dan IHN harus juga
menggali/mengkaji ilmu hukum ber-Ketuhanan YME. Apabila
tidak, bagai-mana mungkin ketentuan yuridis-religius di atas
dapat dipahami dan diterapkan dengan baik. Sangatlah ironis,
dalam negara yang ber-Ketuhanan YME dan peradilannya
dilakukan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan YME”,
tetapi mahasiswa hukum dan aparat penegak hukumnya hanya
tahu tentang keadilan berdasarkan “tuntunan UU”, tetapi tidak
tahu tentang keadilan berdasarkan “tuntunan Tuhan”. Di
samping rambu-rambu nasional di atas, kesimpulan Seminar
Hukum Nasional ke VI (1994) pernah menegaskan, bahwa :
“Perlu untuk dikembangkan gagasan mengenai kualitas
pemberian keadilan (the dispension of justice) yang lebih cocok
dengan sistem hukum Pancasila”. Ini berarti PTH dan IHN harus
menggali, mengkaji, dan mengajarkan kepada mahasiswa
tentang apa itu “Keadilan Pancasila”. Bukankah, seperti
dikatakan Prof. Paul Scholten, Ilmu Hukum adalah juga “ilmu
tentang keadilan”? Ini berarti Ilmu Hukum Indonesia, adalah
“ilmu tentang Keadilan Pancasila”. Keadilan PS berarti
keadilan berke-Tuhanan, keadilan berkemanusiaan
(humanistik), keadilan nasionalistik, demokratik, dan
berkeadilan sosial. Apa maknanya semua itu? PTH/IHN lah
yang seharusnya melakukan kajian. Namun yang jelas, keadilan
PS yang demikian itu, jelas bukan sekedar “keadilan formal”
tetapi “keadilan substantif/materiel”. Patut kiranya dikaji
keterkaitan antara asas Peradilan dilakukan “Demi Keadilan
berdasarkan Ketuhanan YME” dengan asas “independensi
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peradilan”. Kebebasan/kemerdekaan/independensi  peradilan
selama ini sering hanya diarti-kan sebagai kebebasan dari
campur tangan/intervensi dari kekuasaan negara lainnya.
Kenyataannya, adanya mafia peradilan menunjukkan tidak
adanya ke-merdekaan praktek peradilan dari berbagai nafsu
tercela/kotor.  Hakikat/nilai  substansial dari “kebebasan
(independensi) peradilan” justru seharusnya bersumber dari
keyakinan akan asas peradilan yang dilakukan “Demi Keadilan
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Kebebasan/kemerdekaan (independensi) substansial hanya ada
pada orang yang merasa terikat/bergantung  pada
kekuasaan/tuntunan Ilahiah  (transendental), bukan pada
kekuasaan lain. Dengan menghayati/menjiwai hakikat keadilan
berdasar tuntunan Tuhan, barulah orang (hakim) akan terbebas
dari “nilai’kekuasaan subjektif” berupa hawa nafsu; kebencian
golongan; ataupun hubungan kekerabatan
(nepotisme/favoritisme). Inilah  seharusnya yang menjadi
karakteristik “independensi” Indonesia. Oleh karena itu,
tuntunan/ilmu Ketuhanan itu harus diintegrasikan dalam
PTH/IH Indonesia. Kalau tidak, maka wajarlah asas juridis-
religius (Demi Keadilan berda-sarkan Ketuhanan YME) hanya
menjadi formalitas (sekedar “irah-irah”) putusan. Jadi hanya
keadilan formal, bukan keadilan substantif/materiel.

Renungan dan kajian mendalam tentang SHN/IHN
Pancasila seyogyanya dikaji dan dikembangkan terus menerus
sebagai upaya mencari alternatif/model lain dari sistem/ilmu
hukum yang ada saat ini (minimal “model lain/baru” daripada
warisan zaman Belanda). Hal ini perlu, karena ilmu dan praktek
penegakan hukum saat ini (tidak hanya di Indonesia) ternyata
masih memprihatinkan dan dipandang tidak mampu mengatasi
masalah sehingga banyak upaya/pemikiran untuk mencari
“model/alternatif lain” (a.l. Prof. Satjipto menawarkan model
hukum progresif; dan saya sedang mengembangkan model
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konstruksi pemikiran hukum/penegakan hukum integral-
kontekstual). Di tingkat dunia pun, upaya mencari “model/
alternatif lain” inipun muncul karena ada
ketidakpuasan/keresahan  terhadap  sistem yang  ada.
Ketidakpuasan ini terlihat antara lain dari pernyataan Habib Ur
Rahman Khan (dalam makalah Workshop UNAFEI): “People
are busy doing research, holding seminar, international
conference and writing books, trying to understand crime and
its causes in order to control it. But the net result of all these
efforts is to the contrary. Crime marches on” . Selanjutnya
beliau mengungkapkan pemikirannya sebagai berikut : “I
suggest that, just as in the 19th century attention was
diverted from the crime to its author — the criminal, we
should go a step further and focus our attention, not on the
criminal, but on to its author - society. We will
have to change our socio-political and
economic system that breeds criminals”.

Dalam Kongres-kongres PBB ke-6/1980, ke-7/1985, ke-
10/2000, perkembangan pemikiran upaya penanggulangan
kejahatan sebagai produk masyarakat ini, memunculkan ide
“penanggulangan kejahatan secara integral” dan menekankan
pada upaya “penanggulangan kausatif” (yaitu menanggulangi
sebab/kondisi). Dalam “Deklarasi Bangkok” (Bangkok
Declaration), hasil Kongres PBB ke-11/2005, bahkan diajukan
gagasan/model “Restorative Justice”. Model ini antara lain
terwujud dalam bentuk “mediasi penal” (penal mediation) yang
sering dinyatakan sebagai “’the third way” atau “the third path”
dalam upaya “crime control and the criminal justice system” .
Dikatakan sebagai “the third way/path” karena merupakan
upaya alternatif dari gagasan/ide sebelumnya, yaitu ide/model
“Retributive” dan “Rehabilitative”. Dengan mengungkapkan
perkembangan dunia itu, saya ingin menegaskan bahwa dengan
kajian yang mendalam dan terus menerus SHN/IHN Pancasila,
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tidak mus-tahil “gagasan/model Indonesia” ini dapat ditawarkan
ke dunia internasional sebagai model alternatif. Bertolak dari
pandangan Prof. Moeljatno seperti dikemukakan di atas, bahwa
“ilmu pengetahuan yang tidak dibarengi dengan ilmu ketuhanan
adalah tidak lengkap”, maka IHN Pancasila yang seyogyanya
dibangun adalah IHN ber-Ketuhanan. Artinya, IHN harus juga
mengacu/menggali ilmu Ketuhanan, baik yang ada di berbagai
ajaran agama maupun dari ayat-ayat/tanda-tanda/contoh ciptaan
Tuhan di alam, sebagaimana halnya dengan “Biomimetika”
(biomimetics), cabang baru ilmu pengetahuan yang mencoba
meniru makhluk hidup (a new branch of science that seeks to
imitate living things). Yaitu ilmu yang mempelajari rancangan
di alam (hasil ciptaan/ilmu Allah), dan memecahkan masalah
berdasarkan rancangan alam/Tuhan itu. Cabang ilmu
pengetahuan ini telah secara luas diterapkan dalam dunia
teknologi. Para begawan ilmu di bidang eksak (astronom;
fisikawan; ahli matematika; ahli aero-dinamica; ahli bio-kimia;
ahli bio-molekuler; biologiwan dsb.) telah lama mengakui
kecanggihan ilmu tuhan. Ucapan Albert Einstein yang terkenal
“Science without Religion is lame; Religion without scienceis
blind” sering kita baca dalam berbagai literatur. Oleh karena itu,
dalam membangun IHN patut kiranya direnungi : Apakah proses
perjalanan panjang dari “perkembangan penelitian/kajian/
keilmuan/pemikiran” dari para I[Imuwan/Guru Besar itu begitu
saja dapat diabaikan? Layakkah llmu/teori HP bersifat sekuler?
Kalau ilmu “hukum” mengandung di dalamnya ilmu
“mengatur/menata”, bukankah Ilmu Tuhan merupakan ilmu
“Maha Mengatur”? Bagaimana menggali/membangun limu HP
yang tidak sekuler (yg religius) atau bagaimana membangun
“BIOMIJURIDIKA” (seperti “Biomimetika)? Semua bahan
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renungan itu, merupakan bahan kajian/studi bagi PTH,
khususnya program Pascasarjana llmu Hukum. °

BAB Il

B. PEMBAHARUAN REKONSTRUKSI PENDIDIKAN
DAN PENGEMBANGAN ILMU HUKUM PIDANA
DALAM KONTEKS WAWASAN NASIONAL DAN
GLOBAL
Pendidikan ~ Hukum  Pidana  Indonesia  identik

pemaknaanya dengan pembenahan pendidikan hukum pidana

menghadapi era global demikian diungkapkan Nawawi Arief.

Pembenahan mengandung makna evaluasi, reevaluasi, penataan

ulang, pembaharuan, atau reformasi/rekonstruksi. Dalam bidang

pendidikan tinggi hukum (PTH), yang dibenahi tentunya tidak
hanya masalah yang terkait dengan “pendidikan ilmu hukum
pidana” (criminal science education), tetapi juga yang terkait
dengan masalah “pengembangan ilmu hukum pidana” (criminal
science reform and development). Hal ini sesuai dengan tujuan

Pendidikan Tinggi dalam Psl. 2 PP No. 6/1999, yang di

dalamnya mengandung dua tujuan, yaitu “tujuan mendidik”

(ayat la) dan “tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan” (ayat

1b). Dengan demikian tugas PTH tidak hanya

> Barda Nawawi Arief, Meteri Bahan Ajar PDIH UNDIP-Semarang,
Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, 2009
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menyelenggarakan “pendidikan hukum profesional”
(“professional law education”), tetapi juga dituntut untuk
mengemban tugas keilmuan/konseptual akademik/tugas nasional
dalam melakukan “pengembangan/pembaharuan ilmu hukum
nasional” (termasuk pembaharuan ilmu hukum pidana nasional).
Pembenahan ilmu hukum pidana yang perlu dikaji, tentunya
tidak hanya terkait dengan perkembangan global, tetapi juga
terkait dengan konteks nasional, baik dalam konteks
BANGKUMNAS maupun khususnya menghadapi masalah
pembaharuan hukum pidana nasional. Kedua konteks
perkembangan ini (nasional & global) selayaknya dikaji
bersama/sekaligus,  karena  keduanya  sangat terkait.
Tinjauan/pembenahan secara parsial, akan dirasakan timpang.
Lagi pula, “pembenahan masalah pendidikan/ilmu hukum
pidana” merupakan kesempatan yang jarang terjadi dan
merupakan “topik langka” dalam sebuah seminar hukum

(pidana).

B.1. Pendidikan / llmu Hukum Pidana dan Masalah /

Tantangan Nasional & Global

Masalah pembangunan hukum nasional
(BANGKUMNAS) jelas merupakan masalah dan sekaligus
tantangan yang juga harus dihadapi oleh dunia pendidikan
hukum pidana. BANGKUMNAS menghadapi dua masalah /
tantangan besar, intern dan extern. Masalah internal yang
utama, masih rendahnya kualitas penegak hukum (pidana) dan
belum mantap/belum tuntasnya pembaharuan atau pembangunan
sistem hukum nasional, khususnya pembangunan Sistem Hukum
Pidana Nasional (SHPN). Masalah yang dihadapi dalam
penegakan hukum, tidak hanya masalah penegakan hukum in
concreto (“law enforcement”), tetapi juga masalah penegakan
hukum in abstracto (“law making and law reform”). Sementara
itu, masalah yang dihadapi dalam pembangunan SHPN : tidak
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hanya masalah pembangunan/pembaharuan substansi hukum
pidana (“criminal substance reform”) dan struktur hukum
pidana (“criminal structure reform”), tetapi juga masalah
budaya hukum pidananya, terutama masalah pembaharuan
ilmu dan pendidikan hukum pidananya (“criminal science
and education reform”).® Masalah eksternal, menghadapi
perkembangan globalisasi yang multi kompleks (di bidang
Iptek, ekonomi, politik, hukum, kebudayaan, ideologi,
komunikasi, informasi dsb.). Internasionalisasi hukum (pidana),
globalisasi/ transnasionalisasi kejahatan, dan bahkan masalah
hitech/cyber crime terus berkembang. Hal ini tentunya
merupakan tantangan tersendiri yang sepatutnya dikaji dalam
kebijakan BANGNAS, BANGKUMNAS, dan khususnya kebi-
jakan pembaharuan dan pengembangan pendidikan/ilmu hukum
pidana nasional. Dari berbagai laporan kongres PBB dan
pertemuan internasional sering diungkapkan, bahwa fenomena
kejahatan secara global sudah merupakan ancaman yang cukup
serius bagi tujuan pembangunan nasional/ pembangunan
bangsa-bangsa di dunia dan merongrong kualitas lingkungan
hidup. Bahkan di bidang cyber/hitech crime yang terkait dengan
eksploitasi seksual, ada pendapat dari Prof. Donna Hughes,
bahwa telah terjadi “a global human rights crisis”* Kedua
masalah/tantangan besar BANGKUMNAS itu, jelas merupakan
salah satu alasan perlunya dilakukan
“pembaharuan/rekonstruksi”  Pendidikan Hukum  Pidana
Indonesia (PHPI) dan Pengembangan IImu Hukum Pidana
Indonesia (IHPI). Secara singkat dapatlah ditegaskan, bahwa
pembaharuan/rekonstruksi PHPI dan pengembangan
IHPI memang sangat diperlukan karena :

® Dalam Seminar dan Lokakarya BANGKUMNAS Repelita VI,
pembangunan IImu Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum Nasional
dimasukkan dalam jalur/program pembangunan “budaya hukum nasional”.

’ Bela Bonita Chatterjee, Pixels, Pimps and Prostitutes: Human Rights and

the Cyber Sex Trade, Sumber Internet.
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1. merupakan tuntutan/amanat nasional;
merupakan bagian dari BANGNAS/BANGKUMNAS;

3. merupakan bagian dari pembangunan SHN (Sistem
Hukum Nasional);

4. merupakan bagian dari pembangunan SHPN (Sistem
Hukum Pidana Nasional)

5. merupakan respon terhadap perkembangan nasional
dan global; dan

6. sesuai dengan hakikat/fungsi ilmu hukum sebagai
“ilmu normatif (das Sollen) mengenai masalah faktual
(das Sein)”, yang tentunya harus mengalami perubahan
apabila kondisi faktual dan ide konsepsional/ide-ide
dasarnya berubah (nasional/global);

7. Untuk mempersiapkan/menyongsong “Generasi Baru
Hukum Pidana Indo-nesia” (“Sarjana Hukum
Indonesia Era Reformasi dan Era Digital”) atau
untuk mempersiapkan “the lawyer of tomorrow”
(meminjam istilah Nicholas J Gervassis dari University
of Edinburgh sewaktu mengomentari buku Human
Rights in the Digital Age, Edited by Mathias Klang and
Andrew Murray®,

Pembaharuan / rekonstruksi PHPI dan pengembangan
IHPI dapat ditempuh atau direspon melalui kurikulum program
pendidikan hukum pidana dan aktivitas/ program “Bagian
Hukum” (kelompok dosen HP & Kriminologi di PTH); bahkan
dapat melalui berbagai program ASPEHUPIKI (karena pada
dasarnya Aspehupiki merupakan kumpulan dari berbagai Bagian
HP).

N

B.2. Program (Ruang Lingkup) Pembaharuan/Rekonstruksi
Pendidikan dan Illmu Hukum Pidana Indonesia

® http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/SCRIPT-ed/vol2-4/ng_review.asp
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Strategi pembaharuan Pendidikan dan pengembangan
IImu Hukum Pidana Indonesia, terkait erat dengan
“masalah/tantangan yang dihadapi” dan juga dengan
“tujuannya”. Berdasarkan uraian di atas, hubungan ketiga
variabel itu dapat digambarkan secara singkat sebagai

berikut :

Identifikasi Masalah

Tujuan
PENDIDIKAN HP

Strategi Pendidikan
&
Pengembangan IHP

Masalah Internal :

. masih rendahnya
kualitas  penegakan
hukum (pidana) -

masalah “law enfor-
cement’”’;

. belum mantap/belum
tuntasnya pembaha-

ruan atau pemba-
ngunan Sistem
Hukum Pidana

Nasional (SHPN) -
masalah “law reform
& development”;

1. Meningkatkan
Kua-litas
Penegakan HP
(in concreto dan
in abstracto)

2. memenuhi

kebutuhan
pembaharuan
/pembangunan
sistem HP
Nasional
(National CL
reform &
development) -

1. Meningkatkan/me-
ngembangkan
IImu HP Positif —
ilmu ius
constitutum;
(inklusif llmu HP
Adat)

2. Membangun/meng
em-bangkan 1Imu
HP Nasional
(ilmu ttg
Kebijakan/Pemb
a-haruan HP -
Penal Policy/
Penal Reform) —
ilmu ius
constituendum;
(inklusif llmu HP
Adat)
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Masalah eksternal : | « memperluas « Mengembangkan

. Globalisasi/transnasio | wawasan IImu HP Global/
-nalisasi  kejahatan, global/komparas | Internasional/
Internasionalisasi Perbandingan
hukum (pidana), dan HP; (inklusif lImu
perkembangan HP Adat)
hitech/cyber cri

Apabila  “pendidikan =~ HP”  diartikan sebagai
“pendidikan/kajian ILMU HP normatif’, maka ruang
lingkup/jenis-jenis “Ilmu HP normatif” berkaitan erat dengan
jenis-jenis HP yang dikaji (HP sebagai objek kajian). Dengan
demikian, maka ruang lingkup dari Ilmu HP (normatif) dapat
digambarkan sebagai berikut :

jenis hk. pidana jenis (nama) keterangan

(Objek kajian) ilmu hp normatif
e« HP positif (ius |1. lImu HP | Pengertian
consti-tutum) (positif) “normatif”  (yg
eHP yad. (ius |2. Politik HP | seharusnya) dpt.
constitu-endum. (penal policy) diartikan :

o Secara sempit

«HP Asing (ius |3. Perbandingan : hanya No. 1
comperandum; HP (HP positif) :
hk yg menjadi e Secara luas :
objek kajian meliputi No. 1
perban-dingan) s/d 4.
«HP Adat (tidak |[4. Hk. Pidana

tertulis) Adat

Keempat jenis/ruang lingkup Illmu HP (normatif)
seharusnya menjadi objek kajian/ mata kuliah yang dipelajari
dalam lembaga PTH (Pendidikan Tinggi Hukum). Namun dalam
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kenyataannya, hanya Illmu HP positif (No. 1) yang dijadikan
kurikulum utama (wajib untuk semua mahasiswa). Hal ini
menunjukkan, bahwa kajian ilmu HP di Indonesia selama ini
(termasuk juga program Pascasarjana di luar bidang kajian HP)
masih lebih terfokus/berorientasi pada hukum positif (“positive
law oriented”) untuk memenuhi “law enfocement”; kurang
berorientasi pada kajian pembaharuan/pengembangan hukum
(“law reform and development oriented”) yang memerlukan
juga “comparative law and global trend oriented”. Jadi tidak
berbeda dengan kajian ilmu hukum di zaman Belanda. Hal ini
tentunya merupakan salah satu kelemahan/ kekurangan paling
strategis dalam kajian llmu Hukum (pidana) di Indonesia,
karena hanya mengkaji “ilmu norma (hukum positif)” dan
“ilmu untuk menerapkan norma positif”’; bukan “ilmu (tentang)
nilai/konsep” atau “ilmu untuk membuat/merancang bangun
hukum (pidana) nasional”. Dilihat dari kebutuhan dan
perkembangan  saat ini  (terutama  dalam  rangka
BANGKUMNAS) , kajian/ilmu hukum seyogyanya tidak hanya
terfokus pada llmu Hukum Positif (ilmu menerapkan hukum),
tetapi juga diperlukan ilmu “membuat/memperba-harui hukum”,
khususnya yang berkaitan dengan pengembangan lImu/Hukum
Nasio-nal (di bidang hukum pidana berkaitan dengan kajian
“penal policy” dan “penal reform’) dan pengembangan kajian
Perbandingan Hukum dari berbagai sistem/keluarga hukum
(termasuk keluarga hukum tradisional/hukum adat) maupun dari
berbagai dokumen internasional/global. Resume : Dilihat dari
kebutuhan dan perkembangan saat ini :  Struktur
KURNAS/KURTI ilmu hukum pidana seyogyanya : tidak hanya
“positive law (ius constitutum) oriented”, tetapi juga “law
reform and development oriented” dan “comparative law (ius
comperandum) and global trend oriented”. Pembaharuan /
rekonstruksi / pengembangan Ilmu HP seyogyanya meliputi :
Pembaharuan / rekonstruksi (pengembangan) Ilmu HP Positif;
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Pengembangan Ilmu HP Nasional (Politik / Pembaharuan HP);
Pengembangan llmu HP Global /HP Internasional/Perbandingan
HP.

B.3. Pembaharuan/Rekonstruksi Pendidikan IImu Hukum
Pidana Indonesia dalam Konteks Wawasan Nasional
(BANGKUMNAS/SISKUMNAS)

Banyak hal yang terkait dengan masalah “pembenahan
pendidikan HP Indonesia”. Tidak hanya “kurikulum”-nya
(seperti diuraikan di atas), tetapi juga materi/substansi
(silabi)nya, dosen dan metodenya, ilmu/teori dan konstruksi
berpikir hukumnya dsb. Terlebih apabila diarahkan atau
ditekankan pada makna pendidikan hukum pidana “Indonesia”,
bukan pendidikan/kajian (ilmu) HP positif yang sebagian besar
masih berorientasi pada ilmu dan HP warisan Belanda. Kalau
“hukum pidana” diartikan sebagai ‘“sistem hukum pidana”,
berarti pendidikan Hukum Pidana Indonesia (HPI) adalah
pendidikan/kajian “Sistem HPT”. Ini berarti
pembaharuan/rekonstruksi pendidikan HPI harusnya mencakup
rekonstruksi “‘substansi HPI”, “struktur HPI”, dan “budaya
HPI”. Yang dimaksud dengan “budaya hukum” (legal culture)
dalam konteks pendidikan HPI, tentunya lebih terfokus pada
“criminal science”, khususnya “llmu HP Nasional/Indonesia”.
Uraian singkat di atas ingin menegaskan, bahwa rekonstruksi
pendidikan HPI tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan
BANGKUMNAS, khususnya dengan pembangunan Sistem HP
Nasional. Kalau pembangunan (reformasi/rekonstruksi) SHN
difokus-kan pada masalah “legal substance” dan “legal
culture/legal science”, maka ada dua rekonstruksi besar yang
dihadapi, yaitu “rekonstruksi SHN (Sistem/substansi Hukum
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Nasional)” dan “rekonstruksi IHN (Ilmu Hukum Nasional)”.
Yang pertama dapat disebut “rekonstruksi substansial”, dan
yang kedua “rekonstruksi konseptual/keil-muan/pemikiran
hukum”. Keduanya saling terkait erat. Rekonstruksi SHN dan
rekonstruksi IHN di bidang hukum pidana saat ini sedang
dirintis, yaitu dengan adanya Konsep RUU KUHP. Ini berarti,
pendidikan HPI juga seyogyanya ikut mengkaji dan memberikan
kontribusi bagi terbentuknya Sistem HP Nasional dan limu HP
Nasional. Setidak-tidaknya diikuti dan dikaji terus menerus oleh
Bagian HP (kelompok dosen HP di FH). Dalam kenyataannya,
tidak sedikit dosen yang tergabung dalam Bagian HP tidak
memahami  perkembangan/pembaharuan ~ Konsep KUHP
(Sistem HP Nasional dan IImu HP Nasional) karena ybs.
terbenam dalam tugas rutinitasnya, yaitu menjalankan “fungsi
mendidik mahasiswa”; sehingga fungsi “mengembangkan IImu
HP Nasional” agak terabaikan. Apabila Bagian HP (Aspehupiki)
dapat mengefektifkan fungsinya sebagai “Pusat Kajian IImiah;
Pusat Ide/pemikiran konseptual; criminal science reform &
development center; Bagian integral dari BANGKUMNAS dan
BANGNAS”, tidak mustahil ada Konsep R-KUHP versi
Aspehupiki. Bahkan lebih luas lagi, Aspehupiki dapat
menawarkan Rekonstruksi Rancang Bangun Sistem HP
Nasional yang menyeluruh (substansi/ struktur/budaya/ ilmu
HP Nasional). Dari uraian di atas, dapatlah ditegaskan bahwa
pembaharuan pendidikan HPI mengandung di dalamnya
pembaharuan atau rekonstruksi pemikiran hukum (konsep, ide
dasar, asas, teori, konstruksi berpikir juridis) dalam konteks
BANGNAS/BANGKUMNAS. Rekonstruksi/pembaharuan
pemikiran hukum di bidang hukum pidana, dapat dilihat dari
beberapa sisi :

1. dari aspek/tahap pembaharuan/pembangunan Iimu HP
Nasional,
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2. dari aspek/tahap penegakan hukum in abstracto (tahap
“law making”/kebijakan formulasi), khususnya dalam
konteks penyusunan Sistem HP Nasional; dan

3. dari aspek/tahap penegakan hukum in concreto (tahap
“law enforcement”/kebijakan aplikasi), khususnya
penegakan hukum pidana positif (KUHP/WvVS) dalam
konteks BANGNAS/BANGKUMNAS/SISKUMNAS.
Dalam ketiga aspek/tahap pembaharuan pemikiran

hukum (rekonstruksi konseptual) itu bisa muncul berbagai

masalah konseptual yang dapat dikaji terus menerus

(berarti menjadi objek kajian IImu HP), antara lain :

Ad 1. Pembaharuan/pembangunan Ilmu HP Nasional

(IHPN)

1. Apa ide dasar/konsep/asas/landasan konsepsional
yang harus dibangun?

2. Apakah IHPN dan Pendidikan Hukum (HP)
berwawasan sekuler?

3. Bagaimana membangun IHPN yang
berwawasan/berorientasi pada keseimbangan nilai-
nilai  Pancasila dan keseimbangan tujuan
BANGNAS?

4. Bagaimana membangun IHPN yang
berwawasan/berorientasi pada ide-ide dasar (ide
pembaharuan) nasional, kearifan lokal, dan global?

Ad 2. Pembaharuan/pembangunan Sistem HP Nasional

(SHPN)

1. Bagaimana mengimplementasikan Ad 1 di atas
dalam SHPN?;

2. Bagaimana rancang bangun atau “RENSTRA”
pembangunan SHPN (national criminal law
development planning/policy; design of national
criminal law development)?
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3. Bagaimana posisi kebijakan pembangunan SHPN
(national penal policy) dalam konteks BANGNAS
(social policy/national development policy)?

Ad 3. Penegakan hukum pidana positif (KUHP / WvS
dsb.) dalam konteks BANGNAS /
BANGKUMNAS / SISKUMNAS.

Kalau hukum pidana merupakan bagian (sub-
sistem) dari SISKUMNAS/BANGKUMNAS :

1. Apakah penegakan HP (terutama KUHP/WvS®
terlepas  kaitannya dengan  rambu-rambu
kerangka penegakan hukum nasional (national
legal frame-work) atau penerapannya harus
berada dalam konteks ke-Indonesia-an (dalam
konteks sistem hukum nasional/SISKUMNAS)?

2. Bagaimana konstruksi pemikiran juridis tentang
kepastian hukum/asas legalitas dalam konteks
SISKUMNAS?

Rekonstruksi/pembaharuan pemikiran juridis yang integral
dalam penegakan HP in concreto, patut kiranya mendapat
perhatian khusus dari dunia pendidikan hukum, karena dalam
praktek penegakan hukum terlihat adanya gejala/kecenderungan
ber-pikir hukum yang parsial dan hanya melihat UU/ketentuan
pidana dengan ‘“kaca mata kuda”. Gejala/kecenderungan ini
terlihat misalnya : Ada yang hanya melihat pasal-pasal dalam
sub-bab “Ketentuan Pidana”, terlepas dari keseluruhan konteks
UU vybs. (yang di dalamnya mengandung jiwa/spirit/ide dasar,

° Karena penyusun Konsep Pertama KUHP Baru tahun 1964 pernah
menyatakan, bahwa dengan diberlakukannya KUHP (WvS) Hindia Belanda
berdasarkan UU No. 1/1946, “pada hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar
tata hukum pidana dan hukum pidana masih tetap dilandaskan pada ilmu
hukum pidana dan praktek hukum pidana kolonial;...dan karena
pengujiannya sangat lambat, asas-asas dan dasar-dasar tata hukum
pidana dan hukum pidana kolonial itu masih tetap bertahan dengan
selimut dan wajah Indonesia”.
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asas, dan tujuan); terlepas dari keseluruhan sistem pemidanaan
umum/induk yang ada di dalam KUHP; terlepas dari
keseluruhan sistem/rambu-rambu penegakan hukum nasional,
Ada yang hanya mengartikan kepastian hukum dalam arti
sempit/parsial dan sangat formal; tidak mengakui atau
mengabaikan kepastian hukum materiel/substantif; tidak
mengakui/mengabaikan/melupakan/mengharamkan  asas-asas,
tujuan pemidanaan, dan nilai-nilai yang ada dan diakui dalam
ilmu/teori/hukum tidak tertulis.

Hanya menguasai norma UU tanpa menguasai ilmunya; seolah-
olah memisahkan “hukum” (UU) dengan “ilmu hukum” atau
setidak-tidaknya telah terjadi “erosi ke-ilmuan” dalam
penegakan hukum; ‘scientific approach/orientation” tergeser
oleh “money approach/orientation”, bahkan melepaskan “ilmu
hukum” dari “ilmu ketuhanan, moral, dan agama”; banyak yang
sangat tahu “tuntunan UU”, tetapi sangat tidak tahu akan makna
“keadilan berdasarkan (tuntunan) Ketuhanan YME”. Mengingat
kondisi demikian, perlu kiranya dikembangkan dan ditanamkan
“pemi-kiran hukum (konstruksi berpikir hukum) yang
integral/sistemik” melalui pendidikan hukum, yaitu : adanya
keterjalinan erat (keterpaduan/integralitas) antara “norma dan
nilai/ide dasar”; antara “norma UU dengan hukum tidak
tertulis”; antara “hukum (UU)” dan “ilmu hukum”; antara “ilmu
hukum” dengan “ilmu ketuhanan (moral/ agama)”; antara
“ketiga masalah pokok HP (tindak pidana; kesalahan; pidana)
dengan keseluruhan sistem pemidanaan”; antara “penegakan
hukum (UU) pidana dengan rambu-rambu penegakan hukum
nasional”’; antara “sistem HP dengan SISKUMNAS”.

B.4. Pembaharuan / Rekonstruksi Pendidikan IImu Hukum

Pidana Indonesia Dalam Konteks Wawasan Global /
Komparasi
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Pendekatan wawasan global dan komparatif ini tidak
hanya penting untuk pengem-bangan pendidikan (ilmu) hukum,
tetapi juga untuk menetapkan atau membuat kebi-jakan
BANGKUMNAS, khususnya terkait dengan Kkebijakan
pembangunan Sistem HP Nasional. Telah dikemukakan di atas,
bahwa untuk memperluas wawasan global dan komparasi, perlu
dikembangkan llmu HP Global/Internasional/Perbandingan HP
(inklusif llmu HP Adat, karena dilihat dari perspektif
perbandingan, sistem HP Adat termasuk salah satu sistem
hukum atau keluarga hukum/family law yang menjadi objek
kajian perbandingan). Bahkan wawasan global/komparasi inipun
seyogyanya di-perluas ke masalah-masalah yang terkait dengan
perkembangan hitech/cyber crime. Dilihat dari hakikat
pendidikan hukum yang di dalamnya mengandung pembaharuan
atau rekonstruksi konseptual (pemikiran hukum) seperti
dikemukakan  di  atas, maka kajian ~ berwawasan
global/komparatif  tentunya diharapkan dapat menambah
wawasan perbandingan konseptual. W. EWALD (dalam
‘Comparative Jurisprudence’) menyatakan, bahwa kajian
komparasi pada hakikatnya merupakan kajian aktivitas filosofik
dan  kajian  perbandingan  konsep-konsep intelektual.
pembaharuan pendidikan dan pengembangan ilmu HP
nasional juga dituntut untuk melakukan kajian komparasi dan
harmonisasi dengan perkembangan pemikiran dan konsep/ide-
ide mutakhir dalam teori/ilmu hukum pidana dan dalam
kesepakatan global/internasional. Ide-ide itu antara lain

9 W. Ewald, ‘Comparative Jurisprudence’, menyatakan : ‘Comparative law,
properly pursued, is an essentially philosophical activity ; ‘comparative
Jjurisprudence is ‘the comparative study of the intellectual conceptions that
underline the principal institutions of one or more foreign legal systems‘.
Lihat dalam Esin Oriici, CRITICAL COMPARATIVE LAW, EJCL
(Electronic Journal Comparative Law), Vol. 4.1 June 2000. dan Esin Oriici,
The Enigma of Comparative Law: Variations on a Theme for the Twenty-
First Century, EJCL Vol. 9.3 October 2005,
http://www.ejcl.org/93/review93.html
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mengenai ide keseimbangan antara ‘“prevention of crime”,
“treatment of offender”, dan “treatment of society”; keseim-
bangan antara “social welfare” dengan ‘“social defence”;
keseimbangan orientasi antara “offender” (individualisasi
pidana) dan “victim” (korban); ide “double track system” yang
memungkinkan adanya pidana/sanksi gabungan (“mixed
sentence” antara punishment dengan treatment/measures); ide
penggunaan pidana penjara secara selektif dan limitatif, yang
identik dengan ide “the ultimo-ratio character of the prison
sentence” atau “alternative to imprisonment or custodial
sentence”; ide “elasti-city/flexibility of sentencing”; ide “judicial
corrective to the legality principle” untuk menembus kekakuan
dengan diadakannya “permaafan hakim/pengampunan judisial”
(“rechterlijk pardon/judicial pardon/dispensa de
pena/dispensation of punishment) dan pedoman pemidanaan
lainnya ; ide “modifikasi pidana” (“modification of sanction”;
the alteration/annulment/revocation of sanction”;
“redetermining of punishment”); ide mengintegrasikan tujuan
pidana dalam sistem pemidanaan; ide keseim-bangan antara
“kepentingan  individu dan masyarakat” (antara lain
dalam masalah “retro aktif”); dan ide restorative justive yang
memungkinkan adanya “penal mediation”, dsb. Bertolak dari
kajian perbandingan konseptual (ide dasar/pokok pemikiran)
dari berbagai sistem/keluarga hukum (termasuk keluarga hukum
“traditional and religious law system” yang mengandung
banyak “kearifan lokal”), kajian perkembangan pemikiran
konsepsional global, dan pendalaman nilai-nilai nasional,
diharapkan dapat menunjang terwujudnya PEMBAHARUAN /
REKONSTRUKSI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN
ILMU HP DAN SISTEM HP NASIONAL.

B.5. Aspek Pidana Dalam Hukum Perdata
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A. Perbedaan Perkara Perdata Dengan Perkara Pidana
Dalam ruang lingkup kejadian sehari hari, kita selalu
dihadapkan dua masalah hukum, secara umum, disebut
kasus pidan maupun kasus perdata. Kasus, dapat diartikan
sebagai perkara dan perkara dapat dimaknai sebagai
masalah atau persoalan yang memerlukan proses
penyelesaian. Secara teori, perkara dapat dibedakan
menjadi 2 macam, VYaitu: Perkara yang mengandung
sengketa atau perselisihan dimana terdapat kepentingan
atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak
lain. Perkara yang tidak mengandung sengketanya atau
perselisinan di dalamnya. Perkara yang Mengandung
Sengketa Tmerupakan kewenagan hakim dalam hal ini
adalah menyelesaikan sengketa dengan adil, dimana
hakim terbatas mengadili pada apa yang dikemukakan dan
apa yang diminta para pihak untuk menghasilkan putusan
hakim. Wewenang hakim tersebut termasuk “jurisdiction
contentiosa” yaitu kewenangan mengadili dalam arti
sebenarnya untuk memberikan suatu putusan hakim.
Dalam sengketa selalu terdapat lebih dari satu pihak yang
saling berhadapan, yaitu “Penggugat” dan “Tergugat”.
“Penggugat” adalah pihak yang dapat mengajukan gugatan
yang memiliki kepentingan yang cukup, sedangkan
“Tergugat” adalah orang yang digugat oleh
“Penggugat”. Perkara yang Tidak Mengandung Sengketa
Tugas hakim termasuk “jurisdictio volunteria” yaitu
memeriksa perkara yang tidak bersifat mengadili, tetapi
bersifat administratif untuk mengatur dan menetapkan
suatu hal dan menghasilkan penetapan hakim. Dalam
perkara yang tidak mengandung sengketa, hanya terdapat
satu pihak saja yaitu ‘“Pemohon”, orang yang meminta
kepada hakim untuk menetapkan sesuatu kepentingan
yang tidak mengandung sengketa. Perbedaan Hukum
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Perdata dengan Pidana Hukum Pidana Menurut C.S.T.
Kansil dalam bukunya Pengantar llmu Hukum dan Tata
Hukum Indonesia (hal. 257), Hukum Pidana adalah
hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran
dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum,
perbuatan mana diancam dengan hukuman yang
merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Hukum Perdata

Menurut Prof. Subekti, S**.H. dalam bukunya Pokok-

Pokok Hukum Perdata (hal. 9) mengatakan bahwa hukum

perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat

materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur
kepentingan-kepentingan perseorangan. Perbedaan

Perkara Perdata dengan Pidana Menurut Abdulkadir

Muhammad (1990: 26-28), perbedaan perkara perdata

dengan perkara pidana dapat dilihat dari berbagai aspek,

yaitu:

1. Dasar timbulnya perkara, perkara perdata timbul karena
terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang seperti
diatur dalam hukum perdata. Sedangkan Perkara pidana
timbul karena terjadi pelanggaran terhadap perbuatan
pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana.
Perbuatan pidana tersebut bersifat merugikan negara,
mengganggu  ketertiban umum, dan mengganggu
kewibawaan pemerintah.

2. Inisiatif berperkara, dalam perkara perdata, inisiatif
berperkara berasal dari pihak yang merasa dirugikan.
Sedangkan dalam perkara pidana, inisiatif berperkara
berasal dari pihak penguasa negara melalui aparaturnya
yaitu Polisi dan Jaksa Penuntut Umum.

3. Istilah yang digunakan, dalam perkara perdata, pihak
yang mengajukan perkara ke muka hakim disebut

1 http://mimbarhukum.com/pengertian-perkara-perbedaan-perkara-perdata-

dengan-pidana/
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“Penggugat”, sedangkan pihak lawannya adalah
“Tergugat”. Dalam perkara pidana, pihak yang
mengajukan perkara ke muka hakim disebut Jaksa
Penuntut Umum. Pihak yang disangka melakukan
kejahatan/perbuatan pidana disebut “Tersangka”, dan
apabila pemeriksaannya diteruskan ke Pengadilan,
maka pihak yang disangka melakukan kejahatan
disebut “Terdakwa”.

4. Tugas hakim dalam acara, dalam perkara perdata, tugas
hakim adalah mencari kebenaran sesungguhnya dan
sebatas dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh
pihak-pihak. Sedangkan dalam perkara pidana, tugas
hakim yaitu mencari kebenaran sesungguhnya, tidak
terbatas pada apa yang dilakukan oleh terdakwa, hakim
mengejar kebenaran materiil.

5. Tentang perdamaian, dalam perkara perdata, selama
belum diputus oleh hakim, selalu dapat ditawarkan
perdamaian untuk mengakhiri perkara, sedangkan
dalam perkara pidana tidak boleh dilakukan
perdamaian.

6. Tentang sumpah, dalam perkara perdara, mengenal
sumpah decissoire yaitu sumpah yang dimintakan oleh
pihak yang satu kepada pihak yang lain atau lawannya
tentang kebenaran suatu peristiwa sedangkan dalam
perkara pidana tidak mengenal sumpah tersebut.

7. Tentang hukuman, dalam perkara perdata, hukuman
yang diberikan oleh hakim kepada pihak yang kalah
berupa kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi.
Disisi lain, dalam perkara pidana, hukuman yang
diberikan kepada terdakwa berupa hukuman badan.*?

Phttps://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It57f2f9bce942f/perbed
aan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata/
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B.6. Pendapat Para Ahli Mengenai Definisi Hukum Pidana
Ada berbagai definisi hukum pidana yang dikemukakan

para ahli. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. W.L.G.
Lemaire, yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang dalam bukunya
Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 2), menerangkan
bahwa hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi
keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh
pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi
berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.
Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana
adalah suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap
tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk
melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana
hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana
yang dapat dijatunkan bagi tindakan-tindakan tersebut.
Moeljatno, yang dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej dalam
bukunya Prinsip-prinsip Hukum Pidana, mendefinisikan hukum
pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di
suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur
ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan,
dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang
melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan
dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan. C.S.T. Kansil dalam Pengantar lImu Hukum dan
Tata Hukum Indonesia (hal. 257) mendefinisikan hukum pidana
sebagai hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran
dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan
mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu
penderitaan atau siksaan. ** Dari beberapa definisi yang

¥ C.S.T. Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta:
Balai Pustaka, 1989;
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disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pada intinya, hukum
pidana merupakan ketentuan yang mengatur tindakan apa yang
tidak boleh dilakukan. Kemudian, saat tindakan yang tidak
diperbolehkan tersebut dilakukan, terdapat sanksi bagi
pelakunya. Hukum pidana juga ditujukan untuk kepentingan
umum.

1. Apa itu Hukum Perdata

Perbedaan hukum pidana dan hukum perdata secara
singkat dapat tergambar dari ruang lingkup yang tergambar
dalam definisinya. Seperti halnya definisi hukum pidana,
definisi hukum perdata menurut para ahli pun beragam.
Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Subekti dalam
Pokok-pokok Hukum Perdata (hal. 9) menyatakan bahwa hukum
perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil,
yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-
kepentingan perseorangan. * Kemudian, terkait pembagian
hukum perdata, lebih lanjut Subekti menyatakan bahwa (hal.
16-17) hukum perdata dibagi dalam empat bagian:

1. Hukum tentang diri seseorang: memuat peraturan-
peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum,
peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki
hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri
melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang
mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.

2. Hukum keluarga: mengatur perihal hubungan-hubungan
hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu
perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum
kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orang
tua dan anak, serta perwalian dan curatele.

* Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Penerbit PT Intermasa,
2003.
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3. Hukum kekayaan: mengatur perihal hubungan-hubungan
hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jika Kkita
mengatakan  tentang  kekayaan  seseorang, yang
dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang
itu, dinilai dengan uang.

4. Hukum waris: mengatur hal ihwal tentang benda atau
kekayaan seseorang jikalau ia meninggal. Juga dapat
dikatakan, hukum waris itu mengatur akibat-akibat
hubungan  k'®eluarga terhadap harta  peninggalan
seseorang.

Sementara itu, C.S.T. Kansil dalam Pengantar Illmu
Hukum dan Tata Hukum Indonesia mendefinisikan hukum
perdata sebagai rangkaian peraturan-peraturan hukum yang
mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain,
dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Dari
definisi yang telah diterangkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa
pada intinya, hukum perdata mengatur tentang kepentingan
perseorangan dan hubungan hukumnya dengan orang lain.

2. Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata

Untuk memudahkan Anda dalam memahami perbedaan
hukum perdata dan pidana, mari simak intisari perbedaan hukum
pidana dan perdata dalam simpulan berikut. Pada dasarnya,
hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum,
misalnya yang diatur dalam KUHP. Hukum pidana memiliki
implikasi secara langsung pada masyarakat secara luas (umum).
Dengan kata lain, apabila suatu tindak pidana dilakukan, akan
berdampak  buruk terhadap keamanan, ketenteraman,
kesejahteraan, dan ketertiban umum di masyarakat. Kemudian,
hukum pidana sendiri bersifat sebagai ultimum remedium (upaya

¥ C.S.T. Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta:
Balai Pustaka, 1989;
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terakhir) untuk menyelesaikan suatu perkara. Karenanya,
terdapat sanksi yang memaksa yang apabila peraturannya
dilanggar, yang berdampak dijatuhinya pidana pada si pelaku.
Penjelasan selengkapnya tentang ultimum remedium dapat Anda
simak dalam Arti Ultimum Remedium. Berbeda dengan hukum
pidana, hukum perdata sendiri bersifat privat, yang
menitikberatkan dalam mengatur mengenai hubungan antara
orang perorangan, dengan kata lain menitikberatkan kepada
kepentingan perseorangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan
bahwa akibat dari ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata
yang terdapat dalam KUH Perdata hanya berdampak langsung
bagi para pihak yang terlibat, dan tidak berakibat secara
langsung pada kepentingan umum.*°

3. Ranah Hukum Perdata

Permasalahan ketenagakerjaan dalam ranah hukum
perdata banyak terjadi karena bertolak dari perselisihan
perjanjian. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata dikatakan perjanjian
itu berlaku seperti halnya undang-undang bagi para pihak yang
mengikatkan diri. Jadi, dalam hal suatu perjanjian telah
memenuhi syarat sahnya (1320 KUH Perdata), maka wajib
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para pihak yang
berjanji, seperti layaknya undang-undang bagi mereka. Tentu
tidak semua hal dicantumkan di dalam perjanjian itu. Ada hal-
hal yang memang sudah menjadi ketentuan memaksa dalam
peraturan perundang-undangan, bahkan kebiasaan, yang juga
mengikat untuk dipatuhi, terlepas hal itu tidak dicantumkan
secara eksplisit dalam perjanjian. Konkretnya dapat disajikan
satu contoh kasus sebagai berikut. Seorang tenaga kerja telah
mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian kerja dengan status
hubungan kerja kontrak (PKWT) dan telah menyepakati dengan

'® https://www.hukumonline.com/klinik/a/intisari-perbedaan-hukum-pidana-
dan-perdata-1t57f2f9bce94 2f
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penandatanganan perjanjian kerja tersebut pada tanggal 1
November 2013 (untuk jangka waktu 1 tahun). Salah satu isi
pasal dalam perjanjian disebutkan bahwa hubungan Kkerja
dimulai pada tanggal 1 Desember 2013. Pada perjalanannya, si
tenaga kerja sebelum pelaksanaan tanggal hubungan kerja
dimulai, memberikan informasi secara verbal kepada pihak
perusahaan bahwa dirinya tidak jadi untuk bekerja dengan
alasan tidak disetujui oleh pimpinan perusahaan yang lama
untuk keluar, dan ditawarkan dengan remunerasi lebih berupa
promosi dan peningkatan gaji dan benefit. Tenaga kerja (atau
tepatnya kandidat) yang telah menandatangani PKWT tersebut
menyampaikan pengunduran dirinya secara tertulis dan
menyerahkan kepada calon atasannya melalui pihak ke-3
(sebutlah, cleaning service) pada perusahaan tersebut. Surat
tersebut sampai ke bagian HRD terkait pada saat tanggal
hubungan kerja dimulai (di atas tanggal 1 bulan Desember
2013). HRD perusahaan calon tenaga Kkerja berdasarkan
informasi dan koordinasi dengan atasan calon karyawan tersebut
meminta untuk dikirimkan surat panggilan pertama atas si calon
karyawan karena tidak hadir pada hari pertama dan seterusnya,
sehingga dilakukan pengiriman surat panggilan kedua atas
ketidakhadiran yang melebihi lima hari kerja sehingga apabila
tidak hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam surat
panggilan kedua, maka akan dikualifikasikan bahwa calon
tenaga kerja tersebut melakukan pengunduran diri akibat
kemangkiran lima hari kerja. Atas konsekuensi ini, maka
penguduran diri si calon tenaga kerja tersebut mempunyai
implikasi terhadap konsekuansi penalty atas kontrak yang telah
ditandatangani, dan wajib membayar atas tidak terpenuhinya
bulan selama kontrak dikalikan upah yang disepakati.
Bagaimana kasus ini antara lain dapat ditangani menurut
mekanisme keperdataan? Setelah pelayangan surat panggilan
ke-2 tidak terealisasi dengan pertemuan sesuai dengan tanggal
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dan tempat yang telah disepakati, maka pihak perusahaan
seharusnya masih dapat melakukan pemanggilan secara verbal
melalui kontak telepon atau email ke calon tenaga kerja untuk
membicarakan permasalahan yang terjadi dan mencari jalan
keluarnya bagaimana berdasarkan asas musyawarah untuk
mufakat. Perusahaan akan mempertanyakan kewajiban tenaga
kerja atas perjanjian yang telah disepakatinya dan apabila tidak
dapat dipenuhi, maka tenaga kerja tersebut wajib memenuhi
kewajibannya atas konsekuesi penalti yang diatur dalam
perjanjian yang telah disepakati. Apabila penanganan secara
bipartit ini tidak dapat diselesaikan, maka pihak perusahaan
dapat meneruskan permasalahan ini dengan mengajukan
permohonan untuk proses tripartit (dalam hal ini adalah mediasi)
dengan keterlibatan pihak pemerintah yang dalam hal ini dapat
diajukan ke Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja di wilayah
Kabupaten atau Kota atau langsung ke tingkat Kantor Dinas
Provinsi setempat, berdasarkan tempat terjadinya kontrak (locus
contractus). Perlu diingatkan bahwa proses mediasi merupakan
salah satu cara dari proses penyelesaian perselisihan di luar
pengadilan (alternative dispute resolution) yang wajib dilakukan
oleh pihak-pihak yang bersengketa hingga dikeluarkannya suatu
anjuran dari mediator sebagai akhir proses bahwa proses
berakhir secara tidak sepakat. Manakala proses tersebut berakhir
secara tidak sepakat, maka salah satu pihak dapat melanjutkan
permasalahan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah
terjadinya sengketa melalui Pengadilan Negeri setempat. Hingga
akhirnya permasalahan ketenagakerjaan dalam kasus yang
disebutkan di atas dapat saja masuk hingga pada tingkat
pengajuan kasasi di Mahkamah Agung.

4. Ranah Hukum Pidana

Kedudukan hukum ketenagakerjaan misalnya, dapat saja
bersinggungan dengan ranah hukum pidana, misalnya, manakala
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terjadi suatu penggelapan yang dilakukan oleh pekerja yang
diakibatkan karena adanya kewenangan yang dimilikinya dalam
suatu posisi jabatan. Kewenangan atas suatu jabatan merupakan
otoritas yang dimiliki oleh seorang pekerja apabila ia
dipercayakan memegang suatu jabatan yang didasarkan atas
suatu perjanjian atau penunjukan. Pasal 374 KUHP menyatakan
penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya
terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau
karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Biasanya
seorang pekerja yang melakukan tindakan penggelapan dan
telah memiliki minimal dua alat bukti (misalnya ada saksi dan
pengakuan), akan diminta secara baik-baik untuk melakukan
pengunduran diri dari perusahaan. Hal ini (meminta untuk
melakukan pengunduran diri) adalah sesuatu yang “sulit” untuk
dilaksanakan. Untuk itu diperlukan trik yang jitu dalam proses
negosiasi yang dilakukan. Berdasarkan pengalaman penulis
selama ini, permintaan untuk mengajukan pengunduran ini
biasanya cukup berhasil dalam rangka mengakhiri suatu
hubungan kerja. Pada awalanya, biasanya pekerja memang tidak
selalu bersedia melakukan pengunduran diri. Sebagai eksekutor
dalam kasus-kasus seperti ini, memang sebaiknya dilakukan
upaya persuasif kepada pelaku. Tujuannya agar si tenaga kerja
dapat secara sukarela memberikan pernyataan bahwa benar ia
mengakui telah melakukan penggelapan dalam kewenangan
yang dimilikinya. Apabila dua bukti penggelepan telah dimiliki,
maka dapat dilakukan “ancaman” kepada pelaku bahwa apabila
tidak mau mengundurkan diri, maka permasalahan ini akan
dilaporkan kepada pihak Kepolisian untuk diusut lebih lanjut
sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Biasanya
gambaran terkait lamanya proses pidana dan hal-hal lain berupa
tekanan sosial, material, dan sanksi hukuman yang akan dilalui
oleh pelaku, akan membuat pelaku merasa tidak
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nyaman. Apabila pilihan akhirnya adalah harus melalui proses
pidana, maka laporan diajukan ke Kepolisian (delik aduan)
untuk kemudian dilakukan pemanggilan, bahkan sampai
penangkapan terhadap pelaku. Perlu diingat, manakala terjadi
tuntutan pidana ke Kepolisian atas kasus-kasus penggelapan,
maka permasalahan ini sudah menjadi permasalahan antara
negara melawan si pelaku sebagai subjek hukum pidana.
Hubungan kerja yang terjadi dapat terputus manakala oleh pihak
yang berwajib (di tingkat Kepolisian), yang bersangkutan
ditetapkan statusnya sebagai tersangka.

Aspek Hukum Pidana atau Perdata itu sekedar merupakan
salah satu cabang Hukum (Pidana dan Perdata) yang meliputi
meliputi banyak hukum, diantaranya juga dapat masuk diruang
Hukum Kedokteran, seperti Hukum Tata Usaha Negara ataupun
Hukum Tatanegara, khususnya apabila ia menyangkut hak-hak
subyektif bagi para dokter, para nje'dis, assisten ataupun hak
dari para pasien. Himpunan dari peraturan-peraturan perundahg-
undangan memberikan gambaran impressif mengenai Hukum
Kedokteran, dengan undang-undang Pokok Kesehatan No. 6
tahun 1963 yang mengandung azas utama mengenai hak dari
setiap warga negara untuk memperoleh derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya dan perlu diikut sertakan dalam usaha-usaha
kesehatan ~Pemerintah. Diketahui pula kiranya bahwa
berdasarkan undang-undang Pokok Kesehatan tersebut adalah
menjadi fungsi pokok, tugas dari Pemerintah adalah untuk
penyelenggaraan usaha (zorg) preventif dan kuratif, pemulihan
kesehatan, penerangan dan pendidikan kesehatan pada rakyat,
pendidikan tenaga kesehatan, perlengkapan obat-obatan dan
alat-alat  kesehatan, penyelidikan-penyelidikan  (riset),
pengawasan dan usaha lain. Sebagai suatu hak azasi manusia,
ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kesehatan dapat
dikatagorisir sebagai suatu a social right dalam International
Covenant on Economic Social and Cultural Right (pasal 12) dan
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yang dirumuskan sebagai suatu hak dari setiap orang "to the
enjoyment of the highest attainable standard of physical and
mental health”. Bunyi teks pasal 12 dari ICESC. Sehingga
tindak pidana juga dapat bersentuhan dengan kasus perdata, dan
cakupanya cukup luas dan bisa saling terhubung antara
keduanya.

Dalam hal pemberian sanksi, secara pidana, perdata dan
admintrasi, Kita dapat melihat berbagai regulasi yang mengatur
didalam teks peraturan perundang-undangan. Sanksi adalah
sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan karena
yang bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan, atau
perintah, sebagaimana didefinisikan oleh Black's Law
Dictionary Seventh Edition sebagai berikut: A penalty or
coercive measure that results from failure to comply with a law,
rule, or order (a sanction for discovery abuse) Dalam hal ini,
istilah umum yang dipergunakan untuk menyebut semua jenis
sanksi, baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin,
maupun pidana adalah hukuman, sebagaimana diterangkan oleh
Rocky Marbun, dkk. dalam buku Kamus Hukum Lengkap:
Mencakup Istilah Hukum & Perundang-undangan Terbaru (hal.
127). Jenis-Jenis Sanksi di Indonesia Di Indonesia dikenal
sekurang-kurangnya 3 jenis sanksi hukum vaitu: *’

a. Sanksi pidana;
b. Sanksi perdata;
c. Sanksi administratif.
Untuk itu, mari kita bahas satu per satu.
a. Sanksi Pidana

Soesilo mendefinisikan hukuman/sanksi dalam ranah

hukum pidana sebagai: Suatu perasaan tidak enak

(sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis

kepada orang yang telah melanggar undang-undang

" Rocky Marbun, dkk. Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum &
Perundang-undangan Terbaru. Jakarta: Penerbit Visimedia, 2012;
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hukum pidana. Dalam konteks ini, Pasal 10 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”’) membedakan

hukuman menjadi:

1. Hukuman (pidana) pokok, yang terbagi menjadi:

a. hukuman mati;
b. hukuman penjara;
¢. hukuman kurungan;
d. hukuman denda;
e. hukuman tutupan.
2. Hukuman (pidana) tambahan, yang terdiri atas:
a. pencabutan beberapa hak yang tertentu;
b. perampasan barang yang tertentu;
C. pengumuman putusan hakim.

Secara hukum, sanksi pidana hanya dapat dicantumkan
dalam undang-undang dan peraturan daerah, sebagaimana
disarikan dari Apakah Undang-Undang Harus Memuat
Sanksi? Sehingga, selain diatur dalam KUHP, hukuman
tambahan juga diatur dalam undang-undang atau peraturan
daerah yang memuat sanksi pidana. Sebagai contoh, dalam
Pasal 81 ayat (6) dan (7) Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (“Perppu 1/2016”) yang telah ditetapkan
sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti_Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
(“UU 17/2016”) mengatur adanya pidana tambahan berupa
pengumuman identitas pelaku, tindakan berupa kebiri kimia dan
pemasangan alat pendeteksi elektronik dapat dikenakan terhadap
pelaku yang memenuhi persyaratan tertentu. Namun, dalam
perkembangan hukum Pasal 10 KUHP telah mengalami
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perubahan sehingga pembaca dapat melihat didalam Bab 111 UU
No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang baru. Di sisi lain,
merujuk Pasal 65 KUHP baru, pidana pokok terdiri atas: Pidana
penjara Pidana tutupan Pidana pengawasan Pidana denda Pidana
kerja sosial. Baik aturan lama atau baru, urutan pidana sama-
sama menentukan berat atau ringannya hukuman. Baca juga:
Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata Berikut pengertian
singkat masing-masing hukuman pidana: Pidana mati Roeslan
Salah dalam Stelsel Pidana Indonesia (1987) menjelaskan,
pidana mati atau hukuman mati adalah jenis pidana terberat
menurut hukum positif Indonesia. Bagi mereka yang pro,
hukuman mati dianggap sebagai pemberi efek jera lantaran
kualitas dan kuantitas kejahatan dari waktu ke waktu semakin
meningkat. Pidana penjara Pidana penjara dijatuhkan untuk
seumur hidup atau waktu tertentu. Pidana seumur hidup artinya
terpidana akan dipenjara sampai meninggal dunia. Sementara
penjara waktu tertentu, dijatuhkan paling lama 15 tahun dan
paling singkat satu hari. Pidana penjara selama waku tertentu
sekali-kali juga tidak bolen melebihi 20 tahun. Pidana
pengawasan Merupakan pidana pokok dalam KUHP baru,
pengawasan dapat dijatuhkan pada terdakwa yang melakukan
tindak pidana dengan ancaman penjara maksimal lima tahun.
Pidana kurungan Pidana kurungan menurut KUHP lama dapat
diberikan paling singkat selama satu hari dan paling lama
selama satu tahun. Jika ada pemberatan pidana, pidana kurungan
dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Jumlah
maksimal pidana kurungan pun tidak boleh lebih dari satu tahun
empat bulan. Pidana denda Pidana denda adalah hukuman yang
mewajibkan terpidana untuk membayar sejumlah uang ke kas
negara. Pasal 79 KUHP baru membagi denda ke dalam delapan
kategori, yaitu: Kategori I, Rp 1 juta Kategori Il, Rp 10 juta
Kategori I11, Rp 50. juta Kategori IV, Rp 200 juta Kategori V,
Rp 500 juta Kategori VI, Rp 2 miliar Kategori VII, Rp 5 miliar
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Kategori VIII, Rp 50 miliar. Pidana tutupan Pidana tutupan
ditujukan untuk politisi yang melakukan kejahatan karena
ideologi yang dianutnya. Namun, dalam praktik peradilan saat
ini, pidana tersebut tidak pernah diterapkan. Pidana tutupan juga
masih ada dalam KUHP baru, tepatnya pada Pasal 74. Jenis
hukuman ini dapat dijatuhkan apabila terdakwa melakukan
tindak pidana karena terdorong maksud yang patut dihormati.
Pidana kerja sosial Merujuk Pasal 85 KUHP baru, pidana kerja
sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak
pidana dengan ancaman hukuman penjara kurang dari lima
tahun dan hakim menjatuhkan penjara paling lama enam bulan
atau denda paling banyak kategori Il. Baca juga: Hukum:
Pengertian, Unsur, Tujuan, Fungsi, dan Sumbernya Pidana
tambahan di KUHP lama dan baru. *2
b. Sanksi Perdata
Disarikan dari Perbedaan Sifat Putusan Deklarator,

Konstitutif, dan Kondemnator, dalam ranah hukum

perdata, ditinjau dari sifatnya, putusan yang dijatuhkan

oleh hakim dapat berupa:

1. Putusan kondemnator (condemnatoir), yakni putusan
yang memuat amar yang menghukum salah satu
pihak yang berperkara. Misalnya, majelis hakim
menghukum salah satu pihak untuk membayar ganti
kerugian dan biaya perkara.

2. Putusan deklarator atau deklaratif (declaratoir
vonnis), yakni pernyataan hakim tentang suatu tentang
sesuatu hak atau titel maupun status yang dicantumkan
dalam amar atau diktum putusan. Misalnya, putusan yang
menyatakan bahwa hak pemilikan atas benda yang
disengketakan tidak sah sebagai milik penggugat, atau
penggugat tidak sah sebagai ahli waris.

18 hitps://www.kompas.com/tren/read/2023/03/17/100000065/perbandingan-
jenis-sanksi-pidana-di-kuhp-lama-dan-kuhp-baru?page=all.
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3. Putusan konstitutif (constitutief vonnis) yakni
putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik
yang bersifat meniadakan/menghilangkan  suatu
keadaan hukum maupun menimbulkan keadaan hukum
baru. Misalnya, putusan perceraian, merupakan putusan
yang meniadakan keadaan hukum, yakni tidak ada lagi
ikatan antara suami-istri, sekaligus menimbulkan keadaan
hukum baru kepada suami dan istri sebagai janda dan duda.
Jadi, dalam ranah hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya
dapat berupa:

1. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan
tertentu yang diperintahkan oleh hakim;
2. Hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti
dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.
c. Sanksi Administratif
Sanksi administratif dapat diartikan sebagai sanksi yang
dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau
ketentuan undang-undang yang bersifat administratif.

Sanksi administratif dapat berupa denda, peringatan

tertulis, pencabutan izin tertentu, dan lain-lain. Sebagai

contoh, sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 18

angka 28 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang memuat baru

Pasal 71A ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 tahun

2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil (“UU 27/2007”) yaitu:

Peringatan tertulis;
Penghentian sementara kegiatan;
Penutupan lokasi;
Pencabutan perizinan berusaha;
Pembatalan perizinan berusaha; dan/atau
. Denda administratif
Seluruh  informasi hukum vyang ada di Kilinik
hukumonline.com disiapkan semata — mata untuk tujuan

—~® o0 T
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pendidikan dan  bersifat umum  (lihat Pernyataan
Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat
hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung
dengan Konsultan Mitra Justika. Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai
undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 27
tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang
Cipta Kerja.*

Dalam Ilmu Hukum, kita mengenal adanya perbuatan
melawan hukum (PMH). Biasanya perbuatan melawan hukum
diidentifikasikan dengan perbuatan yang melanggar undang-
undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang
lain, perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan
dan kesopanan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum
dalam lapangan hukum. Dalam tulisan ini penulis ingin
menjelaskan perbedaaan perbuatan melawan hukum dalam
hukum pidana maupun dalam hukum perdata serta unsur-unsur
yang membedakan antara keduanya. Dalam konteks hukum
perdata perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang

' https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--
perdata--dan-administratif-1t4be012381c490
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melanggar Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
(BW), bahwa dijelaskan pihak yang dirugikan oleh pihak lain
berhak menuntut ganti rugi tetapi ini bukan dalam lapangan
perjanjian. Sedangkan dalam konteks pidana perbuatan melawan
hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang,
perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau
kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas
umum dalam lapangan hukum. Pada bagian akhir penulisan,
penulis menyimpulkan perbedaan mendasar antara perbuatan
melawan hukum dalam hukum pidana dan hukum perdata.
Dalam negara sudah terdapat sebuah peraturan yang mengatur
masing-masing warganegaranya. Peraturan tersebut sering
disebut dengan hukum perdata. Dalam mempelajari Hukum
Perdata, akan lebih baik bila kita mengetahui terlebih dahulu apa
itu pegertian dari Hukum Perdata. Berikut ini adalah beberapa
defenisi dan pengertian Hukum Perdata yang dirumuskan oleh
para ahli dan para pakar hukum. %°

% https://tesishukum.com/pengertian-hukum-perdata-menurut-para-ahli/
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. Sri Sudewi Masjchoen Sofwan

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan

warga negara perseorangan yang satu dengan

perseorangan yang lainnya.

. Ronald G. Salawane

Hukum Perdata adalah seperangkat aturan-aturan yang

mengatur orang atau badan hukum yang satu dengan orang

atau badan hukum yang lain didalam masyarakat yang
menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan dan
memberikan sanksi yang keras atas pelanggaran yang
dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata.

. Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H.

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan

perseorangan yang satu dengan perseorangan Yyang

lainnya.

. Sudikno Mertokusumo

Hukum Perdata adalah hukum antar perseorangan yang

mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu

terhadap yang lain didalam hubungan berkeluarga dan
dalam pergaulan masyarakat.

. Prof. R. Soebekti, S.H.

Hukum Perdata adalah semua hak yang meliputi hukum

privat materiil yang mengatur kepentingan perseorangan.

Hukum Perdata dilihat dari fungsinya ada dua macam,

yaitu:

1. Hukum perdata materiil yaitu aturan-aturan hukum
yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban
perdata, yaitu mengatur kepentingan-kepentingan
perdata setiap subyek hokum.

2. Hukum perdata formal yaitu hokum yang mengatur
bagaimana cara mempertahankan hukum perdata
materil
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Pada mulanya zaman Romawi secara garis besar terdapat

2 kelompok pembagian hukum,yaitu:

1. Hukum Publik Adalah hukum yang menitik beratkan
kepada perlindungan hukum,yang diaturnya adalah
hubungan antara negara dan masyarakat.

2. Hukum Privat Adalah kumpulan hukum yang
menitikberatkan pada kepentingan individu. Hukum
Privat ini biasa disebut Hukum Perdata atau Hukum
Sipil.

3. Kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik
menyerukan berbuat atau melakukan sesuatu, maupun
melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur
di dalam undang-undang dan peraturan daerah yang
diancam dengan sanksi pidana.

Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum oleh Tami Rusli,
pengertian hukum pidana dijelaskan oleh para ahli sebagai
berikut: Mezger: hukum pidana adalah aturan hukum, yang
mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-
syarat tertentu dan menimbulkan suatu akibat yang berupa
pidana. Simons: hukum pidana adalah keseluruhan larangan atau
perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu
pidana apabila tidak ditaati, dengan syarat-syarat tertentu dan
memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.
Van Hamel: hukum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan
yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan
hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan
hukum dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada
yang melanggar larangan itu. Dari pendapat-pendapat di atas,
dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan
peraturan  yang memuat dan  mengatur  tentang:

Perbuatan yang dilarang dan yang diwajibkan (yang
dimuat dalam KUHP Buku Il Tentang Kejahatan dan Buku Il
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Tentang Pelanggaran). Syarat-syarat untuk dapat dijatuhi
hukuman pidana (dimuat dalam Buku | KUHP) Sanksi
pidananya (yang dimuat dalam Buku Il KUHP).Secara Umum
hingga Pendapat Para Ahli Jenis-jenis Hukum Pidana Hukum
pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana materiil dan
hukum pidana formil. Berikut penjelasannya: Hukum pidana
materill yaitu memuat aturan-aturan yang menetapkan dan
merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-
aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan
pidana dan ketentuan mengenai pidana. Hukum pidana materiil
diatur dalam KUHP. Hukum pidana formil yaitu mengatur
bagaimana negara dengan perantaraan alat perlengkapan
melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana
formil bisa juga disebut Hukum Acara Pidana yang dimuat
dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum pidana juga dapat
dibagi lagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana
khusus, yaitu: Hukum Pidana Umum, memuat aturan-aturan
hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang, misalnya KUHP,
Undang-Undang Lalu Lintas (UULL) dll Hukum Pidana
Khusus, memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang
dari hukum pidana umum yang berkaitan dengan golongan-
golongan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu, misalnya:
hukum pidana militer hukum pidana fiskalhukum pidana
ekonomi hukum pidana korupsi Undang Undang: Pengertian,
Syarat Berlaku hingga Bedanya dengan HukumAsas Umum
Hukum Pidana Dalam buku Pengantar Hukum Indonesia oleh
Rahman Syamsuddin dijelaskan soal beberapa asas hukum yang
ada dalam hukum pidana, antara lain: Asas legalitas: didasarkan
pada adagium nullum delictum nulla poena sine praevia lege
poenale, asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP,
maksudnya yaitu: "tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana
kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan
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yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan." Asas teritorialitas:
asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang
melakukan perbuatan pidana di wilayahIndonesia (Pasal 2 dan 3
KUHP). Asas nasional aktif: asas yang memberlakukan KUHP
terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan perbuatan
?Inidana di luar wilayah Indonesia, disebut juga asas
personalitet. Asas nasional pasif: asas yang memberlakukan
KUHP terhadap siapa pun baik WNI maupun WNA yang
melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia. Asas
universalitas: asas yang memberlakukan KUHP terhadap
perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang
bertujuan untuk merugikan kepentingan internasional. Asas
tidak ada hukuman tanpa kesalahan, disebut juga geen straf
zonder schuld. Asas bahwa apabila ada perubahan dalam
perundang-undangan sesudah peristiwa itu terjadi, maka
dipakailah ketentuan yang paling menguntungkan bagi si
tersangka. Asas hapusnya kewenangan menuntut pidana dan
menjalankan pidana karena:

a. nebis in idem (tidak boleh dituntut dua kali karena
perbuatan yang oleh hakim terhadap dirinya telah diadili
dengan putusan yang menjadi tetap-Pasal 76 KUHP).

b. kedaluwarsa (Pasal 78 KUHP);

c. matinya terdakwa (Pasal 77 KUHP); d) pembayaran denda
(Pasal 82) ; (e)

d. grasi, amnesti, dan abolisi kini hukum pidana adalah apa
secara umum sudah diketahui.
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BAB il

C. PENGESAHAN UU NO 1 TAHUN 2023 TENTANG
KUHP NASIONAL

Presiden bersama DPR RI telah mengesahkan KUHP baru
melalui UU No.1 Tahun 2023, sekaligus menggantikan Wetboek
van Strafrecht atau yang juga disebut dengan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah. Dalam KUHP
baru ini, terdapat sejumlah perubahan dan penambahan
ketentuan-ketentuan yang diharapkan dapat meningkatkan
efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia. Misalnya,
terdapat penambahan beberapa jenis tindak pidana baru yang
lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan
keamanan yang dihadapi. Selain itu, juga terdapat perubahan
dalam sistem hukuman, yaitu dari sistem hukuman pidana yang
lebih mengutamakan pemidanaan dan rehabilitasi, menjadi
sistem hukuman yang lebih mengedepankan restoratif justice.
Mengesahkan KUHP baru ini tidak hanya menjadi sebuah
proses hukum belaka, namun juga menimbulkan dampak sosial
yang besar bagi masyarakat Indonesia. Pasalnya, KUHP baru ini
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menjadi acuan bagi aparat penegak hukum untuk menindak dan
menghukum pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, penegasan
dan pemahaman yang jelas mengenai KUHP baru ini sangat
penting untuk menjamin keadilan dan keamanan masyarakat.
Meskipun demikian, tidak semua pihak memberikan sambutan
positif terhadap pengesahan KUHP baru ini. Beberapa pihak
mengkritik beberapa ketentuan yang dinilai kurang sesuai
dengan konteks kekinian dan masih mengandung potensi
penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum. Oleh karena
itu, perlu dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap
KUHP baru ini secara berkala, guna memastikan bahwa KUHP
tersebut dapat diimplementasikan secara adil dan efektif. Secara
keseluruhan, pengesahan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan sebuah
langkah penting dalam upaya memperkuat sistem hukum pidana
di Indonesia. Namun, implementasi dan penegakan hukum yang
tepat dan adil tentu saja tetap menjadi tugas yang sangat penting
dan tidak dapat diabaikan. Dalam hal ini, partisipasi dan
kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan hukum juga
menjadi  faktor yang sangat menentukan keberhasilan
implementasi KUHP baru ini.

C.1. Implementasi UU No 1 Tahun 2023

UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) baru harus diimplementasikan secara
efektif untuk menjamin keadilan dan keamanan masyarakat.
Implementasi KUHP baru ini meliputi berbagai tahapan, mulai
dari sosialisasi, penerapan, hingga penegakan hukum. Tahap
sosialisasi menjadi tahap awal yang penting dalam implementasi
KUHP baru ini. Sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan
KUHP baru kepada masyarakat, agar masyarakat dapat
memahami dan mengetahui hak dan kewajiban mereka sesuai
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dengan ketentuan dalam KUHP baru ini. Selain itu, sosialisasi
juga dilakukan kepada aparat penegak hukum untuk memastikan
pemahaman dan penggunaan KUHP baru yang tepat. Setelah
tahap sosialisasi, tahap penerapan juga menjadi tahap penting
dalam implementasi KUHP baru ini. Penerapan KUHP baru
dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menindak dan
menghukum pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam KUHP baru ini. Proses penerapan KUHP baru ini
harus dilakukan secara transparan dan adil, sehingga masyarakat
dapat merasa nyaman dan percaya terhadap sistem hukum
pidana yang ada. Tahap penegakan hukum menjadi tahap akhir
dalam implementasi KUHP baru ini. Penegakan hukum
dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan menggunakan
KUHP baru sebagai dasar hukumnya. Dalam penegakan hukum,
aparat penegak hukum harus mengutamakan prinsip keadilan
dan melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak tindak
pidana.

C.2. Plus Minus Undang-Undang Baru

Kelebihan implementasi undang-undang baru seperti
halnya UU Nomor 1 Tahun 2023 ini adalah dapat memberikan
dasar hukum yang jelas dan memberikan aturan main yang jelas
bagi masyarakat. Dengan adanya undang-undang, masyarakat
dapat mengetahui dengan pasti tentang tindakan yang boleh atau
tidak boleh dilakukan. Selain itu, implementasi undang-undang
dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat
yang menjadi korban tindak kejahatan. Namun, terdapat juga
kekurangan yang mencolok dalam undang-undang ini, seperti
masih lemahnya pasal yang terkait dengan pelanggaran HAM
berat, kebebasan berpendapat, dan pasal kontroversial mengenai
hukuman mati. Perlu dicatat, implementasi undang-undang baru
dapat menjadi kurang efektif jika tidak ada dukungan yang
memadai dari pihak yang berwenang dan masyarakat.
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Dibutuhkan dukungan yang kuat dari masyarakat, kepolisian,
kejaksaan, pengadilan, dan lain-lain dalam menjalankan undang-
undang agar dapat memberikan hasil yang maksimal dalam
penegakan hukum. Dalam hal ini, diperlukan evaluasi dan
perbaikan secara terus-menerus terhadap implementasi suatu
undang-undang agar dapat memberikan keadilan dan
perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.

C.3. Arti Penting UU No 1 Tahun 2023 Dalam Penegakan

Hukum

Penegakan hukum yang adil dan efektif merupakan salah
satu pilar utama dalam membangun negara yang demokratis dan
berkeadilan. UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) baru merupakan salah satu
instrumen yang penting dalam memperkuat penegakan hukum di
Indonesia. Pentingnya UU No 1 Tahun 2023 dalam penegakan
hukum di Indonesia terlihat dari beberapa hal. Pertama, KUHP
baru ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan
komprehensif dalam menangani tindak pidana, sehingga aparat
penegak hukum dapat lebih mudah dan efektif dalam menindak
dan menghukum pelaku tindak pidana. Kedua, KUHP baru ini
juga menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan
tantangan yang dihadapi oleh penegakan hukum di Indonesia.
KUHP baru ini mengatur tindak pidana baru yang muncul akibat
perkembangan teknologi dan informasi, serta mengatur sanksi
yang lebih tegas dan adil dalam menangani tindak pidana yang
merugikan masyarakat. Ketiga, UU No 1 Tahun 2023 juga
memperkuat hak asasi manusia dan perlindungan terhadap
korban kejahatan. KUHP baru ini mengatur sanksi yang lebih
tegas dan adil terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar
hak asasi manusia, serta memberikan perlindungan yang lebih
baik bagi korban kejahatan. Keempat, UU No 1 Tahun 2023
juga memperkuat independensi dan profesionalisme aparat
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penegak hukum. KUHP baru ini memberikan arahan yang lebih
jelas dalam menjalankan tugas dan wewenang aparat penegak
hukum, sehingga mereka dapat lebih bekerja secara profesional
dan efektif.

Kelima, UU No 1 Tahun 2023 juga memperkuat
keterbukaan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. KUHP
baru ini memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh
informasi dan mengakses proses penegakan hukum, serta
memberikan sanksi bagi aparat penegak hukum yang melakukan
pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan. Keenam, UU No 1
Tahun 2023 juga memperkuat kerja sama antara aparat penegak
hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam memperkuat
penegakan hukum di Indonesia. KUHP baru ini memberikan
ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses penegakan
hukum, serta memperkuat kerja sama dan koordinasi antara
aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menangani tindak
pidana yang merugikan masyarakat. Secara keseluruhan, UU No
1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) baru memiliki arti penting yang besar dalam
memperkuat penegakan hukum di Indonesia. KUHP baru ini
memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan komprehensif,
memperkuat hak asasi manusia dan perlindungan terhadap
korban kejahatan. Namun, meskipun UU Nomor 1 Tahun 2023
memiliki  arti  penting dalam  penegakan  hukum,
implementasinya harus dilakukan dengan baik agar dapat
memberikan hasil yang maksimal. Diperlukan upaya bersama
dari semua pihak yang terkait, seperti kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, dan masyarakat untuk menjalankan UU tersebut
dengan baik. Selain itu, evaluasi dan perbaikan secara terus-
menerus perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi penegakan hukum di Indonesia. %

? https://kumparan.com/irwan-pachrozi/menakar-arti-penting-undang-
undang-nomor-1-tahun-2023-tentang-kuhp-1zxgXIDQ1TC/full
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Menimbang

SK No 161001 A

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas
hukum wumum yang diakui masyarakat bangsa-
bangsa, perlu disusun hukum pidana nasional untuk
mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda;

bahwa hukum pidana nasional tersebut harus
disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan
perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara yang bertujuan menghormati dan
menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil
dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang
dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia;

bahwa materi hukum pidana nasional juga harus
mengatur keseimbangan antara kepentingan umum
atau negara dan kepentingan individu, antara
pelindungan terhadap pelaku tindak pidana dan
korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan
sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan,
antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam
masyarakal, antara niizi nasional dan nilai universal,
serta antarn hak asasi manusia dan kewajiban asasi
manusia;

d. bahwe . , .,
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Menimbang

SK No 161001 A

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas
hukum wumum yang diakui masyarakat bangsa-
bangsa, perlu disusun hukum pidana nasional untuk
mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda;

b. bahwa hukum pidana nasional tersebut harus
disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan
perkembangan kehidupan berrasyarakat, berbangsa,
dan bernegara yang bertujuan menghormati dan
menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil
dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang
dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia;

X bahwa materi hukum pidana nasional juga harus
mengatur keseimbangan antara kepentingan umum
atau negara dan kepentingan individu, antara
pelindungan terhadap pelaku tindak pidana dan
korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan
sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan,
antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam
masyarakat, antara miai naswonal dan nilai universal,
serta antara hak asasi manusia dun kewajiban asasi
manusia;

d. bahwe , , |
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PRESIDEN
REFUELIC INDOHESIA

-2

d bahwa beoedasarkan  perUmbangan  scbagaimana
dimaksud dalam hurul &, taral b, dae hurad c, perla

membentuk Undang-Undang tentang Kilab Undang-
Undang Hukom Pidana;

Mengingat : Tasal 5 ayat 11} dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1045;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KITAR UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA,

BUKU KESATU
ATURAN UMUM

BAB1

RUANCG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAM
FERUNDANG-UNDANGAN PIDANA

Bagian Kesatu
Menurul Waktu

Fasal 1
(11 Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai
sanks] pidana danjatau tindakan, kecuali atas
kekuatan  peraluran pidana dalam peraturan
perundang-undanpgan  yang telah  ada  sebelum
perbuatan dilakukan.

4] Dalam mcnetapkan adanya Tindak Pidana dilarang
digunakan analogi.

Pagal 2 . ..

SK No 161002 A
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PRESIDEM
REPLUELIK INDOMESIA

-3-

Pasal 2

(1] Ketentuan sebagaimana dimaksud dalamm Pasal 1
ayat (1] tidak mengurangi berlakunya hukum vang
hidup dalam masyarekat yang menentukan bahwa
sescorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut
tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

{2} Huokum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) berlaku dalam tempat hukum
itu hidup dan zepanjang tidak diatur dalam Undang-
Undang ini dan sesuai dengan  nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik lndonesia Tahun 1945, hak asasi
mandsig, dan asas hukum vmum  yang  diakui
masyarakat bangsa-bangsa.

{3} Ketentuan mengendal tata cara dan Kritetia penctapan
hukum vang hidup dalarmn masyarakatl diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 3

(1} Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-
undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan
peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali
ketentuan peraturan perandang-undangan yang, lama
menguniungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak

Pidana.
{2y Dalam hal perbuatan vang terjads tidak lagi merupakan
Tindak Piudana meourul  peralurao perundang-

undangan yang baru, proses hukum terhadap
tersangks atau terdekwa harus dihentikan dermo
hubkram.

{3) Dalam hal ketentuan sehagaimana dimaksud pada
ayat (2) diterapkan bagi tcrsangka atau terdakwa yang
berada dalam tahanan, tersangka atau terdakwa
dibebaskan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan
tingkat pemeriksaan,

{4) Dalam hal serelah putusan pemidanaan berkeluatan
hukum tetap dan perbuatan yang teradi tidak lagi
merupakan  Tindak Pidana menurul  peraturan
perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan
pemidanaan dihapuskan,

(5) Dalam . . .
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PRESIDEN
REFLIELHIK INDONESIA

_3-

Dalarn al putusen peotdanaan colain berkeliuazan
hukem etap sebagnimana dimaksid parda ayar 4,
rvstansl atan Pojulial vany rmeluk wan pembebusan
vrerupaakenn instanasi atan Nelabal vang beravenang,

Perebebusan sebagmmana cimaksud pada avac [3) dan
vt 5] tadak mecmbulkan bek bagl tersaoeka,
terdnkwn, atan terridana et oe ganli g,

Tl Tl setelah putasan pembklanoan bBreskekuatan
hukum demn don perbuasn vang terjadi dlarcam
detisin pidana vany elnh rnean menurst perataran

andang vndeergzan yang hemg, pelaksanaan palcsan
Pemidaraan d.sesuaicar dengan batas pidans menu:nat
preAtir Al peoocelarg- andangan vianag b

13apz0im Kexed iy
Menurn Temnal

Paragiufl |
Asas Wilaval st Terirarial

Hasal +
Ketentian puelana dalam Uncdiang-Unddang beradkoa b
Suliap Urang young metikaka:
w. Tindak Mduna diowilavah Nemwoa Besatean Republik
Tl siisg
apal ndozesic atow 4i Pesawat Udara
Indwinesid; alau
Tindak Pidana di sidang teknolagi informas: atau ndak
Plelana lainnva v akibatmya dinlam s renei di
wilayah Negara Kesattan Repnibslic Indenesia atan i
Kapul Indonesia dan di Pesaswat Ldara Indonesia.

Parapral 2

Anits Polindbungan dam Asas Nagiong] Tasil
Prnil 5

Netoroan podana dualam Undangp-Undang beradko biw
setiap CGrang di loer wiluyalh Nepara Kesatooan Repuhlik
[nedonesia vang meldkuxan Tindak Mdura werhadap
kepeiingan Neg Kesilien Repuhlblk Bcdonesis
berabungan dengali

a. keamanan . ..
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SK N Talins 4

PRESIDEM
REPUBLIK INDONESIA

kratnanan TURHT e Al LLuNEY kenid upan
ke tatanegarzat;
resrtabat Tresiden, Wakil Presidern, duandatao Peiabuat

Indooesda i Juar e

rald udng, sepel ckp memaen, mweleran aliag Sorud
Lerhiaarin vang, dilkeluarzan vleh Pemerirtab Tndor sia,
alins ke kredic vang dikeluarkan oleh perkbarkan
Irdiisizg

perckonomiom, perdaganein, dan perbankan indooesis;
kl‘.&(?lE'JIT]EH'rJT] i krenzansn pt‘]a_\'i:lj"'d” Lli‘l]l
penerbanga,

keselamatan ataa keaminan Danpanesn, peralalie, din
GEEL I]l]ﬁif]l1i']l Alal JUEAT e

Ruselainatin dleu keamanan sistem Komuniikasi
cleke ik,

K purlingsn O{GI0RiL. [ndonesia sehogaimana
dretapkan dalam Undarg-Undane: ataun

whTia nogara Indonesia berdzsarkan  perjanjian
itrernasional dungae epard teenpat leradion g Tineley
Flana

FPraragra!
Asas Univers:

Kewntin  pdana dalam Undane Undang berlaku  bag
Seltap Clrane vang becada e L wiliya s Nepata Kesalun
Repubdik Indnnesia vang melakiokan Tindak Pidans menae
hukuey nreriasions] vang telab Citetapkan sebagal Tindek

Fadana dalar Undang-Undang,

Frsal 7

Bretentuan pidac dalam Undapg-Undang berlaku bag
Jetap Orang vang mnelakckan Tindak Tidasa di s wilayah
Neprara Kesalivan Republilk Indonesia vang penuntucanna
diamldal 2hl ol Peowerinnety Indonesin alas dasar seang
pejanicar carernusioondl  vang  embenluo cowernangan
kepivda Pevnenmlal Imdenesia untale meiaxukan peauit
pidnma.

Prragral'd ...
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Paragraf 4
Asas Nasional Alktif

Pasal 8

{1] Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi
setiap warga negara Indonesia yang melakukan Tindak
Pidana di luar wilayah Negara Kesuluarn Republik
infdonesia.

{2] Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] berlaku
jika perbuatan tersebut juga merupakan Tindak Pidana
di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.

(3) Ketentuan schapaimsmms dirnaksod pada ayat (1) Gdak
berlasu untuk Tindak Pidana vang diancam dengan
pidana denda paling hanyalk lategari [11.

{4) Penuntutan terhadap Tindak Prxlana sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dilakukan walaupun tersangka
menjadi warga ncgara Indonesia, setelah Tindak Pidana
tersehut  dilakukan separnjang perbustan  tersebut
tnerupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak
Pidana dilakukan.

15) Wearpa negara lndonesis di luar wilayah Negara
Kesaluan Republik Indonesgia yang melakukan Tindak
Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat {1} tidak depat
dijatuhi pidana mao jka Tindak Pidana (ersebul
menurut hukum negara tempat Tindak Pidana tersebut
dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.

Paragraf 5
Penpecualian

Pasal ¢
Penerapan ketenman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
sampal denipan Pasal 8 dibatasi oleh hal yvang dikecualikan
mcnurut perjanjian internasional yang berlaku.

Bagian Kotiga
Waktu Tindak Pidana
Pasul 10
Waktu Tindak Pidana merupakan saat dilakukannya
perbuatan yang dapat dipidana.

Bagian Keempat . . .
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Bagian Keempat
Tempat Tindak Pidana

Pasal 11

Tempat Tindak Pidana merupakan tempat dilakukannya
perbuatan yang dapat dipidana.

BAB II
TINDAK PIDANA DANM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Baglan Resatu
Tindak Pidana

Paragral 1
Umum

Pasal 12

(1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang olch
peraturan  perundang-undangan  diancam  dengan
sanksi pidana danjatan indakan.

(2% Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu
perbuatan  yang diancam  dengan sanksi pidana
danjfatau  tindakan oleh peraturan perundang-
undangan harus  bersifet melawan  hukum  aEuy
bertentangan  dengan hukum  yang hidup dalam
masyarakat.

{3) Sctiap Tindak Pidana aclalu bersifat melawan hukum,
kecuali ada alasan pembenar.

Parapral 2
Permufakatlan Jahat

Pusal 13

(1} Permufakatan jahat terjadi jika 2 [dua} orang atau lehih
bersepakat untuk melakukan Tindak Pidana.

{2) Permulakatan jahat melakukan Tindak Pidana dipidana
jika ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.

{3 Pidana . . .

3K No 161007 A
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Pidana wniuk permufakatan jabat melakukan Tindak
Pidana paling banyak 173 (satu per tiga) clari maksimum
ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang
bersangkutan.

Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana yang
disncum dengan pidana mati ataw pidana  penjara
sewmur hidup dipidana dengan pidana penjara paling
lama 7 (hujuih) tahun,

Pidena tambahan untuk permufakatan jahat
melakukan Tindak Pidana sama  dengun  pidana
tambahan untuk Tindak Pidanz yang bersangkutan.

Pasal 14

Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana tdak
dimdana, jika pelaku:

a.
b,

(1

{2)

4]

SK No 161008 A

menarik diri dari kesepakatan itu; atau
melakukan tircdakan yang patut untuk mencegah
terjadinya Tindak Pidana.

Paragraf 3
Persiapan

FPasal 15
Persiapan melakukan Tindak Pidana terjadi jika pelaku
berusaha untuk mendapatkan ata: menyiapkan sarana
berupa alat, mengumpulkan informasi atan menyusun
perencanaan undakan, atau melakukan tindakan
serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi
untuk dilakukannya suwatu perbuatan vang secara
langsunyg ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana.
Persiapan melakukan Tindak Pidana dipidana. jika
ditentukan serara tegas dalam Undang-Undang.
Piduna untuk persiapan melakukan Tindak Pidana
paling banyak 1/2 (satu per dua] dari maksimum
ancaman pidana pokek wuntuk Tindak Pidana yang
bersanglutan.
Persiapan melakukan Tindak Pidana yang diancam
dengan pidana mati atau pidana penjara scumur hidup
dipidana dengan  pidana  penjara paling  lama
10 (sepulubh) takun,

(S} Pidana . . .
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(3} Pidana tambahan untuk persiapan mclakukan Tindak
Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak
Pidana yang bersangkutan.

Pasal 16

Persiapan mclakukan Tindak Pidana tidak dipidana jika
pcleku menghentikan  atau  mrenecgah  kermungkinan
terciptanya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat [1).

Paragral 4
Percobaan

Pasal 17

(1} Pereobaan melskukan Tindak Pidana terjadi jika niat
pelaku telah nvata dari adanya permulaan pelaksanaan
dari Tindak Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya
tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak
menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena
scmata-mata atas kehendaknya sendiri.

(2} Permulean pelaksanaan sebagaimana dimeksud pada
ayat [1] terjadi jika:
a. perbuatan yang dilakukan itu diniatkan  atau
ditujukan untuk terjadinya Tindak Pidana; dan

b, perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi
memm bulkan Tindak Pidana yang dituju.

(3 Piduna vntuk percobean melakukan Tindak Pidana
paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari maksimum
ancamarn pidana pokok untuk Tindak Pidana vang
bersangkutan.

(4) Pcrcobaan meclakukan Tindak Fidana yvang diancam
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup,
dipidana dengan pidana penjara  paling  lama
15 (hma belas] ahun,

(3) Pidana rambahan untuk percobaan melakulkan Tindak
Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak
Fidana vang bersanglkutan.

Pasal 18 . .
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Fasal 18

(1) Percobaan melakukan Tindak Pidana tidak dipidana
jika pelaku setelab melakukan permulaan pelaksanaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1):

a. tlidak menyeleraikan  perbuatannva  karcna
kehendaknya sendiri secara sukarela; atan

b. dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya
juan atau akibat perbuatannya.

(2) Dalam hal percobaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telabh menimbulken kerugian atau menurut
peraturan perundang-undangan merupakan Tindak
Fidana tersendiri, pelaku dapat dipertanggungiawabkan
untuk Tindak Pidana tersebut.

Fasal 1%

Percabaan melakukan Tindak Pidana vang hanya diancam
dengan pidana denda paling banyak kategori I, tidak
dipidanu.

Paragral 5
Penvertaan

Fasal 20
etiap Orang dipiduna sebagai pelaku Tindak Pidana jika:
melakukan sendiri Tindak Pidana;

oo o©

melakukan Tindak Pidana dengan perantaraan alat
atau  menyurubh  orang lwin  yung tidak depat
dipertanggungjawabkan;

o

turut serta melakukan Tindak Pidana; atau

menggerakkan orang Jain supava melakukan Tindak
Pidana dengan cara memberi alau menjanjikan sesvatu,
menyalahgunakan  kekuasaan — atau  martabat,
melakiikan  Kekerasan, menggunakan  Ancaman
Kekerasan, melakukan penyesalan, alauw  dengan
memberi kesempatan, sarana, ataw keterangan,

Pasal 21 . ..

SK No [61010 A
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Pasal 21

Setiap Orang dipidana sebagai pembantu Tindak Pidana

Jka dengan sengaja:

a. memberi kesempatan, sarana, atau Keterangan
untuk melakukan Tindak Prdang, atau

b. wmemberi bantuan pada waktu Tindak Pidana
dile kukan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

berlaku untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana

yang heanya diancarn dengan pidana denda paling

bunyak kategori II.

Pidana untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana

pating banyak 2/3 {dua per tiga] dari maksimum

ancaman pidana pekok untuk Tindak Pidana yang

bersangkutan.

Pembantuan melakukan Tindak Pidana yang diancam

dengan pidana mati atau pidana penjata seumur hidup,

dipidana dengan pidana penjara paling lama

13 {lima belas} tabiun.

Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan

Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk

Tindak Pidana yang bersanglkutan.

Pasal 22

Keadaan pribadi pelaku sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 atau pembantu schagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 dapat menghapus, mengurangi, atau memperberat
pidananya.

(m

Paragraf 6
Pengulangan

Pasal 23
Pengulangan Tindak Pidana terjadi jika Setiap Orang:
a. melakukan Tindak Pidana kembali dalam wakiu
3 (lima) tahun setelah menjalani selunah  atau
sebagian pidana pokok yang dijutuhkan atau pidana
pokok vang dijatuhkan telah dihapuaskan; atau

b. pada ...
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pada wiabu nclakakan Tidae Pdong, kewanban

rastyalan pidara pokok rang cisruiigan werdalula

helurm kedalussarsa
Tincdak Mdana schagaimana dimaksad pada oaval (L)
murncakep Tindaie fidana vang diaqcam dengan pidana
nicinim khigis, pldana penjdra = (einpal| ehun aas
lednn, atan picana cenda paling sedikit kategon 111,
Ketentian schagnimana dimaksud pada ayal (1] jugs
kevlaxn: tntak Todak PMidana mengensi pengian v

ragral ¢

Tinecak Podang Adoan

Prasal 24
Bridarn bl terienon, poluku Tindak lhdarna hanya dapat
ittt atas dasar peneaduan,
Tinclel Pilana aduan bioous ditentucan secary egas
dialzim Ueadang-Undars.

Pawsl 2o

Dium Qal Karbae Tindak Pidana aduan belurm berumur
Y6 et belas) lahn,  ovang bSerhuk o mengsda
merupskan Orang Tua atau walinea,

Dasam hal Cheang Tia azan wall sebagdimans dinakssl

pada swat (1) tidak als ot O-amg Taa atsu wall it

sendin wrus daadulsan, pengaduan dilakukan
s Lo,

ketuntga sedamns fdalam garis horis

2ZAIITA T2 alesuid pacda ayar (4 ST

pengaduan dilakakan cleb kivusrge sedarab dalam
LCin MCTIVATOUPLIE SEoTipaEl derajast e

m  hal Knorban  Tindake Fidana sehagaimann
dimaksud pada aval (11 Udak e iar Orang Tua, waly,
atau kelvarga sedarah dalom garss latns ke alas
Atanpun men ammneg sampal derooas ketiga, pengaduan
dilshukar alel divi seadivi danfatau pendampicg.

Pazal vt o
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Pasal 26

Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan berada di
bawah pengampuan, vang berhak mengadu merupakan
pengampunya, kecuali bagi Korban Tindak Pidana
aduan vang berada dalam pengampuan karena boros.
Dalam hal pengampu sebagaimana dimalsud pada ayat
{1) tidak ada atau pengampu itu sendiri yang harus
diadukan, pengaduan dilakukan oleh suami atau istri
Korban atau keluarga sedarah dalam garis Jurus.
Dalam hal suami atau istn Korban atau keluarga
sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak ada, penpaduan dilakucan oleh keluarga
sedarah dalam guris menyamping sampai derajat ketiga.

Pasal 27

Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan meninggal duna,
pengaduat dapat dilakukan oleh Orang Tua, anak, suami,
atau istri Korban, kecuali jika Korban stbelumnya secara
tzgas tidak menghendaki adanya penuntulan.

imn

(2)

n

Pasal 28

Pengaduan dilakukan dengan cara mcnvampaikan
pemberitahuan dan permmohonan untuk dituntut.
Fengaduan sebagaimana dimaksuc padas aval (1)
diajukan secara fisan atau tertulis kepada Pejabat vang
berwenang,

Pasal 29

Pengaduan harus diajukan dalam fenggang wakin:

a. 6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal vrang yang
berhak mengadu mengetabui adanya Tindak Pidana
jika wyang berhak mengadu beriempat tinggal di
wilayah Negura Kesatuan Republik Indonesia; atau

. 9 (sembilan) Bulan terhitung sejak tanggal orang
yang berhak mengadu mengetahai adanya Tindak
Pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal
di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Jika . ..
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Jika ving berboak mecsmado lebib dard 1o[sate) orang.
Lengpany walou schagaimanrg dimaksad wada aval (1)
dihitang sejak  fanggal  masicg-masing oengadu
riaTipaclahu sy Tindik Pidann.

Pazal 30
Penvadian dapal diteeik kerole:l olen pengado dulam
wialk i 3 s Bl terhivong scjnk tangeal scneadocan
diajukan.
Peoonpracddan vang doacik zewdsall ek daprat diggaden.

Tngi

Puragraf 8

A odsian Perbierar

TPasal 31
Serap Orangyang melakukan perhuzian vang dilararg tidak
i, pke persatan tersebol o dilikukar amdnk
melaksnraan ketendzan perstuzan perimdang-undangar

Pacal 42
Setap Drang vang telakulkan perbasztan vang dilarang Zdak
dipdana, pka peroualan terscbual dilulukan anlulk
melaksanakan  perintah jabatan dari o Pejabat vang
Le e g,

Pasa. 44
Betiap Deang vane melqbkukan perboan vame dilaran
iz, Jika pertasaran tevsebao dilckukan karena ket
darurac,

sul 39
Ap LIrang wang erpdase melakikan perbuatan vang
oi mg tidak chipudama, fike oerbuatan - bt dilalkuican
karvin pembeldarn cerbadap s it bl allcariuan
serangan sckotiza warg mecwmwan huknm terbadap dir
scpclire atou arang laan, kenoematan dalan aon kess wan,
atasl harta nencda sencdio alau orang e

Pasel 35 0.
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Pasal 33
Ketiadaan sifal melawan hukum dari Tindak Pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat [2) merupakan
alasan permbenar.

Bagian Kedua
Fertanggungjawaban Pidana

Paragraf 1
Umum

Pasal 36

{1} Setiap Orang hanya dapat dimintai
pertanggungjawaban  ataes  Tindak Pidena yang
dilakukan dengan sengaja atan karena kealpaan.

(2) Perbualan vang dapal dipidana merupakan Tindale
Pidana yang dilakukan dengan sengaja. sedangkan
Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat
dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan.

Pasal 37

Dalam hal ditentukan cleh Undang-Undang, Setiap Orang

dapat:

a. dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-
unsur Tindak Fidana (anpa memperhatikan adanya
kesalahan; atau

b. dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana vang
dilakukan oleh orang lain.

Pasal 38

Setiap Orang vang pada wakiu melakukan Tindak Pidana
menyandang disabilitas mental danfatau disabilitas
intelekiual dapal dikurangi pidananya danfatan dikenai
tindakan,

Pasal 39
Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana
menyandang  disabilitas mental vang dalam  keadaan
kekambuhan akut dan disertal gambaran psikotik dan/factau
disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat
dijatuhi pidana, letapi dapal dikenai tindakan.

Paragraf 2 . . .
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Paragraf 2
Alasan Pemaaf

Pasal 40
Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap

anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum
berumur 12 {dua helas) tahun.

Pasal 41
Dalam hal anak vang belum berumur 12 {dua belas) tahun
melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik,
pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional
mengambil keputusan untuk;
a.  menyerahkan kembali kepada Orang Tua/wali; ataun
b.  mengikutsertakan dalam program pendidilkan,
pembinazan, dan pembimbingan di instans pemerintah
atau lemmbaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di
mstansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial,
bailk pada tingkat pusdat maupun daerah, paling lama
6 (enam) Bulan.

Pasal 42
Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dipidana
karena:
a. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau
b.  dipaksa olch adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan
yeng tidak dapat dihindari.

Pasal 43

Setiap Orang yang melakukan pcmbelaan terpaksa yang
melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan
jiwa yang hebat karena serangan atau ancamarn serangan
scketika yang melawan hukum, tidak dipidana.

Pasal 44

Perintah jabatan yang diberikan tanpy wewenang tidak
mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika crang yang
diperintahkan dengan iktikad baik mengira balrwa perintah
tersebut diherikan dengan wewenang dan pelaksanaannya,
termasuk dalam lingkup pekerjaznnya.

Paragraf 3. ..

SK No 161016 A

96| Pembaharuan Sistem Hukum Pidana



SK No 161017 A

PRESIDEN
REPLBLIK INDONESEA

- 17 -

Paragral 3
Pertangmngjawaban Korporasi

Pasal 45

(1) Kerporas merupakan subjek Tindak Pidana.

(2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan
terbatas, yayasan, koperasi, budan ussha milik negara,
badan usaha milik daerah, atau yang disamakan
dengan itu, serta perkumnpulan baik yang berbadan
hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha
yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atauw
yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana
yang dilakukan oleh pengurus vang mempunyai kedudukan
fungsional dalam struktur erganisasi Korporasi ataw orang
yang berdasarkan hubungan kerja atau  berduwsarken
hubungan lain yang berfindak untuk dan atas nama
Korporasi atau bertindak deimi kepentingan Korporasi, dalam
lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara
sendiri-scndiri maupun bersama-sama.

Pasal 47
Selain ketentuan sebagaimana dimeksud dalam Pasal 46,
Tindak Pidana ¢leh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi
perintalt, pemegang kendali. atau pemilik manfaat Kerporasi
yang berada di luar struktur organisasi, 1letapi dapat
mengendalikan Korporasi.

Posal 48
Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 dan Fasal 47 dapal diperlanggungjawabxan, jika:
a. termasuk dalam lingkup ussha atau  kegiatan

sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau
ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;

b, menguntungkan Kerporasi secara melawan hukum;

¢, diterima . . .
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v. diterima sebagai kebijakan Korporasi;

d. Korporasi tidak melakukan langkah-langhtah yang
diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah
dampalk yang lebih besar dan memastikan kepatuhan
terhadap ketentuan hukum yang berlaku  puna
menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau

¢.  horporasi membnarkan \erjadinya lindak pidana.

Pasal 49
Pertangaungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi
sebugaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap
Korporasi, pengurus yang mempunyai  kedudukan
Tungsicnal, pemberi perintah, permnegang kendali, dan/atau
pemilik manlaat Korporasi.

Pasal 50
Alasan pembenar dan alasan pemaal yang dapat diajukan
aleh pengurus yang mempunyal keduduken fungsional,
pemberi perintah, pemegang kendali, danfalau pemilik
manfaat Korparasi dapat juga diajukan oleh Korporasi
sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan
Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.

BAE 111
PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN

Bagian Kcsatu
Tujuan dan Pedoman Pemidanaan

Paragraf 1
Tujuan Pemidanaan

Pasal 51
Pcmidanaan bertujuan:
a mencegah dilakukannya Tindak Fidana dengan

menegakkan norma bukum demi pelindungan dan
pengayoinan masyarakat;
b.  memausyarakatkan terpidana dengan mengadakan

pembinaan dan pembimbingan apar menjadi orang yang
baik dan berguna;

¢. menyelesaikan . . .
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¢. menyelesaikan konflik vang ditimbulkan akibat Tindak
Pidana, memulhkun keseimbangan, serta
mendatangkan rasa  aman  dan  damai  dalam
masyarakat, dan

d.  menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan
rasa bersalah pada terpidana.

Paxal 52
Pemidanaan  tidak dimaksudkan untuk merendahkan
martabat manusia,

Paragral 2

Pedoman Pemidanaan

Pasal 53

(1) Dalam mengadili suatu perkara pidana. hakim wajib
menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} terdapat
perlentangan antara kepastian hukum dan keadilan,
halom wajib mengutamakan kcadilan.

Pasal 34
(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
b metif dan tujuan melakukan Tindak Pidana,
¢. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau
tidak direncanakan;
e. rcara melakukan Tindak Pidana:
sikap <an tndakan pelaky sesudah melakukan
Tindak Pidana;
g. riwayat hidup, keadaan sasial, dan keadaan
ekonomi pelaku Tindak Pidana;
h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
Tinduk Fidana;
1. pengarubh Tindak Pidana terhadap Korban stau
keluarga Korban;

=

j- pemaafan . . .
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J. pemasafan dari Korban danfatau kelunarga Korban;
dan/atau

k. nilai hukum dan kcadilan vang hidup dalam
masyarakat.

{2] Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pclaku, atau
keadaan pada walttu dilakukan Tindak Pidana serta
yvang terjadi  kemudian  dapat  dyadikan  dasac
pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau
tidak mengenakan tindakan dengan
mempertimbanglkan scgi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 55

Bctiap Orang vang mclakukan Tindak Pidana tidak
dibebaskan dar pertanggungawaban pidana berdasarkuan
alasan peniadaan pidana jika orang tersebutl telah denpan
sengaja menyebabkan terjadinya keadaan wang dapat
menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.

Pasal 5G

Dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib
dipertimbangkan:
a. tingkat kerugian atau dampak vang ditimbulkan;

b. tingkat kelerlibaltan pengorus  yang mempunyai
kedudukan fungsional Kaorporasi danzatau  peran
pemberi petintah, pemegang kendali, dan/atau pcmilik
manfaat Korporasi;

lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan,
freknensi Tindak Pidana aleh kKorporasi;
bentuk kesalahan Tindak Pidana;
keterlibatan Fojabat;

nilai  hukum dan keadilan yang hidup dalam
masyarakat;

®mma o

h. rekam jejak Horporasi dalam melakukan usaha atau
kegiatan;
i.  pengaruh pomidanaan terhadap Korporasi: dan/atau

j-  kerja sama Korporasi dalam penangaenan Tindak

Pidana.

Paragraf 3 . . .
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Paragraf 3
Pedaman Penerapan Pidana Penjara dengan Perumusan Tunggal dan
Perumusan Alternatif

FPasal 57
Dalam hal Tindak Pidana diancam dengan pidana pokok
secara alternatil, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan
harus lelih diutlamakan, jika hal o dipertimbangkan telab
sesual  dan  dapat menunjang lercapainys  tujuan
pemidanaan.

Faragral 9
Pemberalan Pidanz

Pasal 58

Faktor vang memperberat pidana meliputi:

a. Pemwbat yang melakukan Tindak Pidane schingga
melanggar Kewajiban jabatan yang khusus atau
melakukan Tindak Pidana dengan menyalahgunakae
kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan
kepadanya karena jabatan;

h. penggunaan bendera kebangsaun, lagu kehapngsaan,
atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan
Tindak Pidana; atau

c. pengulangan Tindak Pidana.

Fasal 59

Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat
ditambah paling banyalk 1/3 [satu per tiga) dari maksimum
ancaman pidana.

Paragral 5
Ketentuan Lain tentang Pemidanaan

Fasal 60

(1) Pidana penjara dan pidana tutupan bagi terpidana vang
sudah beroda di dalam tahanan mulai berlaku pada
saat putusan pengadilan telah mempercleh kekuatan
hultum tetap.

{2) Dalam . . .
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[Malam hal terpdana tidak herada A dalare fahanon,
priclana sehavaiznana ditnaksad pade avat (L) herlako
prackin =it pabasan pengadilan moalad dilakesinzakein,

P £l

Fidara penurs anbuwg wikla tertentu atou sidana donda
wanfr Gijmbubkan dikuranpl seonul aian soapldil Glebd
penangliapan da/atau penabanan yvang telah dojalan
terdalws sebelum putusan pengadilan memperoleh
kekuatan ukum cetap.

Fengurangan pidana dendn sebagairara dimalesued
pacda wyat |10 disepadunkan denyran peneshitunsan
priclara protipara perigzactl denda,

Dasa, 62
Permohonan g tinak menunda pelaksanaan matusan
permidanaan bagl teromdens. kecuall dalam hal putosan
prichinnzar sl
ketenruan mengenar syarat dan rata cara permehenan
prast sehagsimara diraksud pada ava i danze dalao
Urnelang Urrang.

Pasal A3
Jilka narapidana melusikan dic, mass selama corapidana
an dir. tdak diperhitwgkan sebegol wakla mecialung
KO PeTLE TAL

Faapina Rexlia
tidana dan Tindakan

Parapral 1
i

Tasal £i4
Pidanu Lerdini atas,
oo pidana pokols
T pdana taonsabi: Jan

c.  pidana voang bersifat khusus vntak Tindak Pidara
tertvn s vang diterd ubean dalvm Unediing-Undang,

Pusil 05 ...

SHOMa IART0IL A

102| Pembaharuan Sistem Hukum Pidana




D

2)

2]

13)

4

PREESIDEN
REPLBLIK INDOMESIA

- 23 -

Pagal 65
Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64
huruf a terdiri atas:
a. pidana penjara;
b. pidana tutupan;
¢. pidana pengawasan;
d. pidana denda, dan
e. pidana kerja soesial.
Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayast (1)
menenlukan berst atau ringannya pidana.

Pasal 66
Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64 huruf b terdini atas:
a. pencabulan hak tertentu;
b. perampasan Barang lertentu dan/atau tagihan;
pcogumuman putusan hakim;
pembayaran ganti rugi;
pencabutan izin tertentu; dan

mooan

. pemenuhan kewajiban adat setempal.

Pidana tambahan sebagaimans dimaksud pada
ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana
pokak saja tidak cukup untuk mencapai tujuan
pemidanaan.

Pidana tambahan schagaimana dimaksud pada
avat (1} dapat dijatubkan 1 {satu) jenis atau lebih.
Pidana tambghan untuk percobaan dan pembantuan
sama dengan pidans tambahan untuk Tindak
Pidananya.

Pidana tambahan bagi anggota Tentaraz Nasicnal
Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam
perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional
Indunesia.

Pasal 67

Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal &4 huruf ¢ merupakan pidana mati yang sclalu
Glancamkan secara alternatif.

SK No 1614923 A
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Pasal 68
Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau
untuk waktu tertentu.
Pidan=z penjara untuk wak:u tertentu dijatuhkan paling
lama 15 {lima belas) tabun berturut turut atau paling
singkat 1 [satw) Hari, kecuali ditentukan minimum
khusus.
Dalarn hal terdapat piliban antara pidana mati dan
pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan
pidana atas Tindak Pidana yang dijatuhi pidana penjara
15 {lima belag) tahun, pidana penjara untuk waktu
tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 [dua puluh]
tahun berturut turat.
Pidana pernjara untuk waktu tcrtentu tidak boleh
dyatuhkan lebsh dar 20 [dua puluh) tehun.

Pasal 69

Jika narapidana vang menjalani pidana penjara seumur
hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat 15
{lirma belas) tahun, pidana penjara scumur hidup dapat
diubah menjadi pidana pernjara 20 [dua puwuh] tahun
dengan Keputusan Presiden sctelah mendapatkan
pertimbangan Mahkoemah Agung,

Ketentuan mengenai tata cara perubahan  pidana
penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 {dua
pulub) tahun sebaguimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 70

Drengan tetap mempertimbangkan ketentuan

sebagaimana dinaksud dalam Pasal 51 sampai dengan

Pasal 54, pidana perjara sedapat mungkin tidak

dijatubkan jika ditemukan keadaan:

a. terdakwa adalah Anak;

b. terdakwa herumur di atas 75 (tujuh puluh lima)
tahun;

. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak
Pidana:

d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu
besar,;

e. terdakwa telah membayar ganti rugl kepada Korban;

f. terdakwa . . .
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. terdakwa tidak menyacdari bahwa Tindak Pidana
yarg dilakukan akan menimbulkan kerugian vang
besar;

Tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat
kuat dari orang lain;

h. Korban Tidak  Pidana  mendorong  atau
menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;

i. Tindak Pidana terschut merupakan akibat dari
suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;

jo  kepribadian dan  perilaku terdakwa meyakinkan
bahwa ia tidak akan melakulkan Tindak Pidana yang
lain;

k. pidana penjara akan menimbulkan penderilaan
vang besar bagi terdakwa atau keluarganya;

I. pembinasn di luar lembaga pemasyvarakatan
diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;

m. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan
mengurangi  sifat  berat Tindak Pidana vang
dilakukan terdakwa;

n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluargs;
dan/atau

o. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {1] lidak

berlaku bagi:

a. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara
3 {lima) tahun atau lebib;

b. Tindak Pidana vang diancam dengan pidana
minimum khusus;

¢. Timndak Pidana tertentu yang sangat membahavakan
atau merugikan masyarakat; atau

d. Tindak Pidana yang merugikan keuangan atsu
perekonomian negara,

Pasal 71

Jika scscorang melakukan Tindak Pidana yang banya
diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima)
lahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu
menjatuhkan pidana pergara setelah
mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman
pemidanaan schbagaimana dimaksud dalam Pasal 31
sampai dengan Pasal 54, orang tersebut dapat dijatuhi
pidana denda.

{2) Pidana . . .
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Pidunga denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat dijatuhkan jika:

a. tanpa Korban;

b. Korban tidak mempermasalahkan; atau

¢, bukan pengulangan Tindak Pidana.

Pidans denda yvang dapat dijatubhkan  berdasarian
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} adalah
pidana denda paling banyak kategori ¥ dan pidana
denda paling sedikit kategori IMI.

Ketentuan sebapaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ tidak berlaku bagl orang yang pernah dijatuhi
pidana penjara untuk Tindak Pudana vang dilakukan
sebelum berumur 13 {delapan belas) tahun.

Pasal 72
Narapidana vang telah menjalani paling singkat
273 (dua per tga) dari pidana penjara yang dijatuhkan
dengan ketentuan 273 (dua per tiga) tersebut tidak
kurang dari 9 ({sembilan) Bulan dapat diberi
pembebasan bersyarat.
Narapidana vang menjalani beberapa pidana penjara
berturut turat «ianggap jumlah pidananya sebagai
1 {satu) pidana.
Dalam memberikan pembebasan bersyarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan masa
percubaan dan syaral yang harus dipenuhi selama masa
percobaan.
Masa percobaan sebagaimansa dimaksuil pada ayat {3)
sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum
dijilani ditambah dengan 1 [satu) tabun.
Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1] yang
ditahan scbagai tersanghka alad terdakwa dalam perkara
lain tidak diperhitungkan waktu penahanannya sebagai
sy percabanrn,

Pasal 73

Syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3] tecdiri

atas:

a, syaral umum berupa narapidana  tidak akan
melakukan Tindak Pidana; dan

b. syarat . . .
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b. syarat khusus berupa narapidana harus melakukan
atau tidak melakukan perbuatan terientu, tanpa
mengurangl kemerdekaan beragamea, menganut
kepercayaan, dan berpolitik, kecuali ditentukan lain
oleh hakim.

{2) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
huruf b dapat diubah, dihapus, atau diadakan syarat
baru yang semata-mata bertujuan untuk
pembimbingan narapidana.

(3] Narapidana vyang melanggar syarat sebagaimana
dimaksud puda ayat |1) dapat dicabut pembebasan
bersyaratnya.

{4 Pembcbasan bersyarat scbagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak dapat dicabut setelah melampaui 3 {tiga)
Bulan terhitung sejek saat habisnya masa percobaan,
kecuali dalam waktu 3 (tiga) Bulan terhitung sejak
habisnya masa percobaan, narapidana dituntut karena
melakukan Tindak Pidana yang dilakukan dalam masa
percobaan.

{5 Dalam hal narapidana schagaimana dimaksud pada
ayal (4) dijatuhi pidana penjara untuk waktu tertentu
atau pidana denda paling sedikit kategori T,
pembebasan bersyarat yang bersanglatan dicabut.

Pasal 74

(1} Orang yang melakukan Tindak Fidana yang diancam
dengan pidana penjara karena keadaan pribadi,
perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan,

{2} Pidana tutupan schagaimana dimaksud pada ayat (1}
dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang mclakukan
Tindalk Pidana karena terdorong oleh maksud yang
patut dihormati.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
berlauku, jika cara melakukan atau akibat dari Tindak
Pidana terschbut scdemikian rupa sehingea terdakwa
lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

Pasal 75

Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat
dijatubi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai
dengan Pasal 54 dan Pasal 70.

Pasal 76. . .
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Pasal 76

Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75 dijatuhkan paling laima swma denpan pidana
penjara yang diancamkan yang tidak lebih dard 3 [tiga)
tahur.

Dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarai
umum, berupa terpidana tidak akan melakukan Tindak
Pidana lag.

SBelain syarat amum  schagaimana dimaksud pada
ayat (2], dalam putusan juga dapat ditetapkan syarat
khusus, berupa:

a. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek
dari masa pidana pengawasan harus roengganti
scluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat
Tinduk Pidana yang dilakukan; dan/atau

b. terpidana harus melakukan atau tidak melakukan
sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama,
kemerdekaan menganul kepercayaan, dan/ataun
kemerdekaan berpolitik.

Dalam hal terpidana melanggar sysrat umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terpdana wajib
menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari
ancaman pidana peryara bagi Tindak Pidana itu.

Dalamm hal terpidana melanggar syarat khusus lanpa
alasan yang sah, jaksa berdasarkan pertimbangan
pembimbing kemasyarakatan mengusulkan Kepada
hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau
memperpanjang masa pengawasan vang ditentukan
oleh hakim yang lamanya tidak lebih dari pidana
pengawasan yang dijatuhkan.

Jaksa dapat  mengusulkan pengurangan  masa
pengawasan  kepada hakim  jpka selama dalam
pengawasan terpidana menunjukkan kelukuan yang
baik, berdagarkan pertimbangan pembimbing
kemasyarakatan.

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan batas
pengurangan dan perpanjangan masda DPengAWASAn
diatur dengan Peraluran Pemerintah.

Pazal 77 . ..
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Pasal 77

Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan
melakukan Tindak Pidana dan dijatuhi pidana yang
bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, pidana
pengawasan tetap dilaksanakar.

Jika terpidana  dijatuhi  pidana  penjara, pidana
pengawasan ditunda dan dilaksanalkan kembali setelah
terpidana selesai menjulani pidana penjara.

Pasal 78

Fidana denda mcrupakan sejumlah uang vang wajib
dibayar oleh terpidana  berdasarkan  putusan
pengadilan.

Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda
ditetapkan paling sedikit RpS0.000,00 {lima puluh ribu
rupiah|.

Paszal 79

Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

a. kategori I, Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah);

b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupish);

¢. kategori IN, RpS50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiahj;

d. kategori 1V, Rp200.000.000,00 jdua ratus juta
rupiah);

e. kalegori 'V, Rp300.000.000,00 |lima ratus juta
rupiah);

f.  kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiahy;
kategori VI, RpS5.000.000.000,00 ({lima miliar
rupiah}; dan

h. katcger: VI, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh
miliar rupiah).

Dalamn hal terjadi perubahan milai uang, ketentuan

besammya pidana denda ditctapkan dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 80
Dalam menjatuhkan  pidana denda, hakim  wajib
mempertimbangkan  kemampuan terdakwa dengan
memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa
secara nyata,

(2} Ketentuan . . .
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Belerluan sehagaimmana dimaksne parda aval (1] lida e
menpLrERE encrapal mindinwna khesos pidana denda
vang dicetapkaz,

Fasal 8l

Fidona denda waojile dinaveor dalam janpka wakla
fertenou vang dimuat dalam potusar penpadilac.
Putusan  peopadilun sebogeimnang dimaeksal puaada
avar (] dapart reenentukon pertheyaran pldans denda
dl']]f._[f—]:'l CHTA I'T]t‘”gang.‘ill“.

Jiks predurne denda selagaimana dimaksugé pacda
ayat (L) tidak hibayar dalom eepka wakig vang telah
ditentukarn. kekayaan atac pendapatan terpucanra dopi
clinita dan didelaneg oleh jukss anias melunas pidana
denda yang fidalk o bavar,

Prsitl 142

Jdika peovitAan dan pelelinedns kekovaan o alau
pendanman sebapganvana dimalosad dalam Pasal 81
aval (] dak cukop atan tdik memongsinkan uno
dilabesnnakan, pidann denda varg tidak dibavar tersctnal
dyranty dengan pudnan penjara, pirlang pergawosan,
el pldana kerje sosial denguan ketentusn pidana
dlecn b te el Lideade pociebilu piddioie Cende kategonn I
Lama pidana pergganti sebagaimana dimaksud pada
wrat {11 aaelipod:

a untuk pudana penjara pengganh, paling simghan
Slsetu] Bulee den paling lama 1 [satu) tahun vang
dapat diperberat paling lama 1 {satud abhun
4 (vmpat) Bulan jika ada perbarengan,
untuk milana peorgwasan osengganti, paling singka:

metub Bulan dan palig laroe 1 (satu) taboan,
berlak i syard-svaral sehagaimana dimaksad dalam
at (21 dan avat (3 atac
artulk pidana koo sesinl peogeant: paling saghat
& idelapan) jam car palng ama 220 fdua cans
empat pulidn .

Jue puda suatl toensalani pidana penpgact selbgin

Picdana dencda dibeyar, oo prduns peosgant Jikarang

MENUrE URIFAN Ve Sepacdia,

(4] Perhitungan .

SK Mo Lol s
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{41 Perhitungan lama pidana penggantl sebagaimana
dimalksud pada ayat {3) didasarkan pada ukuran untuk
setiap pidana denda RpS0.000,0¢ (lima puluh ribu
rupiah] atau kurang vang discpadankan dengan;

a. 1 [satu) jam pidana kerja sosial pengganti; atau
b. 1 Isatw} Hari pidapa pengawasan atau pidana
penjara pengganti.

Pasal 82

{1} Jika penyitaan dar pelelangan  kekayaan  atau
pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81
avat (3} tidak dapat dilakukan, pidana denda di atas
kategori Il yang tidak dibayar diganti dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama
sebagaimana diancamkan umuk Tindak Pidana yang
bersangkutan,

{2} Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82
ayat {3] berlaku juga un:tuk ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat [1) sepamjang mengenal pidana
penjara penggariti.

Pasal 84

Setiap Orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda
untuk Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana
denda paling banyak kategori 11 dapat dijjatuhi pidana
pengawasan paling lama 6 (enam) Bulan dan pidana denda
vang diperberat paling banyak 1/3 [salu per tiga).

Pasal 85
(1} Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdalowa
yang melaxukan Tindak Pidana vang diancam dengan
pidana penjara kurang dari 5 (lirma) tahun dan hakim
menjatahkan pilana pemjara paling lama 6 (enam)
Bulan atau pidana denda paling banyak kategori [1.
[2r Daluu mernjpatuhiban pidana kerja sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), hakim wajib

mempertimbanghkan:

a. pengakuan terdakwa terhadap Tindak Pidana yang
dilakukan;

b Kemarpuan lerja terdalowva;

. persetujuan . . .
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c. persetjuan terdakwa sesudah dielaskan mengenai
tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan
pidana kerja sosial;

d. riwayat sosial terdakwa;
e, pelindungan keselamatan kerja terdakwa;

f. agama, kepercayaan, dan Kevakinan pelilik
terdakwa; dan

g. kemampuan terdakwa membayar pidana denda.

Peleksanaan pidana kerja  sosial  tidak  boleh
dikemersialkan.

Pidana kerja sosial dijatuhkan paling siagkat 8 (delapan)
jam dan paling lama 240 (dua ratus etnpat puluh) jam.

Pidana kerja sosial dilaksanaken paling lama
& (delapan) jam dalam 1 (satu) Hari dan dapal diangsur
dalam waktu paling lama 6 {enam)} Bulan dengan
memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan
mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang
bermanfaat.

Pelaksanaan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksued
pada avat {5} dimuat dalam putusan pengadilan.

Putusan pengadilan scbapgaimana dimaksud pada
ayat [b) jupa memuat perintab jika terpidana tanpa
alasan varg sah tidak melaksanakan selurubh atau
sebagian pidana leerja sosial, terpidana wajih:

a. mengulangi seluruh atau schagian pidana kerja
sogial tergebut;

b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara
yang diganti dengan pidana kerja sesial tersebut;
alau

¢, membayar selurub atau sebagian pidana denda
yang diganu dengan pidana kerja sosial atau
menjalani pidana penjara schagai pengganti pidana
denda yang tidak dibayar.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial
dilakukan vleh jaksa dan pembimbingan dilakukan olch
pembimbing kemasyarakatan.

{9] Putusan . ..
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(%) Putusan pengadilan mengena! pidana kerja sosial juga
harus memuat:

a. lama pidana penjara atau besarnya denda yang
scsungguhnya dijatuhkan gleh hakin,

b. lama pidana kerja sosial harus dijalani, dengan
mencantumkan jumlah jam per Hari dan jangka
waktu penycksaian pidana keija sosial; dan

t. sanks jika terpidana tidak menjalaoi pidana kerja
sosial yang dijatuhkan.

Pasal 86

Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a

dapat berupa:

a.  hak memegang jabatan publk pada umumnya atau
jabatan tertentu,

b. hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan
Kepalisian Negara Republik Indonesia;

¢.  hak memilih dandipilih dalam pemilihan yang diadakan
sesuai  dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan;

d. hak menjadi wali, wali pcngawas, pengamipull, atau
pengampu pengawas atas orang yang bukan Anaknya
sendiri;

e. hax menjalankan Kekuasaan Ayah, menjalankan
perwzlian, atau mengampu atas Anaknya sendiri;

f hak menjalankan prefesi tertentu; dan/ atau

g. hak mempercleh pembebasan bergyarat,

Pasal 87

Kecwal ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 hurul &, hurufl b,
hurul ¢, dan hurcuf { hanve dapat dilakukan jika pelaku
dipidana karena melakukan Tindak Pidana yang diancam
dengan pidana penjara 3 (lima) tahun atau lebih berupa:

a.  Tindak Pidana terkait jabatan atau Tindak Pidana yang
melanggar kewajiban khusus suatu jabatan;

b. Tindak Pidana yang terkait dengan profesinya; atau

¢, Tindak . . .
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Tindak Pidara dengan menvalabgunakao hewensngan,
gesempatan, atau sarans yvang dibenkan kepodarnya
AATCIA JALALATL Alau prolesinva,

Fosal 88

Kol ditendckan lain oleh Undate-Undang, pencaburan
lrak sehagaimana dinkend dalam Pasal 86 haeal d dan
Furul e, nas Tupal dilakulan jika pelaku dipidara carena:
A denpern sengica melakukar Tindal Pidara bersanna-

sama dengan Analk vane herada dalam kekuasaannyas,

Lo melakuken Tiedax Plcona lerhadap Anale yang hernda
daam Kekilasaanivd,

Pazal 8Y

Keai cbitertckan Lain aleh Undane Undaoe, pencasutan
hak schapaimansg dimaksad dalam Pasal 86 oot g hanva
dapral dilakukan jiks oelaku dinidana karena:
snlakukan Tindak Piduana jabatzn atau Tindak Pidana
vang elanppar kewalioan khusoes suata jabatan;
b, aw Lahgunakar kewenangom. kesempatan,  alau
At wang diberiken: kepadanya karcne febatan; atao
e lakaean Timdak Vidalia vang dgaociem dengan prdana
wrnjura paling laooa 3 (lme belas) saban aran lebik,

Thasul 90

(I ka pidana peneasutan ok duatilbkan,  laa
sarnatan weascDochenitukean ik
hijatulii pidana mali alau pidana porgard seueir
hidup. perecbatun ko dilakukan untck selamonya;
dijamuabi pidaon perpara, pidana cUpan,  dta
prelunn penpoawasan e owaktn zertentn,
pervabutan Dk dilakokan paliogg siogkar 20dus)
Labiun dun paling luma 3 ilima) tabon lebil ama dari
pdane podeats parip dyatubikeon; atau
chjatiali picana deosda, seocabatan hak dilakelan
paling singkat 2 {dua) Tahun dar palicg lama . (lisa)
tatbium.

{2} Kederntuan .

SK Mo ThR1G4s &
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Keteniunn  sehagaimuana dimaksud pada avar (1)
huaraf b sidai kerlakea dika varg dicakne adalab bak
e nsleb peinbetisan bersyaral,

Fidanz aencoburan bak midlan berlaku pada tanggal
putusan  penpadilan telah memperclel  kelouaran
hakun totap.

Pagal 82
Pidana rambahan Derapa porampasun Baang tereclu
rian s 0 osebagiara donaksud dadnee Pisal O
it (1] hurad b vang dapat dirampns meliputi Barang
iortenie dans oot tagilien.
: vamgn o dipe swarsuntule mwewujuadlan atan
merzpersiapkan Tindzic Pidans,
yung zhusus dibuol atag diperunoakkan mewjuskom
Tindal THana;
winng beratrangan dengan temwujudnya Tuwdak Picdana;
ok lerpidana atac orare Laln vang diperolety dan
lindalk Picana;
tlari leruntingan ckoonemi yang dipereloly, balk seeara
langse, mipuan tidalk lanssune dorn Tindak Pidana,
rlany 1
vitng  dipergunakam Antukmenghalaczg-halanci
penvicikan, penuntutan, don pemeriksaoan o swdaog
pengidilan.

b

Pz | 112

Frlara tainleabun berapa perampussn Bamrne lereni
sebagaimana  dimagsud  diam Pasal 900 danal
dijulubkan  alas Bortang vz fidale disita denpzan
mrrerfuwan hahwa larvang rerselnt haras diserahkan
Alan divant dergan sejerlab udng merurcn Giksiran
sakin sesund deagan harga paser.

Dalam kal Barang vorg udak desla sebageimana
dhirriakesie] pada aya (1] bdaks dapat discrahkan, Barang
TorsenAr iganfri deagan seiumlah nang menand
taks rae bk sewe e densg bz pusar.

Jika terpicdana hdek ondnpu mmemnavar selanch araa
sebiaglany Duoga paser sebhagaineama dincaka] pada
Wieal (2], il ketentuan pidana peneganc

Puwal 20 .0
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Pasal 93

Jika dalam putusan pengadilan diperintahkan supava

putusan diumumban, harus  ditetapkan cara

melaksanakan pengumuman tersebut dengan hiava
yang ditanggung oleh terpidana.

Jika biaya pengumuman scbagaimana dimaksud pada
ayat (1] tidak dibayar aleh terpidana, diberlakukan
ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

Pasal 94

Dalam pulusan pengadilan dapat ditelapkan kewajiban
terpidana untuk melaksanakan pembayeran ganti rugi
kepada Korban atau ahli waris sebagal pidana
tambahan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 66
ayat (1] horuf d.

Jika kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dileksanakan,
diberlakukan ketentuan tentang pelaksanaan pidana
denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai
dengan Pasal 83 secara mutatis mutandis.

Pasal 95

Pidana lambzhan berupa pencabutan izin dikenakan

kepada pelaku cdan pembantu Tindak Mdana vang

melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan izin

vang dimiliki.

Fencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengun mempertinbanglcan:

a. keadaan yang menyertai Tindak Pidana yang
dilakukan;

b, keadaan yang menyvertai pelaku dan pombantu
Tindak Pidana; dan

¢. keterkaitan kepemilikan izin dengan usaha atau
kegiatan yang dilakukan.

Dalam hal dijaluhi pidana pcnjara, pidana tutupan,
alau pidana  pengawasan unluk waklu terlentu,
pencabutan izin dilakukan paling singkal 2 [dua) tahun
dan puling lama 5 (lima) wwhun lebih lama duari pidana
pokok vang dijatuhken.

(4} Dalam . . .
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(4) Dalam hal dijatubi pidana denda, pencabutan izin
berlaku paling singkat 1 (saty) tahun dan paling lama
5 (ima) tahun.

[5) Pidana pencabutan izin mulai berlaku pada tanggal
putusan  pengadilan  telah mempereleh Kekuatan
hulum tetap,

Pasal 96

{1} Pidana tambahan berupa pemcenuhan kewsajiban adat
setempat  diutamnakan  jika Tindak Pidana yang
dilakukan  memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Fasal 2 ayat [2).

(2) Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan
pidana denda kategori 11

131 Dalam hal kewajiban adat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dipenuhi, pemenuhan kewajiban adat
diganti dengan ganti rugl yang nilainya setara dengan
pidana denda kategori IL

(4 Dalam hel ganti rugi sebagaimana dimaksud pada
ayat {31 udak dipenulbi, ganti rugl diganti dengan pidana
pengawasan atau pidana kerja sosial.

Pasal 97
Pidana tambahan herupa pemenuhan kewajiban adat
setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam
perumusan Tindalk Pidana dengan terap memperhatikan
leetentuan Pasal 2 ayad [2).

Pasal 98

Pidana matl diancamkan secara alternatil sebagai upaya
terakhir untuk mencegah dilekukannya Tindak Pidana dan
mengayomi masyvarakat,

Pasal 99

(1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan
grasi bagi terpidana ditolak Presiden.

[21 Pdana mat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dilaksanakan Di Muka Umum.

(21 Pidana mat dilaksanakan dengan menembak terpidana
sampal thatl vleh regu tembak atau dengan cara lain
vang ditentukan dalam Undang-Undang.

(4} Pelaksanaan . . .
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Pelaksanaan pidana mati terhadup peremplian hamil,
perempuan yang sedang menyusui bayinva, atau orang
vang sakit jiwa ditunda swmpai peremnpuan tersebut
melahitkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui
bayinya, atau orang yang sakit jiws lersebut sembuh,

Pasal 100

Hakim menjatuhken pidana mati dengan masa

percobaan  selama 10 {scpuluh] tabun dengan

memperhatikan:

a, rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan wntuk
memperbaiki diri; atau

b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.

Pidana mali dengan masa percobsan sebagaimana

dimaksud pada avat (1) harus dicsntumkan dalam

putusan pengadilan.

Tenggang waklu masa percobaan 10 (sepulub) tahun

dimulai 1 (satau) Han setelah putusan pengadilan

memperoleh kekuatan hukum tecap.

Jika terpidana sclama masa percobaan schagaimana

dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan

perbuatan vang erpuji, pidana mati dapat diubah

menjadi mdana  penjara seurnlr hidup  dengan

Keputusan Presiden sctclah mendapatkan

pertimbangan Mahkamah Agung.

Pidama penjara seumur hidup scbagaimana dimaksud

pada ayat (4} dihitung sejak Eeputusan Presiden

ditetapkan.

Jika terpidana selama masa pereobasn sebagaimana

dimaksud pada avat (1) tidak menunjukkan sikap dan

perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk

diperbaikl, pidana mati dapat dilaksanakan atas

perintah Jaksa Agung.

Pasal 101

Jika permohonan grasi terpidena mati ditolak dan pidana
mati tidak dilaksanakan selama 10 {sepuluh) tahun sejak
grasi ditelak bukan karcna terpidana melarikan diri, pidana
mati dapat diubah menjadi pidana penjara scwmnur hidup
dengan Kepratusan Presiden,

SK No 161038 A
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Pagal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pelaksanaan
pidana mati diatur dengan Undang-Undang.

Paragraf 2
Tindakan

Pasal 103

(1) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan
pidana pukcok berupa:

konseling;

rehabilitasi;

pelatihan kerja;

perawatan di lembaga; danfatau

perbaikan akibat Tindak Pidana.

(2] Tindakan yang dapat dikcnaksn kepada Sctliap Orang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 3%
berupa:

#. rehabilitasi;

penyerahan kepada scseorang;

perawatan di lembaga;

penyerahan kepada pemerintah; dan/ataun
perawatan di rumah sakit jiwva,

(3  Jenis, jangka waktu, tempat, dan/atau pelaksanasn
tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
[2] ditetapkan dalam putusan pengadilan.

pEo g

rRogT

Tasal 104

Dalam menjatuhkan putusan berupa tindakan, hakim wajib
mcmperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 sampai dengan Pasal 54.

Pasal 105
{1) Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada terdakwa vang:

a. kecandurn alkohol, narketika, psikotropika, dan zat
adiklif lamnys; dan/atau

b. menyandang disabilitas mental danfatau disabilitas
intelektual.

(2} Rehabilitas: . . .
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{2} Rehabilitazi sebagaimans dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
4. rehabilitusi medis;
b. rehabilitasi sosial, dan
c. rehabilitasi psikososial

Pasal 106

{1} Dalam mengenakan tindakan pelatihaa kerja, hakim
wajib mempertimbangkan:

a, kemanfaatan bagi terdakwa;
bh. kemampuan terdakwa) dan
¢. jenis pelatiban kerja.

{2) Dalam menentukan jenis pelatihan kerja sebagaimana
dimaksud pada avat [1) lhuaral ¢, hakim wajib
memperhatikan pengalaman kerja dar tempat tingeal
terdakwa.

Pasal 107
Tindakan perawatan di lembaga dikenakan berdasarkan
keadaan pribadi werdakwa serta demi kepentingan terdakwa
dan masyarakat.

Pasal 108

Tindakan perbaikan akibxat Tindak Pidana adalah upaya
memulihkan atau memperbaiki kerusakan akibat Tindak
Fidana menjadi seperti semula.

Pasal 109
Tirndakan penyecrahan terdakwa kcpada pemerintah atan
seseorang dikenskan demi kepentingan  terdakwa  dan
masyarekat.

Pasal 110

{1} Tindakan perawatan di rumah sakic jiwa dikenakan
terhadap terdakwa  yang dilepaskan dari  segala
wntutan hukum dan masih dianggap berbahava
berdasarkan hasil penilaian dokter jiwa.

{Z} Penghentian tindakan perawatan di rumah sakit nwa
dilakukan jika yang bersangkutan tidak memerlukan
perawatan lchibh Janjut becrdasarkan hasil penilaian
dokter jiwa.

{3) Penghentian . . .
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{3} Penghentian tindakan sebagaimana dimaksud pada
ayat [2] dilakukan berdasarkan penctapan hakim yang
memeriksa  perkars  pada tingkat pertama  vang
diusulkan oleh jaksa,

Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
pidana dan  tndakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal G& sampai dengan Pasal 110 diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Bagian Ketiga
Diversi, Tindakan, dan Pidana hagi Anak

Paragral 1

Diversi

Pasal 112

Anak yang mclakukan Tindak Pidana yang diancam dengan
pidana penjara di bawah 7 ({tgjuh] tahun dan bukan
merupakan pengulangan Tindak Pidana wajib diupayakan
diversi.

Paragrafl 2
Tindakan

Pasal 113
{1} Setiap Anak dapat dikenai tindakan berupa:
a. pengembalian kepada Orang Tua/wali,
penyerahan kepada sescorang;
perawatan di rumah sakit jiwa;
perawatan di lembaga;
kewajiban mengikuti pendidikan formal danjatau

pelatihan yang diadakan oleh pemeriniah atau
badan swasta;

f. pencabulan Surat izin mengemudi; dan/atau
g perbaikan akibat Tindak Pidana.

{2) Tindakan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huarul d, huruf ¢, dan huruf [ dikenakan paling lama 1
[satu) tahun

ape o

(3) Anak . . .
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Aotk edn bk camaue L& fempas beelash talucn Udak daoat
dijaruahi pidana dan vanya dapat dikenao tindakan.

Paraarad
Pielana

Pasal 114
Palena ving dapal dyatulikan terhadap Anas berusa:
dictang posck; din

aa tambabian

Pasal 115

Pidena wokol sebopaimana Zimaksod dzlat Pasal
broarnk @ terdivi atas:
A pidana peringatan;
b, pidana doerge syaret:

1. pembinaan di luzre kembaga,

2, polayanan riasyarakal; diau

3. pengawasan.

aelatiban korja,

pembinuan dalom .embaga; dan

icdazie penjania

Pasul J1F
Pulina tambeboan sehapaimanz diraksud dalam Pasal 114
bearuf btevdici aras:
i perampasan keuntungan vang dipecoleh dari Tindak

ThlaiA; dtiau

b, pemelnuhan kewajiban acar.

Puasal 117
Wotentuan  mengenai cdoverst, hodshian, den pidanu
sebapedmianag duwnsksod dalum Posel 12 sarapmn de

Paral 116 dilaksannkan wesaal dengan ketenigars peraiarsan
porurnclae-unduangun.

Bagizn heempat.

SH No 14z A
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Bagian Keempat

Pidana dan Tindekan bapi Korporasi

Puragraf |
Pidana

Paszal 118

Pidana bagi Korporasi terdiri atas:
a. pidana pokok; dan
b. pidana tambahan.

Pasal 1149

Pidana pokok scbapaimana dimaksud dalam Pasal 1138
huruf a adalah pidana denda.

Pasal 120

{1} Pidana tambahan bhagi Korporasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 118 huruf b terdiri atas:

a.

meopo g

=)

K.

L

pembayaran ganti rugi;

perbaikan akibat Tinduk Pidarne;
pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaiken;
pemenuhan kewajiban adat;

pembiaysan pelatihan kerja;

perampasan  Barang atau  keuntungan yang
diperoleh dari Tindak Pidana;

pengumuman pulusan pengadilan;

. pencabutan izin terteniu;

pelarangan  permanen  melakukan  perbuatan
teTtertu

penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha
dan/atau kegiatan Korporasi,

pembekuan seluruh atau scbagian kegiatan usaha
Korporasi; dan

pembubaran Korporasi.

(2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, harof j, dan huenf k dijatuhkan paling lama
2 {dua) tahun.

(3} Dalam . ..
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Dl fao Korporaw Ldak meladsanaxar pidana
fambabhan sehboga mana cliomkswd pada axvas (1] ol o
surupin dengine baral e, kekavaen atau sendspatan
Kurgorwat daped disra dun dilelioege oleh aksa untuek
mernenuhi pidana tamanhan yang fidalk diperubi,

Posal 121

Fidana denca untuk korpocas: dyatulie pabing sedilken
katvpori 1V, weeagl ditentukon lan oleh Undang-
Undang.
Dol bul Ticdux Pidoog vang didakokan diancam
dergan:
i pengies o Doswads 7 ojuiald tadian, piduna
duendz paling banyak antuie Knraoracar acdalan
Grlepoe: VT
icHng pears palivg ana 7 lujuhl sampai dengan
saling lama 1% lima 2eas) ahun, pidana denda
saling Danyak untuk Korgorast wdalah kaegori Wi

el micdane penare secmur hiduo, araa
: o penjars pading lama 200 [dua punid] tahun,
mirtana nenaa paling hanvak untak Korporasi adalah
zalvwor: VUL

Pasal 122

Piclena denla wapils sibness slam aanglka walkoa
Tevientu vang, Sirnat dalam ptosan pengaddilao.
Putusan penpodicen sebogamesa dimsksud pada
apat [ Capat rmenentukan pembavaran pidana denda
dengan cars mengangsan,

Jikez pidana deada sebogarnana dimaksnud pads avat (1)
tidun  dibivar calam jangks  wokwwn vang  Llelan
ditentukan, <ekayaan atan peedapatan Korpoarast dapet
cimitas dan dilelung ek joksa unruk melunasi pidana
denda vang lalk dibavar.

Dalarn hal kekayaan atau pendopatan Kerporzsi sidak
mercrkied antuk melanasi pidaca denda selagainang
dimasug pads aval (31, Korpurasi dikend sidana
pengeanti berupa pernbekaen sebagione armn sclurah
kerpintarg usniun Koroorast,

PorwpraZ 2. .

SK Mo [elIi A
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Puragral 2
Tindakan

Pasal 123
Tindakan yang dapal dikenakan bagi Korporasi:
#. pengambilalihan Korporasi;
b,  penempatan di bawah perngawasan; dan/atau
c.  penempatan Korparasi di buwah pengampuan.

Pasal 124

Ketentuan lebih lanjut mengenai tats cera pelaksanaan
pidana dan tindakan bagi Korporasi sebegaimana dimalksud
dulam Pasal 118 sampai dengan Pasal 123 diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Perbarengan

Pasal 125
(1) Suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari 1 [s:ato)
ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman
pidana vang sama hanya dijjatuhi 1 {(satu) pidana,

sedangican jika ancaman pidenanya berbeda dijatuhi
pidana pokok vang paling berat.

(21 Sualu perbuatan yang diatur dalam attran pidana
umuim dan aturan pidana khusus haova dijatuhi aturan
pidana khusus, kccuali Undang-Undang menentukan
lain.

Pasal 126

(h Jika terjadi perbarcngan beberapa Tindak Fidana yvang
suling  berhubungan  sehingga dipandang  sebagai
perbuatan berlanjut dan diancam dengan ancaman
pidana yang sama, hanya dijatuhi 1 (satu) pidana.

(2} Jika perbarengan Tindak Pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana vang
berbeda, hanya dijawihi pidana pokok yang terberat.

Pasal 127 . ..

8K No L61043 A
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Pasal |27

Jika derjacde aerlarengae teheraps Tiodes Pl vang
harus dipandang schowa Toulidc Pulang yang berdin
send.ri dan digncam dengan pidana pokok varg sejenis,
hanya dbaniikarn 1 isatu] prodana,

Moksimuem pidana artuk perbarenezn Taidak Pidana
sulmgainna dimakawmd s avil (13 adalih jumlah
pidana vang dianeamkan pada seniua Tindak Pidana
rersesut, terap tidak melebihi pidatna vang tererat
Jitamhbah I_,."-Jr {Hatl per [.iE_H;n.

Pasal 125

Jika teradd perbuacengas beberapos Tindax Pidanas vang
narts dipandang sebapai Tindax Pidaoa vatye beedic
sendivi dan diancam dengan pidana pokok vang tdak
seienis, modang vung dpatubhkun adalal semua jenis
nicana untigk Tindak Pulana oasing-nwasing, telspd

ok melebihit maksimam pidang vang Teroerad
ditwenbiah L3 [salu per e,
ihiam hal kereasuan sehagoimans coimaksud pacds avad
[T direan aenpsn palana denda, peng=iungan denda
didacarkan  pada lama  maksinonoon pidlane pencecs,
senpganti pldana denda.
Jika Tindak Didana vang dilehukan diancann dengan
pledana mindomun, ounimuen pidac unick nerharengun
sehagaimann dimaksud pada avar (1) adalah jumlah
wicdana ounirsoem kbosos untok Tindsle Pudang masing
:nﬂs;il}g, setapi dax rnclebibi pidang mindngn khusis
serberat dicambah 194 {sarn per Liga).

Fasal 124

kA dalan probaeengean Tindak Prdaca dgatobn podiams oo
ulan pidacia penjara seurnur bobue, rdakwa tdak holel
dijanube i Jaia, oo wall pidocn e babioo, sukaol

1. wveacobutan hak teementu;
B. perampassn Bocang tevlenigg dang el

DEUBLITIULIIEA N pulugan pengadilao.

Pasal 130, ..
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Pasal 130

(1) Jika terjadi perburengan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 127 dan Pasal 129, penjatuhan pidana tambahan
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikul:

a. pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu
dengan ketentuan:

1. paling singkat 2 [dua) tahun dan paling lama
3 {lima] tahun lebih lama dari pidana pokck yang
dijatuhkan; atau

2. apabila pidana pokok yang diancamkan hanya
pidana denda, lama pdana paling singhat
2 (dua] tahun dan paling lama 5 {lima) tahun.

b. pidanae pencabutan hak vang berbeda dijatuhikan
secara schdiri-sendiri ugtuk tiap Tindak Pidana
tanpa dikurang; atau

¢. pidana perampasan Barang tertentu atau pidana
pengganti dijatuhkan secara sendiri-sendiri unruk
tiap Tindak Pidana tanpa dikurangi.

(2) Ketentuan mengenai lamanya pidana pengganti bagi
pidana perampasan Barang lertentu  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf ¢ berlaku ketentuan
pidana pengganti untuk denda.

Pasal 131

(1) Jika 3etiap Orang teluh dijatuhi pidana dan kembali
dinyatskan bersalah melakukan Tindak Fidana lain
sebelum putusan pidana wu dijatuhkan, pidana yang
terdahulu diperhitungkan terhadap pidana yang akan
dijatuhkan dengan menggunakan aturan perbarengan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 sampai dengan
Pasal 130, scperti jika Tindak Pidana itu diadili secars,
hersama.

(2) Jika pidana yang dijatuhkan sebagamimana dimaksud
pada ayat (1) telah mencapai maksimum pidana, hakim
cukup menyalakan babwa terdskwa hersalah tanpa
perlu ditkuti pidana.

BAB IV . . .

SK No te1047 A
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BAB IV

GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN
DAN PELAKSANAAN PIDANA

Bagian Kesatu
Gugurnya Kewenangan Penuntutan

Pasal 132
{1} Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:
a. ada putusan pengadiian yvang telah memperoleh

kekuatan hulkum tetap terhadap Setiap Ovang atas
perkara yvang sama;

k. tersangka atau terdakwa meninggal dunia;

kedaluwarsa;

maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela

bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan

pidena denda paling banyak kategori I[;

e. maksimum pidana denda kategori 1V dibayar dengan
sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling lama ] {satu} tahun atau
pidana denda paling banyak kategor I11;

f.  ditariknya pengaduan bugi Tindak Pidana aduan;

a o

g telabh ada penyelesaian di luar proses peradilan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; atau
h. diberikannya amnesti atau abolisi.
2} Ketentuan mengenai gugurnya kewenangan
penuntutan bagl Korporasi memperhatikan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121,

Pasal 133

{1} Pidana dcnda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132
ayat (1} buruf d dun huruf e serta biaya yang {elah
dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, dibayarkan
kepada Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu
yang telyh diletapkan.

{2] Jika diancamkan pula pidana tambahan berupa
perampasan Barang atau tagiban, Barang danj/atau
tagihan yang dirampas harus diserahkan atau harus
dibayar menurut taksiran Pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) dalam hal Barang dap/atau
Lagihan tersebut sudah tidak berada dalam kekuasaan
terpidana.

(3 Jika . ..

SK No 16t048 A
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BAB IV

GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN

(1}

{2)

{1

2

DAN FELAKSANAAN PIDANA

Bagian Kesatu

Gugurnyva Kewenangan Penuntutan

Pasal 132

Kewenangan penuntutan dinyalakan gugur jika:

a. ada putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap terhadap Setiap Orang atas
perkara vang sama,

b. tersangka atau terdakwa meninggal dunia;

kedaluwarsa;

d. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela
bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan
pidana denda paling bunyak kategori I1;

e, maksimum pidanadenda kategori [V dibayar dengan
sukarela bag Tindak Pidana yang diancam dengan
pidana peojara paling lama 1 (satu) tahun atau
pidana denda paling banyak kategori [11;

f. ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan;

g telah ada penyelesaian di luar proses peradilan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, atau

h. diberikannya amnesti atau abolis1.

Ketentuan mengenai gugnrnya kewenangan

penuntutan hapi Korporasi memperhatikan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121.

o

Pasal 133

Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132
ayat (1} huruf d dan hurdd e serta bieya vang lelah
dikeluarkan jika penuntutan telab dimulai, dibayarkan
kepada Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu
yang telah ditetapkan.

Jika diancamkan pula pidana tambahan berupa
perampasan Barang atau tagihan, Barang dan/atau
tagihan yang dirampas harus diserahkan atau harus
dibayar menurut taksiran Pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalamn hal Barang dan/atau
lagihan tersebut sudah tidak berada dalam kekuasaan
terpidana,

{3} Jika ., ., .
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(3) Jika pidana diperberat

pemberatan tersebut  tetap
kowenangan menuntut pidana terbadap Tindak Pidana
yang dilakukan lebih dahulu gugur berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132

ayat 1] hurul d dan huraf e

Pasal 134

Sescorang tidak dapat dituntul untulk kedua kalinya dalam
1 {satu] perkara yang sama jika untuk perkara teraebut telah
ada putusan pengadilan vang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap.

Pasal 133

Jika putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134
berasal dart pengadilan luar negeri, terhadap Setiap Orang
yvang melakukan Tindak Pidana vang sama tidak boleh

diadakan penuntutan dalam hal:

a. putusan bebas dari tuduhan atau lepas darl segala

tuntutan hukum; atauy

b, putusan beruapa pemidanaan dan
dijalani seluruhnya, telah  diberi
pelaksanaan pidana tersebul kedaluwarsa.

Pasal 136

pidananya lelah

{1}  Kewenangan penuntutan dinvatakan gugur karena

kedaluwarsa apabila:

a. sewlah melampaw waktu 3 {uga} lahun untuk
Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling lama 1 (saw) tahun dan/atau hanya denda

paiing banyak kategori III;

b. setelah melampaui waktu 6 fenam] tahun untuk
Tindak Pidana yvang diancam dengan pidana penjura
di atas 1 (saty) tahun dan psling lama 3 (tiga) tahun;
c. sctelah melampaui waktu 12 {dua hbelas) tahun
untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana
penjara di dlas 3 (tiga) whun dan paling lama

7 [tujuh] tahun;

d. setelah melampaui waktu 18 (delapan belas) tahun
untuk Tindak Pidana yang diancarn dengan pidana
penjara di atas 7 {twjuh) tahun dan paling lamna

15 {lima belas] tahun; dan

SK Na 16]049 4
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selelah mwlanpant wekns 20 [dus puaaanr tehun
unmg Tindak Pioasa vang dlancam dengan podaca
pengary peling lama 20 [dua zelubl abun, rdans
Penjara secrmar bud oy, ataon podang mats,
Dulam,  naa. Tindok Pidoro  dilakukar oleh A,
LENEa Ty witk LU BUg urnvi BeweTaTiman Lniuk menaitue
karena Lkeduluwarsa aiimana dimagsud  pacda
wvil DL dihourwnpl szen adi 1732 (ol per kgl

Pasal 137

Jargka waxta deedaliwarsa dibincng oneer keesokart har

setelah perbuatan ciakukan, kecual bagi:

A, Timdug  Pidana pemalsuat dan Tindak  Podans
poerisakan mata wang, kedaliowarsa sbhilange moulad
keesvkan hurinys sewluh Barang vang dipalsiskan atan
rraba L vivng divusale disuriekean; atau
Tindak Piduna schagnimana dimaksud dalam Masal 4305,
Pasal 321, dan Pasal 252 keduluwarsas dikivong moula
keesokan  harinva selelah Korlen Tiedak  DMdana
dilepmskan alaa mall schagal agibar langsung dar:
Tinndak Tidana reraebut.

Pasal 13H
Tindukan penuntitan Tindak Hidana menghentican
PO e WA KT Wedal e srsa
Fenghientinn tengpang walthy kedaluwsarsa selapaiimnana
dimaksad pacn svar (1] finitung keesokan ban sotelab
r(‘.1'5~an;:'ka AlA Tl mungetitnul atau
dibieritahukan merperan perrmintan lerhadap disinva
vang dilabealian sesuai denpar kelenloun peraturan
peridang-tindangan.
Setelah wedaluwarsa dihenzikan korens: fimdakan
penantutan,  mela diberlagukan tengmang wnko
kedalusvarsa bar.

Pazal 134
Apanla pencottlan dilenrikan uaneak sementara aaki
kam ache sengketn hukum vang haras diputuskan letnh
daluiu, Tenggang wakin kedalussaesa peounlalan rens i
lerturda sempae senpkera tersebat xendapatkar outusac,

Batginn Kedua ..

SR ONo Ings A
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HBraian Kudua
Jrrea Bewenanngan Peligsanaan Fidana

Fiasal 140
Kenaerangan pelaksanaan pidana dlmyatakan gugar, pikos
rerpidang meninggal donia;
beeelnnl R rEay
ten picdarid toerlapal gras aray ameeso: atan
penveralian wntek pelagsanaso prdana ke nepara lnin,

Pasul 111
Jub terpndana ineninggal i, polans pesainsasidc Baratis
ferieiu dunfutau weiiun vang Llelah disira etap dapat
dilaksanuk

Hasal 142

khewvenanegnn  pelaksanaan  pidaaa gugur karens
levdalumasa seleloh berlak o tenggang wekin vamng sama
dengan enggang wakin kedaluwnrs: kewerangan
oyt sebigiimana dimakscd dalam Pasal 130
R ERIHSEIR 3 |sabl per bgal.
Ionppang waxiu kedaluwasrsa pelaksannaan pidana
harus melebiid lama pidana veng dijaiabkian kecuali
wrivhe iz penjiea seoasas bidop,
Peaksonaan pidana man ridak mempunyai wengpang
witkin keclaatvearsa,
Jdika pidany mac diuban omeniadi pidana penjara
selmnar g up sebsyralmana diunakesud duluzn Pasal 100
kewenongan  pelaksoonan pidana pomir karcna
Rovaluwarsa setelsk lewal wakic yvane soma cengan
tenpgang, wilt Fedalimanrsa kewotangan  mwnustal

gaimann  cimaxsud  dalato Pas 136wy ]
hural o ditainbeb 173 [sutu per tigal darl teapgang
waktn Redabiiwarsa forsictt,

Pasnl 113
Tengrang  woaktu kedaluwarss pelaksenaan, philana
dibitung teernxar harinya sejak putwsio pengadilian
et dilaksanakan,
Apubily terpidana melarikan doi sewastn menjulang
peidars meaks tengpe iy wakine kedalowirse dimtone
Rkeesoqgan hannya seiad anggal erpidang terschot
meariben o

(3 Apatala
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{3] Apabila pembebasan bersvarat terhadap narapidana
dicabut, tenggang waktu kedaluwarsa dihitung
keesekan harinya seiak tanggal pencabutan,

{4) Tenggang wakiu kedaluwarsa pelaksanaan pidana
ditunda selama:

a. peclaksanaan pidana tersebut ditunda berdasarkan
peraturan perundang-undangan; atau

b. terpidana dirampas kemordelasnnya meskipun
perampasan kemerdekaan tersebut berkaitan dengan
putusan pengadilan untuk Tindak Pidana lain.

BAB WV
PENGERTIAN ISTILAH

Pasal 144
Tindak Pidana adalah termasuk juga permufakstan jahat,
persiapan, peroobaan, dan pembmntuan melskouban Tindak
Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Pasal 145
Setiap Orung  adalih  vrang perseorangan, termasuk
Korporasi.

Pasal 146

Korporasi adalahh  kumpulan lerorganisasi  dari  orang
dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang
berbentuk  perseroan  terbatas, vayasan, perkumpulan,
koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha wmilik
duerah, badan usabha milk desa, atau yang disamakan
dengan ita, maupun perkumpulan yang tidak berbadan
hulum atau badan usaha yang berbentuk firmu, persekutuan
komanditer, atau yang disamakan dengan i,

Pasal 147

Barang adalah benda berwgjud atau tidak berwujud, benda
bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan vang giral,
aliran listrik, gas, data, dan program Komputer.

Pasal 148

Surat adalah dokumen yang ditulis di atas kertas, termasuk
Juga dokumen atau data vang tertulis atau tersimpan dalam
disker, pita magnetik, atau media penvimpan Komputer atau
media penyimpan dala elekironik lain,

Pasal 14% . |

SK No k61052 A
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Pasal 149

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik dan
mental danfatau kerugian ekonemi yang diakibatkan olch
Tindak Pidana.

Pasal 150

Anak adalah secseorang vang belum berumur 18 (delapan
belas) tahun.

Pasal 151

Orang Tua adalab termasuk juga kepala keluarga.

Pasal 152

Ayah adalah termasuk jupgs orang yang menjalankan
kckuasaan vang sama dengan Ayah.

Pasal 153

Kekuasaan Ayah adalah termasuk jugn kekuasaan kepala
keluarga.

Pasal 154

Pejabal adalah setiap warga ncgara Indonesia yang telah

memenuhi syarat yang ditentukan, diungkat oleh pejabat

yang berwenang dan diserahi tugas ncgara, atau diserahi
tugss lain oleh negara, dan digaji berdasarkan keteniuan
pecraturan perundang-undangan, yaitu:

a.  aparatur sipil negara, anggola Kepolisian Negara
Republik Indanesia, dan anggota Tentara Nasional
Indonesi;

b. pejabat negara;

c. pejabat publik;

d. pejabat daerah;

e, orang yang menerima gaji atau upah dan keuangan
negara ataw daerah;

f.  arang yvang mencrima gajl alau upah dari Korporasi
yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik
negara atau daerah; atau

g- pejabat lain yang ditentukan berdasarkan peraturan
perundang-undangan,

Pasal 155 . ..
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Pasal 155

Luka Berat adalah:

a. sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh
dengan semmpurna atau yang dapat menimbulkan
bahaya maut;

b,  terus-menerus tidek cakap lagi melakukan tugas,
Jjabatan, atau pekerjaan;

¢. tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera

atau salah satu anggota tubuh;

cacat berat atau cacat permanen;

lumpuh;

daya pikir terganggu sclama lebih dacd 4 (empat)

minggy;

@igur atau matinya kandungan; atan

rusaknya fungsi reproduksi,

oo

S

Pasal 156

Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa
menggunakan kekuatan [sik yang menimbulkan bahaya
bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik,
seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan,
termasuk menjadikan arang pingsan atau tidak berdaya.

Pasal 157
Ancaman  Kekerasan adalah setinp perbuatan berupa
ucapan, tulisan, gammbar, simbol, atau gerakan tubuh, baik
dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk
elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa
takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya Kekerasan.

Pasal 158

Di Muka Umum adalah di suatu tempat atau Ruang yang
dapat dilihat, didatang, diketahui, atau disaksikan oleh
orang lain baik secara langsung maupun sccara  tidak
langsung melalii media elektronik yang membuat publik
dapat mengakses Informasi Elektronik atan dokumen
elektronik.

Pasal 159
Harta Kekayaan adalah benda bergerak atau benda tidak
bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud,
vang memiliki nilai ekonomi.

Pasal 160 . ..
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Fasal 160
Makar adalah niat untuk melakukan serangan vang telan
diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebud

Pasal 161

Perang adalah termasuk juga Perang saudara dengan
mcengangkat senjata.

Pasal 162

Wakiu Perang adalah termasuk waktu di mana bahays
Perang menpancam danj/atau ada perintah untuk mobilisasi
Tentara Nasional Indoncsia dan sclama kcadaan mebilisasi
tersebut masih berlangsung.

Pasal 163
Musuh adalah termasuk juga pemberontak dan negara atau
kekuasaan yvang diperkirakan akan menjadi lawan Perang.
Pasal 164
Musuk adalah termasuk menpakses Komputer atau Masuk
ke dalam sistem Komputer,
Pasal 165

Memanjat adalah termasuk Masuk dengan melalui lubarg
yanp sudah ada tetapt idak untuk ternpat orang lewat, atau
Maszsuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, atau
Masuk melalui atau menyeberangi selokan atau parit yang
gunanya sebagai pembatas halaman.

Pasal 166

Anak Kunci Palsu adalah anak kunci duplikat termasuk juga
segala perkakas, sisterm elektronik, atau yang disamakan
dengan itn yang tdak dimaksudkan untuk membuka kunei
vang digunakan untuk membuka kunci.

Pasal 167

Ruang adalah lermasuk bentangan atuu terminal Komputer
yang dapat diakses dengan cara tertorntu.

Pasal 168 . .
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Pasal 168
Bangunan Listrik adalah bangunan yang digunakan untuk
membangkitkan, mengalirkan, mengubah, atau

menyerahkan  tenaga  listrik, termasuk alat  yang
berhubungan dengan itu, yaitu alat penjaga keselamatan,
alat pemasang. alat pendukung, alat pencegalt, alau alat
pemberi peringatan.

Pasal 169
Komputer adselah alat untuk memproscs data clektronik,
magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi
logika, aritmatika, dan penyimpanan,

Pasal 170
Informasi Elektronik adalah sat atauw sekumpulan data
clektronik, termasuk tetapn lidak lerbatas pada tulisan,
suara, gambar, pcta, rancangan, foto, mempertukarkan data
secary elektromk, Surat elektronik, telegram, pengkopian
Jarak jauh atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Alses,
simbol, atau perforasi yang telah diclah yang memiliki arti
atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminva.

Pasat 171
Kode Akses adaleh angka, hury], simbol lainnoya atau
kombinasi diantaranya vang merupakan kunci untuk dapat
mengakses Komputer, jaringan Komputer, internet, atau
media elektronik lainnya.

Pasal 172

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, loto, sUara,
bunyi, gambar bergeral, animasi, kartun, percakapan, gerak
tubuh, atan bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk
media komunikasi danfatan pertunjulkan I Muka Umum,
yang temuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang
melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pasal 173

Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan atau
usaha dagang.

Pasal 174 ...
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Pasal 174

Kapal adalah kendarazn air dengan bentuk dan jenis apa
pun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin,
atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdava dukung
dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat
apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-
pindah.

Pasal 175

Pcnumpang adalah orang seclain Makhoda dan Anak Buah
Kapal vang berada di Kapal atau orang seilain kapten
penerbang dan awak Pesawat Udara lain yang berada dalam
Pesawat Udara.

Pasal 176
Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda.

Pasal 177

Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipckerjakan di
atas Kapal olch pemilik atau operator Kapal yang melakukan
tugas di atas Kapal sesuai dengan jabatannya.

Pasal 178

Kapal Indoncsia adalah Kapal yang didaltar di Indonesia dan
memperoleh Surat tanda kebangsaan Kapal Indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pazal 179
Nakhoda adalah salah seorang Awak Kapal vang menjadi

pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai wewenang dan
ranggung jawah tertentu sesuai dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 180

FPesawat Udara adalall setiap mesin atau alat yang dapat
terhang di atmosfer karena gava angkat dari rcaksi udara,
terapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi
yang digunakan untuk penerbangan,

Pasal 181 ...
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Pasal 121

Dalam Penerbangan adalah Jangka waktu scjak saat scmua
pintu  luar Pesawat Udara ditutup setelah naiknya
Penumpang sampai saat pintu dibuka untuk penarunan
Penumpang, atau dalam hal terjadi pendaratan darurat
penerbangan dianggap terus berlangsung sampai saat
penglasa yang berwenang mengambil alih tanggung jawab
atas Pesawat Udara dan Barang yang ada di dalam Pesawat
Udara.

Pasal 182

Dalam Dinas Penerbangan adalah jangka waktu sejak saat
Pesawat Udara disiapkan oleh awak darat atau oleh awak
pesawat  untuk penerbangan tertentu  sampai  lewat
24 {dua puluh empat] jam sesudah pendaratan.

Pasal 183

Ternak adalah  hewan peliharaan yang diperuntukkan
sebagal sumber pungan dan sumber mata pencaharnian.

Pasal 184
Bulan adalah wakwu 30 [tiga puluh} Hari.

Pasal 185
Hari adalah waktu selama 24 [dua puluh empat] jam.

Pasal 186

Malam adalah waktu di antare matahan terbenam dan
matahari terbit.

BAB V]
ATURAN PENUTUP

Pasal 187
Ketentuan dalam Bab [ sampai dengan Bab V Buku Kesatu
berlaku juga bagl perbuatan yang dapat dipidana menurut

perawuran perundang-undangan lain, kecual ditentiukan lain
menurut Undang-Undang.

BUKU KEDUA . ..
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BUKU REDUA
TINDAK PIDANA

BAB I

TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA

Bagian Kesatu

Tindak Pidana terhadap ldeologi Negara

Paragraf 1

Penyebaran dan Pengembangan Ajaran
Komunisme/Marxisme-Leninisme atau Paham Lain
yang Bertentangan dengan Pancasila

2)

2

{4

SK No 161059 A

Pasal 188

Betiap Orang yang menyebarkan dan mengembangkan
ajaran komunisme/marxisme-leninisme atan paham
lain yang hertentangan dengan Pancasila Di Muka
Uraum  dengan ligan atau  tulisan  termasuk
menyebarkan atau mengembangkan melalui media apa
pun, dipidana dengan pidana penjara paling lama
4 {empat] tahun.

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} dilakukan dengan maksud mengubah atau
mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
Dalam hal perbualan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] atau avat {2} mengakibatkan terjadinya
kerusuhan dalam masyarakat atau kerugisn Harta
Kekavaan, dipndana dengan pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun.

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3} mcngakibatkan nrang menderita Luka Berat,
dipidana dcngan  pidana  penjara  paling lama
12 (dua belas) tahun.

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] mengakibatkan matinya crang. dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (hma belas) tahun,

(6) Tidak . . .
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¢. terjudinya  kerusuhan dalam masyarakat vang
mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 {lima belag| tahun.

Bagian Kedua.
Tindak Pidana Makar

Paragraf 1
Mukar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pasal 191

Setiap Orang vang melakukan Makar dengan maksud
membunuh  atau  merampas  kemerdekaan  Presiden
dan/atal  Wakil Presidenn atau menjadikan  Presiden
danfatan Walkil Presiden tidak mampu menjalankan
pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara
seumur  hidup, atau  pidana penjara paling lama
20 (dua puluhj tahun.

Paragral 2
Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 192

Setiap Orang yang mclakukan Makar dengan maksud
supaya scbagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan
Renublik Indonesia ‘atubh kepada kekuasaan asing atau
untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republig
Indonesia, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara
geumur  hidup, atau  pidana  pernjara  paling lama
20 (dua puluh) tahun.

Paragraf 3
Makar terhadap Pemerintah

Pusal 193
(1) Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud

menggulingkan pemcrintah, dipidana dengan pidana
perjara paling lama 12 [dua belas) tahun.

(2) Pemimpin atan pengatur Makar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1}, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 15 {litna belas) tabun.

Pasal 194 . ..
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Pasal 194

Dipidana karene pemberantakan dengan  pidana

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, Setiap Orang

yang:

a. melawan pemcrintah dengan  menggunakan
krikuatan senjata; atau

b, dengan maksud untuk melawan pemerintah
bergerak bersama-sama atan menyatukan din
dengan gerombolan yang melawan pemnerintah
dengan menggunakan kekuatan senjata.

Permnimpin atau pengatur pemberontakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama
20 (dua puluh} Lahun.

Pasal 195

Dipidana dengan pidana penjara  paling lama

10 {sepuluh) tahun, Setiap Orang yang:

a. mengadakan  hubungan dengan  orang  atau
organisasi yang berkedudukan di luar negeri dengan
maksud:

1. membujuk vrang atau organisasi;
2. memperkuat niat dari orang atau organisasi;

3. menjanjikan atau memberikan bantuan kepada
orang atau orgarisasi; atau

4. memasukkan suatu Barang ke wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia,

untuk menggulingkan atauy mengambil alih

pemerintah;

b. memasukikan suatu Barang ke wilayah Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia vang  dapat
dipergunakan untuk memberikan bantuan materiel
dalam  mempersiapkan, memudahkan, atan
melakukan penggulingan dan/atau
pengambilalihan  pemerintah, padabal diketahui
atau ada alasatn yang kuat untuk menduga bahwa
Barang tersebut digunakan untuk maksud tersebut;
alau

€. menguasai . . .
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c. menguasai atau menjadikan suatu Barang schagai
pokok perjanjian yang dapat digunakan untuk

memberikan bantuan matericl dalam
mempersiapkan, memudahkan, atau melakakan
penggulingan dan/atau pengambilalihan

pemcerintah, padahal mengetahui atau ada alasan
yang kuat uniuk menduga bahwa Barang tersebut
digunakan untuk maksud terscbut, wtau Barang
lain schagai penggantinya dimasukkan ke wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk maksud
tersebut, atau digunakan uniuk maksud tersebut
oleh orang atau badan yang berkedudukan di laar
ncecri.

(2) Barang yang digunakan untuk melakukan atan yang
berhubungan dengan Tindak PFidana sebagaimana
dimaksud pada ayvat (1) huruf b dan huruf ¢ dirampas
untuk negara atau dimusnahkan.

Pasal 196

(1} Rctiap Orang yang mclakukan permulakatlan juhat atau
persiapan unluk  melakukan  Tindak  Pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan
Pasal 194 dipidana.

{2) Sctiap Orang yang mempersiapkan perubahan
ketatanepurann secara konstitusional, tidak dipidana.

Bagian Keriga
Tindak Pidana terhadap Pertahanan Negara

Paragraf 1
Pertahanan Negara

Pasal 187

Setinp Orang vang rtanpa wewenang membual,
mengumpulkan, mempunyai, menyimpan,
menyembunyikan, alau mengangkut gambar potret, gambar
lukis, gambar tangan, atau video pengukuran, penulisan,
keterangan, atau petunjuk lain mengenai suatu hal yvang
bersangkutan  dengan  kepentingan  perlaehanan  negara,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 {dua) tahun
atau pidana denda paling banyak kategori IV,

Pasal 198, . .
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Pasal 198

Setiap Orang yang ditugaskan oleh Pemerintah [ndonesia
untuk mengudakan perundingan dengan negara asing
bertindak merugikan pertahanan negara, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 12 {dua belag| tabun.

Pasal 199

(1) Setiap warga negara Indonesiz yang ikut serta
melakukan Perang atau latihan militer atan bergabung
dalam suvatu organisasi tertentu untuk melakukan
Perang atau latihan militer di luar negeri, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

(2) Ketentusn sebagaimanz dimaksud pada ayat (1) tidak
herlaku bagy anggota Tentara Nasional [ndonesia dan
HKepolisian Negara Republik Indonesia yang mendapat
persetujuan Pemerintah Indonesia.

Pasal 200

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 {tujuby) tahuo,

Setiap Orang vang:

a. dalam suatu Perang vang tidak melibatkan Indenesia,
melakukan perbuaiun vang membahavakan sikap
kenetralan negara atan melanggar saaty peraturan
yang khusus dibuat cleh Pemerintah Indonesia unwmk
menjaga kenetralan negara; atau

b, dalam Waktu Perang, melanggar sUatl peraturan yang
dikeluarkan dan diumumkan olch  Pemerintah
Indonesia untuk kepentingan pertahanan keamanszo
negarsa,

Pasal 201

Sclap Orang yang tanpa izin Presiden atau Prjabat yang
diberi wowenang, mengajak warga negara Indonesia untuk
menjadi anggola lentara asing, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atayu pidana denda paling
banyak kategori IIT.

Pusal 202 . . .
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Firsal 2002

Dipdane dergan picana pengara paline, Lana 1 0saaa) mhon
6 [enar B Al picdana eneds ine banyak katcgor 10
Sotiap Urang vang tanpa wewenang:

Ao memasukl wilavalt vang sedang o dilanwun omiok
keperluca perlabunen keananan negara dalam jarak
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barsar otk lalo Leitas amnaren;
memasuki bangunan angkaton darar, anghetan aut,
All angsalan odnns, serla sawal Udarn atan kapal
prorarg melalai falan laln dard Jalan Masuk biasa;
mumbawy  alat pemotret ke doloun suatu bagian
lapangan vang dilarAang  oleh ketenloden peraluran
perundang urdangan; aten
ITCTOPRTIVAD DSl pernotrelan, gambar, ataw araian dari
provek perlabanat kReaniandn negard dan seluenk atiso
sebuglar lapanpen sebaguimann dimaksod  dalam
Furuf o,

Prragral 2
Penghhianatan terbiadap Negera dan Peonbecoran Ratigia Nugara

TMasitl 200

Lipidana  cengan  pidana penjara paling e

12 felua Telas) taboan, Setap Drunp vane:

a. mengadokaon hubungnn dengan negams asing atau
nrzanisas) asing dengan maksud menggetrakkannya
wmuk  nelakuken poerbuas prarTonestihi ali
Porary,  dengan Negard Resalcan Republik
[ndonesia;

Lerse bt uriuk melakukan serbuatan seRagaimana
dimakeswd dalan bieaad a, atuw
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menjanjikan banluan alaug mersantl NCFars @sing
WL UTEALDLEANL ASITE TUCIN R SpRG . pertnsoan
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ripidara dengan pidana penjara pabicg larae 15 (lima
balias] tahimn

Pasal 204 .,

SE Mo l6in: A
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Pasal 204

Setiap Orang yang mengumumkan, memberitahukan, atau
memberikan Surat, berita, atau keterangan mengenai sualu
hal kepada negara asing atau organisasi asing, padahal
orang tersebut mengetahui bahwa hal tersebut harus
dirahasiakan untuk kepertingan negara, dipidana dcngan
pidana penjara paling lama 7 {tujuh} tahun.

Pasal 205

Setiap Orang yang mengumumkan, memberitahukan, atau
memberikan kepada orang vang tidak berhak mengetahui
seluruh atau sebagian Surat, peta bumu, rencana, gambar,
atau Barang yang bersifat rahasia negara yang berhubungan
dengan pertahanan dan kecamanan negara  terhadap
serangan  dari luar, yang ads padanya, atau yang
diketahuinya mengenai isi, bertuk, atau cara membuat
Barang rahasia terscbut, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 {lima) tahun.

FPasal 206

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 {dua) tabhun
atau pidana denda paling banyak kategori [V, Sctiap Orang
vang:

a. memberikan fasilitas kepada orang yang diketahuinya
fidak mempunyal wewenang, mempunyai niat atau
sedang mencoba untuk mengetshul seluruh atau
sebagian 3urat, peta buwmi, rencana, pambar, atau
Barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 205 atau untuk mengetahui
letak, bentuk, susunzn persenjatasn, perbekalan,
perlengkapan amunisi atau kekuatan orang dari proyek
pertahanan negara atau suatu  hal lain  yang
bersangkutan dengan kepentingan pertahanan negara;
atau

b, menyembunyikarn Barang yang diketahuinya akan
digunakan untuk melakukan perbuatan scbhagaimana
dimaksud dalam huruf a,

Pasal 207 ...
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Fiineal 207

=1L ¥ Kamerun gty wiagibh menvimpar, Surat,
: renwana, pamhbar, atau Dasang vaoyg ersifat
14 TLCEaTa sapaimana dimagsud colam Pasal 2005,
karena kealpoannya meavchallan ist, bentuk, atao carg
memsuatinya, seloruh atan sebagian dketahoi olel orang
idak berngk mengetahuvinva, dipudas LR

pidanea penjaca peling laama 1 [sat] talam G (enam) Dualao,

Pagal 2us
Dipicana dengan pidana penjara palioe lama 4 cmpat)
tabin, Seap Oranm yengs
at atau mempelajari Surat, pets bud, reocara,
Darang yaryz bersifud rabasia negara

nnana ciinaksud dalam Pasal 200, sehiub o:
kelahtirva arau patut dldug bakwa

Sural, peta 'r}umi, rencAI, garnher, sl Harane vang
bersifat  rahasin ncpara ersebur lidak holeh
dikealuing .,

IT\C.,.‘][)'\J(’.H alina mierainta mernbina- I:'.("[a.ﬂaf') L'?I“]Ji
lat Uruwan darl Surss, pets bumi, rencana gimbs

il Bovang vang bersifal rabiasia ovpars sebopdairang
dimazsucd daam hurat a; ataa

b menvetiahkan Sural. peta bum:, rercana, gansbar,
ataun Barang varg bersilit raheasia negara terselol
zepada PPrizbat yang berwensntg padahal Surar, peta
M, rencdns, pathar, stan Barang vang bersifat
rabimavin egara lorsebul jatuly ke tanpgansivia,

Pasal 249

2 Orang yvang meldaukan Timdak Pldaca sebopcmana
siled dalm Pasal 167, Fasa 2003, Pasal 200, Pasal 206G,
B oluriganl WINPT UKD UHTE CLUTA0E Ot
ailakukan dengan  cara tmemberi dlau o mencrima,
menimbulian harapan,  ataun menjaaikan bodian,
<ounmangan, Atan Loah dalam bentuk dapa wiin g aiau
kuekom dengun Keloorasan ztau Ancaman Keoloerzzan,
il 2 iy mall Nl dar pidana schagaimana
tasid dalam Pasal 1S7, Pasa’ 202, Fasal M5, Pasal A,

ata Pasal 2008,

SKOMNa 61067 A
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Paragraf 3

Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang

Pasal 210

Dipidatnia karena sabotase dengan pidana penjara paling
lama 15 (lima belus) tahun, Setiap Orang yang:

a. merusak, menghancurkan, membuat lidak dapat
dipukai, atau memusnahkan instalasi negara atau
instalasi militer;

b.  menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau
distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup
orang banyzk sesuai dengan kebijakan pemerintah;
atau

c. mengganggu atau merusak secara luas perbubungen
daral, laut, udara, atau telekomunikasi.

Paszal 211

Warga negara Indonesia yang dengan sukarela menjadi
tentara asing vang sedang berperang dengan Negara
Kesatuan Republik Indonesia atau kemungkinan akan
menghadapi Perang dengan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan jika Perang benar-benar terjadi, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tabhun.

Pasal 212

(1) Setiap Orang yang dalam Waktu Perang memberi
bantuan kepada Musuh atau merugikan negara untuk
kepentingan Musuh, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 12 (dua belas) tahurn.

(2} Dipidana dengan pidana penjara paling lama
15 [bima belas) tahun, Hetiap Orang sebapgaimana
dimaksud pada ayat {1}, vang:

a. memberitahukan atau menyerabkan peta, rencana,
gambar, atau uraian darl bangunan tentara atau
keterangan tentang perakan lentats atau rencana
tentara kepada Musuh, atau

b. beketja . ..
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bekerja pada Musuh sebagali mata-mata, yang

meliputi:

1. memiliki, menguasal, atau memperoleh dengan
maksud untuk meneruskannya balk langsung
maupun tidak langsung kepada Musuh Negara
Kesatuan Republik  Indonesia, sesuatn  peta,
rancangan, gambar, atau tulisan  tentang
bangunan militer atau rahasia militer ataupun
keterangan tentang rahasia pcmerintah dalam
bidang politik, diplomasi, atau ckonormi;

2. mclakukan penyelidikan untuk Musuh
sebagaimana dimaksud dalam hurud a atau
menerima dalam pemondeokan, menyembunyikan,
atau mcnolong seorang penyelidik Musuh;

3. mengadakan, memudahkan, atau menycbarkan
propaganda untuk Musuh;

4. melakukan sesuatu usatla yang bertentangan
dengan kepentingan negara schingga terhadap
seseorang  dapat  dilalkuken  penyelidikan,
penuntutan, perampasan, atau  pembatasan
kemerdekaan, penjatuhan pidana, atau tindakan
lainnya oleh atau atas kekuasasn Musuh; atan

5. mermberikan kepada atau menerima dari Musuh
atau pembantu Musuh, sesuati Barang ata nang,
atan  melakukan  sesuatu perbuatan yang
menguntungkan Musuh atau pembantu Musuh,
atau menyukarkan atau  menntangi  atau
menggagalkan sesuaty tindakan terhadap Musuh
atau pembantu Musuh,

Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seurnur
hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua pulub)
tahun, jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang:

a.

berkhianat untuk kepentingan Musuh, menyerahkan
kepada kekuassan Musuh, menghancurkan atau
membuat tidak dapat dipakai lagi suatu tempal atau
lemnpat perjagaan yang diperkuat atau didudula,
suatu alat perhubungan, suatu perbekalan Perang,
atau suatu kas Perang, ataupun suata bagian dari its
atau menghalang-halangi alau mengpagalkan sualu
usaha terntara yang direncanakan atau
diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang,
atau

b. menyebabkan . .
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b. menyebabkan atau memudahkan huri-hara,
pemberontakan, atan desersi di kalangan tentara.

Pasal 213

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 [empat)
tahun, Setiap Orang vang dalam Waktu Perang, tanpa tujuan
membanty  Muysuh  atau merugikan  negara  untuk
menguntunglkan Musuh:

a.  memberi fasilitas, tempat menumpang,
menycmbunyikan, atauw membantu mata-mata Musuh;
atau

b.  mengakibatkan atau memudahkan desersi di kalangan
tentara.

Pasal 214

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun,
Sctiap Orang yang:

a. dalam Waktu Perang dengan perbuatan curang
menyerahkan Barang keperluan tentara; atau

b. ditugaskan untuk mengawasi penyerahan Barang
sebagaimana dimaksud dalam huruf a membiarkan
perbuatan curang tcrscbut.

Pasal 215

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210
sampai dengan Pasal 214 berlaku juga, jika salah satu dari
perbuatan  tersebut  dilakukan terhadap atau  berkaitan
dengan negara sckutu dalam Perang bersama.,

Pasal 216

Setiap Orang yang mclakukan permufakatan jahat dan
persiapan untuk melakukan Tindak Pidana schagaimana
dimaksud dalam Pasal 210 atau Pasal 212 dipidana.

BABI. ..
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TINDAK PIDANA TERHADAF MARTABAT PRESIDEN
DAN ATAD WAKIL PREESIDTIN

Bagian Kesatu
Penyerangan terbadap Presiden dang atan Waki Presilen

Pasal 217
Hetiap Orang yang menverang divi Presiden dn-fatan Wak:l
Presiden yung tidak termasck didam keteotuan pidians vang
lebiih herat, dipiciama dengan pidana pen_ara salirg lama
O [lima) el

Hagian krdiza
Penyerwnpan hehormatan atow Harkao dan Moctabot Presiden
iy fatig Walkin Prosidlen

Prsal 218

Serspn Drang wamg 131 huka Umam TNCTIVE TR
sehormutan atau hewckat don martabutl dir Presaden
dali/atatl Wakil Presidenn. dipodana denean picdena
ponjiar:t pabmg lame 3 (ugal ek s podann coneda
anling banyak kategort 1%,

Triak ieerupdkan per oL kehuriatan Aatau hiarkat
car marhal sehagaimana sksnued puada avat (07, Jika
verbuatan dilakukon untus Kepentingan amnwm atau
membelaun dirl

Fazal 210

Sotinp Oreng yanyg menvisrkun, memperlunjokkan, atoao
menenpelkan tulisan ataun camber schinega lorlihatl oleh
unurn, cretnperdengarkan rekatman sehinggm terdengne aleh
urnam, dlau merecbanuasian despan seruns tehiolog
irlnrmas vang herisi penyerangsan kebormeizan atan harkat
dan martaat terhadap Presider: dan/atau Walk:l Presiden
dengan meksud spar simen dikeraboo gtan lebih diketalne
urner,  chpidana dengae pidana penjara pahng Lims
4 lempat cahun ataa pidana  denda paling  banyak
Teiteper: IV,

Pasal 220G, ..
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Pasal 220

(11 Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut
berdasarkan aduan.

[2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden.

BAB III
TINDAK FIDANA TERHADAP NEGARA SAHABAT

Bagian Kesatu
Mekar terhadap Negara Sahabat

Parapgral 1
Makar untuk Melepaskan Wilayah Negara Sahabat

Pasal 221

Setiap Orang vang melakukan Makar dengan rmaksud untuk
rmelepaskan wilsyah negara sahabat, baik seluruh maupun
sehagian dari kekuasaan pemerintah, dipidans dengan
pidana penjara paling lama 4 {empat) tahun stau pidana
denda paling banyak kategori V.

Pasal 222

Sctiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud untuk
menghapuskan atau mcngubah dengan cara tidak sah
bentule pemerintahan yang ada dalam negara sahabat,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 {tiga) tahun 6
{enam) Bulan atau pidana denda paling banyalk kategori [V

Pasal 223
Setiap Orang vang melakuken permufakatan jahat dan

persiapan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 221 dan Pasal 222 dipidana.

Paragraf2 . . .
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Paragral 2
Makar terhadap Kepala Negara Sahabat

Pasal 224

Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud
membunuh atan merampas kemerdekaan kepsla negara
sahabat, dipidane dengan pidana penjara paling lama
12 |[dua belas) tahun,

Bagian Kedua
Penyerangan terhadap Kepala Negara S8ahabat dan
Wakil Kepala Negara Sahabat serta Penodaan Bendera

Paragral 1

Penyerangan terhadep Kepala Negara Sahabal dan
Wakil Kepala Negara Sahabat

Pasal 225

Setiap Orang yang menyerang diri kepala negara sahabat dan
wakil kepala ncegara sahabat yang tidak termasuk dalam
ketentuan pidana yang lebih berat, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 {tiga) tahun 6 (enam) Bulan.

Paragral 2
Penyerangan Kehormatan atau Harkatr dan Martabat
Kepala Negara Sahabal dan Wakil Negara Sahabat

Pasal 226

Setiap Orang yvang Di Muka Umum menyerang kehormatan
atau harkat dan marabat diri kepala negara sahabat yang
sedang menjalankan (uges kenegaraan di Negara Kesatuan
Republik Indunesia, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 [dua) tahun atau pidana denda paling banyak
kategori I11.

Pasal 227

Setap Orang vang Di Muka Umum menyerang kehormatan
atau harkat dan martabat diri wakil dari negara sahabat yang
bertugas di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 jdual tahun atau
pidana denda puling banyak kategori I11.

Pasal 228 . ..
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Pasal 228

{11 Setiap Orang vang menyiarkan, melapertunjukkan,
atau menempelkan tulisan atau gambar schingga
terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman
schingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan
dengan  sarana  tcknologi  informasi  yang  berisi
penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat
terhadap kepala negara sahabat atau wakil negara
sahabat di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
maksud agar isi penycrangan kehormatan atau harkat
dan martabat diketahui umum, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda
paling banyak kategori IV,

(2} Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan
profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua)
tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
Tindak Pidana wyang sama, dapat dijatuhi pidana
tambahan berupa pencabutsn hak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 huruf f.

Pasal 229

(1} Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226
sampai dengan Pasal 228 hanya dapat dituntut
berdasarkan aduan.

[2) Pengsduan sebagmimana dimaksud pada ayal (1) dapat
dilakukan secara tertulis oleh kepala negarw sahabat
dan wakil negara sshabat.

Pasal 230
Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan
martabat sebagaimana dimaksud dalam Pusal 226 sampai

dengan Pasal 228, jika perbuatan dilakukan untuk
kepentingan urnum atau pembelaan diri.
Paragral 3
Penodasan Bendera Kebangsaan Wogara Sahabat
Pasal 231

Betiap Orang yang mencdai bendera kebangsaan dari negara
sahabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun atau pidana denda paling banyak kategori 111,

BAB1V . ..

Pembaharuan Sistem Hukum Pidana | 155



PRESIDEM
REPLIBLWC INDONESTA

- 75 -

BAB 1V

TINDAK PIDANA TERHADAP PENYELENGGARAAN RAPAT

LEMBAGA LEGISLATIF DAN BADAN PEMERINTAH

Pasal 232

Sctiap Orang yang dengan KeKkerasan ataul Ancaman
Kekerasan membubarkan rapat lembaga lemslatif dan/atan
badan pemeriniah alau memaksa lembaga dan/atau badan
tersebut agar mengambil atau tidak mengambil suatu
keputusan, atau mengusic pimpinan atau anggota rapat
terschut, dipidana dengan pidana penjara paling lama
& [cnam) tahun,

Pusal 233

Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman
Kekerasan merintangi pimpinan atau anggota lembaga
legislatil dan/atau badan pemerintah untuk menghadiri
rapat lembaga dan/fatan badan tersebut, atau untuk
menjalankan kewajiban dengan bebas dan tidak terganggu
dalam rapat lembaga danfatau badan tersebut, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 [tiga) tahun atau
pidana denda paling banyak kategori 111,

BAB V

TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Penghinaan terhadap Simbal Negara, Pemerintah atau Lembaga Negara,

SK No 161075 A

dan Golengan Perduduk

Paragraf 1

Penodnan terhadap Bendera Negara, Lambang Megara,

dan Lagu Kebangsaan

Pasal 234
Setiap Orang yang merusak, merovbek, menginjak-injalk,
membekar, atau melakukan perbustan lain  terhadap
bendera negara dengan maksud menodai, menghina, atau
merendahkan kehormatan bendera negara, dipidane dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga)} tahun atau pidana denda
paling banyak kategori 1V,

Pasal 235. ..
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Pasal 235

Dhpidana dengan pidana denda paling banyak kategori [1,

Setiap Orang yang:

a. memakai bendera negara untuk reklame atau iklan
kumersial;

b. mengibarkan bendera negara vang rusak, robek,
luntur, kusut, atau kusamn;

c. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka,
gambar atau tanda lain, atau memasang lencana atau
benda apa pun pada bendcra negara; atau

d. memakai bendera negara untuk langit-langit, atap,
pembungkus Barang, dan tutup Barang yang dapat
menurunkan kehormatan bendera negara.

FPasal 236
Setiap (rang yang mencorst, menulisi, menggambar atau
menggambari, atau membuat tasak lambang negara
dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan
kehormatan lambang negara, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda
paling banyak kategori IV.

Fasal 237

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II,

Betiap Orang yang:

a. menggunakan lambang ncgara yang rusak dan tidak
sesual dengan benluk, warna, dan perbandingan
ukuran;

b. membuat larnbang untuk persecrangan, partai politik,
perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan vang
sama ataw menyerupai lambang negara;, atan

c. mengmunakan lambang negara untuk keperluan sclain
yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang,

Pasal 238

Setiap Orang yang menodai atew  menghina lagu
kebangsaan dengan mengubah lagu kebangsaan denguan
nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud
untuk menghina atau merendabkan kehormatan lagu
kebangsaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama
3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak
kategori IV,

Pasal 239 . ..
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Pasal 239

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I1,

Sctiap Orang yang mencdai atau menghina lagu

kebangsaan dengan:

a. memperdengarkan, menyanyikan, atau
menyebarluaskan hasil ubahan lagu kebangsaan
dengan maksud untuk tujuan komersial; atau

b. menggunakan lagu kebangsaan untuk iklan dengan
maksud untuk tujuan komersial.

Paragraf 2
Penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembeaga Negara

Pasal 240
[11  Sctiap Drang vang Di Muka Umum dengan lisan atau
tulisan menghina pemerintah atau lembage nepara,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 {satu)
tahun 6 [enam) Bulan atan pidana denda paling banyak

kategori I1.
{2) Dalam hal Tindal Pidana sebagaimana dimalksud pada
ayar (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam

masyarakat, dipidana dengan pidana pcnjara paling
lama 3 (tigal tahun atau pidana denda paling banyak
kategori [V,

{3} Tindak Pidena scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yvang
dihina.

{4} Aduan scbagaimana dimaksud pada avat [3) dilakukan
secara tectulis nleh pimpinan pemernintah alau lembage
negara.

Pasal 241

1) Seliap Orang vyang menyiarkan, mempertunjukkan,
atau menempelkan tulisan atau gambar schingga
terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman
sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarlnaskan
dengan  sarana  teknologi  informasi yang berisi
penghinaan tcrhadap pemerintah atau lembaga negara,
dengan maksud agar isi peoghinaan diketahui umum,
dipidana denpgan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun atau pidana denda paling banyak kategeri [V,

{2} Dalam . . .
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{2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berakibat terjadinye kerusuhan dalam
masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 4 [empat) tahun atau pidana denda paling banyak
kategori 1V.

{3] Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang
dihina.

{4 Aduan sebagaimana dimaksud pada avat {3} dilakukan
secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga
negara.

Paragraf 3
Penghinaan terhadap Goelangan Penduduk

Pasal 242

Setiap Orang yang Di Muka Umum menyatakan perasaan
permusuban, kebencian, atau penghinaan terhadap satu
atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia
berdasarkan ras, kebangsasn, etnis, warna Kkulil, jenis
kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atan
pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 243

{1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan,
atau menempelkan tulisan ateau gambar schingga
terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman
schingga terdengar olch umum atau menyebarluaskan
dengan sarana  teknologi informasi, yang berisi
pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar
isinya diketahui atau lebih diketahui olch umum,
terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok
penduduk  Indonesia  berdasarkan ras, kebangsaan,
etnis, warna kulit, sgama, kepercayaan, jenis kelamin,
disabililas menlal, atau disabilitas fisik yang berakibat
timbuinya Kckerasan terhadap orang atau Barang,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun atau pidana denda paling banyak kategori 1V.

{2) Jika . ..
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[2)  Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melakukan Tindak Pidana tersebut dalam menjalankan
profesinya dan pada waktn itm belum lewat 2 (dua)
tahun sejak adanya putusan pemidansan yang telah
memperoleh kekualan hukum tetap karena melakukan
Tindak Pidana yang sama, pelaku dapat dijatubi pidana
tumbahan  berupa pencabutan hak sebagsimana
dimalksud dalam Pasal 86 huruf 1,

Paragraf 4

Tindak Pidana atas Dasar Diskriminasi Ras dan Etnis

Pasal 244

Retiap Orang yang melakukan pembedaan, pengecualian,
permbatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan ctnis
vang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan
pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia
dan kebebasan dasar dalam suatu keselaraan di bidang sipil,
politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu] tahun atau pidana denda paling
banyak kategori IT1,

Pasal 245

Betiap Orang yang melakukan pcrampasan nyawa orang,
penganiayaan, perkosaan, perbuatan cabul, pencurian
dengan Keckcrasan, atau perampasan  kemerdekaan
berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, pidananya dapat
ditambah 1/3 {satu per tiga).

Bagian Kedua

Penghasutan dan Penawaran uniulk Melakukan Tindak Pidana

SK No 161079 A

Paragraf 1

Fenghasutan untuk Mclawan Penguasa Urnum

Pasal 246
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 jempat) tahun
atau pidana denda paling banyak kalegori V, Setiap Orang
yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan:
a.  menghasut orang uniluk melakukan Tindak Pidana;
atau
b. menghasut crang untuk melawan penguasa umum
dengan Kekerasan.

Pesal 247 _ . .
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Pasal 247

Setiap Orang yang meaviarkan, moempertunjukkan, atau
menempelian tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh
umur, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar
oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi
informast yang herisi hasutan agar melakukan Tindak
Pidana atau melawan penguasa umum dengan Kekerasan,
dengan maksud agar isi penghasutan tersebut diketahul
atam lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 {empat] tahun & jenam) Bulan atau
pidana denda paling banyak kategon V.

Fasal 248
{1} Setiap Orang yang menggerakkan orang lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 hurufl d untuk
melakukan Tindak Pidana dan Tindak Pidana tersebut
atau perecbaantiva yang dapat dipidana tidak terjadi,
dipidana dengan pidana penjara paling lama € {enam)
tahun atau pidana denda paling baryak kategori TV.

2] Sctiap Orang scbagaimana dimaksud pada ayat (1] tidak
dapat dijatuhi pidana yang lebih berat dari yang dapat
dijatuhkan terhadap percobzan melakukan Tindak
Pidana tersebut atau jika percobaan terscbut tidak
dapat dipidana maka tidak dapat dijatuhi pidana yang
lebih berat dar yvang ditentukan terhadap Tindak
Pidana terscbut.

(3] Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan
ayal {2) tidak berlaku jika udak terjadinya Tinduk
Pidana atau percobaan yang dapat dipidana tersebut
disebabkan oleh karena kehendaknya sendiri.

Paragraf 2
Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana

Pasal 249

Setiap Crang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan
mecnawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan, atau
sarana untuk melakukan Tindak Pidana, dipidanes dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda
paling banyak kategori II.

Pasal 200 . ..
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Pasal 250

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan,
atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga
terlihat olelh umum, atau memperdengarkan rekaman
achinppa terdengar olch umum, atan menyebarluaskan
dengan  sarena  teknulogi  informasi yvang  berisi
penawaran untuk memberi kKeterangan, kesempatan,
atau sarana guna melakukan Tindak Puidana dengan
maksud agar penawaran tersebut diketabul atau lebih
diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana petjara
paling lama &% [sembilan| Bulan ataun pidana dends
paling banyak kategori 11,

Jika Setlap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
melakukan perbuatan terscbut dalam menjalankan
profesinya dan pada walktu itu belum lewat 2 {dua)
tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telzh
memperoleh Kekuatan hukum totap Karcna melakukan
Tindak Pidana yang sama, dapat dijatuhi pidana
tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 huruf £

Pasal 251

Seliap Orang yang memberi obat atau meminta seorang
perempuan  untuk menggunakan obat dengan
memberitahukan atau menimbulkan harapen hahwa
obat tersebut dapat mengakibatkan gugurnya
kandungan, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 4 [empal) lahun atau pidana denda paling banyak
kategori V.

Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melakukan perbualan tersebut dalam  menjadankan
profesinya dapat dijatuhi pidana tambahan berupa
pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86
hurual £

Pasal 252

Setiap Orang yang menyatalkan divinya mempunyai
kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan,
menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada
orang lain  bahwa karena perbuatannya  dapat
menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitazn
mental atau fisik seseorang, dipidana denpan pidana
penjard paling lama 1 (satu) tahun 6 {enam) Bulan atau
pidana denda paling banyak kategori V.

[2) Jika . ..
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[2] Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayal (1]
melakukan  perbuatan tersebut untuk  mencari
keuntungan  alau  menjadikan sebagal  mata
pencaharian  atau  kebiasaan, pidananya dapat
ditambah 143 [satu per tiga).

Bagian Ketiga

Tidak Melaporkan atau Memberitahukan Adanya Orang yang Hendak

Melakukan Tindai Pidana

Paragraf 1

Tidak Melaporkan Adanya Permufaleatan Jahat

Pasal 253
Setiap Urang yang mengetahui adanya permudfakatan jahat
untuk melakukan salah satu Tindak Pidana sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Fasal 194,
Pasal 205, Pasal 208, Pasal 212, Pasal 308, atau Pasal 310,
tidak memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang atau
kepada orang yung lwrancam padsahal masih ada waktu
untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana tersebut, jika
Tindak Pidana tersebut bepar-benar terjadi, dipidana dengan
pidana penjara paling lame 1 (satu] tahun atau pidana denda,
paling banyak kategori Il

Paragraf 2

Tidak Memberitahukan Kepada Pejabat yang Berwenang Adanya

SK No 161082 A

Orang yang Berencana Melakukan Tindak Pidana

Pasal 234
[1) Setiap Orang yang mengetahui adanya orang yang
berniat untuk melakukan:

a. salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud
dalazn Pasal 191 sampal dengan Pasal 198,
Pasal 200, Pasal 202, Pasal 205, Pasal 206,
Pazal 208, Pasal 211 sampai dengan Pasal 217;

b. desersi pada Waktu Perang atau peogkhianatan
tentara; atau

¢, Tindak Pidana pembunuhan berencana, penculikan,
perkosaan, atau salah satu Tindak Pidana yang
membahayakan keamanan wmum, bagl orang,
kesehatan, Barang, dan lingkungan hidup yang
berakibat membahayakan nyawa orang,

tidak . . .
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lidak memberitahukan kepada Pelabat yang berwenang
atau kepada orang yang lerancam padahal masih ada
waktu untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana
tersebut, jika Tindak Pidana terscbut terjadi, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 [satu] tahun atau
pidana denda paling banyak kategori iI.

(2) Ketentuan pidana sebagaimuna dimaksud pada ayat (1)
berlaku jugs terhadap orang yang mengetahu saleh
salu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] telah dilakukan dan telah membahayakan nyawa
arang pada saat akibat masih dapat dicegah, tidak
memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang atau
kepada orung yang terancam,

Pasal 255

Ketentuan schagaimana dimaksud dalam Pasal 253 dan
Pasal 254 tidak berlaku bagi orang vang jika
memberitahukan  hal tersebut kepada Pejabal yang
berwenang atau orang vang terancam akan mendatangkan
bahaya penuntutan pidana bagi dirl sendiel, keluarga
sedarah atau semenda dalam garis hirus atau menyamping
derajat kedua atau ketiga dari suami ataw istrinya atau
mantan suami atau istrinya, atau bagi orang lain yang jika
dituntut schubungan dengan jabatan atau  profesinya,
dimungkinkan menurut hukuom untuk dibebaskan menjadi
saksi terhadap orang tersebut.

Bagian Keempat
Gangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum

Paragraf 1
Fenyelenggaraan Pawai, Unjuk Rasa, atau Dermonstrasi

Pasal 256

Setiap Orang yang lanpa pemberitahuan terlebih dahulu
kepada yang berwenang mengadakean pawai, unjuk rasa,
atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang
mengakibatkan  terganggunys kepentingan urmun,
menimbulkan Keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat,
dipidana dengan pidana penjara paling lama & (enam) Bulan
atau pidana denda paling banyak kategori 1.

Paragraf 2 . . .
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Paragraf 2
Mcmasuki Rumah dan Pekarangan Orang Lain

Pasal 257

{11 Betiap Orang yang secara melawan hukum memaksa
Masuk ke dalam rumah, ruangan tertutup, atau
pekarangen tertutup yang dipergunakan oleh orang lain
atau yang sudah berada di dalamnya secara melawan
hukum, tidak segers pergi meninggalkan termmpal
tersebut atas permintaan orang yang berhak atau
survhannya, dipidana dengan pidana penjara paling
lama | jsatu) tahun atau pidana denda paling banyak
kategori I1.

(2] Dranggap memaksa Masuk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1], Seliap Orang yang Masuk dengan jalan,
merusak, alau Memanjat, menggunakan Anak Kunci
Paisu, perintah palsiy, atau pakeian dinas palsu, atau
yang dengan tidak sepengetahuan lebih dahulu pihak
yang berhalk serta bukan karena kekhilafan Masuk dan
kedapatan di tempat tersebut pada Malam.

(31 Jika Bctiap Orang sebagaimana dimeaksud pada avat [1)
dan avat {2) mengeluarkan ancaman atau menggunakan
sarana yang dapat menatoutkan, dipidane dengan
pidana penjara paling lama 2 {dua) tahun atau pidana
denda paling banyak kategori {ll.

(4} Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat {3) dilakukan oleh 2 (dua) srapng atau
lebih dengan berselutu dan bersama-sama, pidananya
dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Paragraf 3
Penyadapan

Pasal 258

(1) Betiap  Orang  yang secara  melawan  hukum
mendengarkan, terekam, membelokkan, mengubah,
menghambal, danfalau mencatat transmisi Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak
bersifat publik, baik menggunakan juringan kabel
komunikasi maupun jaringan nirkabel, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepulub) tahun
atau pidana denda paling banyak kategori V1.

2] Setiap . . .
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[2] Setiap Orang vang menyiarkan alau menyebarluaskan
hasil pembicaraan atau perekaman sebagaimana
dimaksud pada ayat [1), dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tabun atau pidana
denda paling banyak kategori VI

(3} Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku bagi Setiap Orang yang melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan atau
melaksanakan perintah jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 dan Pasal 32

Pasal 259

Dipidana dengan pidana pernjara paling lama 7 (tujuh) tahur

atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang

yang:

a. mempergunakan kesempatan yang diperoleh dengan
tipu muslihat atau secara melawan hukum merekatn
gambar seseorang atau lebih yang berada di dalam
suatu rumah atau ruangan yang tidak terbuka untuk
umum dengan menggunakan alat bantu teknis sehingga
merugikan kepentingan hukum orang tersebut;

b. memiliki gambar yang diketabui atau patut diduga
diperoleh melalui perbuatan schapaimana dirmaksud
dalam huruf a; atau

¢.  menyiarkan atau menyebarluaskan gambar

sbagaimana dimaksud dalam  huruf b dengan
menggunakan sarana teknolagl inforrmasi,

Paragral 4
Memaksa Masuk Kantor Pemerintah

Pasal 260

(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memaksa
Masuk ke dalam kantor pemerintah yang melayani
kepentingan uraum atau yang berada di dalamnya
secara melawan hukum dan atas permintaan Pejabat
yang berwenang tidak segera pergi meninggalkan
tcrmpat tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 {salu} tahun 3 (tiga) Bulan atau pidana denda
paling banyak kategori I,

(2) hanggap . . -
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(2) Dianggap memaksa Masuk sebagaimana dimaksud
pada ayat [1}, Setiap Orang yang Masuk dcngan
merusak, Mermanjat, atau dengan menggunakan Anak
Kunci Palsu, perintah palsu, pakaian dinas palsu, atau
yang dengan tidak sepengetahuan lebih dahulu Pejabat
yang berwenang serta bukan karena kekhilalun Masuk
dan kedapatan di dalam tempat terscbut pada Malaem.

(3) Jika Setiap Orang sebagaimana dimuksud pada ayat (1)
dan ayat (2) mengeluarkan ancaman atau menggunakean
sarana yang dapat menakutkan, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 {duaj tahun atau pidana
denda paling banyak Kategori 1.

4] Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] dan ayat (3] dilakukan oleh 2 [dua) orang atau
lebih dengan bersekutu dan bersama-sama, pidananya
dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Paragral S
Turut Serta dalam Organisasi vang Bertujuan Melakukan Tindak Pidana

Pasal 261

(1) Setiap Orang yang menggabungkan diri  dalam
corganisasi yang bertujuan melakukan Tindak Pidana
atau organisasi yang dilarang berdasarkan Undang-
Undang atau  putusan pengadilan  yang  telah
memperaleh kekuatan hukum tetap, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 {lima) tehun atau pidana
denda paling banyak kalegori V.

{2) Pendiri atau pengurus organisasi  sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) pidananya dapat ditambah 1/3
[satu per tiga}.

Paragraf 6
Melakukan Kekerasan terhadap Grang atau Barang
secara Bersarna-sama 0 Muka Umum

Pasal 262

{1) SBetiap Orang yang dengan terang-terangan atau Di
Muka Umum dan dengan tenaga bersarmna melakukan
Kekerasan terhadap ovrang atau Barang, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
pidana denda paling banyak kategori V.

(2) Jika . . .
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Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan hancurnya Barang atau mengakibatkan
luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama
7 {tujuh} tahun atau pidana denda paling banyak
leategori [V,

Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
mengakibatkan Luks Berat, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
trnengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Setiap Urang sebapgaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat {2) depat dyatuhi pidana tambahan berupa
pembayaran ganti rugi sebagaimana dimzksud dalam
Pasal €6 ayat (1) hurufd,

Paragral 7

Penyiaran atau Penycbarluasan Berita atau Pemberitahuan Bohong

(1)

2

Pasal 263
Setlap Chrang yang menyiarkan atau menyebarluaskan
berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa
berita atau pemberitahuan terscbut bohong yang
mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atan
pidana denda paling banyak kategor V.

Setiap Urang yang menylarkan atau menyebarluaskan
berita atau pemberitahuan padahal palut diduga bahwa
berita atay pemberitabuan tersebut adalah bohong yang
dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masvarakat,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun atay pidana denda paling banyak kategori 1V,

Pasal 264

Setiap Orang yang menylarkan berita yang tidak pasts,
betlebih-lebihan, ataw yang tidak lengkap sedangkan
diketahuinya atau palut diduga, bahwa berita demikian
dapat mengakibatkan kerusuhen di masyarakat, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau
pidana denda paling banyak kategori 11
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Paragrafl 8
Gangguan terhadap Ketenteraman Linpkungan dan Rapat Umum

Pasal 265
Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II,
Setiap Orang yang mengganggu Ketenteraman lingkungan
dengan:
a. membusat hinpar-hingar atau berisik tetangga pada
Malam; atau
b.  membuat seruan atau tanda-tanda bahaya palsu,

Pasal 266
Setiap Orang yang membuat kekacauan sehingga
mengganggu rapat umum yang sah, dipidana dengan pidana
denda paling banyak kategori 11.

Pasal 267

Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman
Kekerasan merintangi atau membubarkan rapat umum yang
sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 {satu)
tahun atau pidana denda paling banyak kategori I

Paragraf ¢
Gangguan terhadap Pemakaman dan Jenazah

Pasal 268
Sctiap Orang yang mcrintangl, mmenghalang-halangi, atau
mengganggu jalan Masuk ke permakarman, pengangkutan
jenzzah ke pemakaman, atau upacare pemakaman jenazah,
dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal 269

Seliap Orang yang menodai alau secara melawan hukum
merusak alau mengharncurkan makam atau tanda-tanda
yvang ada di alas makarn, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 [satu) tabun ateu pidana denda paling banyak
kategon 11.

Fasal 270

Betiap Orang yvang mengubur, menyembunyikan, membawa,
atau menghilanglkan jenazah untuk menyembunyikan
kematian atau kelahirannya, dipidana dengan pidana
penjara paling lama | (satu) tahun 6 {enam) Bulan atau
pidana denda paling banyak kategon II.

Pasal 271 ...
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Pasal 271

Setiap Orang yang scvara melawan hukum menggali atau
membongkar makam, mengambil, memindahkan, atau
menganglul jenazah, danfatau memperlakukan jenazah
secara tidak beradab, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 [dua) tahun atau pidana denda paling banvak
kalegori II1.

Bagian Kelima

Pengpunaan [jazah atau Gelar Akademik Palsu

5K No 161059 A

Pusal 272

(1) Setiap Orang vang memalsulkan atau membuat palsu
fjazah atau sertifikat kompetensi dan dokumen yang
menyertainya, dipidana dengan pidana penjara paling
lama & [enam} tahun atau pidana denda paling banyak
kategori V.,

{2) Setiap Orang yang menggunakan ijazah, sertifikat
kompetensi, gelar akademik, profesi, atau voloasi palsu,
dipidana dengan pidana penjara paling lama & (enam|
tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

{3} Setiap Orang yang menerbitkan dan/atau memberikan
jjazah, sertilikat kompetensi, gelar akademik, proflesi,
atau voltasi palsu dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) talhun atau pidana denda
paling banvak kategori V1.

Bagian Keenam
Tindak Pidana Perizinan

Paragraf |
Geadai Tanpa lzin

Pasal 273

Sctiap Orang yang tanpa izin meminjamkan uang atau
Barang dalam bentuk gadai, jual beli dengan boleh dibeli
kembali, atau perjanjian komisi schagai mata pencaharjan,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 {satu) tabun
atau pidana denda paling banyak kategori 111.

Paragraf 2 . . .
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Paragraf 2
Penyelenggaraan Pesta atau Keramaian

Pasal 274

[1}] Setiap Orang yang tanpa izin mengadakan pesia atau
keramaian untuk umum di jalan umum atau di tempat
umum, dipidana dengan pidana denda paling banyalk
kategori il.

[2] Setiap Orang vyang melakukan Tindak Pidana
sebagaimana dimeksud peda avat (1]  vyang
mengakibatkan terganggunya kepentingan  wamum,
menimbulkan  keonaran, atau huru-hara dalam
masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 [enam) Bulan atau pidana denda paling barnyak
kategori 11.

Paragral 3
Menjalankan Pekerjaan tanpa [zin atau Melampaui Kewenangan

Pasal 275

Dipidana dengan pidana denda paling banvak kategori I,

Setiap Orang yang:

a. tanpa izin mergalankan pekerjaan yang menurut
ketentuan peraturan  perundang-undangan harus
memiliki izit; atau

b. melampaui wewenang yang diizinkan  dalam
menjalankan pekerjaan menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 4
Pemberian atau Penerimaan Barang kepada dan dari Narapidana

Pasal 276

SBetiap Orang yang tanpa izin memberi kepada atau
menerima dari narapidana suatu Barang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 |enam] Bulan atau pidana
denda paling banyak kategori 1L

Bagian Ketujuh . . .

SK Mo 61000 A
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Bagian Kelujuh

Gangguan terhadap Tanah, Benih, Tanaman, dan Pekarangan

SK No 161091 A

Pasal 277

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kalegori II,
Setiap Orang yang:

a

b.

berjalan atau berkendaraan di atas tanah pembenihan,
penanaman, atau yang disiapkan untuk itu yang
merupakan milik orang lain; atau

tanpa hak berjalan ataou berkendaraan di atas tanah
vang oleh pemiliknya dilarang Masuk atau sudah diber
larangan Masuk dengan jelas.

BAB VI

TINDAK PIDANA TERHADAFP PROSES PERADILAN

{n

Bagian Kesatu

Penvesatan Proses Peradilan

Pasal 278

Dipidana karena penyesatan proses peradilan dengan
piflana penjara paling lama 6 [enam| tabun atan pidana
denda paling banyak kategor V, Setiap Orang yang:

a.

b,

memalsukan, membuat, atau mengajukan buki
palsu untuk dipergunakan dalarm proses peradilan;

mengarabkan saksi unluk memberikan keterangan
palsu di sidang pengadilan;

mengubah, merusak, menyembunyikan,
menghilangkun, atau menghancurkan alat bulcti;
mengubah, merusak, menyembunyikan,

menghilangkan, atan menghancurkan Barang, alat,
atau sarana yang dipakai untuk melakukan Tindak
Pidana atau menjadi obyek Tindak Pidana, atau
hasil yang dapal menjadi bukli fisik dilakukannya
Tindak Pidana, atau menariknya dari pemeriksaan
yang dilakukan Pejabat yang berwenang setelah
Tindak Pidana terjadi; alau

menampilkan diri seclah-olah sebagal pelaku Tindak
Pidana, sehingga wvang bersanghkutan menjalani
proscs peradilan pidana.

{2) Dalam . . .
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Dalam hal Tindak Pidens sebagsimana dimaksud pada

ayat {1] dilakukan:

a. dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 7 (tjuhl tahun 6 {enam) Bulan
atau pidana denda paling banyak kategori ¥1; dan

L. oleh aparat penegak hukum atau petugss
pengadilan, dipidane dengan pidana penjara paling
lama 9 (sembilan) tahun atan pidana denda paling
banyak kategori VI

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat {2)

mengakibatkan seseorang:

a. yang scharusnya bersalah, dinyatakan tidak
bersalah;

b. yvang seharusnya tidak bersalah, dinyatakan
bersalah; atan

c. dikenakan pasal yang lebih ringan atau lebih berat
dari yang scharusnya,

pidananya dapat dilambuah 1/3 (satu per tiga) dari

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Menggangeu dan Merintang Proses Peradilan

(n

{2)

{1}

Pasal 279

Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat Ruang
sidang pengadilun pada saat sidang berlangsung dan
tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 2 (tiga) kali
oleh atau atas nama petugas yang berwenang, dipidana
dengan pidana denda paling banyak kalegori I.

Setiap Orang yang membuat gaduh dalam sidang
pengadilan dan tidak pergi sesudah diperintahkan
sampai 3 [tiga) kali oleh atau atas nama hakim, dipidana
dengan pidana perjara paling lama 6 (enam} Bulan atau
pidana denda paling banyak kategori 11.

Pasal 280
Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori
I, Setiap Orang yang pada saal sidang pengadilan
berlangsung:

a. tidak mematuhi perintah pengadilan  vang
dikeluarkan uniuk kepentingan proses peradilan;

b. bersikap . ..

Pembaharuan Sistem Hukum Pidana | 173



SK No 161093 A

FRESIDEN
REPUBLIK INGOMNESIA

- 93 -

b. bersikap tidak hermat terhadap aparat pencgak
hukurn, petugas pengadilan, atau persidangan
padahal telah diperingatkan oleh hakirn;

. menyerang integritas aparat penegak huloum,
petugas pengadilan, atau persidangan dalam sidang
pengadilan; atan

d. tanpa izin pengadilan memublikasikan  proses
persidangan secara langsung.

(2] Tindsk Pidana sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf b atau hurufl ¢ hanya dapat dituntut berdasarkan
aduan.

(3] Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat
dilakukan secara ternalis oleh hakin,

Pasal 281

Setiap Orang yang menghalang-halangi, mengintimidasi,
atau memengaruhi Pejabat yang melaksanakan tugas
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan,
atau putusan pengadilan dengan maksud untuk mcmaksa
alau membujuknya agar melokukan atau tidak melakukan
tugasnya dipidana dengan pidana penjara paling lama
7 (tujuh} tahun & (enam) Bulan atau pidana denda paling
banyak kategon VI

Pasal 282

{1} Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun atau pidana denda paling banyak katcgori 11,
Setiap Orang vang:

a, menyembunyikan grang yang melakukan Tindak
Pidana atau orang yang dituntut atau dijatuhi
pidana; atau

b. memberikan pertolongan kepada orang yang
melakukan Tindak Pidana untuk melarikan dini dari
penyidikan, penuntutan, atau pelaksanaan putusan
pidana oleh Pejabat yang berwenang.

(2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} adalah Tindak Pidana yang diancam dengan
pidana pemjara 3 (lima) tahun atau lebih, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau
pidana denda kategori 1V.

(3) Ketentuan . . .
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(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} tidak
berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan dengan
maksud untuk  menghindarkan dael  penuntutan
terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis
harus derajat kedua alau dalam garis menyamping
derajat ketiga, terhadap istri atau suami, atau terhadap
mantan istri atau suaminya.

Pasal 283

Sctiap Orang yang mencegah, menghalang halangi, atau
menggagalkan pemeriksaan jenazeh untuk kepentingan
peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama
1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak
kategon 111

Pasal 284

Setiap Orang yang melepaskan atau mcemberi pertolongan
ketika seseorang meloloskan diri dari penahanan yang
dilakukan atas perintabh Pejabat vang berwenang atau
meloloskan diri dari pidana penjara atau pidana tutupan,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tabun
atan pidana denda paling banyak kategori 1V.

Pasal 285

Setiap Orang yang secara melawan hukum tiduk datang pada
saat dipangeil sebagai saksi, ahli, atau juru babhasa, atau
tidak memenuhi suatu kewajiban vang harnis dipenuhi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
dipidana dengan:

a. pidana penjara paling lama 9 {scmbilan] Bulan atau
pidana denda paling banyak kategen [, bagi perkara
pidana; alau

b. pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana
denda paling banyak kategori Il, bagi perkara lain.

Pasal 286 . . .
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Pasal 286

Setiap Orang yang Lelab dinyatakan pailit atau dinyatakan
dalam keadaan tidak mampu membayar utang, atan menjadi
istri atau suami orang yang pailit dalam perkawinan dengan
persatuan Harta Kekayaan, atau sebagal pengurus atan
komisaris suatu persekutuan perdata, perkumpulan, atau
yayasan yang telah dinyataksn pailit, yang tidak hadir
setelah  dipanggil secara sah  berdasarkan  peraturan
perundang-undangan untuk memberikan keterangan, atau
tidak mau memberikan keterangan yang diminta, atau
memberikan keterangan yang tidak benar, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 {tiga) Bulan atau
pidana denda paling banyuk kategori 111

Pasal 287

Setiap Orang yang lidak memenuhi perintab Pejabat vang
berwenang dalam proses peradilan untuk menyerahkan
Sural yang dianggap palsu atau dipalsukan atau yang harus
dipakai untuk dibandingkan dengan Surat lain yang diduga
palsu atau dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal
arau tidak diakui, dipidana dengan:

a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau
pidana denda paling banyak kategori II, bagi perkara
pidana; atau

b. pidana penjara paling lama © {enam) Bulan atau pidana
denda paling banyak kategori Tl, bagi perkara lain.

Pasal 288

Setiap Orang vang tanpa alasan yang sah tidak datang
menghadap atau dalam hal yang diizinkan tidak meminta
wakilnya menghadap, jika dipanggil di muka pengadilan
untuk didengar sebagai keluarga sedarah atau keluarga
semenda, suami atau istri, wall atau wali pengawas,
pengampy atay pengampy pengawas dalam perkara orang
yang akan ditaruh atau yang sudah ditarubh di bawah
pengampuan ateu  dalam  perkara orang yang akan
dimasukkan atau sudah dimasukkan ke rumah sakit jiwa,
dipidana dengun pidana denda paling banyak kategori I

Pasal 289 . .

SK No 161095 A
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Pasal 289

{1} Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 [cmpar)
tahun atau pidana denda paling banyak katepori V,
Setiap Orang yang:

a. mensrik Barang yang disite berdasarkan peraturan
perundang-undangan atau yang dititipkan atas
perintah pengadilan atau menyembunyikan Barang,
padahal dikctahui bahwa Barang tersebut berada
dalam sitaan atau titipan; atau

b. merusak, menghancurkan, atau membuat tidak
dapat dipakai sualu Barang yang disita berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2} Penyimpan Barang yang melakukan, membiarkan
dilakukan, atau membantu melakukan perbuatan
schagaimana dimaksud pada ayat {1], dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana
dende paling benyak kategori V.

[3) Jika perbuatan schagaimana dimaksud pada ayat (2)
terjadi karena kealpaan penyimpan, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 {satu) wahun atau pidana
denda paling banyak kategori 1L

Pasal 290

Setiap Orang yang secara melawan hukum menjual,
menyewakan, memiliki, menggadaikan, atau menggunakan
benda sitean bukan untuk kepentingan proses peradilan,
dipidans dengan pidana pcnjara paling latna S {limna] tahun
alau piduna dendsa paling banyak kategori V.

Pasal 291

(1} Setiap Orang yang berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan harus memberikan kelerangan di
atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan
akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas
sumpah, balk dengan lisan maupun tulisan, vang
dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus
ditunjuk untuk 1tu yang diberikan dalam pemeriksazn
perkara dalam  proses peradilan, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 7 {tujuh) tahusn.

(2} Jika . . .
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Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
merugikan tersangka, terdakwa, atau pihak lawan,
pidananya dapat ditamhbah 1/3 (satu per tiga).

Pasal 202

Setlap (rang yang menyehutkan identitas pelapor,
saksi, atau Korban atau hal lain yang memberikan
kemungkinan dapat diketabuinya identitas terscbut
padahal telah diberitahukan  kepadanya identitas
tersebut harus dirahasiskan, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda
paling banyak kategori IV.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} hanyva
berlaku jika keharusan untuk mershasizkan identitas
pelapor, saksi, atau Korban disebutkan secara tegas
dalam Undang-Undang,

Bagian Ketiga

Perusakan Gedung, Ruang Sidang, dan Alat Perlengkapan Sidang Pengadilan

8K No i6H097 A

(tn

2)

3

)

Pasal 293
Setiap Orang yang merusak gedung pengadilan, Ruang
sidang pengadilan, atau alat perlengkapan sidang
pengadilan vang mengakibatkan hakim tidak dapat
menyelengparakan sidang pengadilan, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 jempat) wahun.
Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat [1) dilakukan pada saat sidang pengadilan sedang
berlungsung yang menyebabkan sidang pengadilan
tidak dapat dilanjutkan, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun.,
Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan aparat penegak hukum yang
scdung menjalankan  tugasnya atau  saksi  saat
memberikan keterangannya mengalami Luka Berat,
dipidana dengan pidana perjara paling lama 12 {dua
belas) tahun.
Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) mengakibatkan matinya aparat pencgak hukum
yang sedang menjalankan tugmsnya atau saksi saat
memberikan keterangannya, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 {lima belas) tahun.

Bagian Keempat . . .
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Bagian Kecmpat
Pelindungan Saksi dan Korban

Pasal 294

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 {tujuh) tahun,
Selap Orang yang melakukan Kekerasan langsung kepada:

a.

b.

{1

{2

3

saksi saat memberikan keterangannya; atau

aparat penegak hukum atau petugas pengadilan vang
sedang menjelankan tugasnya yang mengakibatkan
saksi tidak dapat memberikan keterangannya.

Pasal 295

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 {satu)

tahun dan paling lama S (lima) tahun dan pidana denda

paling sedikit kategori 1l dan paling banyak kategori V,

Setiap Orang yang:

a. menggunakan Kekerasan, Ancaman Kekerasan,
atau cara lain terhadap saksi dan/atau Korban
schingpa tidak dapat memberikan keterangannysa
dalam proses peradilan; atau

b, memengaruahi Pejabat berwenang yatg
mengakibatkan saksi dan/atau Korban tidak
memperoleh pelindungan sesuai denpgan ketentuan
peraturan perundang-undangan  schingga saksi
danfatau Korban tidak dapat memberikan
keterangannya dalam proses peradilan.

Jilka Tindaic Pidana schapgaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a mengakibatkan Luka Berat pada saksi
danfatau Korban, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 {tujuh)
tahun dan pidana denda paling sedikit kategori Il dan
paling banyvak kategori V.

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (L) huruf a mengakibatkan matinya saksi dan/atau
Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat
3 (tiga) tahun dan paling lama 12 {dua belas) tahun dan
pidana denda paling sedikit kategori V dan paling
banyak kategori V1L

Pasal 296 . ..
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Paszal 296

Setiap Orang yang menghalang-halangi saksi danfatau
Korban yang mengakibatkan tidak memperolch pelindungan
atau haknya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat
2 {dua) luhun dan paling lama 7 {tujuh} tahun dan pidana
denda paling sedikit kategori Il dan paling banyak dan paling
barnyak kategori V.

Pasal 297

Sctiap Orang yang menycbabkan saksi, Korban, danfatau
keluarganya kehilangan pekerjaan karena saksi danjfatau
Korban memberikan kesaksian yvang benar dalam proses
peradilan, dipidana dengan pidana ponjara paling singkat
2 [dua) tahun dan paling lama 7 (twjuh) tahun dan pidana
denda paling sedikit kategori Il dan paling banyak
kalegori V.

Pasgal 298

Seriap Pejabat wang tidak memenuhi hak salksi dan/atan
Korban padahal saksi dan/atau Kerban telah memberikan
kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 {tiga) tahun atau
pidana denda paling banyak kategori IV,

Pazal 2499

Setiap Orang yang secara melawan hulkum memberitahukan
keheradaan saksi dan/atau Korban vang sedang dilindungi
dalam  suain tempat kedisman sementara atau tempat
kediaman baru, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 2 {dua) tahun dan paling lama 7 {tujuh) tahun dan
pidana denda paling scdikit kakcgori 111 dan paling banyak
kategorl V.

BABVIL. ..
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BAR VII

TINDAK FIDANA TERHADAP AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN KEHIDUPAN

SK No 161100 A

BERAGAMA ATAL] KEPERCAYAAN

Bagian Kesatu
Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan

Pasal 300

Setiap Orang Di Muka Umum yang:
a. melakukan perbuatan yang bersifal permusuharn;
b.  menyalakan kebencian atau permusuhan; atau
c.  menghasut untuk melakukan permusuhan, Kekerasan,

atau diskriminasi,
terhadap apama, kepercayaan orang lam, golonpan, atau
kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga} tahun
atau pidana denda paling banyak kategori [V.

Pasal 301
(1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan,
menempelkan tulisan atau gambar, atan
memperdengarkan suatu rekaman, termasuk

menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi
yang berisi Tindak Fidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 300, dengan maksud agar isi tulisan,
gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih
diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling
banyak kategori V.

(2} Jika Betiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan
profesinya dan pada waldu in belum lewat 2 (dua)
tahun sejak adanya puwusan pemidanaan yang ielah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
Tindak Pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana
tambahan berupa pencabutan  hak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 hurul [

Pasal 302 . . .
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Pasal 302

Setiap Orang yang TH Muka Umum menghasut dengan
maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atay
berkepercayaan yang dianut di Indenesia, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 {dua) tahun alan
pidana denda paling banyak kategori L

Betiap Orang yang denpan Kekerasan atau Ancaman
Kekerasan memaksa sescorang menjadi tidak beragama
atau berkepercayaan atau berpindah agama atan
kepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 {empat) tahun atau pidana
denda paling banyak kategori IV,

Bagian Kcdua

Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama atau Kepercayaan

SK Mo 161101 A

(L}

(2)

dun Barana Ibadah

Pasal 303

Seliap Orang yang membual gaduh di dekat lempat
untuk menjulankan ibadah pada waktu ibaduh sedang
berlangsung, dipidana dengan pidana denda paiing
banyak kategoril.

Sctiap Orang yvang dengan Kckerasan atau Ancaman
Kckerasan MCNEganggu, merintangi, atau
membubarkan pertemuarn keagamaan atau
kepercayaan, dipidena dengan pidane penjera paling
larna 2 {dua] tahun atau pidena denda paling banyak
kategori TIT.

Sctiap (rang yang dengan Kckerasan atau Ancaman
Kekerasan mengganggu, merintangi, atau
membubarkan orang yang sedang melaksanakan
ibadah atau upacwra keagamaan atau kepercayaan,
dipidana dengan pidana pegjara paling lama 5 (lima)
tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 304

Setiap Orang vang Di Muka Umum melakukan penghinaan
terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin
penyelenggaraan ibadalh miau upacara keagamaan alau
kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama
1 {satu) tabun atau pidona donda paling banyak kategori I11.

Pasal 305. . .
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Passl 3035

Creami g e g ecnaclan Banetian teinsal heribadiah
TR LPACArE KEAgarmadn dlil coperedvan alan henda
L ,my dipaicn nntuke berhadah atas upacara Leagamacn
cperenvaan,  lipicdang Qeredn pldand projara
palizg oo 1 {satw tabue atou pedace denda peling
Liary b kutegoo 10
Helwn Drang vearg secarn melawan hnbeam me-asah
atau anembabkar baonooman terngust henbadah aran
upacars kedgnouan wlate kepereayasm aias benda wane
cipasal untuls beribadak atau upacara keagamaan atau
koepernsyant, dipifang denyan sutians penjard peilng
lama 5 (lima) wahun atau pidana dends paling banwvak
kittegor V.

EaH vl

TINOAK PIDANA YANG MEMDAHAYARKAN KEAMANAN UMUM 13AGL GRANG,
KESEHATAN, AN HARANG

Bagiar. gesc

Tindak Pidana vane Membahovalean Kearnanan i

Foragrot' 1

Tindaz Pidana Tentang Senjata Apl, Aomanisi Biban Peledak,
dan Senjuia Lan

s | 306

Sehap Omang vang lanpa hak memasukion ke wilavah
Mepara Kesalvan Republik indonesia, nembuas, e,
mencoba memperalen,  menyeronkan  atau mencoba
mieye pabikat, 1B L Ll A, rnemibaane, TG ITEUTLY H
persediaan, metnili, THCTIN LR, e EkuL,
cwervembunykiln,  memperponoakan,  atan mengeluarkan
dorl wiieval Negars hesaluan Repunlik Bndane

api, wmunisi, behan peledal, atan bahan ba

wing beesinbava, g it rmala, alac pehirg ks

clongan podane o sua pabiieg Jarua 13 (i belos) th_ul

Pasal 307
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Pasal 207

1) Setiap Orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah
Negara Kesatuan Republik Indeonesia, membuat,
menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau
mencoba  menyeruhken, menguasai, membawa,
mempunyal  persediaan, memiliki, menyimpan,
mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau
mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesta senjata pemukul, penikam, atau penusuk,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 {tujuh}
tahurn.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {1),
dikecualikan bagi senjata pemukul, penikam, atau
penusuk yang nyata-nyata digunakan untuk pertanian,
untuk pekerjasn rumah tangga, untuk kepentingan
melakukan pekerjaan dengan sah, atau yang nyata-
nyata mempunyai tujuan sebagai Barang pusaka atan
Barang lunc.

Paragraf 2
Mengakibatkan Kebakaran, Ledakan, dan Banjir

Pasal 308

(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang
mengakibalkan kebakaran, ledakan, atau banjir
sehitiges membahayakan keamanan umum bagi orang
atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 9 (sembilan) tahun.

(2] Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
mengakibatkan Luka Berat orang lain, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

{3} Dalarm hal perbuatan sebapaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidans dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 309

Setiap Orang yang melakukan permuiakatan jahat dan
persiapan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 308 dipidana.

Fasgal 310 ...

SK No 161103 A
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Pasal 310

Setiup Orang vang secara melawan hukum merusak,
menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai
bangunan untuk menahan air atau bangunan untuk
menyalurkan air yang mengaldbatkan bahaya banjir,
dipidans dengan pidana penjara paling lama 7 {tujuh) tahun.

Pasal 311

Setiap Orang vang karena kealpaannya mengakibatkan
terjadinya  kebakaran, ledakan, atau  banjir  yang
mengakibatkan bahaya umum bagi Barang, bahaya bagi
nyaws orang lain, atau mengskibatkan matinya arang,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
atau pidana denda paling banyak kategori V.

Paragral 2
Merintangt Pekerjaan Pemadaman Kebakaran
dan Penangpulangan Banjir

Pasal 312

Setiap Orane yang pada waktu terjadi kebakaran atau akan
terjadi kebakaran, menyembunyikan atau membuat tidak
dapat dipakai perkukas atau alat pemadam kcbakaran atau
denpgan cara Aapa pun merintangi atag  menghalangi
pekerjaan memadamkan Kebakaran, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atan pidana
denda paling banyak kawegori V.

Pasal 313

Setiap Orang yang pada wakiu lerjadi banjir atau akan
terjadi banjir menyembunyikan atau membuat tidak dapat
dipakai bahan untuk tanggul atau perkakas, menggagalkan
usaha memperbaiki tanggul atan bangunan pengairan lain,
atau merintangi usaha untuk mencegah atau membendung
banjir, dipidana dengan pidana penjara paling lama & (enam)
tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Paragraf 4 . . .
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Paragraf 4
Mengakibatkan Bahaya Umum

Pasal 314

Setiap Orang vang tanpa izin Pejabat yang berwenang
membakar benda milik sendirl yang dapat mengakibatkan
bahaya umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak
kategori 11

Pasal 315

Bipidana dengan pidana perjara paling lama 6 jenam) Bulan
atan pidana denda paling banyak kategori 1, Setiap Orang
yang:

a. menyalakan api atau tanpa alasan melepaskan
tembakan senjata api di jalan umum atau di tepi jalan
wmum, atau di tempat yang berdekatan dengan
bangunan alau Barang vang dapat mengakibatkan
bahaya kebakaran; ataun

b. melepaskan balon udara yang digantungi bahan yang
sedany terbakar.

Pasal 31&

(1} Setiap Orang yang mabuk di termpat umum mengganggu
ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain,
dipidana dengan pidana denda paling banyak
kategori il.

[2) Betiap Orang yang dalam keadaan mabuk melakukan
pekerjaan yang harus dijalankan detigan sangat hati-
hati atau dapat mengakibatkan bahaya bagi nyawa ataun
kesehatan arang lain, dipidana dengan mdana penjara
paling lama 1 [satu) tahun atau pidana denda paling
banyak kategori II1.

Pasal 317

Setiap Orang yang sccara melawan hulkum merintangi
kebebasan bergerak orang lain di jalan umum, atau
mengikuti orang lain secara mengganggn, dipidana dengan
pidana denda paling banyak kategori 11

Paragraf 3. ..
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Paragral 5
Tanpa 1zin Membual Bahan Peledak

Pasal 318
Setiap Orang yang tanpa izin Pejabat vang berwenang
membuat obat untuk hahan peledak, penggalak, atau mata
peluru untuk senjata api, dipidana dengan pidana denda
paling banyak kategori II.

Bagian Kedua
Tindak Pidana Pcrusakan Bangunan

Parapral 1
Bangunan Listrik

Pasal 319

Setiap Orang vang secara melawan hukum mernisak,

menghancurkan, atau membuat tidak dapatr dipakai

Bangunan Listrik atau mengakibatkan fungsi bangunan

tersebul lerganggu, atau menggagalkan atau mempersulit

usaha penyelamatan alau perbaikan bangunan tersebut,
dipldana dengan:

a.  pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana
denda paling banyak kategor V, jika perbuatan tersebut
mengakibatkan rintangan atau  kesulitan dalam
mengalirkan tenaga listrik untuk keperitingan umum;

b. pidana penjara paling lama 7 (wajuh) tahun, jika
perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya umum bagi
arang atau Barang;

¢. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jpka
perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atan

d. pidana penjara paling lama 12 {dua beclas) tahun, jika
perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 320

Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan
suatu Bangunan Listrik rusak, hancur, tidak dapat dipakai,
mengakibatkan julannya atau bekerjanya bangunan tersebut
terganggu, atau usaha untuk menjaga keselamatan atau
memperbaiki bangunan tersebut gagal atau sulit, dipidana
dengan:

a. pidana . . .
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a. pidana penjara paling lama 1 {satu] tahun 6 |enam)
Buian atau pidana denda paling banyuk kategori I, jika
perbuatan tersebut mengakibatkan rintangan atan
kesulitan dalam mengalirkan listrik untuk kepentingan
umum atau menimbulkan bahaya umum bagi orang
alau Barang;

b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tabun atau pidana
denda  paling banyak kategeri 1V, jika perbuatan
tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau

c. pidana penjara paling lama 5 (lima} tahun atau pidana
denda paling banyak kategon V, jika perbuatan tersebut
mengakibatkan matinya orang,

Paragraf 2
Bangunan Lalu Lintas Urmurn

Pasal 321

Sctiap Orang yang sccara mclawan hukum  merusak,
menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai
bangunan untuk lalu lintas umum, merintangi jalan umum
darat atau air, atau menggagselkan usaha untuk menjaga
keselamatan bangunan atau palan  terscbut, dipidana
dengan:

a. pidana penjara paling lama 7 {tujub} tahun, jika
perbuatan  lersebul  mengakibalkan bahaya bagi
keamanan lalu lintas;

b. pidana penjura paling lama 9 [sembilan] tahun, jika
perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat, atau

c. pidana penjara paling lama 12 {dua belas) tahun, jika
perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang,

Pasal 322

Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan

bangunan untuk lalu lintas umum rusak, hancur, atau tidak

dapat dipakai, mengakibatkan jalan umum darat atau air
terhalang, atau mengukibatkan usaha untuk mengamankan
bangunan atau jalan tersebut gagal, dipidana dengan:

a.  pidana penjara paling lama 2 [dua) tahun atau pidana
denda paling banyak kategori 11, jika perbuatan
tersebut mengakibatkan bahaya bagl keamanan lalu
lintasz;

b. pidana . ..
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b.  pidana penjara paling lama 3 (liga) tabun atau pidana
denda paling banyak kategori IV, jika perbuatan
tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau

c. pidana penjara paling lama 5 (lima} tahun atau pidana
denda paling banyak kategori V, jika perbuatan tersebut
mengalobatkan matinya orang.

Pasal 323

(1) Sehap Orang yang melakukan perbuatan vang
mengalkibatkan baheya bagi lalu lintas umum kereta
api, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7
{tujuh) tahun,

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimakaud pada ayat
(1) mengalabatlean Luka Berat, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 9 (sembilan) talhun.

(3 Jika Tindek Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 12 {dua belus) tahun,

Pasal 224

(1) Sctiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan
terjadinya bahaya bagi lalu lintas umum kereta api,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun atau pidana denda paling banyak katcgori [V.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada avat
{1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana
perjara paling lame 5 (lima) tahun atau pidana denda
paling banyak kategori V.

(31 Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan
pidane penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana
denda paling banyak kategori v1

Paragraf 3
Rambu Pelayaran

Pasal 325

Setiap Orang vang secara meclawan hukum mengambil,
memindahkan, merusak, atau menghancurkan rambu yang
dipasang untuk keselamatan pelayaran, merintangl
bekerjanya rambu terschut, atau memasang rambu yvang
keliry, dipidana dengan:

a. pidana . ..
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a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika
perbuatan  lersebut  mengakibatkan bahaya bagi
keselamalan pelayaran;

b. pidana penjara paling lama 9 {sembilan) tahun, jika
perbuatan  tersebut  mengakibatkan bahaya Thagi
keselamatan  pelayaran dan mengakibatkan Kapal
tenggelam atau terdampar;

¢. pidana penjara paling lama 12 {dua belas| tahun, jika
perbuatan tersebit mengakibatkan Luka Berat bagi
orang; atau

d.  pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika
perbuatan tersebut mengakibalkan muatinya orang,

Pasal 326

Setiap Orang yang karcna kealpaannya mengakibatkan

rambu yang dipasang untuk keselamatan pelayaran menjadi

terambil, berpindah, rusak, hancur, atau terhambatnya
kerja rambu tersebul, alau terpasangnya rambu vang kelirya,
dipidana dengan:

a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana
denda paling banyak kategori IIl, jika perbuatan
tersebut mengakibatkan bahays bagi pelayaran;

b. pidana penjara paling lama 3 {tiga) tahun atau pidana
denda paling banyak kategori 1V, jika perbuatan
tersebut  mengakibatkan Kapal tenggelam atan
terdatnpar;

c. pidana penjara paling lama 5 (lima) ralhuan atan pidana
denda paling banyak kategori ¥, jilka perbuatan tersebut
mengakibatiean Luka Berat bagi orang; atan

d. pidana penjara paling lama 7 (tyjuh) tahun atau pidana
denda paling banyak kategori V1, jika perbuatan
terscbut mengakibatkan matinya orang.

Paragraf 4
Perusakan Gedung

Pasal 327

Setiap Orang yang secura melawan hukum merusak,
menghancurkarl, atau membuat tidak dapat dipakai suatu
gedung atau bangunan lain, dipidana dengan:

a. pidana . ..
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a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan] tahun, jika
perbuatan tersebut menimbulkan behaya umum bagl
orang atau Barang;

b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika
perbuatan tersebul mengakibatkan Luka Berat; atau

. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika
perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 328

Setiap Orang yang kercna kealpaannva mengekibatkan
suatu gedung atau bangunan lain menjadi rusak, hancur,
atau tidak dapat dipakai, dipidana dengan:

a. pidana penjara paling lama 2 (dua} tahun atau pidana
denda paling banyak kategori III, jika perbuatan
tersebut mengakibatkan bahaya umum bagi orang atau
Barang;

b, pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana
denda paling banyak kategeri IV, jika perbuatan
tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau

¢ pidang penjara paling lama 5 (bma) tahun atau pidana
denda paling banyak katepori V, jika perbuatan tersebut
mengakibatkan matnya orang.

Bagian Kctiga
Tindek Pidana Perusakan Kapal

Fasal 329

Setiap Orang yang secara melawan hukum mendamparkan,
merusak, menenggelamkan, menghancurkan, atau membuat
tidak dapat dipakai suatu Kapal, dipidana dengan:

a. pidana penjara paling lama 9 [sembilan) tahun, jika
perbuatan tersebur menimbulkan bahaya umum bagi
orang atau Barang;

b, pidana penigra paling lama 12 (dua belas) tahun, jika
perbualan tersebul mengakibatkan Luka Berat, atau

¢. pidana penajara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika
perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 330 . . .
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Pasal 320

Setiap Orang yarng larena kealpaannya mengakibatkan

suaty Kapal terdampar, rusak, tenggelam, hancur, atan

tidak dapat dipakai, dipidana dengan:

a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, jika
perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi
orang atau Barang;

b. pidana penjara paling lama 3 [tigal tahun, jika
perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau

¢. pidana penjara paling lama 5 (lima} tahun, jika
perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Bagian Keempat
Tindak Pidana Kenakalan terhadap Orang atau Barang

Pasal 331

Setiap Orang vang di tempat wmum melakukan kenakalan
terhadap orang atau Barang yang dapat menimbulkan
bahaya, kerugian, atau kesusahan, dipidana dengan pidana
denda paling banyak kategori 11,

Bagian Kelima
Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronika

Parapgral 1
Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik

Pasal 332

{1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau
melawan hukum mengakses Komputer dan fatau sistem
clcktronik milik Orang lain dengan cara apa pun,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
lahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

(2) Setiap Orang denpan scengaja dan tanpa hak atau
melawan hukum mengakses Komputer danf atau sistem
elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk
memperoleh Informasi Elektronik dan/atau dokumen
elektronik, dipidana dengan pidana peniara paling lama
7 {tujuh] tahun atau pidana denda paling banyak
kalegori V.

(3] Setiap . . .
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[3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau
melawan  hukum mengakses Komputer dan/atau
Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan
melanggar, tmenerobos, melampaui, altau menjebol
sistem pengamanan, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 8 [delapan) tahun atau pidana denda paling
banyak kategori VI

Paragraf 2
Tanpa Hak Menggunakan atau Mengakses
Komputer dan Sistem Flekironik

Pasal 323

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 [tujuh) tahun

atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang

yang

a. tanpa hak menpgunakan atau menpgakses Kotmputer
atau sistem elektronik dengan cara apa pun, dengan
maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau
menghilangkan inlormasi perlahanan nasional atlau
hubungan inlernasicnal yung dapal menyebabkan
gangeuan atau bahaya terhadap negara atau hubungan
dengan subjek hukum internasional;

b. tanpa hak melakukan tindakan yang menyebabkan
transmisi dari program, informasi, kede atau perintah
Komputer atau sistem elektronik yang dilindungi negara
menjadi rusak;

¢. tanpa hak atau melampaul wewenangnya menggunakan
atau mengekses Komputer atau sistem elektromik, baik
dari delam maupun luar negeri untuk memperoleh
informasi dari Komputer atau sistern elektronik yang
dilindungl oleh negara,

d. lanpa hak menggunakan atau mengakses Komputer
atau sistern elektronik milik pemerintah;

e, lanpa hak atau melampaui weweriangnya menggunakarn
atau mengakses Komputer atau sistem elektronik vang
dilindungi oleh negara, yang mengakibatkan Komputer
atau sistem elektronik tersebut menjadi rusalk;

f.  tanpahak atau melampaui wewenangnya menggunakan
atau mengakses Komputer atau sistem elekironik yang
dilindungi oleh masyarakat, yang mengakibatkan
Komputer atau sistem elektronik tersebul menjadi
rusak;

g memengaruhi . ..
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memengaruhi  atau  mengakibatkan  terganggunya
Komputer alau sistem elekironik yang dipunakan oleh
pemerinlah;

menvebarkan, memperdagangkan, atan memanfaatkan
Kode Akses atau informasi yang serupa dengan hal
tersebut, vang dapat digiinakan menerchos Komputer
atan sistem elektronik dengan tyjuan
menyalahgunakan Komputer atau sistem elektronik
yang digunakan ataw dilindungi oleh pemerintah; atau
melakukan perbuatan  delam  rangka hubungan
internasienal dengan maltsud merusak Komputer atau
sistem elektronik lainnyva yang dilindungi negara dan
berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditujukan
kepada siapa pun.

Pasal 334

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (scpuluhj
tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap
Orang yang:

a.

tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan
atau mengakses Komputer atau sistem  ¢lektrenik
dengan maksud memperpleh  keuntungan  atan
memperoleh informasi keuangan dari bank sentral,
letnbaga perbankan atau lernbaga keuangan, pencrbit
kartu kredit, atau kartz pernbayaran atau yang
mengandung data laporan nasabahnya;

tanpa hak menggunakan data atau mengakses dengan
cara apa pun kartu kredit atau kartu pembayaran milik
orang lain  dalam transaksi elekirenik  untuk
memperoleh keuntungan;

tanpa hak alau melampaul wewenangnya menggunakan
atau mengakses Komputer atau sistem elektronik bank
gentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan
vang dilindungi, dengan meksud menyalahgunakan,
atau untuk mendspatkan keuntungan daripadanya;
atau

menyeharkan, memperdagangkan, atau memanfaatkan
Kode Akses atau informasi yang serupa dengan hal
tersebut vang dapat digunakan menercbos Komputer
atau sistem elektronik dengan maksud
menyalahgunakan yvang akibatnya dapat memengaruhi
sistem clekironik bank sentral, lembaga perbankan atau
lermbaga keuangan, serta perniagasn di dalam dan luar
negeri.

Pasal 335 . ..
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Pasal 335
Setiap Orang yang lanpa hak menggunakan atau mengakses
Komputer atau sistern elektronik dengan cara apa pun,
dengan maksud mempercleh, mengubah, merusak. alau
menghilangkan informasi milik pemerintah yang karena
statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi. dipidana
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atan

pidana denda paling banvak kategori VII.

Bagian Keenam
Tindak Pidana Pengusikan, Kecerobohan Pemeliharaan,
dan Pengariayaan Hewan

Pasal 336

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan

atau pidana denda paling banyak kategori II, Sctiap Orang

yang:

a.  mengusik hewan sehingga membahayakan orang;

b. mengusik hewan yang sedang ditunggangi alau hewan
yang sedang menarik kereta, gerobak, atau yang
dibebani Barang;

c. tidak mencegah hewan yang ada dalam penjagaannya
yang menyerang orang atau hewan;

d. tidak menjags secara paiul hewan buss yang ads dalam
penjagaannya; atau

e. memelihara hewan buas yang berbahaya tidak
melaporkan kepada Pejabat yang berwenang,

Fasal 337

{1} Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan
dengan pidana penjara paling lama 1 (sailu) lahun alau
pidana denda paling banyak kategori Il, Setiap Grang
yang:

a. menyakiti atsu melukai howan atau merugikan
kesehalannya dengan melampaul batas atau tanpa
tujuan yang patut; atau

b. melakukan hubungan seksual dengan hewan.

[2) Jika perbuatan schagaimana dimaksud pada ayat {1)
mengakibatkan hewan sakit lebih dan 1 (satu) minggu,
cacat, Luka Berat, atau mati, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 [satu) tahun 6 (enam) Bulan atau
pidana denda paling banyak kategor I11L

(3) Dalam . . .
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Dalam hal hewasn sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
milik pelaku Tindak Pidana, hewan tersebut dapal
dirampas dan ditempatkan ke tempat yang layak bagi
hewan.

Pasal 338

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satwy)

tahun atau pidana denda paling banyak kategon II,

Setiap Orang yang:

a. menggunakan dan memanfaatkan hewan di luar
kemampuan kodratnya yang dapat merusak
kesehatan, mengancani keselamatan, atau
menyebabkan kematian hewan;

b. memberikan bahan atau obat-obatan vang dapat
membahayakan keschatan hewan; atau

c. memanfaatkan bagan tubuh atau ergan hewan
untuk tijuan yang tidak patut.

Setiap Orang vang menerapkan bioteknologi modern

untuk menghasilkan hewan atau produk hewan

transgenik yang membahayakan kelestarian sumber
daya hewan, keschatan dan keselamatan masyarakat,
dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dipidana
dengan pidana pemara paling lama 2 (dua) tahun atan
pidana denda paling banyak kategori IV.

Bagian Ketujuh

Tindak Pidana Kecerobohan yang Membahayakan Umum

SK No 16115 A

Pasal 339

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II,
Setiap Orang yang:

a.

tidak mencrangi secukupnya dan tidak menaruh tanda
menurut kebiasaan pada lubang atau galian atau
tumpukan tanah galian di jalan umum yang dibuatnya
sendiri ataw atas perintahnya, atau pada benda yang
ditaruh i tempat tersebut olehnya sendiri atau atas
perintahnya;

tidak rmmemberi tanda peringatan bahwa ada
kemungkinan  timbulnya bahaya pada waklu
melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a;

c. menaryh, . ..
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. menaruh atau menggantungkan Barang pada scbuah
bangunan, melempar atau membuang Barang ke luar
hanglinan scdemikian rupa yang dapat mengakibatkan
kerugian pada orang yang sedang mengpunakan jalan
umun

d. membiarkan hewan untuk dinaiki, untuk menarik,
untuk mengangkut, atau membiarkan hewan yang
dibawanya tanpa menpadekan tindakan penjagean
seperhunya di jalan umum;

e. membiarkan Ternak yang di bawah penjagaannya
terlepas berkeliaran di jalen umum tanpa mengadakan
tindakan penjagaan seperlunya; atau

f. tanps izin Pejabat yang berwenang menghalang-halangi
Jalan umum di daral alau di air atau merintangi lah
lintas di 1empat tersebul atau menimbulkan halangan
atau rintangan karena penggunaan kendaraan di
ternpat tersebut tanpa twjuan,

Pasal 240
(1) Dipidana dcngan pidana penjara paling lama 1 {satu)
tahun atau pidana denda paling banyak kategori III,
Sctiap Orang yang tanpa izin Pcjabat yang berwenang:
a, memasang perangkap, jerat, atau perkakas lain
untuk menangkap atau membunuh binatang buas
di tempat yang dilewati orang, yang dapat
mengakibatkan timbulnya bahaya bagi crang; atau

b. berburu atau membawa senjata api ke dalam hutan
negara.

{2] Binatang vang ditembak atau ditangkap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan alat vang digunakan untuk
melakukan Tindak Pidana tersebut dapat dicampas
untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan.

Pasal 241
Seliap Orang yang diwajibkan menjaga anak, membiarkan
tanpa pengawasan, ateu meninggalkan anak tersebut tanpa
dijuga schingga dapat menimbulkan bahaya bagi anak
tersebul ataw orunyg lain, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 {enam) Bulan ateu pidana denda paling banyak
kategori 11,

Bagian Kedelapan . . .
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Bagian Kedelapan

Perbuatan yang Membahayalkan Nyawa atan Kesehatan

(1)

2

@)

1)

2

3

Pasal 342

Setiap  Orang vyang  menjual, menyerahlaan,
metawarkan, ataq mendistribusikan suatu bahan yang
membahayakan nyawa  atau  kesehatan, padahal
diketahui bahwa bahan terscbut dan sifat bahaya bahan
tersebut tidak diberitahukan kepada pembeli atau yang
memperolehnya, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (seputuh) tahun.

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 {lima belas) tahun,

Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dan ayat (2] dapat dirampas untuk negara,

Pasal 342
Sctiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan
suatu bahan yang membahayakan keschatan atau
nyawa, dijual, discrahkan, ditawarkan atau
didistribusikan tanpa diketahui sifat bahayve bahan
tersebut oleh pembeli atau yang memperolehnya,
dipidana dengan pidana pernjara paling lama 2 (dua)
tahun 6 |[enam) Bulan atau pidana denda paling banyak
kategori 111,
Dalam hal perbuatan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 {lima) tahun atau pidana
denda paling banyak katcgori V.
Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dan ayat (2) dapat dirampas untuk negara.

Fasal 3449

Setiap Orang yang menjual, menawarkan, menyerahkan,
mendistribusikan, atau mempunyai persediaan uniuk dijual
atau didistribusikan makanan atau minuman yang palsu
atau yang busuk, atau air susu hewan yvang sakit atau yang
dapat merugikan keschatan, atau daging hewan vang
dipotong karena sakit atau mad bukan karena disembelih,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 {enam) Bulan
atau pidana denda paling banyak kategori 11,

Bagian Kesembilan . . .
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Bagian Kesembilan
Tindak Pidana Jual Beli Organ, Jaringan Tubuh, dan Darah Manusia

Pasal 345

Setiap Orang vyang dengan  alasan  ape  pun

mermperjUalbelikarn:

a. organ atau jaringan tubuh manusia, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana
denda paling banyak kategori VI; atau

b. darah manusia, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak
kategori 1V.

Pasal 346

(1) Setiap Crang yang melakukan komersialisasi dalam
pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia atau
jaringan tubuh manusia atau transfusi darah manusia,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 {lima)
tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

(2} Transplantasi organ tubuh manusia atau jaringan
tubuh  manusia atau transfusi  darah  manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dilakukan untuk tujuan kemanusiaan.

BAB IX
TINDAK PIDANA TERHADAP KEKUASAAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
Tindak Pidana terhadap Pejabat

Paragraf 1
Pemaksaen terhadap Pejabat

Pasal 347

Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman
Kekerasan metnaksa seorang Pejabat untuk melakukan atau
tidak melakukan perbuatan dalam jabatannya yang sah,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 {empat) tahun
atau pidana denda paling banyek kategori IV,

Pasal 348, ..
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Pasal 348

Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman
Kekerasan melawan seorang Pejabal  yatg  sedang
menjalankan tugas yang sah, atau orang yeng menurul
kewsjiban berdmsarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan atau berdasarkan periniah yvang sah dari Pejabat,
dipidana karsna melakukan perlawanan terhadap Pejabat,
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atan
pidana denda paling banvak kategori 111,

Pasal 349

Setiap Orang yang melakukean Tindak Pidana schagaimana

dimaksud dalam Pasal 347 dan Pasal 348, dipidana dengan:

a. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana
denda paling banyak kategori V, jika perbuatan tersebut
mengakibatkan luka;

b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana
denda paling banyak kategori VI, jika perbuatan
Lersebutl mengakibatkan Luka Berat; atau

c. pidana penjara paling Jama 1€ {sepuluh) tahun, jika
perbuztan terecbut mengakibatkan mati.

Pasal 350

Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 347 dilakulkan secara bersama-sama dan bersekutu,
pidananya dapat ditambah 1/3 (saiu per tiga).

Paragraf 2
Pengabalan terhadap Perintah Pejabatl yang Berwenang

Pasal 351

Setiap Orang yang mengabaikan perintah atau petunjuk
Pejabat yang berwenang yang diberikan untuk mencegah
tejadinya kecelaksaan dan menghindarkan kemacetan laln
lintas umum sewaklu ada pesta, pawal, atau keramalan
semacam ity, dipidana dengan pidana denda paling banyak
kategori Il.

Pasal 352 ...
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Pasal 352

Setiap Orang yang mengebaikan perintah atau permintaan
seorang Pcjabat yang berwenang yang  ditugaskan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
untuk mengawasi sesuatu atau yang ditugaskan atau diberi
wewenang untuk menyidik atau memeriksa Tindak Pidana,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan)
Bulan atau pidana denda paling banyak kategori If,

Pasal 353
Setiap Orang yang mencegeh, menghalang-halangi, atau
menggagalkan tindakan yang dilakukan cleh scorang Pejabat
vang berwenang untuk melaksanakan ketentuan peramaran
perundang-undangan, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling
banyak kategori 1l

Pasal 354

Seliap Orang yang berkerumun atau berkelompok yang
dapat menimbulkan keleacauan dan tidak pergi sesudah
diperintahkan sampai 3 (tge) kali oleh Pejabat yang
berwenang atau atas namanya, dipidana dengan pidana
denda paling banyalk kategori I1.

Pasal 353

Betiap Orang yang mempergunakan suatu hak, yang
diketahuinya bahwa hak tersebut telah dicabut berdasarkan
putusan pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyvak
kategori 1L,

Pasal 356

Sctiap Orang yang dipanggil di muka Balai Harta
Peninggalan atau atas permintaan Balai Harta Peninggalan
tersebut atau di muka Pejabat yang berwenang tanpa alasun
yang sah tidak datang menghadap atmu dalam hal yang
diizinkan tidak meminta wakilnya menghadap dalam perkara
orang yang akan ditaruh atau yang sudah ditaruh di bawah
pengampuan, dipidana dengan pidana denda paling banyak
kategori 1.

Pasgal 357. . .
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Pasal 357
Setiap Orang yang dipanggml di muka Pejabat  yang
herwenang tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap
atau delam hal vang diizinkan tidak meminta wakilaya
menghadap dalam perkara orang yvang belum dewasa,
dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori L

Pasal 338

(1} Setiap Orang yang pada waktu ada bahaya bagi
keamanan umum terhadap orang ateu Barang atau
pada waktu orang tertangkap tangan melakukan Tindak
Pidana, meneolak memberikan pertolongan yang diminta
oleh Pojabat yang berwenang, padahal pertolongan
tersebut dapat diberikan tanpa memhbahayakan dirinya
secara langsung, dipidana dengan pidana denda paling
banyak kategon II.

(2} Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
tidak berlaku bagi crang yang menolek permintazn
pertolongan  pada  saat orang tertanglap  tangan
melakukan  Tindak  Pidana  karena  hendak
menghindarkan dirinya dari  bahaya penuntutan
merupakan salah seorang keluarga sedarah atau
semenda dalam garis luris atau derajat kedua atan
ketiga garis lurus ke samping atau dari suami atau istri,
atan mantan suami ataul istrinya.

Paragraf 3
Pengabalan terhadap Wajib Bela Negara

Pasal 35%

{1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama & {enam)}
Bulan atzu pidana denda paling banyale kalegori 11,
Setiap Orang vang:

a. membuat dirinya atau memints orang lain membuat
dirinya tidak mampu untuk memenuhi kewajiban
belu negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang; atau

b. atas permintaan orang lain membuat orang lain
tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban bela
negara scsuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang,

(2 Jika . . .

SK No a2l A

202| Pembaharuan Sistem Hukum Pidana



PRESIDEN
REPHALIK INDOMESIA

- 122 -

(2) .Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b mengakibatlkan kematian, dipidana dengan
pidana penjara paling lama S (lima) tahun atau pidana
denda paling banyak kategor V.

Paragral 4
Perusakan Maklumat Negara

Pasal 360

Sctiap Orang yang secara melawan  hukum  merobel,
membual tidak dapat dibaca, atau merisak maklumat yang
dinmumkan atas nama Pejabat yang berwenang atau
berdasarkan ketentuan peraturan  perundang-undangan
dengan maksud untuk mencegah atau menyulitkan orang
mengetahui isi maklumat tersebut, dipidana dengan pidana
denda paling banyak kategori IL.

Paragrafl 5
Laporan atau Pengaduan Palsu

Pasal 361

Setiap Grang yang melaporkan atau mengadukan kepada
Pejabat yang berwenang bahwa telah terjadi suatu Tindak
Pidana, padahal diketahui bahwa Tindak Pidana tersebut
tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama
1 {satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori L

Paragraf &
Penggunaan Kepangkatan, Gelar, dan Tanda Kebesaran

Pasal 362

Setiap Grang yang secars melawan hukom mengenakan
tanda kepangkatan yang bukan haknya, melakukan
perbuatan jabatan yang tidak dijabatnya, atan melakukan
perbuatan jabatan yang sementara dihentikan baginya,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 {dua) tahun
atau pidana denda paling banyak kategori I

Pasal 363 . ..
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Pasal 363

Setiap Orang yang secara melawan hukum mengenakan
tanda kebesaran yang berhubungan dengan pangkat,
jabatan, atau gelar yang bukan haknya, dipidana dengan
pidana denda paling banyak kategori I

Paragraf 7
Perusakan Bukti Surat untuk Kepentingan Jabatan Umum

Pasal 364

(1) Betiap Orang yang sccara mclawan hukum
memecabkan, meniadakan, atau merusak segel vang
ditemnpatkan pada Barang yvang disegel oleh atau atas
nama Pejabat yang berwenang aten dengan cara lain
menggagalkan penutupan segel dari Barang yang akan
disegel, dipidana dengan pidana penjara paling lama
2 (dua) tabun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling
banyak kategori 111

(2) Penyimpan Barang yang discgel yang melakukan,
raembiarkan dilakukan, atau membantu melakukan
perbuatan  schagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun 6 (enamm) Bulan atau pidana denda paling banyak
kategon IV,

{3] Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayal (2}
terjadi karena kealpsan, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 [satu) tahun atau pidana denda
paling banyak kategori {I1.

Pasal 365
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empal) tahun
atau pidana denda paling banyak kategori ¥, Setiap Orang
vang merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat
dipakali lagi, atau menghilangkan:
a. Barang yang digunakan untuk meyakinkan atso
dijadikan bukti bagi Pejabal yung berwenang; atau
k. akta, SBurat atau register yang secara tetap atau untuk
sementara waktu disimpan atas perintah Pejabat yang
berwenang atau yang diserahkan kepada Pejabat atan
kepada orang lain untuk kepentingan jabatan urnum.

Pasal 366 . ..
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Pasal 366

Sctiap Orang vang secara melawan hukum berbuat sesuatu
sehingga Surat atau Barang lidak sampai ke alamat,
membuka atau merusak Surat atau Barang lain yang telah
diserahkan kepada penyclenggara pos, telah dimasukkan ke
dalam kotak pos, atau diserahkan kepada pengantar Surat,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 {sat) tahun
9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak
kategori TI1.

Pasal 367

Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana
dimmaksud dalam Pasal 289 dan Pasal 364 sampai dengan
Pasal 366 Masuk ke tempat terjudinyy Tindak Pidana atau
dapat mencapai benda lersebut dengan cara membonglkar,
merusak, Memanjal, memskai Anak Kunci Palsu,
berdasarkan perintah palsu atau karena memakal pakaian
dinas palsu, dipidana paling lama 2 {dua) kali lpat dari
pidana yang diancamkan.

Bagian Kedua

Penganjuran Desersi, Pemberontakan, dan Pembangkangan

8K No 161124 A

Tentara Nasional Indonesia

Pasal 368

Setiap Orang yang dalam masa damai, dengan salah satu
cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 burul b
menganjurkan anggota Tentara Nasional Indonesia yang
sedang dalam dinas aktif uniuk melarikan diri atau dengan
salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
{1) memudahkan pelarien, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling
banyak kategori Il.

Pasal 369

Setiap Orang yang dalam masa damai, dengan salah satu
cara scbagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b
menganjurkan supaya terjadi hyru-hara atau
pemberontakan di kelangan Tentara Nasional Indonesia,
atau dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (1) memudahkan huru-hara atau
pemberontakan, dipidana dengan pidana penjara paling
lama & {enam) tahun & [enam) Bulan atau pidana denda
paling banyak kategori V.

Bagian Ketiga . . .
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Bagian Ketiga
Penyalahgunaan Surat Pengangkutan Ternak

Pasal 370

Setiap Orang yang dalam pengangkuian Ternak diwajibkan
memeakai Surat jalan dengan memakai Swurat jalan yang
diberikan untuk Ternak lain, dipidana dengan pidana denda
paling banyak kategori I1.

Bagian Keempat
Tindak Pidana Irigasi

Pasal 271
Setiap Orang yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh
Pejabat yang berwenang dan yang telah diumumkan tentang
pemakaian dan pembagian air dari bangunan pengairan atan
bangunan irigasi bagi kepentingan vmum, dipidana dengan
pidana denda paling banyak kategori 11

Bagian Kclirna
Penggandaan Surat Resmi Negara Tanpa [zin

Pasal 372
{1} Dipidana dengan pidana penjara paling lama & {enam)
Bulan atau pidana denda paling banyak kategori 1,
Setiap Oranp yang tanpa izin Pejabat yang berwenang

a. membuat salinan atau mengambil pelikan dan
Surat resmi negars atau badan pemenntah, yang
seharusnya dirahasialan;

b. mengumumkan seluruh  atau  schagian  Surat
sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau

¢. menpgumumkan keterangan yang tercantum dalam
Surat sebagaimana dimaksud dalam  buorof a,
padahal diketahui atau patut diduga keterangan
tersehut harus dirahasiakan.

(2) Tindak Pidana sebageumane dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat dipidana, jika perintah untuk merahasiakan
diberikan karena alasan lain yang bukan kepentingan
dinas atau kepentingan umum.

BABX. ..
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BAB X
TINDAK PIDANA KETERANGAN PALSU DI ATAS SUMPAH

Pasal 373

{1} Setiap Orang yang berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan harus memberikan keterangan di
ates sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan
akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas
sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang
dilakuken sendiri alau oleh kuasanya yang khusus
ditunjuk untuk im, dipidana dengen pidana penjara
paling lama 7 {tujuh} tahun.

(2] Dhsamakan dengan sumpah sebagasimana dimaksud
pada ayat (1) adalah janji atau pernyataan yang
menguatkan yvang diharuskan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan atau yang menjadi
pengganti sumpah.

[31 Setiap Orang sebagasimana dimaksud pada ayat (1)
dapal dijatuhi pidana tambszhan berupa pencabutan
hak schagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a,
huraf b, hural ¢, dan/atau huraf d.

BAB XI
TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS

Pasal 374
Setiap Orang yvang methalsu mata uang atau uang kertas
yang dikeluarkan oleh negara, dengan maksud uotuk
mengedarkan atau meminta mengedarkan sebagai uang asli
dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh] tabun alau pidana denda paling banyak
kategori VIL

Pasal 375

{1) Setiap Urang yang menyimpan secara fisik dengan cara
apa pun yang diketahuinya merupakan mata uang
palsu  schbagaimana dimaksud dalam Pasal 374,
dipidana dengan pidana penjara paling lama
10 [sepulub} tahun dan pidans denda paling banyak
kategori VII.

|2} Setiap . . .

8K Neo t61126 A
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(2] Setiap Cranyg  yang  mengedarkan  danjatan
membelanjakan mata uang yang diketahuinya palsu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun dan pidana denda paling banyak kategori VIII.

[3) Setiap Oreng yang membawa atau memagsukkan mata
uvang, ke dalam dan/atau ke luar wilayah MNegara
Kesatuan Republik [ndonesia sehagaimana dimaksud
dalarmm Pasal 374, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda
paling banyvak katcgori VIIL

Pasal 376
Sctiap Orang yang mengurangl nilai tmata uang dengan
maksud untuk mengedarkan atau meminta mengedarkan
mata vang yang dikurangi nilainya, dipidana karena merusak
mata uyang, dengan pidana penjara paling lama 7 (twjuh)
tahun atau pidana denda paling banyak kategori V1.

Pasal 377

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluhy)

tahun atau pidana denda paling banyak kategori ¥I, Setiap

Qrang yang:

a. mengedarkan mata uang yang nilainya dikurangi atau
mengedarkan mata uang yang pada waktu ditcrimanya
diketahui bahwa mata uang terschut rusak scbagai
mata uang yang tidak rusak; atau

b, menyimpan, memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia mata uang scbagaimana dimaksud
dalamm hurnil a, dengan meaksud mengedarkan atau
meminta mengedarkan sebagal mata wang yang tidak
rusak.

Pasal 378
Setiap Orang yang menerima mata uang atau uang kertas
yang dikeluarkan oleh negara yang kemudian diketahui tidak
asli, dipaleu atau dirusak, namun tetap mengedarkunnya,
kecusli yang ditentukan dalam Pasal 375 dan Pasal 377,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan)
Bulan atau pidana denda paling banyak kategori I,

Pasal 379 ...
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Pasal 379

Setiap Orang yang mcnjual, membeli, mendistribusikan,
membuat, atau mempunyai persediaan bahan alau benda
yang diketahuinya digunakan atau akan digunakan untuk
memalsiz atan mengurangi nilai mata vang atau untuk
memalsu uang kerlas yang dikeluarkan oleh negara,
dipidana dengan pidana perjara paling lama 6 (enam) tahun
atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 380

(17 Setiap Orang yang tanpa izin Pejabat vang berwenang
menyimpan atau memasukkan ke wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia keping atau lembaran
perak, baik vang ada cap maupun tidak, atau yang
setclah dikerjakan sedikit dapat dianggap sebagai mata
uang, padahal tidak digunakan sebagai perhiasan atau
tanda peringatan, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling
banyak kategor II1.

(2} DSetiap Orang yang membuat, mengedarkan, atau
menycediakan untuk  dijual atau  diedarkan, atau
membawa Masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia Barang cetakan, potongan logam atau benda
lain yang menycrupai vang kertas atau mata uang, atau
yang menyerupai emas atau perak yang memakai cap
negara, menyerupai meterai, atau pos segel, dipidana
dengan pidana denda paling baryak kategor 11,

Pasal 381
{1} Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374
sampai dengan Pasal 377 dapat dijatuhi pidana
tambahan berupa pencabulan hak scbagaimana

dimaksud dalam Pasal 86 hurul a, huruf b, huruf c,
danfatav huruf d.

{2} Mata uang yang pailsu, dipalsu atau dirusak, uvang
kertas negara yang palsu atau dipalsu, bahan atau
benda yang menurut sifatnya digunakan untuk meniry,
memalsy, atau mengurangi nilai mata uang atan vang
kertas yang digunakan untuk melalkukan Tindak Pidana
atau menjadi pokok dalam Tindak Pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}, dirampas untuk ncgara atau
dirampas untuk dimusnahkan,

BABXIT . ..
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BAB Xl
TINDAK PIDANA PEMALSUAN METERAIL, CAP NEGARA, DAN TERA NEGARA

Bagian Kesalu
Pemalsuan Meterai

Pasal 282

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh} tahun

atay pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang

vang:

a. meniru atau memalsu meterali yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia dengan meaksud untuk
memakai atau meminta orang lain memakai meterai
terscbut sebagal meterai asli, tidak dipalsu, atau sah;
atau

h. dengan maksud yang sama scbagaimana dimaksud
dalam huruf s, membuat meterai dengan menggunakan
cap asli secara melawan hukum.

Pasal 383

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (tiga) tahun

atau pidana denda pahing banyak kategori IV, Setiap Orang

yang:

a. menghilangkan  tanda  yang gunanya untuk
menunjukkan suatu meterai tidak dapat dipakai lagi
pada meteral Pemerintah Republik ITndonesia vang telah
dipakai dengan maksud untuk memakai atau meminta
orang lain memakainya seolah-olah meterai tersebut
belum dipakai;

b. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, menghilangkan tanda tangan, cird, atau
tanda saat dipakainya meterai Pemerintah Republik
[ndenesia yang telah dipakai sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan harus dibubuhkan di
atas atau pada meteral tersebul; atan

¢. memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan,
mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan
ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meterai
yang tandanya, tanda tangannya, ciri, atau tanggal
dipakainya dihilangkan, seolah-olah meterai terscbut
belum dipakai.

Bagian Kedua . . .
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Bagian Kedua

Pemnalsuan dan Penggunaan Cap Negara dan Tera Negara

8K No 161347 A

(1

2

(1)

Pasal 384

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh}
tahun atau pidana denda paling banyak kategori V,
Setiap Orang yang:

a.

membubuhi Barang emas atau perak dengan cap
negara yang palsu menurit Undang-Undang atau
memalsu  cap negara dengan maksud untulk
memeakai atau rneminta orang lain memakai, seclah
olah cap tersebut asli alau tidak dipalsu:
membubuhkan cap negara pada Barang emas atan
perak dengan menggunakan cap asli secara
melawan hukum dengan maksud untuk memakai
atau meminta orang lain mcmakai; atau

memberi, menambah atau memindahkan cap
negara yang asli menurut Undang-Undang pada
Barang emas atau perak vang lain daripads yang
semula dibubuhi cap, dengan maksud untuk
memakai atau memints orang lain memakai, seolah-
olah cap tersebut sejak semula sudah ada pada
Barang emas atau perak.

Betiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman
putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86
ayat (1) huruf c.

Pasal 285

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (ernpat)
tahun atau pidana denda paling banyak kategeri V,
Sediap Orang yang:

a.

membubuhi Barang yang wajib ditera atau atas
permintaan yang berkepentingan diizinkan untuk
ditera atau ditera lagi dengan tanda tera Republik
Indonesia yang palsu;

memalsu tanda tera asli dengan maksud untuk
memakai alau meminta erang lain memakai Barang
tersebut seolah-olah tanda teranya asli atau tidak
dipalsu,

€. secara .., .
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¢. secara melawan hukum membubuhi tanda tera
pada Barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dengan cap yang asli dengan maksud yang sama
sebagaimana dimaksud dalam huruf b; atau

d. memberi, menambah, atan memindahkan tanda
tera Republik Indonesia yang ash pada Barang lain
dari yang semula dibubuhi tanda tera tersebut,
dengan maksud memakai atau meminta orang lain
memakal seolah-olah tanda tera terscbut =zcjak
semula sudah ada pada Barang tersebut.

Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada avat (1)

dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman

putusan hakim sebagaimana dinaksud dalam Pasal 66

ayat (1) harul c.

Pasal 386

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga]

tahun 6 {enam) Bulan atau pidana denda paling banvak

kategon IV, Setiap Orang yang:

a. memalsu ukuran, takaran, anak tmbangan, atau
timbangan sctelah dibubuhi tanda tera, deogan
maksud untuk memakai atau meminia orang lain
memakai seolah-olah asli atau tidak dipalsu; atau

b, memakad ukuran, takaran, anak timbangan, alau
timbangan yang dipalsu, seclah-vlah asli atau tidak
dipalsu.

Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman

putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66

aval (1] huruf c.

Pasal 387
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV,
Setiap Orang yarg:
a. menghilangkan tands batal pada Barang vyang
ditera, dengan maksud hendak memakai Barang
tersebut seclah-olah masih dapat dipakai; atau

b. memakai . . .
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b. memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan
atau mempunyai persedizan untuk dijual, suatu
Barang yang dibhilangkan tanda batal seolah-olah
Barailg tersebut masih dapat dipakai.

Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman

putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66

ayat (1) huruf c.

Pasal 388

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 [empat)
tahun atau pidana denda paling banyak kalegon ¥,
Setiap Orang yang:

a. membubuhi cap atau tanda lain selain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 384 dan Pasal 385, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
harus atau bolch dibubtihkan pada Barang atau
bungltusnya secara palsu atauw memalsukan cap
atau tanda lain yang asli dengan maksud untuk
memakai atau meminta orang lain memakai Barang
tersehut seolah-clah cap atau tanda lain tersebut
asli atau tidak dipalsu;

b. membubuhi cap atau tanda lain pada Barang atau
bungkusnya denpan memakai cap yang asli secara
melawan hukum dengan maksud untuk memakai
atau meminta orang lain memakai Barang terscbut;
atau

c. memakal cap atau tanda lain asli untuk Barang atau
bungkusnya, padahal cap atau tanda lain tersebut
bukan untuk Barang atau bungkus tcrscbut,
dengan maksud untuk memakainya seolah-olah cap
alau tanda lain tersebut ditcntukan untuk Barang
itu.

Setiap Orang scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dijatuhi pidana tambshan berupa pembaysaran

ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66

avat (1) huruf d.

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1],

tidak dituntut kecuali atas dasar pengaduan pihak yang

mereknya dipalsuken.

Bagian Ketiga . . .
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Bagian Ketiga
Pengedaran Meterai, Cap, atau Tanda yang Dipalsu
Pagul 389

Dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pazal

382, Pasal 384, Pasal 385, dan Pasal 388 menurut perbedaan

yang ditentukan dalam pasal-pasal lersebut, Setiap Qrang

yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan,
mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:

a. meterai, cap, atau tanda yang tidak asli, dipalsu atau
dibuat secara melawan hukum seolah-clah asli, tidak
dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum; atau

. Barang yang dibubuhi meterai, cap, atau tanda
sebagaimana ditnaksud dalam huruf a, seclah-olah
Barang tersebut asli, tidak dipalsu dan dibuat secara
tidak melawan hukum.

Pasal 390

{1] Setiap Orang yang menyimpan bahan atau benda yang
diketahui digunakan atau akan  digunakan untuk
melakukan salah satu Tindak Pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3B2, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda
paling banyak kategor V.

{21 Bahan atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dirampas untuk negara  atan  dirempas  usamk
dimusnahkan.

BAB XIU
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

Bagian Kesatu
Pemalsuan Surat

Pasai 301

(1) Setiap Orang yang membual secara tidak benar atau
memalsu Surat yang dapat menimbulkan suatu hak,
perikatan atau  pembebasan  utang, ataw yang
diperuniukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan
maksud uatuk mengpunakan atau meminta orang lain
menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsun,
jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan
kerugian, dipidana karena pemalsuan Surat, dengan
pidana penjara paling lama 6 |enam) tahun atau pidana
denda paling banyak kategori VI.

{2) Setiap ...
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Setiap Orang yang menggunakan Surat yang isinva
tidak becnar atau yang dipalsu, secolah-olah benar atan
tidak dipalsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat
menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana vang
sarna dengan ayat [1].

Pasal 392
Dipidana dengan pidana penjare paling larna 8 (delapan)
tahun, Setiap (rrang yang melakukan pemalsuan Surat
terhadap:
a. akta autentik;

b. Surat utang atau scrtifikal utang dari suatu negara
atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum;

c. saham, Surat utang, sertifikat saham, scrtifilkcat
utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan
atau persekuluan;

d. talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti bunga
salah satu Surat sebagaimana dimaksud dalam
huruf b dan hurufl ¢ atau tanda bukti yang
dikeluarkan sebagai pengganti Surat tersebut;

e, Surat kredit ataun Surat dagang vang diperuntukkan
guna diedarkan;

f.  Surat keterangan mengena hak atas tanah; atau

g Surat berharga lainnya vang ditentukan dalam
peratiaran perundang-undangan.,
Setiap Orang yang menggunakan Surat sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) vang isinya tidak benar atau
dipalsu, seolah-clah benar atau tidak dipalsu, jika
penggunaan  Surat  tersebut dapat menimbulken
kerugian, dipidana dengan pidana yang sama
sebagaimana dimaksud pada ayat [1).

Pasal 393

Setiap Orang yang menyimpan bahan atau alat yang
diketahui digunakan untuk mclakukan Tindak Pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (1),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 [satu)
tahun atau pidana denda paling banyek kategoni II.

(2) Bahan . . .
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{2) Bahan dan zlat sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
dirampas untuk negara atau dirampdas untuk
dimusnahkan.

Bagian Kedua
Keterangan Palsu dalam Akta Autentik

Pasal 324

SBetiap Orang yang meminta untuk dimasukkan keterangan
palsu ke dalam suatu akls autentik mengenai suatu hal yang
kebenarannya scharusnya dinyatakan oleh akta tersebut,
dengan maksud untuk menggunakan atau metninta orang
lain menggunakan seclah-clah keterangen tersebul scsual
dengan yang sebenarnya, jika penggunaan tersebut dapat
menimbulkan kerugian, dipidana dengan pidena penjara
paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak
kategeori VI

Bagian Ketiga
Pemalsuan terhadap Surat Keterangan

Pasal 395

[1} Dokter yang memben Surat keterangan tentang
kesdaan kesehatan atan kernatian seseorang vang tidak
sesual dengan keadaan sebenarnya, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 [empat) tahun atau pidana
denda paling banyak kategori [V.

(2} Jika kelerangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
diberikan dengan maksud untuk memasukkan atau
menahan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa,
dipidana dengan pidana penjara paling lama B (delapan)
tabun atau pidana denda paling banyak kategori V1.

(21 Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan
ayat (2) berlaku juga bagi Sctiap Orang yang
mengeunakan Surat keterangan palsu tersebut seolah-
olah isinya sesusi dengan yang sebenarnya.

Pasal 396 _ _ .
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Dipidana dengan pidana penjara pading lama 3 iuga) walian
i fenam) Rulan alan pidane densda paliog haovak ccopon v,
Setiap Urang vang:

a. membuat secera tidak hersr oalan memalse Surat
resvennpan dokiee renlang ada atau cdak ado peovakit,
wewmabian,  ulag o cnear,  denga bl nntuk
ey wibtan Pojabat vang benwenang atau penartggang,
ASLIAT S AL

rnernperganakan Saret keterangan doxler vang odak
enar atan dipalss, seolali-olah Surat cersebul benar
atna tidal palse dengan maxsud untuk menvesaikan
Priabsd yaru Terwenalg aldl JCLAIEZLIE AN JIETIN.

Pearal 3%7

pidana dongan pdana pen‘ara paling dama 1 sala) tabion

f lena | Bulan atag pudana denda paling basyak kadegen 10

Setiap Uriog vaig:

& menbuat sceara bdok benar sl memalse Bieat
kelvranpen tdok  pornah terlibosr Tiidok  Pidona,
kecakapan, tidalk mampu secAard LransiAl, kecacilan,
arall keaceoan oo, tlengan ik Ltk
emperglanakan it [HIELINE LTUILE Luiry
mrngruracannya sapavn diterinen dalam pekerjoan
arat sunAava menimlalkan i dao pestolonsan, wea

llnigart Surol kelerungur vang tidak oenar atau
stni: cdimalinued cdalan: hure! a0 seolah
nlab Burat sersehut henar atain tidak pal

Tyl 308
Setinp Oraryg Giniceie derwan wid
lamia 5 llienal taman lan purlane denda paling banyak
katvieory WV, jika:
et secara Uduke beasn
Surar peralanan aksans pespor alan Suesl oy
Jilserikars menurul kelentusn Undunp-Undang,
Ertang pemiacniar iz kepada crang asing untak
Wasuk dan roenetsp di Indonesias aras

bomeramta L.
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Tasal 3t

Dipidana dengan pulana punja waling lama 3T
fadenam| Hulan atau pidana denda puling Dunyax Rategori W,
Setiap Orang vany:

ara adok ber aten memnlsa Sura
srungan dukler ienang acs asau tdak ada penyakis,
kelernabion,  atoa cacat, dengan muahksad uniak
ey esalkan Pojabal vang bersenany Jtau pensngenng
ASLTeETsE, wlau
mempergunakan Surat Leterangan dukler viang ndak
lierar e el pealsu, seolab oleh Sural tersebuc benar
ara ridale pal detgat maksud untul menvesatican
PMejabit! wang BUTWennE L0U PCRAnEgang asuransi.

Hasal 3497

[hpiclima dongan pidansg penjara naling lama 1 (satu] taliuz
By (enAr] Balan Atan pidann dendaw pabing bamvak kateeoed 10,
Seriap Orang vang:

EN

rmembiuar sers tedik bensr oatuo momalse Sun
keterangan udoax  pornah lerlibar Tindak  Pidarne,
keeakspun, wdak mampa secara finansiol. Xecacatan,
alan kesdaun lair, t]i:n;._:_Hn rraasd il
e aEerELa ke dlad. PRI A TG IE L
TLE LR LI KT [ vic dacrima dalam pekeriaar
atau supava meninthidkan dba edar sedalaegam stan
menggunakan tarat kotcrangan vang ticdak benare atae.
palsu sebugaimena dimaksud dalam huru? a, senlan
olan 3urat tersebut beoar arau tidak pualsai.

Pasal 308

Setip Oouny dingdana denpan pidana perjara paling
Tarsur 3oalima) tanus dae pidena dendda paling banvak
karegeri W, jikn:

a, membuat secara tidak benar atau memalsu paspor,
Aurat poeralanen Tksanag pospor, ato Surad yang
diberikan mecurut getentuan Undang Lodang
funteng pemerian zln kepadas orang asimyg wntuk
Mivsale dun menewp di Indonesia; atao
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b. meminta uniuk memberi Surat serupa atas nama
palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan
menunjuk kepada keadaan palsu,

dengan maksud untuk menggunakan atal meminta
orang lain menggunakannya seclah-olah benar atau
tidak palsu.

(2) Betiap Orang yang menggunakan Surat yang tidak
benar atau yang dipalsu sehagaimana dimaksud pada
ayat (1} seolah-olah benar dan tidak dipalsu, atau
seplah-olah isinya sesuat dergan kebenaran dipidana
dengan pidana yang sama,

Pasal 399

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 {tiga) tahun
atau pidana denda paling banyak kategori [V, Sctiap Orang
yang.

a. membuat secara tidak benrar atau memalsu Surat
pengantar  bagi  hewan atau  Ternak, atau
memerintahkan untuk memberi Surat serupa atas
nama palsu atau menunjuk kepada keadaan palsu,
dengan maksud untuk menggunakan alau meminta
orang lain menggunakan Surat terschut seolah-olah
benar dan tidak palsu; atan

b. menggunakan Surat yang tidak benar atau dipalsu
sehagaimana dimaksud dalam huoruf a, seolah-olah
Surat tersebut benar atau tidak palsu.

Pasal 400

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun atau pidana denda peling banyak kategori [V, Setiap
Orang vang:

a. membuat secara tidak benar atan mcmalsu Surat
keterangan seorang Pejabat yvang berwenang membuat
keterangan tentang hak milik atau hak lainnya atas
suatu benda, dengan maksud untuk memudahkan
pengalihan atau penjaminan atau untuk menyesatkan
Pgjabat penegak hukum tentang asal benda terscbur;
atan

b. menggunakan  Surat  keterangan  schagaimana
ditnaksud dalam huruf &, seolah-olah Surat tersebuat
benat atau tidalk palsu.

BAB XI¥V . ..
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BAB X1V
TINDAK PIDANA TERHADAP ASAL USUL DAN PERKAWINAN

Pasal 401

Setiap Orang yang menggelapkan asal-usul prang, dipidana
learena penggelapan asal-usul, denpan pidana penjara paling
lama 6 (¢nam) tahun atau pidana denda paling banyak
kategori ¥

Pasal 402

{1} Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 jempat)
tahun & (enam} Bulan atau pidana dende. paling banyak
kategori 1V, Setiap Orang yang:

a. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui
bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang
vang sah untuk melangsungkan perkawinan
tersebut; atan

b. melangsungkan perkawinan, padahal diketabw
bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi
penghalang yang sah  untuk melangsungkan
perkawinan tersebut.

(2] Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul a menyembunyikan kepada pihak vang lain
bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang
sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut,
dipidana dengan pidana penjara paling lama € (enam}
tahun atau pidana denda paling banyak kategori 1V,

Paszal 403

Seliap Orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak
memberitahukan kepada pihak lain bahwa baginya ada
penghalang vang sah, dan berdasarkan penghalang tersebutl
perkawinan  kemudian dinyatakan tidek sah, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau
pidana dendea paling banyak kategori IV,

Pasal 404
Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk

melaporkan  kcpada Pejabat yang berwenang tentang
kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian, dipidana
dengan pidana denda paling banyak kategori I1.

Pasal 405 . . .
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BAB X1V

TINDAK PIDANA TERHADAP ASAL USUL DAN PERKAWINAN

SK No 161138 A

Pasal 401
Setiap Orang yang menggelapkan asal-usul orang, dipidana
karena penggclapan asal-usul, dengan pidana penjara paling
lerna £ {cnam)] tahun atau pidana denda paling banyak
kategori V.

Pasal 402

{1} Dipidana dengan pidana pcnjara paling lama 4 (empart)
tahun & {(enam) Bulan atau pidana denda paling banyak
kategori IV, Setiap Orang yang:

a. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui
bahwa perkawinan vang ada menjadi penghalang
vang sah unluk melangsungkan perkawinan
tersebut; atau

k. melangsungkan perkawinan, padabal diketahui
bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi
penghalang  vang sah wuntuk  melangsungkan
perkawinan tersebut.

(2) Jika Setiap Orang schagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf 2 menvembunyikan kepada pihak yang lain
bahwa perkawinan yang ade menjadi penghalang yang
sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun atau pidana denda paling banyak kategori 1V,

Fasal 403

Setiap Orang vang melangsungkan perkawinan dan lidak
memberitahukan kepada pihak lain bahwa baginva ada
penghalang yang seh, dan herdasarkan penghalang tersebut
perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah, dipidana
dengan pidana penjara paling lama & {enam) tahun atau
pidana denda paling banyak kategori [V,

Pasal 404

Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
melaporkan kepada Pejabat yang berwenang tentang
kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian, dipidana
dengan pidena denda paling banyak kategori 1.

Pasal 405 . . .
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Pasal 405

Betiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pesal 403 dapat
dijatuhi pidara tambahan berupa pencabutan hak
schagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d danfatau
huruf e,

BAB XV
TINDAK PIDANA KESUSILAAN

Bagian Kesatu
Kesusilaan Di Muka Umum

Pasal 406
Dipidana dengan pidana pemara paling lama 1 (satu) tahun
alau pidana denda paling banyak kategori [1, S8etiap Crang
}’aﬂg:
a. melanggar kesugilaan Di Muka Umum; atau

b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir
tanpa kemauan orang vang hadir tersebut.

Bagian Kedua
Pornografi

Pasal 407

(1) Setiap Orang yang memproduksi, membuat,
memperbanyak, menggandakan, menyebarlunaskan,
menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,
memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan
Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 6 [cnam) Bulan dan pidana penjara paling lama
10 f{sepulub) tahun atau pidana denda paling scdikit
katcgori 1V dan pidana denda paling banyak
kategori V1.

(2) Perbusztan scbapaimans dimaksud pada ayat (1) tidak
dipidana jika merupakan karya scni, budaya, olahrags,
kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan.

Bagian Ketiga . . .

SK No l6l13%A
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Baglan Ketiga
Mempertunjukkan Alal Pencegah Kehamilan
dan Alat Pengguguran Kandungan

Pasal 408
Setiap Orang yang secara terang-terangan
mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau
menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah
kchamilan kepada Anak, dipidana dengen pidana denda
paling banyak kategori [.

Pasal 409

Setiap Qrang yang tanpa hak secara terang-terangan
mempertunjuklean suatu  alat  untuk  menggugurkan
kandungan, menawarkan, menyviarkan tulisan, atau
menunjukkan untuk dapat memperoleh  alat  untuk
mengeugurkan kandungan, dipidana dengan pidana penjara
paling lama & [enam] Bulan atau pidana denda paling banyusk
kategori II.

Pasal 410

(1} Perbudtan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408
tidak dipidana jika dilakukan oleh petugas yang
berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga
berencana, pencegahan penyakit infeksi menular
seksual, atau untiuk kepentingan pendidikan dan
penyuluhan kesehatan.

(2} Perbustan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409
tidak dipidana jika dilakukan untule kepentingan ilmiy
pengetahuan pendidikan.

(3} Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pade
ayat (1) termasult relawan vyang kompeten yang
ditugaskan aleh Pejabat vang berwenang.

Bagian Keempat
Perzinaan

Pasal 411

{1} Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan
orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena
perzinaarn, dengan pidana penjara paling lama 1 {sam)
tahun atau pidana denda paling banyak kategori IL

(2] Terhadap . . .

SK Ne 161140 A

Pembaharuan Sistem Hukum Pidana | 223



{2

31

{#

{1)

{2

3

)

PRESIDEN
REPLUBLIX INDONESIA

S 141 -

Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} tidak dilakukan pemuntutan kecuali atas
pengaduan:

a, suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.

b, Orang Tua atau anaknya bagi ovrang yang tidak
terikat perkawinan.

Terhadap pengaduan sehagaimana dimaksud pada
avat (2) tidak berlaku kelentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 30.

Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan
di sidang pengadilan belurn dimulad.

Pasal 412

Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai
suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) Bulan atan pidena denda
paling banyak kategori I

Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada

avat (1} tidak dilakukan penuntotan kecuali atas

pengaduan:

a. suami atau istri bagi erang yang terikal perkawinan;
atau

b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak
terikal perkawinan.

Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada
ayat {2] tidak berlaku ketentuan Pasal 23, Pasal 26, dan
Pasal 30,

Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan
di sidang pengadilan belum dimulai.

Fasal 413

Setiap Ormang yang melakuken persctubuhan dengan
seseorang  yang diketahuinya bahwa orang tersebut
merupakan anggota keluarga balihnya, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 19 (sepuluh) tahun.

3K Ne lell4l A

Bagian Kelima . . .
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Bagian Kelirna
Perbuatun Cabul

Paragraf 1
Percabulan

Paszal 414

(1} SBetiap Grang yang mclakukan petbuatan cabul
terhadap orang lain vang berbeda atau sama jenis
kelaminnya:

a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 {satu} tahun 6 (gnam) Bulan atau
pidana denda paling banyak kategori III;

b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman
Kelkerasan, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 9 {sembilan} tahun; atau

c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pormografi,
dipidana dengan pidana penjara paling lama
9 [gsembilan) tahun.

{2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman
Kekerasan metnaksa orang lain untuk melakukan
perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 415
Dipidana dengan pidana penjara paling lama ¢ (sembilan}
tahun, Sctiap Orang yang:

4. melakukan perbuatan cabul dengan sescorang vang
diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya;
atan

b.  melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang
diketahui alau patut diduga Anak.

Pasal 416

(1) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud
dalamm Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan Luka
Berat, dipidana dengan pidana pcnjara paling lama
12 [dua belas) tahun.

(2) Jika . ..
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2] Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan matinya
arang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15
{lima beclas) tahun.

Pasal 417

Setiap Orang yang memberi atau berjanji akan memberi
hadiah menyalahgunakan wibawa wyang timbul dari
hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan
orang yeng diketahui atau patut diduga Anak, untuk
melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap
dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. .

Pasal 418

{I) Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak
kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di
bawah pengawasanoya yang dipercayakan padanya
untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 12 {dua belas) tahun.

() Dipidana dengan pidana penjara paling  lama
12 {dua helas) tahun:

a. Pejabat yang melakukan percabulan dengan
bawahannys atau dengan orang yang dipercayakan
alau diserahkan padanya untuk dijaga; atau

b. dokter, guni, pegawai, pengurus, atau petugas pada
lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat
latthan karya, rumah pendidikan, rumah yatim
dan/atau piatu, rumah salkat jiwa, atau panti sosial
yang melakukan perbuatan cabul dengan orang
yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti
tersebut.

Paragraf 2
Memudahkan Percabulan dan Persetubuhan

Pasal 419
(1) Seliap Orang yang menghubungkan atau memudabikan
arang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang
yang diketahui atay patut diduga Anak, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 7 {tujuh) tahun.

(2} Jika . ..
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(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat {1] dilakukan terhadap Anak kandung, Anak titi,
Anak angkat, atau Anak di bawah pengawasannya yang
dipercayakan padanyva untuk diasuh, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun,

Pasal 420
3etiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan
orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 {dua) tahun_

Pasal 421

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419
alau Pasal 420 dilakukan schagai kebiasaan atau untuk
menarik keuntungan sehagai mata pencaharian pidananya
dapat ditambah 1/3 [satu per tiga).

Pasal 422

(1) Setiap Orang yang menggerakkan, membawa,
mensmpatkan, atau menyerahkan Anak kepada orang
lain unwk melakukan percabulan, pelacuran, atau
perbuatan  melanggar kesusilaan lainnys, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun,

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan menjanjikan Anak memperoleh
pekerjaan atau janji lainnva, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1€ {scpuluh) tahun.

Pasal 423

Tindak Pidana sebagaitmana dimaksud dalam Pasal 414
sampai dengan Pasal 422 merupakan tindak pidana
kekerasan seksual.

Bagian Kecnam
Minuman den Bahan yang Memabukkan

Pasal 424

(1] Setiap Orang yang menjual atau memberi minuman
stau bahan yang memabukkan kepada crang vang
sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidena
penjara paling lama 1 {satu] tahun atan pidana denda
paling banyak kategori I1.

(2] Betiap . . .
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Setiap Urang yang menjual atau memberi minuman
atau bahan yang memabukkan kepada Anak, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dus) tahun atau
pidana denda paling banyak kategori I1.

Seliap Orang yang dengan Kckcrasan atau Ancaman
Kekerasan memaksa seseorang memindm  atau
memakai bahan yang memabukkan, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana
denda paling banyak kategori [T1.

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (3):

a. mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana
denda paling banyak kategori 1V; atau

b. mengakibatkan matinys orang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 7 (tyjuh) tahun.

Jika pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] sampai dengan ayal [3) melakukan perbuatan
lersebut dalam menjalankan pekerjaannya maka dapat
dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf £,

Bagian Ketujuh

Pemanfaatan Anak untuk Pengemisan

{1

(2)

SK No 161145 A

Pasal 425

Setiap Orang yang memberikan alau menyerahkan
kepada orabg lain anak yang ada di  bawsh
kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 {dua
belag) tahun, padahal diketahui bahws anak terscbut
akan dimanfaatkun untuk melakukan perbuatan
meminta tminta atau untuk melakukan pekerjzan yang
berbahaya  atau  yang  dapat membahayakan
kesehatannya, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak
katcgori IV.

Setiap Crang yang menerima anak untuk dimanfaatkan
sebugaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan
pidana yang sama.

Bagian Kedelapan . . .
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Bagian Kedelapan
Perjudian

Pasal 426

(1} Dipidana dengan pidana penjara paling lama
9 [sembilan} tahun atau pidana denda paling banyak
kategori VI, Setiap Orang yang lanpa isin:

a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main
judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atag
turut serta dalam perusahaan perjudian;

b. menawarkan atau memberi kesempatan kcpada
umurn untuk main judi ataw warut serta dalam
perusahauan perjudian, terlepas dari ada tidaknya
suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi
untuk menggunakan kesempatan lersebul; atau

c. menjadikan turut seria pada permainan judi sebagad
mata pencaharian.

{2} Jika Tindak Pidana sebagaimuna dimaksud pada
ayat (1} dilakukan dalam menjalankan prafesi, dapat
dijatihi pidana tambahan berupa pencabutan hak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf I

Pasal 427
Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang
diadakan tanpa izin, dipiduna dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori
L.

BAB XVI
TINDAK PIDANA PENELANTARAN QRANG

Pasal 428

(1) Sctiap Orang yang mencmpalkan atau membiarkan
orang dalam keadaan terlanlar, sedangkan menurgt
hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan
wajib memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang
tersebut, dipidana dengan pidana pernjara paling lama
2 (dua) tahun & (enam) Bulan atau pidana denda paling
banyak kategori I11.

i2) Jika . . .
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{21 Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilukukan oleh georang Pejabat yang mempunyai
kewajiban untuk merawat atau memelihara orang
terlantar, dipidana dengan pidana penjara paling lama
3 [(dga] tahun atau pidana denda paling banyak
kategori I11.

131 Setiap Orang schagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat {2) dipidana dengan:

a. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, jika
perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat;
atau

b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika
perbuatan tersebut mengakibatkan mati.

Pasal 429

{1) Setiap Orang yang meninggalkan anak yang belum
berumur 7 [(tujub) tahun dengan maksud untuk
melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun atau pidana denda paling banyak kategori [V,

(2) Betiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipidana dengan:

a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh] tahua, jika
perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat;
atan

b. pidana penjarda paling lama 9 (sembilan) tahun, jika
perbuatan tersebut mengakibatian mati.

{3) Dalam hal Tindak Pidana sehagaimana dimaksud pada
ayat {1} dan ayat {2) dilakukan olch Ayah atau ibu dari
anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pidananya
dapat ditambah | /3 {satu per tiga).

Pasal 430

Seorang ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya
tidak lama setelah dilahirkan karcna takut kelahiran anak
tersebut diketahui oleh orang lain, dengan maksud agar anak
tersebut ditemukan orang lain atau dengan maksud melepas
tanggung jawabnya atas anak yang dilahirkan, dipidana
1/2 (satu per dua) dari pidana scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 429 ayat (1) dan ayeat {2).

Fasal 431 ...
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Pasal 431

Setiap Orang sebageimana dimaksud dalam Pasal 428 dan
Pasal 429 dapat dijatuhi pidana tambahan herupa
pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86
huruf d.

Pasal 432

Sctiap Orang yang ketika menyaksikan ada crang yang
sedang menghadapi bahaya maul lidak memberi pertolongan
yang dapat diberikun kepadanya tanpa menimbulkan bahaya
bagi dirinya atau orang lain, jika orang lersebut mati,
dipidana dengan mdana penjara paling lama 6 fenam) Bulan
atau pidana denda paling banyak kategori [I.

BAaB XVII
TINDAK PIDANA PENGHINAAN

Bagian Kesatu
Penccmaran

Pasal 433

(1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan
atau nama balk orang lain dengan cara menuduhkan
suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut
diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan
pidana penjara paling lama 9 (sembilan] Bulan atau
pidana denda paling banyak kategori 1L

{2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan,
dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum,
dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana
penjara paling lama 1 [satu) tahun 6 (enam] Bulan atau,
pidana denda paling banyak kategori II1.

[3) Perbuatan sebagaimuna dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk
kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Bagian Kedua . . .
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Bagizn Kedua
Fitnah

Pasal 434

Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 433 diberi kescmpatan membuktikan kebenaran

hal  yang  dituduhkan tetapi  tidak  dapat

membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan
dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah,
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atan

pidana denda puling banyak kategori V.

Permnbuktian kebeparan tuduhan sebagaimana

dimaksud pada avat (1), hanya dapat dilakukan dzlam

hal:

a. hakim memandang perlu untuk memeriksa
kebenaran tuduhan tersebut guna
mempertimbangkan Keterangan terdakwa bahwa
terdalewa  melakukan perbuatan tersebul untuk
kepentingan umnim atay karena terpaksa untuk
membela dird; arau

b, Pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam
menjalankan tugas jabatannya.

Pernbuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

dapat dilakukan jika hal yang dituduhkan tersebut

hanya dapat dituntut atas pengaduan, sedangkan
pengaruan tidak diajukan.

Pasal 435

Jika putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum istap menyatakan grang yang dihina
bersalah atas hal yang dituduhkan sebapaithana
dimaksud dalam Pasal 434, tidak dapat dipidana karcna
fitnah.

Jika dengan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap orang yang dihina
dibebaskan dari hal yang dituduhkan, putusan tersebut
dianggap sebagai bukti scmpurma bahwa hal yang
dituduhkan tersebut tidak benar.

Jika penuntutan pidana terhadap yang dihina telah
ditnulai  karena hal yang dituduhkan padanya,
penuntutan kargna fithah ditangguhkan sampai ada
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap mengenal hal yang dituduhkan.

Bagian Ketiga . . .
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Bagian Kctiga
Penghinaan Ringan

Pasal 436

Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atan
pencernaran lertulis yang dilakukan terhadap arang lain baik
Di Muka Umum dengan fisan atau tulisan, maupun di muka
orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan
perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau
diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau
pidana denda paling banyak kategori 11.

Bagian Keempat
Pengaduan Fitnah

Pasal 437

(1) Setiap Orang vang mengajulkan penpaduan  atau
pemberitahuan palsu secara tertulis atau meminta
orang lain menuliskan pengaduan atau pemberitahuan
palsu kepada Pejabat yang berwenang tentang orang
lain schingga kehormatan atau hama bak orang
tersebut  diserang, dipidana karena melakukan
pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3
{tiga) tahun & (cnam) Bulan atau pidana denda paling
banyak kategori TV.

{Z) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan
hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a
dan/atau huruf b.

Bagian Kelima
Persangkaan Palsu

Pasal 438
Setiap Orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan
persanghaan palsu lerhadap orang lain bahwa orang
tersebut melakukan suatu Tindak Pidana, dipidana karena
menimbulkan persangkaan palsyu, dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun & [enam) Bulan atau pidana denda
paling banyak kategori IV,

Bagian Keenam . ..
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Bagian Keenam
Pencemaran Orang Mati

Pasal 439

{1) Setiap Orang yang mclakukan pencemaran atau
pencemaran tertulis terhadap orang yang sudah mati,
dipidana dengan pidana penjara paling lama & (enam)
Bulan atau pidana denda paling hanyak kategori I[.

12y Jika Setiap Orang sebagaimanas dimaksud pada ayat (1)
melakukan Tindak Pidana tersebut dalam menjalankan
profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 {dua)
tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
Tindak Pidana yang sama, dapat dijatuhi pidana
tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 huruf .

(3] Tindak Pidana sebagaimana dimaksud padz ayat (1)
tidak dituntut jika tidak ada pengaduan suami atau
isirinya, atau dari salah scorang keluarga sedarah atau
semenda dalam garis lurus atan menyamping sampai
derajat kedua dari orang yang sudah mati terscbut.

{4} Dalam masyarakat matriarkat pengaduan dapat juga
dilakulkan clch urang lain yang menjalankan Kekuasaan
Ayah.

Bagian Kecujuh
Pengaduan, Pemberatan Pidana, dan Pidana Tambahan

Pasal 440
Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433,
Pasal 434, dan Pasal 436 sampai dengan Pasal 438 tidak
dituntut, jike tidak ada pengaduan dari Korban Tindak
Pidana.

Pasal 441
{1) Ketentuan pidana =scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 dapat ditambah
1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana
teknologi informasi.
{2) Kelentuan pidana schagaimana dimaksud dalam
Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 dapat ditambah
1/3 (satu per tiga), jika yang dihina atawu difitnah adalah
seorang Pejabat yang sedang menjalankan tugasnya
yang sah.

Pasal 442 . .,
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Pasal 442

Sctiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 dan
Pasal 436 sampai dengan Pasal 439 dapat dijatuhi pidana
tambahan berupa pencabutan hak sehagaimana dimalksud
dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf ¢, danfatau huruf d.

BAB XVIII
TINDAK FIDANA PEMBUKAAN RAHASIA

Pasal 443

(1) Setiap Orang yang membuka rahasia yang wajib
disimpannya karena jabatan, prolesi, atau tugas yang
diberikan oleh instansi pemerintah baik rahasia yang
sekarang maupun Yyang dahulu, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 {satu) tahun atau pidana
denda paling banyak kategori 111

{2y Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan mengenai rahasia orang lain, hanya
dapat dituntut atas pengaduan crang tersebut.

Pasal 444

(1} Setiap Orang yang memberitahukan hal khusus tentang
suatu perusahaan tempatnya bekerja atau pernsh
bekerja vang harus dirahasiakanmya, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 [dua) tahun atau pidana
denda paling banyak kategori Il

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
hanya dapat dituntut atas pengaduan  pengurus
perusahaan tersebut.

Pasal 445

Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443 dan
Pasal 444 dapat dijaluhi pidana tambahan berupa
pencabutan hak sebagaimana dirmmaksud dalam Pasal 86
huruf a, huruf b, huruf ¢, dan/atau huruf 1.

BABXIX . ..
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BAB XIX
TINDAK PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG

Bagian Kesatu
Perampasun Kemerdekaan Orang dan Pemaksaan

Pazal 446

{1} Setiap Orang yang sccara melawan hukum merampas
kemerdekaan crang atauw meneruskan perampasan
tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama
7 {tujuh) tahun.

{2] Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tnengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 9 [sembilan) tahun,

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
mengakibatkan matlinya orang, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 12 {dua belas) tahun.

(4) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3} berlaku juga bagi crang yang
memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan atau
meneruskan perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum terscbut.

Pasal 447

[1) Setiap Orang yang karena kealpaannya menyebabkan
orang lain terampas kemcrdekaahnya secara melawan
hukum atau diteruskan perampasan kemerdekaan
tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama
6 jenam] Bulan atau pidana denda paling banyak
kategor 11,

[2} Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun.

{3} Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan matinya arang, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 [dua) tahiun.

Pasal 448 . ..
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Diptdana dengan pidana ponjara paling lata 1 (set
tahun atau plidana denda paling burnyake karegari 11
SEHED Drang ving:

A, secard melivwan hukim oenskeil orang Juin sup
melakakan, nelak melcckan. ata membinegan
sesaiaiu, dengan Kekerasan atan Ancaman
Rekerasan, haik torhadag Aoy C1sencirt maapun
orang lain; azau
mettadsn orang nin surnava anclakukan,  telak
melakoakan,  ataa membiarkan  sesuatn dergan
ATECHTEAT ROTCEMATAT LA peiicemArat et ulis.,

% Pidana sebusmmang dimuksud pada avat 1)
b onanva dapal diludul atas peopaduan dun
Fonrlsne Tindask Pidana,

Pazicl 444

Dipndana dengan pidana penjara palioe lana 3 [dpa)
rabun artau pidaca deada polmg barvak katepori TV,
Setiap Orang yang nuenganeam dengan
K(_‘kf_‘r"]!';éﬂ'l b ara TC".'I'ng ?P.r.':n,_qnn f.lﬁﬂgﬂ]] 1ernn
bersama vang  dilakoksn terhadap sromg aross
bBarang,

sty Tindal Pidana vang mengakibalkan Seheyn
Fagi kearianan wmin lerludap orang atau Barang,

perkesaan alaw dergnn perlniatan catnal,
stiatn Tindag Piduns terhadap nvawa orang;
. penganioyoan berats atas
f. perrbakaran.

ika ancaman scebepaimana dimalkesud pada avae (1)
dilubukun secara wrralis dan desgan svarat terlentu,
chipidana durwan pidaca percara poling lama 3 [vipa)
tahtm 6 fenam) Halan aton pideies denda paling beoss ak
kate e’ T,

Bapiou Kedow ...
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Bagian Kedua
Perampasan Kemerdekaan Orang

Paragral 1
Penculikan

Pasal 450

Setiap Orang yang membawa seseorang dengan maksud
untuk mencropatkan orang tersebut secara melawan hukum
di bawsth kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau
untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak
berdaya, dipidana karena penculikan dengan pidana penjara
paling lama 12 (dua belas) tahun.

Paragraf 2
Penyanderaan

Pasal 451

Setiap Orang yang menashan orang dengan Kekerasan arau
Ancaman Kekerasan dengan maksud untuk menempathkan
orang tersebut secara melawan  hukum  di bawah
kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk
mencmpatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya,
dipidana karena penyandcraan, dengan pidana  penjara
paling lama ]2 (dua belas) lahun.

Bagian Ketiga

Peratnpasan Kemerdekaan terhadap Anak dan Perempuan

SK No 161155 A

Paragraf 1
Pengalbhan Kekuasaan

Pasal 452

(1)  Setiap Orang vang menarik Anak dar kekuasaan sesuai
dengan Lkelentuan peraturan perundang-undangan
vang ditentubtan atas dirinya atau darl pengawasan
orang vang berwenang untuk img, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana
denda paling hanyak kategori IV.

(2) Jika . . .
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21 .Jika perbuatan sebapgaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan tipu muslihal, Kekerasan atau
Ancaman Kekerasan, atau lerhadap anak yang belum
berumnur 12 [dua belas) tahun, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 8 [delapan) tahun atau pidana
denda paling banyak kategori V.

Paragraf 2
Menyembunyikan Anak

Pasal 453

{1} Sctiap Orang yang menyembunyikan Anak yang ditarik
atau menarik sendin dari kekuasaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan
atas dirinya atau dari pengawasan orang yang
berwenang untuk ilu, atau menarikaya dari penyidikan
Pejabat yang bcrwenang, dipidana dengen pidana
penjara paling lams 4 {empat) tahun atau pidana denda
paling banyak kategori 1.

{2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap anak di bawah umur 12 [dua belas]
tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama
7 (tujuh) tahun,

Paragraf 3
Melarikan Anak dan Perempuan

Pasal 454

(1) Setiap Orang yang membawa pergi Anzk di luar
ketnavan Orang Tua alau walinya, tetapi dengan
persetujuan Anak itu sendini, dengan maksud untuk
memastikan pengussaan terhadap Anak tersebut, baik
di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena
melarikan Anak, dengen pidana penjara paling lama
7 (tujuh) tahun.

(2} Setiap Orang yang membawa pergi perempuan dengan
tipu muslihat, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan,
dengan maksud untuk memastikan penguassan
terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di
luar  perkawinan, dipidana karena melarikan
perempuan dengan pidana penjara  paling lama
5 {sembilan) talhun,

(3] Tindak . . .
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BAR XX
TINDAR PIOANA PENYELUNIL AN MANLISTA

Dasal 457

Reliap Oranp yangy mclakuken perbodian yang berigiuan
mencar, kewntungun, omk sceara langsung manpuan tidak
latigstng, wntuk dir seodicl atau antuk oraoe, win dengs

membawid  gesanrarg atan kesmpni otang, bwk seours
TETOrEAT ind sl RICARtAINYs] ticluk LCTOTRANISG K, atan
memerintalikan crang . i« weimlaaws sesecrang alan
kelempoak oravg, ik suvdcd lerotpanisas maoml cidak
ferormanisasi. voang cdak memiik: bak secars sah oanluk
memasaki Wilayah Tedinesia atsw o dan Wilavah
Indonesia danysatan masak wilavan vegiea win, vang orang
fersebral twsk wmeroink: ak oantik memas=nakio wilavah
tersebut secarn sab, batk dengen mengpunakan dokumen
sl taupun doxumen pelsg, ataw thiipa menggucaksn
dorumer prrialanan, haik moiahii pemeriksaan dmigeasi
nirapun ek, dipidecn karens penyvelundoour monusm
dengan pidans peninra paling siqgeat 3 g wibhuan don
raling Tama 25 (lia beles) tehon stac pidans denda paling
sedixit kategor Vo dan priang bBanyvale katepnsi VT

Dan XXl
TINITAR PIDANS THERIHADAE NYAWA DAY JANIN

Baglan Kesalu

I'vrobunutan

Pasal (L2

) HBelup Jrang vang  mordtopas Civawd o orang  lan,
dipndans gareoa peombiumiabon, dengan pldia proianu
vaang lama 13 (lima beles) tahnr.,

Jika Tioek Puidusa schagaimana dimaksad
Aval (1) dilakuxan terhadan ik, Ava, isTi, suami,
anlenva, pdananys dapat ditdmban 33 satil pes e,

i3] Pemburmihan . L
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L]l pahng Lo 20 feive pulaing e

Panal &A%
Felian Oraog vang  denpac newnd lerlebnh dohulo
men .arr.p;‘ﬁ TT_\u"'{W"{ "U"\-{ng ]l‘l‘l[' 1 NN ke [)("I]hll'"l].hﬂll]
ShacEIL, L ELAT] '[]“{“ L TIEAE 1AL R duann '-'JE]'L]G.I'Q. SEUITLY
hidoo atow pitlang peara pading Lima 20 (g waled taboare,

Frsal 460

Heorarg b yang wersingas fvawd acskove pada sant
alatl colah lama sewelab dilut art, karena talaad
krlalrran anak Lerschaut dibetal:ui veanyg Lain, dipidara
Rz purrbuuuhan analk  sendir, denpan pidana
pergara paling lama 7 mgjubk’ tahun,

Jika perpuaian sebacsimana dimaksud pada avoc (L
dilakukan dengan recoans tleien dabule, dipidars
deeman prducg penjora paling larng 9 [sembilang talun,
Orang ain vang turut serta relazuka: Tindak Pidens
seebapairene dimitkesied melia:
(7] dhpidara denpan pudana vang sama dengan
Poasal <58 avan {1 slau
denpan pudamd vaog sama dengon
Pazal 454,

Fusil 4]
ar DRI ally  INOTATIN Y TLFUW Urdne lain atas
sermintaan oracy it send.oi van s dinyatakan dengan
wesunihan hari, dipidana dengan jnddrm reTiard peling

orna B (eralailocy el

Fuasul 462 ..
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Pagal 462

Setiap Orang yang mendoreng, membanty, atau memberi
sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang
tersebut mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun.

(1

(2

(y

(2

(3}

SK No 161472 A

Bagian Kedua
Aborsi

Pasal 463

Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban
Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan
selksual lain yang menyebabkan kehamilan yvang umur
kkehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu
atau memiliki indikasi kedaruratan medis.

Pasal 464

Setiap Orang yang melakukan aborsi terhadap seorang
perempuan:

a. dengan persetujuan perempuan tersebut, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahurn;
atau

b. tanpa persetujuan perempuan terscbut, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 12 [dua belas}
tahun.

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurud a mengakibatkan matinya perempuan tersebut,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 {delapan}
tahun.

Jika perbuatan sebapmimana dimaksud pada ayat (1]
huruf b mengakibatkan matinya perempuan tersebut,
dipidana dengan pidana penjara paling lama
15 {lima belas) tahun.

Pasal 465 . .
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Pazal A5
(1) Dekter, bidan, saraomcels, slau apoteker  yang
skakan Tindax Pudang sebagamanz diinaksud
el Pasal 4b4, zidananya dapat ditamnbal 103 (sala
per tiga’.
Dokter,  bidar,  saramedis,  atau apoteler  vang
melagakzn Tindak Ploara sehagaimana diinaks o paca
avat 1] dapai diystubi pidazma toonbabian berdp
cubratam bk senagaimana dinaksoel dulum Passd GG
ruf e e bl [
Dokier,  tadon, seranwdis atdu dapoleker  vang
melarcilenn abozsl xaena wdikas kedusruratan medis
ataa revkhacap Kerhan Tindok PuZang ocrkosaan atau
Tinduk  Prdang kelkerasan lain wang
mienvebatkary kehamntvr selbegalinans dis siuddalam
Fiasal <03 wvat (4], sidox dipidana.

AR
TINDAR PTIXASNA TR IEATRAP TURDT

3ag.on Kesati
Permgaliiavaug

Fiasal dé:fq
» Drung yang melagakan perganiayann, dipidans
gam pidana pecyara pabng lama 2o dua tahon
fenary Bulan as idana denca paling banyik
kategar T
Jiki perbuatan sebagaimana dinukaud pacda avat (1
toergakibatian Luka Boeoar, dipidang denpon pldana
perura palog lama s (limal tahun,
Jika perbustan sehagmimana dineksul pada sval (1)
mezpakibatkon matinva nrang, dipdana dengan pidacia
peoiacn pacig lams, 7 Juit tadoo
Termusui colam pengamunyasn schagaomana almaksad
; (1] adalal porbuatan yaoe  owerusak

Percobann  melakvkoan Tindik Pudana schagaimarie,
dimaksiel paca wvar 12, tdak dinidara,

Pamal 407 . L.

SKONo Th1T61 A
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Pasal 467

Setiap Orang yang melakukan penganiayzan dengan
rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat} tahun.

Jika perbuatan sebagaimanus dimaksud pada ayvat (1)
mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana
penjara paling larna 7 (tujuh) tahun.

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menpa kibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 8 jsembilan) tahun.

Pasal 468

Setlap Orang yang mehikai berat orang lain, dipidana
karena penganiayvaan berat, dengan pidana penjara
paling lama 8 [delapan) tabun.

Jika perbuatan sebagaimena dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 {sepuluh} tahun.

Pazal 4649

Setiap Orang yang melakukan penganiayaan berat
dengan rencana lebih dahuly, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 12 [dua belas) tahun.

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat |1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 470

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466
sampai dengan Pasal 469, pidananya dapat ditambah
173 (satu per tiga), jika Tindak Pidana tersebut dilakukan:

a.

3K No 161162 A

terhadap Pejabat ketika atau karena menjalankan
tugasnya yang sah;

dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa
atau keschatan; atau

terhadap ibu atau Ayah.

Pasal 471 . ..
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Pasal 471

(1] SBelain penganiaysan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 467 dan Pasal 470, penganiayaan vang udak
menimbulkan  penyakit atau  halangan untuk
menjalankan profesi jabatan atau mala pencaharian,
dipidana karena penganiayaan ringan, dengan pidana
penjara paling lama 6 {enam) Bulan atau pidane denda
paling banyak kategori II.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya
atau menjadi bawahannya, pidananya dapat ditambah
1/3 (satu per tiga).

{3 Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

Bagizn Kedua
Penyerangan dan Perkelahian secara Berkelompolk

Pasal 472

Setiap Orang yang tunut scrta dalam penyerangan atau

perkelahian  yang melibatkan beberapa orang, selain

tanggung jawab masing masing terhadap Tindak Pidana yang
khusus dilakukan, dipidana dengan:

a. pidana penjara paling lama 2 {dua) tabhun 6 (enam)
Bulan atau pidana denda paling banyak Rategori 10, jika
penyerangan atau perkelahian terscbut mengakibatkan
Luka Berat, atay

b,  pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, jika
penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan
matinya orang.

Bagian Ketiga
Perkosaan
Pasal 473

{1} Betiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman
Kekerasan mcmaksa seseorang bersetubuh dengannya,
dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana
penjara paling lama 12 [dua belas) tahun.

(2) Termasuk . . .
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Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana
schagaimana dimeaksud pada ayat (1} meliputi
perbuatan:

a. porsctubuhan dengan sEseOrang dengan
persctujuannys, kKarena c¢rang tersebut percaya
bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang
sah;
persetubuhan dengan Anak;

¢, persetubuhan dengan seseocrang, padahal diketahui
bahwa orang lain tersebut datam keadaan pingsan
atau tidak berdaya; alau

d. persctubuhan dengan penyandang disabilitas
mental danfatau disabilitas intelektual dengan
metnberi atau menjanjikan gang atau Barang,
menyalahgunakan wibawa yang timbul dari
hubungan keadaan, atau dengan penyesatan
menggerakkannya uniuk melakukan atau
membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya,
padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui,

Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaarn,

jika dalam keadasn sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat {2) dengan cara:

4. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau
mulut orang lain;

k. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus
atau mulutnya sendiri; atau

«. memasukkan bagian lububnya yang bukan alat
kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin
atau anus orang lain,

Dalam hal Tindzak Pidana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1}, ayat (2] huruf ¢, ayat (2) huruf d, dan ayat (3}

dilakukan terhadap Anak, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 3 (tiga} tahun dan paling lama

15 (lima kelas) tahun dan pidana denda paling sedildit

kategorl IV dan paling banyak kategeori VIL

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {4} berlaky

Juga bagl Sctiap Orang yang memaksa Analk untuk

melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada

ayat (17, ayat (2] huruf ¢, ayat (2) huruf d, dun ayat {3)

dengarn orang lain,

6] Dalam . . .
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(6) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak
dilakukan penuntutan kecuali atas pengadusan Korban.

{7) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud
pada avat (1) sampai dengan ayat (3} mengakibatlkan
Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 15 [lima belas) tahun.

(8) Jika salah salu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampail dengan ayat {3] mengakibatkan
matinya orang, pidananya dapat ditambah 1/3 [satu per
tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat [1).

% Jika Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4}
adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah
perwaliannya, pidananya dapat ditarmbah 1/3 {satu per
tiga) dari ancaman pidana sebagaimansg dimaksud pada
ayat (4].

(10) Dalam hai Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat [9) dilakukan secara
bersama-sama dan bersekuti, atau dilakukan terhadap
sesegrang dalam keadaan behays, keadaan darurat,
situasi kanllik, bencana, atau perang, pidananya dapat
ditarnbah 1/3 [satu per tiga).

{11) Tindak Pidana scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampal dengan ayat (10 merupakan Tindak Pidana
kekerasan seksual.

BAB XXIII

TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN MATI ATAU LUKA
KARENA KEALPAAN

Paszal 474

(1} Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan
orang lain luka schingga timbul penvakit atau halangan
menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi
selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara
paling lama | (satu} tahun atau pidana denda paling
banyak kategori II,

[2) Setiap . . .
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[2] Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan
orang lain Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling
banyak kategori III.

(3} Betiap Orang yang karena kcalpaannya mengakibatkan
matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) whun atau pidana denda paling
banyak kategori V.

Pasal 475

(1) Jika Tindak Pidana secbagaimana dimaksud dalam
Pasal 474 dilakukan dalam menjalankan jabatan, mata
pencaharian, atau profesi, pidananya dapat ditambah
1/3 {satu per tiga).,

(2) Betiap Orang sebagmimana dimaksud pada ayat (1)
dapat juga dyatuhi pidana tambahan Therupa
pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 ayat {1) huruf ¢ dan pencabutan hak
sebageimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

BABE XXIV
TINDAK PIDANA PENCURIAN

Pasal 476

Setiap Orang yang mengamkbil suatu Barang yvang sebagian
atau seluruhnya mibk orang lain, dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian,
dengan pidana penjara paling lama 5 {lima) tahun atau
pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 477

(1} Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 {lujuh)
tahun atau pidana denda paling banyak kategori V,
Setiap Orang yang melakukan:

a. pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan;
b. pencurian benda purbakala;

¢, pencurian Ternak atau Barang yang merupakan
sumber mata pencahartan atau sumber nafkah
uiamd seseorang;

d. pencurian . . .
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puncnrian pada wkdu dos cehakaran, lediakan,
betncana alai, Kaepal karam, kRapal lecdamgeer
L liakaan Pesawat Udsra, kecelakaan kerela o
kmatlialonan Lialu BRI EES Jalan, T hiars,
pemberontidian, atau Perang:

procirian pada Mol dalant suats mamale ata
cidam pegaranpzan lertalun vang ada sumannya,
vang dilakakan oleh ararg vang sdanva i shticak
cliketaliun alao tndok dikenendaks vlel v bezhak.
pencirian dengan cara menasak, mednbeogkar
memorcng, memecal, Memanjat, rmemna<al Analk
Kurnci Palbo, menppanakar, periniaby palsa, oton,
memakal pakaian jgnatan palsn. untak Masuk ke
temput mclicoalkan Tindal Pidana amw sampat pada
Hararg vang diamhbil, aran

£f. pt‘n{'urian B0 eesama-saa dan hersckotu,

12) wika pecboatan scoagaumang dimeksod pada aya (1)
hurutf ¢ disertwi dengzan solah satu cora sebagalnans
dimnabkesud pacdi avai (1) heomf £ dan huee” g, dipicdana
dengan pidaria pergara suling lamo 9 (seenbulen) whun,

Posul 478

Julea Tindodk Brdana sebamsimana dimaksud dalam Pasal 176
Amin Pasal 477 aved [0 amal U odar buaral g Jitakukan Lidals
dalam sebuall rumab atav pexasangar. terutup vang ada
LAY, Gl T pa Barang vy docnciye Tcdiak lebah dar
RpoUG COL, L0 lime rdatus ctbu capiab), dipidaos kaceocw
Senourie ringarn, dengan pidiona denda aating bangad
watemnri 10

Pasal 47

1] Hetiap  Oroang  vang  melncckan  peacunan yong
cladabiali:, disertan, At dekul uengaee kekerssan aba
Ancarman Kekerasan rerhadop orang, dengan maksuc
etk niermpersiapkan atae mermnermudal percuara
zlau dualam nnl tertanglap tarpan, untuk
meniunokinlan dicinvo sendich atoog orang booe untui
tetnp mengunasal Banme yvang doouring, dipedane
dergan pidana perjara paling larma 9 {sembilanl b,

{21 Dipliana ...

S Mo I6LIET A
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Dipidana decngan  pidana  penjara  paling  lama
12 {dua belas) tahun, Setiap Orang yang melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. pada Malam dalam schuah rumah atau pckarangan
tertutup yang ada ramahnya, di jalan armoam, atau
di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang
berjalan,

b. pencurian dengan cara merusak, membongkar,
memotong, memeceh, Memanjat, memakal Anak
Kunci Palsu, mepggunakan perintah palgu, atay
memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke
tempat meiakukan Tindak Pidana atau sampai pada
Barang yang diambil;

c. yang mengakibatkan Luka Berat bagi orang; atau
d. secara bersama-sama dan bersekutu.
Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
atau aval |2) mengakibatkan matinya orang, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 {lima helas)
tahun.
Jika perbuatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengekibatkan Luka Berat alau imatitiya vrang yang
dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu disertai
dengan salah satu hal sebagaimana dimaksud pada
ayat [2) huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana
mati altau penjare seumur hidup ataul pidana penjara
paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 480

Sctiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476
sampal dengan Pasal 479 dapat dijatuhi pidana tembahan
berupa pencabulan hak sebageimanz dimaksud dalam
Pasal 86 hurufa, huraf b, hurul ¢, danfatau huruf d.

(M

Pasal 481
Penuntmtan  pidana  tidak dilakukan jika yang
melakukan salsh satu Tindak Fidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 475 sampai dengan Pasal 470
merupakan suami atau istri Korban Tindak Pidana yang
tidak termsah meja dan tempat tidur alau tidek terpisah
Harta Kelkayaan,

(2) Penuntutan . . .
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(2] Penuntutan pidana hanya dapat dilakukan atas
pengaduan Korban jika pelaku sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan suami atau istri Korban
Tindak Pidana yang terpisah meja dan lempal tidur atau
terpisah Harta Kekayaan, atau merupalkan keluarga
sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun
dalam garis menyamping sampai derajat kedua,

{3) Dalam masyarekat yang menggunakan sistem

matriarkat, pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang
lain yang menjalankan Kekuasaan Ayah,

BAB XXV
TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN

Pasal 482

(1) Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara
paling lama 9 (sembilan] tahun, Setiap Orang vang
dengan maksud unlik menguntungkan dirl sendir atay
orang lain sccara melawan hukum, memaksa orang
dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan uniuk:

a. memhberikan suatu Barang, vang scbagian atau
selurubnya milik orang tersebut atau milik orang
lain; atau

b. memberi utang, mesmbuat pengakuan utang, atan
menghapuskan piutang,
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479
ayat (2] sampai dengan ayat () berlaku juga bagi
pemerasan sehagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pasal 483

(1] Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling
banyak kategori 1V, Setiap Orang yang dengan maksud
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran
atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan
membuka rahasia, memaksa orang supaya:

a. memberikan ...
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a. memberikan svatu Barang yang sebaglan atau
seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang
lain; atau

b. memberi dtang, membuat pengakuan utang, atau
menghapuskan piutang,

[2} Tindak Pidana schbagaimana diraksud pade avat (1)
hanya dapat dituntut atas pengaduan Korban Tindak

Pidana,

Pasal 484

Kelentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 berlaku
juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 482 dan Pa=al 443,

Pasal 485

Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 dan
Pasal 483 dapat dijatubi pidana tambahan sebagaimana
cdimnaksud dalam Pasal 86 huruf a, harafl b, hural <,
dan/atau huruf d.

BAB XXV
TINDAK FIDANA FENGGELAPAN

Paszl 436

Setiap Orang yang secara melawan hulam memiliki suatu
Barang yang sebagian atan seluruhnya milik orang lain, yang
ada dulam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana,
dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling
lama 4 (empat} tahun atau pidanu denda paling banyak
kategori IV.

Pasal 487

Jika yang digelapkan bukan Ternak atau Burang yang bukan
sumber mata pencaharian atau nafkah yang nilainya tidak
lebih dar Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah), Setiap Crang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, dipidana karena
penggelapan ringan, dengan pidana denda paling banyak
kategori II.

Pasal 488 . ..
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Pasal 488

Dalam hal perbuatan  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 485 dilakukan olch orang vang penguasaannva
terhadap Barang tcrsebut karcna ada hubungan kerja,
karena profesinya, atau karcna mendapat upah untuk
penguasasn Barang tersebut, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling
banyak kategori V.

Pasal 489

Dalam hal perbualan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 486 dilakukan cleh orang yang menerima Barang dari
orang lain yang karena terpaksa menyerahkan Barang
padanya uniuk disimpan atau eoleh weli, pengampu,
pengurus atau pelaksana Surat wasiat, pengurus lembaga
sasial atau yavasan terhadap Barang yang dikuasainya,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 490

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 berlaku
juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 486 sarpai dengan Pasal 489,

Pasal 491

(1) SBetiap Orang schagaimana dimaksud dalam Pasal 486,
Pagal 488, atau Pasal 489, dapat dijatuhi pidana
tambahan berupa pengumwman putusan  hakim
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1] hurufc
dan pencabutan hak saw atau lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal #6.

{2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesinya,
pelaku  dapat dijatuhi pidapa  tambahan  berupa
pencabllun halk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86
huruf I

BAB XXVIL. ..
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BAB XXVl
TINDAK PIDANA PERBUATAN CURANG

Pasal 492

Setlap Orang yang dengan muksud menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan
memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan
tipu muslihal altau rangkaian kata bohong, menggerakkan
orang supaya menyerahkan suatu Barang, mermben utang,
membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang,
dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling
lama 4 (crpat] tahun atau pidana denda paling banyak
kategori V.

Pasal 493
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 {dua) tahun
atau pidana denda paling banyak kategori 1V, penjual vang
menipu pembeli:
a.  dengan menyerahkan Barang lain sclain yang telah
ditentukan oleh pembeli; atau
b.  tentang keadaar, sifat, atau banyaknva Barang yang
diserahkan.

Pasal 494

Dipidana karena penipuan ringan dengan pidana denda

paling banyak kategori 11, jika:

a.  Barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 492 bukan Ternak, bukan sumber mata
pencaharian, utang, atau piutang yang nilainya tidak
lebih dari Rpl.000.060,00 (satu juta rupiahj; atau

b. nilai kcuntungan yang diperoleh tidak lebih  dari
Rpl1.600.000,00 (satu jula rupiah] bagi peclakn
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493.

Pasal 495
Setiap Orang yang melakukan perbuatan dengan cara
curang yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian
ekonomi, melalui pengakuan palsu alau dengan tdak
memberitahukan keadaan yang sebenarnya, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau
pidana denda paling banyak kategori I,

Pasal 496 . , .
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Pasal 496

Setiap Orang yang memperolel secara curang suatu jasa
untuk diri sendiri atan orang lain dari pihak ketiga tanpa
membayar penuh penggunaan jasa tersebut dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda
paling banyak kategori 1.

Pasal 497
Setiap Orang yang menjadikan sebagal mata pencaharian
atau kebiasaan membeli Barang dengan maksud untuk
menguasai Barang lersebut bagi diri sendiri atau orang lain
lanpa melunasi pembayaran, dipidana dengan  pidana
perijara paling lama 5 (lima) tohun atau pidana denda paling
banyak kategori V.

Pazal 498

Setiap Orang yang dengan tipu muslihat menyesatkan
penanggung asuransi mengenal hal yang berhubungan
dengan asuransi sehingga penanggung asuransi lersebut
membuat perjanjian yang tidak akan dibuainya dengan
syaral ysng demikian jika dikctahui keadaan vang
sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama
1 [satu) tahun € {enam) Bulan atau pidana denda paling
banyak kategori ITL.

Pazal 499

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 [enam) tahun
atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang
vang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang
lain =mecara melawan hukum merugikan penanggung
asuransi atau orang vang dengan sah memegang Surat
penanggungan Barang di kendaraan angkutan, dengan:

a. membakar atau menyebabkan ledakan suatu Barang
yang Masuk asuransi kebakaran sehingua lidak dapat
dipakai lagi;

b. menenggelamken, mendamparkan, merusak,
menghancurkan, atau membuat sehingga tidak dapat
dipakai lagi Kapal yang diasuransikan atan yang
muatannya diasuransikan  atau  yang upah
pengangkutannya yang akan dibayar telah
digsuransikan atau yang uoluk melengkapi Kapal
tersebut  telah  diberikan  uang pitjaman  atas
tanppungan Kapal tersebut; atay

c. merusak . ..
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<. merusak, menghancurkan, ataun membuat schingga
tidak dapat dipakai lagi kendaraan yang diasuransikan
atau vang muatannya diasuransikan atau yang upah
pengangkutannya yang akan dibayar telah
diasuransikan atau yang untuk melengkapi kendaraan
tersebut  telah diberikan  uang pinjaman  atas
langpungan kendarasan tersebut.

Pasal 500

Setiap Orang yang melakukan perbuatan secara curang
untuk membuat keliru orang banyak atau crang tertentu
dengan maksud untuk mendirikan atau memperbesar hasil
perdapangennya atou perusahaan sendiri atau kepunyaan
orang lain, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi
sgingannya atau saingan orang lain tersebut, dipidana
karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling
lama 2 {dua) tabun atau pidana denda paling banyak
kategor 01

Pasal 501

Pemegang konosemen yang membebani salinan konosemen
dengan perjanjian timbal balik dengan beberapa orang
penerima Barang yang bersangkutan, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 {Lga) tahun alau pidana denda
paling banyak kategori [V,

Pasal 5G2

Dipidana dengan pidana penjara paling lama $ (lima) tahun

atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang

yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang
lain sccara melawan hukum:

a.  menjual, menukar, stsu membebam dengan ikatan
kredit suatu hak menggunakan tanah negara atau
rumsah, usaha tanaman atau pembibitan di atas tanah
tcmpat crang menggunakan hak atas tanah tersebut,
padahal crang lain berhak atau turut berhak atas tanah
atau Barang tersebut;

b. menjual, menukar, atau membcbani dengan ikatan
kredit suatu hak menggunakan tanah negara atau
rumah, usaha tanaman atau pembibilan di atas tanah
temnpal orang menggunakan hak alas tanah ersebut,
padahal tanah alau Barang lersebul sudah dibebani
dengan ikatan kredit, tetapi tidak memberitahukan hal
tersebut kepada pibuk yang lain:

c. membebani . . .
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memnbebuni dengan dkaran kredu suata
rrengEunakan anal nepgara dengan menvemhuonyiknn
kepade  pihaag Iain, padabal ranab Aemipa, orsig,
cieuppunakan hak tersebuc sudal dijaminksn:
renjaminkas aron menvewnloin schidang tanah e pat
urriy mengpunAkan hok atas tanah tersebut. padaiia.
orang Loy berhak st cirul berhak  ctas lanak
tersehig

menvewakar, menjual atan menckarkar tanats vang,
tealt digadatkan taopa membericabukan kepada pituk
rang lain babws tinsh ity wlah digadaikan atszo

TS NYEWARAT SULHTIE Llanith Lempas 0rIng
mengeunakan hak alas timab dersebhod uniuk janeka
waktu ertenng, pedahal tanah tersebut juga telah
diaewa ki kepacs srang i,

Pasal w03

Setap twraag yang mencal,  menssearkan,  aleu
wvrpverabznn Barang beoepa makaman, menman, atan
obat. yang dikeahuings palso dan menyciabianyikan
keprlzuan ilu, thpudana dengan pidano penjora palow
Tt T [lima] salian atan pidana denda pueang banvak
Kategori v,
Jika Tindak  Pudeng scoagaimanag dimaksud pada
aval (1) mengakizalkan Luga derct atau penvakic,
dipidame dengan vidana penjara paling Tams 7 upuk)
T,
Jdiwa Tinelaie 1 : durang dirnsksud  paca
: va orang, dipidana dengan
mapalingg T M iser bilac] teboe

Posul 30

ang uonwelake SPOC U KeL PADIpAD ik
menggilaukal, Labwn toooaudis bangien
mpaul ambang batas magsicium vang ditelaplan oeh
LT WilDLE, ])L‘.]".‘\.'(_‘Ildll,i_—_f, Tl I:lL'TlggL.lnilkE]n hithan wrang
g sehagm hanan Lambanan, diputlons dengae pidana
Perajard palie ldcia 5 Jimal imhon armu pidana denda peling

hanvak kategori V.

Pasal RO L
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Pasal 505

Setiap Orang vang dengan maksud menguntungkan diri
sendirl atau orang lain secara melawan hukum, merusak,
menghancurkan, memindahkan, membuang, atau membuat
sehingga tidak dapat dipakai lagi Barang yang digunakan
untuk menentukan batas pekarangan atau batas hak atas
lanah yany sah, dipidans dengan pidana penjura paling lama
3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pagal 506

Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri
sendirl atau orang lain secara melawan hulum, menyiarkan
kabar bohong yang mengakibatkan naik atau turunnya
harga Barang dagangan, dane, transaksi keuangan, atau
Surat herharga dipidana dengan pidana penjara paling lama
3 (Uga) tahun alau pidana denda paling banyak kalegori 1V.

Pasal 507

Betiap Orang yang dalam menjualkan atau menolong
menjualkan Surat utang suatu negara atau bagian dari
negara  tersebut, saham atau Surat utang darn suatu
perkumpulan, yayasan, atau persercan, memengaruhi
supaya membeli  atau  ikut  mengambil | bagian,
menyvembunyiken atau menutupr keadaan atau hal vang
sehbenarnya, atau memberikan harapan palsu, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 [empat) tahun atau
pidana denda paling banyak kategari V.

Pasal 508
Pengusaha, pengurus, atau komisarls Korporasi vang
mengumumkan keadaan atau necraca yang tidak benar,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
6 [enam) Bulan atau pidapa denda paling banyak kategeri 11,

Pasal 509

Dipidana derngan pidana perjara paling lama 1 [satu) tahun
atau pidana denda paling banyak kategori [1I:

a. advokat . . .
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adlvozat yang memasukkan atsu memin s, tkliun
dalirm Surat gugatan atau permooliotnn censio atam
permohenan padi, kelecangaer fenlacg termpat Ungeal
atau kediaman tergugat atau debhinaz, padabal d:ketstd
atal patut diduws Babwas o keterangan te-sebut
pertentangan dengan keadazn valy, seburmrnv,

SUALLL At 3800 vargs  mlespauiill pugdlan slau
acrmehonan ceral yang metmberikan kelerangen vang
erenlacnaa duengan kewdasn vang sehenernys
adveka: sebagamone dimeaksed dalar b

credilur vang mengajuxan penmolonan pailil vang
membenkan  xeterangan yang bertentangan densan
eaciadn yan selenarnva keprda adveokal sebognimana
dimaksud dolam buenf @

Pasal 510
Hetentuan pidans sebupaimana dimalksad da'am Hasal 441
besaku cuga bagi Tindgk Pidana schawiiname Gimaksnd
duam Pasal 4 sampal denpan Pasal BOY, kecuali
kuturluan sebagannass dimazsod am Fasal 509 harat b,

BaAR AT
TIMOAE PITIANA TERHADIAR KEPRERCAY AN 1IALAY MERIALANSAN USAHA

Gugiun Kosulu
Ferhuiaran Merugikar: dan Penipuen terheedap Kreditar

Danal 511

Pesusabig vang cdinvarakan padil Alau yang dizinlan
melepaskan barta benderya menurut putusan prngadilan
dipidana Kaceno merugikan krediloe, dengen pidane penfara
i | dsalu) telom & fenam) Halan atan paelasiac defdu
g ook kstegnr T jika:
licdup terlaln Bores;

duniman maksud menangguhkon kepa ity
meminjam  nang dengar sasla oeranjisn vang
ieemberatkusnyva,  sedung diketahuinva pinjaman
rerarhui ticsk akan dapst mencegabnya jalub nailiyg
aladu

L thdak oL
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tdisk ddepal memnperlihaskan dolam keadoan wtuh buku,
Fural yang beral catatar vane nwenggambackan
keadann kekavaan perusahaan, dan Saret lsin yang
tiaras daobue darn disimparn, sesune dengan setentian
peraliian perotding undangen.

Pzl 512

Peoisaba vang dhinyeiaican pailis oo varg diizinkan

clepaskan harta bendinya herdasackan putusan

penradilan, dipidana karsna memagiken Ereditur socara
curang, dengan pidans aong lutnyg 7 {luaah] tahun
atau pidana denda salwe baryak koegar VT, jika:

. MENZRTINE Ugaang RS clak
mempuriangeurg awablcan keunnmangan, atau menarik
Raranyg dar Tarta benda eilik perusahaang
melepaskan Baraog mulik servsaliaan, bak cdenuan
uma-cuma nadsun dengar barga jach 31 hawab
Farr e
denpan aara menguntungkan salah searang kredimar
padda wakou paiin atoo pada saat dibkewsho babwa
keadanr pailit tersebut tida.s dapan dwcegats; atan

koomermnenabl kewsjiban antuk mencatat sesala
SCBLIUL CengEn ketentaa:n preranata
oncang-1nlangsan, LTy L LA dan
memperlilatkan buku, Svretl, den Sucat lainmes
detaapriznana imakasud dolam Pasal S buraf o,

Pasal A
Tindak Pidana senagaimasia disnaksud dalam Pasal 500 dan

Pasa. OL2 dapat jugs dilagiican oei Korporasi.

Pasal 314

Piniciara Karens procpuarn hak keedvgr slenpan padana
peajara paling o 3 (o) tabon s pidens denda paling
avvak kategord VI SBetlap Orang yeng:

Wi menaritke L

3K No 161!
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a.  menarik bayaran baik dari piulang vang belum maupun
vang sudah jawh lempe padahal debitur telah
mengetahui  bahwa  kepailitann  atay pemberesan
perusahaan debitur sudah dimohonkan atau schagai
hasil perundingan dengan debitur, pada waktu
pelepasann harta  benda  berdasarkan  putusan
pengadilan, kepailitan, atau  diperintshkan oleh
pengadilan melakukan pemberesan perusahaan, atau
pada waktu diketahui atau patut diduga akan terjadi
salab saty hal tersebut dan kemudian pelepasan harta
benda, kepailitan, atau pemberesan perusahaan
tersebut benar-benar terjadi; atau

k. mengarang-ngarang adanya piutang vang tidak ada
atuu memperbesar jumlah piutang yang ada, pada
waktu verifikasi piutang dalam pelepasan harts benda
berdasarkan putusan pengadilan, kepailitan, atau
pemberesan perusahaan.

Pasal 515
Setiap Orang yang dinyalakan dalam keadaan tidak mampu
atau jika yang bersangkutan bukan Pengusaha, dinyatakan
pailit atau berdasarkan putusan pengadilan diizinkan
melepaskan harta bendanya, sccara curang mengurangi hak
dari  krediturnya dengan mengarang-ngarang utang,
menyembunyikan pendapatan, menarik Barang dari harta
bendanya, atau melepaskan Barang dengan cuma-cuma
maupun dengan nyata-nyata di bawah harganya, atau pada
waklu ketidakmampuannya, pelepasan harta bendanya atau
kepailitannya, atau pada wakio mengeltahui bahwa salah
satl dari keadaan rersebut tidak dapat dicegah lagi,
menguntungkan salah scorang krediturnya dengan cara apa
pun juga, dipidana dengan pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun atau midana denda paling banvak kategori VI.

Bapian kedua
Perbuatan Curang Pengurus atau Komisaris

Pasal 516
Pengurus atau komisgris suatu Knrporasi yang dinyatzkan
pailit atau yang diperintabkan melakukan pemberesan
perasahaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama
1 {satu} tahun 6 {enam] Bulan atau pidana denda paling
banyak kalegori VI, jika:

a, memudahkan _ . .
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a. memudahkan atau mengizinkan  dilakukannya
perbuatan  yang  bertentangan dengan  angpgaran
dagarnya vang mengakibatkan kerugian Korporasi;

b. dengan meksud menang@uhkan  kepailitan  atau
pemberesan perusahaan, tnermudati kan atau
mengizinkan meminjam Uang dengan syarat yang
memberatkan, padahal diketahui bahwa keadaan pailit
atau pemberesan perusahaan tersebut tidak dapat
dicegah; atau

¢.  tidak memenuhi kewsjiban untuk menyelenggarakan
pencatatan sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan
peraturan perundang-undangan atau tidak dapat
memperlihatkan  catatan  dalam  keadaan vyang
schocnarnya.

Pasal 517

Pengurus atau komisaris Korpoerasi yang dinyatakan pailit
atau yang diperintahkan  melakukan  pembercsan
perusahaan berdasarkan putusan pengadilan secara curang
mengurangl  hak kreditur dengan cara  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 512, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak
kategori V1.

Pasal 518

Pengurus atau komisaris Korporasi di luar ketentuan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 516, yang membaniu
atan mengizinkan perbuatan yang bertentangan dengan
anggaran dasar yang mengakibatkan Korporasi tersebut
tidak dapat memenuhi kewajibannya atag harus
dibubarkan, dipidana dengan pidana denda paling banyak
kategori V1.

Bagian Ketiga
Perdamaian untuk Mernperoleh Keuntungan

Pasal 519
Dipiduna dengan pidana penjara paling lama 1 {satu) tahun
& [enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori I11:

a. kreditur . . .
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kreditur yang menyetujul tawaran perdamaian di sidang
pengadilan karena telah mengadakan persetujuan
dengan debitur atau dengan pihak ketiga dan meminta
keuntungan khusus; atau

debitur yang menyetujui tawaran perdamaian di sidang
pengadilan karena telah mengadakan persetlujuan
dengan kreditar atau dengan pihak ketiga dan meminta
keuntungan khusus.

Bagian Kecrapat
Penarikan Barang Tanpa Hak

Fasal 520

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 {tiga)

tahun atau pidana denda paling banyak kategori Vv,

Setiap Orang yang:

a. menarik sebagian atan seluruh Barang miliknya
atall Barang milik orang lain untuk keperluan
pemiliknya, dari orang lain yang mempunyai hak
gadai, hak menahan, hak pungut hasil, atau hak
pakai atas Barang tersebut;

b. menarik sebagian atau scluruh Barang miliknya
atau Barang milik eorang lain untuk keperlian
pemiliknya, dari perjanjian uatang  hak  atas
tanggungan atas Barang tersebut, dengan
merugikan orang yang berpiutang hak atas
tanggungan tersebut;

¢. menarik schagian atau seluruh Barang vang clehnya
dibebani ikatan panen, atau untuk yang mcmberi
ikatan menarik suatu Barang yang oleh orang lain
dibcbani ikatan pancn dengan merugikan pemegang
ikatan lersebul; alau

d. menarik sebagian atau seluruh Barang miliknya
atau uniuk keperluan pemilik dar ikatan kredit atas
Barang tersebut dengan merugikan pemegang
kredit.

Kelentuan pidana  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 451 berlaku juga bag Tindak Pidana sehagaimana
dimaksud pada ayat [1).

BABE XXIX . ..
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BAB XX1X

TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN PENGHANCURAN BARANG DAN
BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Perusakan dan Penghancuran Barang

Pasal 521

(1] Sctiap Orang yang sccara meclawan hukum merusale,
menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau
menghilangkan Barang yang gedung atau seluruhnya
milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun & (enam} Bulan atau pidana denda
paling banyak kategori [V,

[2) Jika Tindak Pidana schagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatken kerugian yang nilainya tidak
lehik dari RpSG0.000,00 (ima ratus ribu rupiah), pelaku
Tindak Pidana dipidana dengan pidana perjara paling
lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda puling banyak
kategori 11,

Bagian Kedua

Perusakan dan Penghancuran Bangunan Gedung

Pasal 522

Setiap Orang yang secara melawan hukum  merusak
bangunan gedung untuk sarana, prasarana, danfatau
fasilitas pelayanan publik, dipitana dengan pidana penjara
paling lama 3 {liga) tahun atau pidana denda paling banyak
katcgori [V.

Pasgal 523

Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan
atau mernbuat tidak dapat dipakai bangunan gedung untuk
sarani, prasarana, danfatau fasilitas pelayanan publik,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)] tahun
atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 524 . ..
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Pasal 524

Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan
bangunan gedung rusak, hancur, atau tidak dapat dipakai
lagi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun atau pidana denda paling banyak kategori IILL

Pasal 525
Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan
atau membuat tidak dapat dipakai bangunan gedung, Kapal,
kereta api, atau alat transporasi massal lain yang sebagian
atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 {enam) tahun atau pidana denda paling
banyak kategori V.

Pasal 526
Ketentuan schagaimana dimaksud dalam Pasal 481 berlaku
juga bagi Tindak Piduna sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 521 sampai dengan Pasal 525.

BAB XXX
TINDAK PIDANA JABATAN

Bagian Kesatu
Penvlakan alau Pengabaian Tugas yang Diminta

Pasal 327

Secrang komandan Tentara Nasional Indonesia yang
menolak alau mengabaikan permintaan pemberian bantuan
kekuatan di bawah perintahnya ketika diminta cleh pejabat
yang herwenang menurut Undang-Undang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 {empat) tahun.

Pasal 528
{1] Pejabat sipil vang meminta bantuan Tentara Nasional
Indonesia atau Kepolisian Wegara Republik Indonesia
untulk melawan pelaksanaan peraturan perundang-
undangan atau perintabh yang sah dari Pejabat vang
berwenang, putusan pengadilan, alau Surat perintah
pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling

lama S (lima)] tahun.

(2p Jika . . .
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[2}) Jika pelaksansan peraturan perundang-undangan atau
perintah yang sah dari Pejabat yang berwenang,
putusan pengadilan, atau Surat perintah pengadilan
terhalang karena permintaan sebagaimana dimaksod
pada awat (1}, Pejabart sipil tersebut dipidana dengan
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Bagian Kedua
Tindak Pidana Paksaan dan Tindak Pidana Penviksaan

Pasal 529
Pejabat yanp dalam perkara pidana memaksa seseoprang
untuk mengaku atau memberi keterangan, dipidana dengan
pidana petjara paling lama 4 fempat) tahua.

Pasal 330

Setiap Pejabat atau orang lain yang bertindak dalam suatu
kapasitas Pcjabat reami, atau orang yang bertindak karena
digerakkan atau sepengelahuan Pejabat publik melakukan
perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik atau mental
terhadep seseorang dengan tujuan untuk memperoleh
informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau ocrang
ketiga, menghukumnya atas perbuaian yang dilakukan atan
disangkakan telah dilakukan olehnya atau orang ketiga, atau
melakukan intimidasi atan memaksa orang tersebut atau
nrang@ ketiga atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam
segala bentuknya, dipidana dengan pidana penjara paling
laima 7 {tujuh) tahun.

Bagian Ketiga
Penyvalahgunzan Jabatan atau Kewenangan

Pasal 531

(1} Pejabat yang ditugaskan menjaga orang yang ditahan
menurul perintah  Pejabal yang berwenang atau
pulusani atau penetapan pengadilan, membiarkan orang
tersebut melarikan diri, melepaskan orang tersebut,
atau menolong orang lersebut pads waktu dilepaskan
atau melepaskan diri, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 [empat] tahun.

{2} Pejabat . _ .
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{2) Pejabat sebagaimana dimaksud pade ayat (1) vang
karena kealpasannya mengakibatkan orang yang ditahan
melarikan diri, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 {satu) tahun.

Pusal 532

(1) Dipidana dengan pidana penjarg paling lama 4 (empat)
tahun, Pejabat vang:

a, mempunyai tugas sebagai penyidik Tindak Pidana
tidak memenuhi permintaan untuk menyatakan
bahwa ada orang yang dirampas kemerdekaannya
secara metawan hukum atan tidak memberitahukan
hal tersebut dengan segera kepada atasannya; atau

b. dalam menjalankan tugasnya, mengetahul babwa
ada orang yang dirampas kemerdekaannya secara
melawan  hukum, tidak memberitahukan hal
tersebut dengan scgera kepada Pejabat yang
bertugas sebagai penyidik Tindak Pidana.

(2} Pejabat yang karena kealpasnnya tidak memenuhi
kewajiban  sebagaimana dimaksud pada ayal {1),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
Bulan atau pidana denda paling banyak kategori 111

Pasal 533

Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan
Negara, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Kepala
Lembaga Penempatan Anak Scmentara, atau Kepala Rumah
Sakit Jiwa yang menolak permintaan yang sah dari Pejabat
yang berwenang agar menunjukkan orang, memperlihatkan
daftar tentang data orang yang dimasukkan ke dalam tempat
tersebut  memperlihatkan  putusan  atau  penetapan
pengadilan, atau memperlinatkann  Surat  lain yung
berdasarkan ketentuan peraluran perundang-undangan
harus dipenchi untuk memasukkan orang ke tempat
tersebut, dipidana dengsn pidana penjara paling lama
1 (satu] tahun 6 [enam) Bulan.

Pasal 534 . . .
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Pasal 534

Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan
Negara, Kepala Lembaga Fembinaan Khusus Anak, Kepala
Lernbaga Penempatan Anak Sementara, atau Kepala Rumah
Sakit Jiwa yvang memasukkan orang ke tempat tersebut
tanpa meminta ditunjukkan padanya putusan atau
penctapan pengadilan, atau Surat lain yang harus dipenuhi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
atau tidak mencatat dalam daftar tentang data orang yang
dimasukkan tersebut, dipidana dengsn pidana penjara
paling lama 6 (enam) Bulan atan pidana denda paling banyak
kategori 11,

Pasal 5335

Dipidana denpan pidana penjara paling lama 1 {satu) lahun
& (enam) Bulan, Pejabat yang:

a. melampaui kewenangannya alau tatipa memperhatikan
tata cara  sesuai  dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan, memaksa Masuk ke dalam
rumah atay ruangan atau pekarangan yang tertutup
yang dipakai oleh arang lain, atau serara melawan
hukum bherada di tempat terscbut, tidak segera pergi
setelah ditegur oleh atau atas nama orang yang berhale
atan

b. pada waktu menggeledah  rumah  melampaui
kewenangannya atau tanpa memperhatikan tata cara
sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan, memeriksa, menyita Surat, buku, atau
Barang bukti lainnya,

Fasal 536

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 [tiga) tahun

atau pidana denda paling banyak kategori IV, Pgjabat yang:

a. melampani kewcnangannya menminta arang
memperlihatkan Kepadanya atau merampas Soaraf,
kartu pos, Barang, atau paket yang dipercayakan
kepada suatu lembaga pengangkulan alau jasa
pengiriman umum; atay

b. melampawm . . .
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b. melampaui kewenangatinya meminta penyelenggara
sistemn elektronik memberikan dokumen dan Informasi
Elektronik mengenai komunikasi yang terjadi melalui
Jejaring sistem eleklronik tersebut.

Pasal 337

Dipidana dengan pidana penjara paling lama S (lima) tahun

atau pidana denda paling banyak kategori TV, Pejabat suatyy

lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan Surat atau

Barang yang:

8. memberikan Sural, kuartu pos, Barang, atau paket
kepada orang lain sclain yang berhak;

b.  merusak, memusnahkan, atau menghilangikan Surat,
kartu pes, Barang, atau paleet tersebut;

c. mengubah isi Surat, kartu pos, Barang, atau paket
Lersebut; atau

d. mengambil untuk diri sendiri suawm Barang di dalam
Surat atau pakel.

Pasal 538

Pejabat  swatu  lembaga yang bertugas di  bidang
pengangkutan Surat atau Barang yang membiarkan orang
lain meclakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 537 dan/atau membantu orang lain tersebut
dalamn melakukan perbuatennya, dipidana dengan pidana
penjara paling lama S {lima) tahun atan pidana denda paling
banyak kategori IV.

Pasal 539

(1) Pegjabat  yang berwenang vang melangsungkan
perkawinan seseorang, padahal mengctahui bahwa
perkawinan yang ada pada waktu itu menjadi halangan
yang sah baginya untuk kawin lagi dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 [empat] tahun 6 {ehain)
Bulan.

{2) Pegjabat yang berwenang yang melangsungkan
perkawinan seseorany, padahal mengetahui bahwa
perkawinan terscbut ada halangan yang sah selain
halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (lima) tahun.

Pasal 540 . ..
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Pasal 540

Pejabat yang berwenang yang mengeluarkan salinan atau
petikan putusan pengadilan sebelum puatusan
ditandatangani sebagaimana mestinya, dipidana dengan
prdana penjara paling lama 1 [satu) tahun atau pidana denda
peling banyak ketegori 111

Pasal 541

Mantan Pejabat yang tanpa izin Pejabat yang berwenang
menahan Surat dinas yang ada padanya, dipidana dengan
pidana penjara paling lame & {enam} Bulan atau pidana
denda paling banyak kategori 11

BAB XXXI
TINDAK PIDANA PELAYARAN

Bagian Kesatu

Pembajakan dan Kekerasan terhadap dan di atas Kapal

Pasal 542

Sctinp Orang yang menggunakan Kapal uantuk menahan atau
melakukan Kekerasan atau Anceman Kekerasan terhadap
Kapal lain atau terhadap orang alaw Barang vang berada di
atas Kapal di laul lepas atau di suata tempat di luar
yurisdiksi pepara manapun dengan maksud untuk
menguasal orang atau menguasal ataw memiliki Kapal atau
Barang secara melawan hukum, dipidana karena
pembgjakan di laat denpan pidana penjara paling lama
12 (dua belas) tahun.

Pasal 543

{1} Setiap Orang yang < darat atau di air sekitar pantal
atan di muara sungai melakukan Kekermsan atau
Ancaman Kekerazan terhadap orang atau Baranpg di
tempat tcrsebut sctelah terlehih dahulu menyeberang)
lautan, dipidana dengan pidana penjara paling lama
12 |dua belas) tahun,

i2) Setiap . . .

270| Pembaharuan Sistem Hukum Pidana



SK No 161189 A

PRESIDEN
'REPUBLIK INDONESIA

- 1849 -

(2] Seliap OQrang yang menggunpkan Kapal melakukan
Kekernsan atan Ancaman Kekerasan terhadap Kapal
lain alau terhadap orang alau Barang di perairan
[ndonesia untuk menguasal orang ataw menguasai atau
memiliki Kapal atau Barang secara melawan hukum,
dipidana dengan pdana yang sama dengan pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat [1}.

Pasal 544
Setiap Orang yang mclakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 342 dan Pasal 543 vyang
mengakibatkan:
a.  Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama
15 {lima belas) tabun; atau
b. ratinya orang dipidana dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling lama 20 {dua puluh}
tahun.

Pagal 545

Setiap Orang yang:

a. bekeria sebagal Nakhoda atau melakukan profesi
sebagai Nakhoda pada Kapal, padahal diketahui bahwa
Kapal tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan
achagaimana dimaksud dalam Pasal 542 dan Pasal 543,
dipidana dengan pidana penjara paling lama
12 [dua belas) talman; atan

b. bekerja sebagai Anak Buah Kapal, padahal diketahui
bahwa Kapal tersebut digunakan untuk melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 dan
Pasal 543, dipidana dengan pidana penjara paling lama
9 (sembilan) tahun.

Pasal 246
(1] Setiap Orang yang menyerahkan Kapal Indonesia ke
dalam kekuasaan orang yang melakukan perbuatan
sebagaimana dimatsud dalam Pasal 542 dan Pasal 543,
dipidana dengan pidana penjara paling lama
10 {sepuluh) tahun.
(2) Dalam hal perbualan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Nakhoda, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 12 [dua belas) tahun.

Pasal 547 . ..
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Paral 547

Setiap Penumpang Kapal I[ndonesia yang merampas
kekuasaan alas Kapal tersebul, dipidana dengan pidana
penjara paling lama & {enam) tabun,

Pasal 548
Nakhoda Kapal Indonesia yang mengambil alibh atau menarik
Kapal dari pemiliknya atau dari Pengusaha vang memiliki
dan memakai Kapal lersebul untuk keuntangan diti sendiri,
dipidans dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan)
tahun

Bagian Kedua
Pemalsuan Surat Keterangan Kapal dan Laporan Palsu

Pasal 549
Nakhoda Kapal Indonesia yang membuat atau meminta
orang lain untuk membuat Surat keterangan Kapal yvang
diketahui bahwa isi Surat keterangan tersebut bertentangan
dengan yang sctbenarnya, dipidana dengan pidana pecnjara
paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 550

Sctiap Orang yang untuk mcmenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan  mengenai  pendaftaran Kapal,
memperbibhatkan Surat keterangan yang diketahui bahwa isi
Surat ketcrangan terscbut bertentangan  dengan yang
sehenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori [V,

Pasal 551

Dipidana dengan pidana penjara paling lama B8 (delapan)

tahun, Setiap Orang yang:

a, membuat ataun  meminta oerang lain  untuk
mencantumkan keterangan palsu dalam berita acara
suatu keterangan Kapal tentang suatu keadaan yang
kebenarannya harus dinyatakan dalam akta, dengan
maksud untuk mengpgunakan sendici atau menyuruh
orang lain menggunakan akta tersebut scolah-olah
keterangan dalam berita acara sesuai dengan yang
sebenarnya jika karena penggunaan akta tersebut dapat
menimbulkan kerugian; atau

b. menggunakan . . .
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menggunakan akta sebagaimana dimaksud dalam
huruf & seolah-olah  isinya sesual dengan yang
sebenarnya jika karcna penggunaan akta tersebut dapat
menimbulkan kerugian.

Pasal 552

Mekhoda yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri
atau orang lain, membuat atau memberikan laporan palsu
tentang kecelakaan Kapal vang dipimpinnya alau Kapal lain,
dipidana dengan pidana penjara paling lama & [enam) tabun
atau pidana denda paling banyak kategori IV,

Bagian Ketiga

Penyerangan, Pemberontakan, dan Pembangkangan di Kapal

SK No 161191 A
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(2)

Pasal 553

Dipidana karcna penyerangan di Kapal dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tabun atau pidana denda
paling banyak kategori III:

a. Penumpang Kapal Indonesia vang di atas Kapal
menyerang  atau melawan  Nakhoda  dengan
Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan
maksud merampas kebebasannya untuk bergerak;
atau

b. Anak Buyah Kapal Indonesia yang di alas Kapal atau
dalam  menjalankan  profesinya  melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
terhadap orang yang lebih tinggi pangkatnya.

Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipidana dengan:

a. pidana penjara paling lama 5 (litma) tahun, jika
perbuatan  tersebut atau perbuatan lain  yang
menyertainya mengakibatkan luka;

b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika
mengakibatikan Luka Berat; atan

¢. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika
mengakibatkan matinya orang.

Pasal 554 . . .
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Pasal 554

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 553 ayat (1) dilakukan oleh 2 {dua] orang atau

lebih dengan bersekutu atau bersama-sama, dipidana

karena pemberontakan di Kapal, dengan pidana penjara
paling lama 7 (tujuh) tahun.

Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipidana dengan:

a. pidana penjara pahng lama 9 (sembilan) tahun, jika
perbuatan tersebut atau perbuatan lain yang
menyertainya mengakibatkan luka;

b. pidana penjara paling lama 12 [dua belas) tahun,
jika mengakibatkan Luka Berat; atau

¢, pidana penjara paling lama 19 (lima belas) tahun,
jika mengakibatkan matinya orang.

Pasal 555

Setiap Orang yang di atas Kapal [ndonesia menghasut orang
lain supaya melakukan pemberontakan di Kapal dipidana
dengan pidena penjara paling lama € (enarm) tahun.

(1

2

Pasal 556

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 {salu)

tahun atau pidana denda paling banvak kategori 11,

setiap Pennumpang Kapal Indonesia vang:

a. tidak menurut perintah Nakthoda yane diberikan
untuk kepentingan keamanan atau  untuk
menegaklkan ketertiban dan disiplin di atas Kapal;

b, udak memberi pertolongan menurut
kemampuannya kepada Nakhoda ketika mengetahui
bahwa kemerdekaan MNalthoda untuk bergerak
dirampas; atau

¢, tidak memberitahukan kepada Nakhoda pada saat
vang tepat ketika mengetahui ada niat dari orang
lain yang berada di atas Kapal untuk meclakukan
penyerangan di Kapal.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf ¢

tidak berlaku jika penycrangan di Kapal tidak terjaci.

Pasal 557 . ..
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Pasal 937
Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547
dan Pazal 552 sampai dengan Pasal 536 berpangkat perwira
Kapal, pidananya dapat ditambah 1/3 [satu per tiga).

Bagian Keemput
Penyalahgunaan Wewenang dan Pelanggaran Kewajiban
oleh Nakhodu Kapal

Pasal 558
Dipicdana dengan pidana penjara paling lama 7 (Lujuhn} tahun,
Nakhoda Kapal Indencsia yang dengan maksud
menguniungkan diri sendid atau orang lain secara melawan
hulum atau untuk menyembunyikan leuntungan dengan
cara:
a. menjual Kapal,

b. membebani dengan jaminan f{idusia, hipotck atau
menggadailkan Kapal atau perlengkapannya;

¢, menjual atau menggadaikan Barang muatan atau
perbekalan Kapalnya; atau

d. memperhitungkan kerugian atau pengeluaran yang tidak
sebenarnya.

Pasal 539

Setiap Orang vang melengkapi Kapal atas biaya sendiri atau
atas biaya orang lain, dengan maksud digunakan untuk
melakukan Tindak Pidana sebagaimane dimaksud dalatm
Pasal 542 dan Pasal 343, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 12 (dua belas) tahur.

Pazal 560

Selap Orang yang ates biaya sendin atau atas biaya orang
lain  secara langsung ataun  tidsk langsung turut
melaksanakan penycewaan, pemuatan, atau pengasuransian
Kapal, padahal diketahui bahwa Kapal tersebut akan
digunakan atau diperuntukkan untuk digunakan untuk
maksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 dan
Pasal 543, dipidana dengan pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun,

Pasal 561 . . .
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Pasil 301

Nakkoda Rapai Indamesia vang dengan maksuad
mengunlungkan din sedicl atdu vrang Al seedrs moelawian
hekum atau anids menvembunvian Keutilung yamg
ferikin dengun card mnenguban fannwan Kapalnva, dipidana
levgan piedana perjard paling lama & fempat) tabein wlau
pidany denda pahng banyak kategori [V,

Fasel 5h.2
Nudchiodio Kapid lndenesio vang tUdue dalao: keadaan
terpakss  dan ranpa sepergetabioan pemilik aran
Penpusubin Kapul,  melakuicur wtau membiorkan
dilusakurs perbuacan wvang dikeiahoiovas akan
menimbullan kemngkinan bagi Kopal arel Harang
mecalannya untuk dicacik, dibentikan, atas dishsn,
dipirlana dengan poana perjars pelmyg leow 1
tahun Bienarn) Bulan wtzn pudana derda paling nanyak
karegoe T
Svliap Perumpang Kupal varg tidale dalam keadnan
furpribkesa dan tanoe sepenpetabuan Makhoda
melaltucan atan membrarcan  dilakusar  perbuaran
sehapaimana ditmaksaed pada weel (0], dipidana dengan
pitans pegan palice latna 1 satu) tahun ataa padana
dencdi puling timyvies kategora 11

Fruusel 362
Naklioda Kawal lndonesiz vang tlidiok dalam Resdooan
terpabkesa thdak rocinben i sesoao yang wigilb diberilaon kepada
Penuwmpang Rapalnva, dipadong desgim pidana pendara
praalinngs Tarmnen 3 (Ll todisn ubwu piverass denda paling bansahk
karegori 1V,

Pasal H04
Nakboda Kopal Indonesis svang didak dalain keadaan
terpaksd 2tan berlentangzan denasn hukum vane berlaou
baginva membuang Barane maatan Wapalnva, dipidana
cdengdil pldana Denjors peang, oamae 2 {dun) lahun armg
pidane cenca paling banvak kategoo 115

Pasal o5, L.
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Pasal 262

Nakhoda vang Kapalnya memakai bendera [ndonesia,
padahal diketahui tidak berhak umuk memaksi bendera
tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 {dua)
tahun atau pidana denda paling banyak kategeori 1.

Pagal 566

Nakhoda yang Kapalnya memakai tanda yang menimbulkan
kesan senlah olah Kapal tersebut adalah Kapal perang
Indenesia atau Kapal pemerintah selain Kapal perang vang
bertugas di bidang keamanan dan XKetertiban di laut atay
Kapal pandu yang bekera di perairan Indonesia, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau
pidana denda paling banyak kategori 1L

Pasal 567

Nakhoda Kapal Indonesia yang tlidak memcnuohi kewajiban
untuk mencatat dan membecritahukan kelahiran  atau
kematian orang yang berada di Kapal selama wakiu berlayar
sesual denpgan ketentuan peraluran perundang-undangan,
dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 11

Pasal 563

Makhoda Kapal Indonesia yang tanpa alasan yang sah
menclak permintaan untuk mengangkut  tersangka,
terdakwa, terpidana, narapidana, danfatau Barang yang
berhubungan dengan perkara pidana sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (salu) lmhun atau
pidana denda paling banyak kategorn [I,

Pasal 563

{1} Scorang Nakhoda Kapal Indonesia yang membiarkan
lari atau melepaskan lersangka, terdakwa, terpidana,
atau  narapidana, alau memberi bantuan  ketika
dilepaskan atau melepaskan dird, padahal orang itu
diangkut di Kapalnya berdasarkan permintaan sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 {empat)
tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

{2] Dalam .. .
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[BEAETS hal Makrnnda (MBI E ACITRATITLY Y
mengaibatkar tersanpka, terdaksa, torpidana, aldu
narapicdang sebagalinana duoakeud puda o (1) lepos
atav melarikan duel, dipicans deagan pidann penjica
puling lama B ojenermo) Bulan atau pidana denda paling
biamyak beatespnri 11

Bogmun Kelima
Perusakan Sacang Yiuatar dan Kepoerlien Kapal

Fasel 20
Setiap Oiwp vang secard roelawarn bhuko:n mesighanoucksn
atau mordsak Barang muastan, perhekalan, ataag Baraog
keperhian wvang oda di Kapal, dipidana dergan picana
penjara paang lan 3 tgal aivan b prdana denda peling
bamvak katepor: 7V,

Boagian Keenam

Menjalankan Prodes selapal Awak lapual

Pasi] 271

Botiap Urang yang Udak dalam keadaan worpabksa anpa hak
mieiukllan prolvsl sehbaeal Nekbiodis, juru mudi, atown jurg
mesin pada Kapal  Indom dipidang denpsn pidana
prrjata paling lama L isatz) taleer arau pedana denda paling
barvak Falemars TV,

Pagal 472
Setiap (hang vang tanpa hak memakal wnda pongenal
walaupun sedaill bDeeluman, vang pemakoiannya sesuai
Aergan Aetennaan ueratiean perllncang-utdacgan henya
untuk Kapul ramahb owtan selkact dard 1 Tursetd
abive untuk Eopal wecil yang dicunakan unick menolong
orang sakit, dipidana dergan pidana penjara paling lama
o jeriarng Bulan a-au pidana denda paling baryak kategori 11,

Bamian Ketajuh o .
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Bagian Ketujuh
Penandatanganan Konosemen dan Tikel Perjalanan

Pasal 573

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori IV,

Setiap Orang yvang:

a.  mecnandatangani konosemen yang dikeluarkan dengan
melangger Ketentuan peraluran perundang-undangan;
atau

b, berdasarkan kewenangannya menandatangani
konosemen schagaimana dimaksud dalam huruf a, jika
konosemen tersebut jadi dikeluarkan.

Pasal 574
{1} Dipidena dengan pidana denda paling banyak kategori
IV, Setiap Orang yang
a. menandatangani tiket perjalenan Penumpang Kapal
vang dikcluarkan dengan melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan, atau

b. berdasarkan kewenangannya menandatanggni tiket
perjalanan  Pcnumpang Kapal  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, jike tiket tersebut
kemudian dikeluarkan.

{2} Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku juga terhadap Setiap Orang yang metnberikan
tiket perjalanan Penumpang Kapal yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB X(XII

TINDAK PIDANA PENERBANGAN DAN TINDAK PIDANA TERHADAP SARANA
SERTA PRASARANA PENERBANGAN

Bagian Kesatu
Perusakan Sarana Penerbangan dan Pesawat Udara

Pasal 5375
{1} Sctiap Orang yang secara melawan hukum merusak,
menghancurkan, atauw membuat tidak depat dipakai
bangunan untuk pengamanan latu lintas udara atau
menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan
tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama
7 [Lujuh) tahun.

(2] Jika . ..
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Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menimbulkan bahaya bagi keamanan lalu lintas
udara, dipidana dengan pidana penjara paling lama
@ [sembilan} tahun.

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada
avat (1) mengakibatkan matinya crang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas] tahun,

Passl 576

Sctiap Orang yang karcna kcalpaannya mengakibatkan
rusak, hancur, atau tidak dapat dipakai bangunan
untuk pengamanan lalu lintas udara atau gagalnya
usaha untuk pengamanan bangunan tersebut, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Jika Tindak Pidana schagaimana dimaksud pada
ayat (1) mecngakibatkan bahaya bagi kcamanan lalu
lintas udatra, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun.

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 577
Beliap Orung vang sccarda mclawan hukum merusak,
menghancurkan, mengambil, atau memindahkan tanda
atau  alat  untuk  pengamanan  penerbangan,
menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau
memasang tanda atau alat yang keling, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menimbulkan bahaya bagi keamanan penerbangan,
dipidana dengan pidana penjarza paling lama
9 {sembilan) tahun.
Jikka Tindak Pidana schagaimana dimaksud pada ayat
(1] mengakibatkan kecelakaan Pesawat Udara, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas)
tahun.
Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} mengakibatkan matinya vrang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas| tabun.

Pasal 578 . ..
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Pagal 578

(1} Betiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan
tanda atan alat untuk pengamanan penerbangan rusak,
hancur, terambil atau pindah, atau mengakibatkan
tidak dapat bekerja atau mengalkibatian terpasangnya
tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang
keliru, dipidana dengan pidana penjars paling lama
2 {dua) tahun.

(2) Jika Tindak PFidana scbagaimana dimaksud pada
ayat (1] yang mengakibatkan baehaya bagi penerbangan,
dipiduna dengan pidana penjara paling lama 5 (lime)
tahun.

(3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengukibatkan kecelakaan Pesawat Udara,
dipidena dengan pidana penjara paling lama 6 {enam)
tahun.

(4} Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibathan matinya orang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Bagian Kedua
Pembajakan Pesawat Udara

Pasal 579

{1) Dipidana karens melakukan pembajakan di udara
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas)
tahun, Setiap Orang vang:

a. merampas atau mempertahankan perampasan;
atau

b. secara mclawan hukum  menguasai  atau
mengendalikan,

Pesawat Udara Dalam Penerbangan.

[2) Betap Orang vang melakukan Tindak Pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
Kekerasan, Ancaman Kekerasan, atau ancaman dalam
bentuk lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling
latna 13 (lima belas) tahun,

Pasal 580 . ..
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Pasal 580
{1} Dipidana dengan pidana penjara paling lama
15 (lima belas] tahun, jika Tindak Pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal S74%:

a. dilakukan olch 2 {dual corang atau lchih sccara
bergekutu dan bersama-samas

b sebagai kelanjutan permufakatan jahat;

c. dilakukan dengan perencanaan;

d. mengakibatkan Luka Berat;

e. mengakibatkan kerusakan pada Pesawat Udara
yvang dapat membahayakan penerbangan; atau

I. dilakukan dengan maksud wuntuk merampas

kemerdekaan  atau  meneruskan METAMpas
kemerdekasy sessorang.

2} Jikz Tindak Pidanzs sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan matinya orang atau hancurnya
Pesawat Udara tersebut, dipidana dengan penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling lama
20 [dua puluh) tahun.,

Bugian Ketiga

Perbuatan yang Membahayakan Keselamutan Penerbangan

Pasal 581

Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak,
menghanoarkan, atau membuat tidak dapat dipakai Pesawat
Udara vang sebagian atau seluruhnya milik orang lain,
dipidana dengan pidana penjara paling lama % (sembilan]
tahun.

Pasal 582

Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak Pesawat
Udara Dalam Dinas Penerbangan atau mengakibatken
kerusakan Pesawal Udara sehingea tdak dapat werbang atauy
membahayakan keselamatan penerbangan, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 12 [dua belas) tahun.

Pasal 583 . . .
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Pasal 583

Setiap Orang VALK mencelakakan, merusak,
menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai Pesawat
Udara Dalam Penerbangan dipidana dengan:

a. pidana penjara paling lama 12 {dua belas) tahun, jika
perbuatan tersebut menimbulkan babaya bagi nyawa
orang lain; atau

b. pidana penjara paling lama 15 (lima belas] tahun, jika
perbuatan tersebut mengakibatkan matinya erang.

Pasal 384

{1} Sctiap Orang yang karena kealpaannya meugakibatkan
Pesawat Udara celaka, musak, hancur, atau ticdak dapat
dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling latna
3 [tiga) tahun,

{2) Jika Tindak PFidana schagaimana dimaksud pada
ayat (1) menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun.

(31 Jika Tindak Pidana sebagaimanz dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan
pidana peniara paling lama 7 {tujuh) tahun,

Pasal 585

Setiap QOrang yang di dalam Pesawsat Udara melakukan
perbuatan yang membahayakan keselamatan Pesawat Udara
Dalam Penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 [limap tahun.

Pasal 5586

Setiap Orang yang secara mclawan hultum melakukan
Kekerasan terhadap orang di dalam Pesawat Udara Dalam
Penerbangan YENE membahayakan keselamatan
penerbangan tersebut, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 {sepulub) tahun.

Pasal 587 . ..
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Pazal 587

Setiap Orang yang secara melawan hukum menempatkan
atau menyebabkan ditempatkannya dengan cara apa pun
alal staun bahan di dalam Pesawat Udara Dalsm Dinas
Penerbangan yang dapat menghancurkan atau
mengakibatkan kerusakan Pesawat Udara tersebut sehingga
tidek dapat terbang atau membahayakan keselamatan
penerbangar, dipidana dengan pidana penjara paling lama
10 {sepuluh) tahun.

Pasal 588

{1} Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 586 dan Pasal 587:

a. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara
bersama-sama dan bersekuty;

b. sebagai kelanjutan permufakatan jahat; atau

c. mengakibatkan Luka Berat,

pidananya dapal dilambah 1/3 (satu per liga).

[2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada
avatl (1) mengakibatkan matinya orang atau Pesawat
Udara tersebut hancur, dipidana dengan pidana mati,
pidana pcnjara scumur hidup, atau pidana pergara
paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pagal 589

(1) Setiap Orang yang memberikan keterangan yang
diketahuinya  palsu dan  perbuatan  tersebut
membahayakan keselamatan Pesawat Udara Dalam
Penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 7 tujuhb) tahun.

[2) Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} yang
mengakibattan Luka Berat, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 9 [scmbilan) tahun,

(3) Setiap Orang yang melakukan Tindek Pidena
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana
penmjara paling lama 12 [dua belas) tahun,

Bagian Keempat . . .
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Bagian Keempat

Tindak Pidana Asuransi Pesawat Udara

Pasal 590

{1} Setiup Orang yang dengan maksud menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum atas
kerugian penanggung asuransi menimbulkan
kebakaran aimu ledakan, kecelakaan, kehancuran,
kerusakan, atau membuat tidak dapat dipakai Pesawat
Udara ysng dipertanggungkan terhadap babaya
tersebut atau yang muatannya atau upah vang akan
diterima untuk pengangkutan muatan  tersebut
dipertanggungkan, atau untuk kepentingan muatan
tersebut telah diterima wang tanggungan, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 19 {sepuluh) tahun.

{2} Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat {l) terjadi pada Pesawat Udara Dalam
Pecnerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 13 {lima belas) tahun.

{31 Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada
avat (1] mengakibatkan Penumpang Pesawat Udara
yang dipertanggungkan terhadap bahaya mendapat
kecelakaan dipiduna dengan:

a. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tabun,
Jka mengahibatkan Luka Berat; atau

b. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun,
jika mengakibatkan rmatinya orang.

BAB XXXIII
TINDAK PIDANA PENADAHAN, PENERBITAN, DAN PENCETAKAN

Bagian Kesatu
Tindak Pidana Penadahan

Pasal 591

Dipidana karena penadahan dengan pidana penjara paling
lama 4 [cmpat] tahun atau pidana denda paling banyak
kategori ¥V, Setiap Orang yang:

a. membeli . . .
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a. membel, menawarkan, menyewa, menukarkan,
MENCTUMA jaminan atald gadal, menerima hadiah atau
untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,
menukarkun, menggadaikan, mengangkut, menyimpan
atau menyembunyikan svatu benda vang diketahui
atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari
Tindak Pidana; atau

b.  menarik keuntungan dari hasil suaty benda, yang
dikctabui atau patut diduga bahwa benda tersebut
diperolch dari Tindak Pidana.

Pazal 5492

{1) SBetiap Qrang yang menjadikan kebiasaan untuk
membeli, menukar, menerima jaminan atau gadal,
menyimpan, ataun  menyembunyikan benda  yang
dipercleh dari Tindak Pidana, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 {enam| iahun atau pidana denda
paling banyak katcgori V.

12)  Jika pelaku Tindak Pidana sebagaimans dimaksud pada
avat {l) melakukan perbuatan tersebut sehagai mata
pencaharian, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa
pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86
huruf a, huruf b, hurul ¢, dan/atan huruf g.

Pasal 593

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531
vang tilai Barangnya tidak lebih dari RpS0Q.000,00
{lima ratus ribu rupiah|, dipidana karena penadahan ringan,
dengan pidana denda paling banyak kategori 1L

Bagian Kedua
Tindak Pidana Penerbitan dan Pencetakan

Pasal 544

Setiap Qrang vang menerbitlan tulisan atau gambar yang
tnenurut sifatnya dapat dipidana, dipidana dengan pidana
penjara paling luma 1 [satu) tahun atau pidana denda paling
banyal kategori II, jika:

a.orang . ..
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A, orang yang meminta menerbitkan tulisan atau gambar
tidak dikelahui atau pada teguran pertama setelah
dimulai penuntutan tidak diberitahukan; atan

b. penerbit mengetahui atau patut mendugs bahwa orang
yang meminta menerbitkan pada saat penerbitan, tidak
dapat dituntut atau menetap di luar negeri.

Pasal 595

Setiap Orang yang mencetak tulisan atau gambar vang

menurut sifatnya dapat dipidana, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 1 {satu} tahun atau pidana denda paling
banyak kategori 11, jika:

a. orang yang meminta mencetak tulisan atau gambar
tidak diketahui atau pada teguran pertama setelah
ditnulai penuntutan tidek diberitabhukan; atau

b. pencetak mengetahui atan patut menduga bahwa orang
yang meminta mencetak pada saat penerbitan, lidak
dapat dituniul alau menetap di luar negeri.

Pasal 596

Jika sifat tulisan atau gambar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 394 dan Pasal 595 merupakan Tindak Pidana yang
hanya dapat dituniut atas pengaduan, penerbit atau
pencetak hanya dapat dituntut atas pengaduan dar orang
yang terkena Tindak Pidana tersebut.

BAB XXXIV
TINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT

Pasal 597

{l] Betiap Orang yang melakukan perbuatan yang menunut
hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan
scbagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan
pidana.

{2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pemenuhan  kewajiban adat sebagamimana dimaksud
dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f.

BAB XXXV . ..
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BAB XXXV
TINDAK PIDANA KHUSUS

Bagian Kesatu
Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia

Pusal 598

Dipidana karena genosida, Setlap Orang yang dengan
maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau
sebagian  kelompok bangsa, rvas, etnis, agama, atau
kepercayuan dengan cara:

a. membunuh anggota kelompok;

b, mengakibatltan penderitaan fisik atau mental berat
terhadap anggota kelompok;

o, menciptakan kondisi  kehidupan kelompok yang
diperhitungkan akan mengakibatkan kemusnahan
secara fisik, baik seluruh maupun scbagian;

d. memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah
kelahiran dalam kelompok; atau

e. memindahkan secara paksa Anzk dari kelompok ke
kelompok lain,

dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama

20 {dua puluh) tahun.

Pasal 599

Dipidana karena Tindak Pidana terhadap kemanusisan,

Sedap Orang vang melakukan salah satu perbuatan sebagai

bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang

diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap
penduduk sipil, berupa:

a. pembunuhan, permmusnahan, pengusiran atau
pemindahan ponduduk  sccara  paksa, perampasan
kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain
yang melanggar aturan dasar hukum intecnasional,
atau kejahatan apartheid, dengan piduns mali, pidana
penjare. seurmur hidup, atau pidana penjara paling
singkat 5 {lima) tahun dan paling lama 20 [dua puluh]
tahun:

b. perbudakan . . .
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b. perbudakan, penyiksaan, atau perboatan tidak
manusiawi lainnya yang sama sifatnya yang ditujukan
uniuk menimbulkan penderitaan yang berat atau luka
yang serius pada tubuh atau kesehatan fisik dan
mental, dengan pidana paling singkat 5 {lima} tahun dan
paling lama 135 (lima belas) tahun,;

c. persekusi terbadap kelompok atau perkumpulan atas
dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama,
kepercayaan, jenis kelamin, atau persekusi dengan
alasan diskriminatil lain yang telah diakui secara
universal sebagai hal yang dilarang mepurat hokum
internasional, dengan pidana penjara paling singleat
5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun,
atau

d. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara
paksa, pemgksaan kehamilan, pemandulan ataun
sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk Kekerasan
seksual lain yang setara, atau penghilangan orang
secara paksa, dengan pidana pemjara paling singlat
3 {lima} tahun dan paling lama 20 {dua puluh)] tahun.

Bagian Kedua
Tindak Pidana Terorisme

Fasal 600

Setiap Orang yang menggunakan Kekerasan atau Ancaman
Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut
terhadap orang secara meluas, menimbulkan Korban vang
bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau
hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau
mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek
vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau
fasilitas nternasional, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 5 {lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh}
tahun, pidana penjara seurnur hidup, atau pidana mati.

Pasal 601 . . .
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Pasal 601

Setiap Orang yang menggunakan Kckerasan atau Ancaman
Kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror
atau rasa lakul terhadap orang secara meluas atau
menimbulkan Korban yang bersifat massal dengan cara
merampas kemerdekasn atau hilangnys nyawa atau harta
benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau
kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan
hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasionzl, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga} tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun atau pidana penjara
seumur hidup,

Pasal 602

Setiap Orang yang menyediekan, mengumpulkan,
memberikan, ataw meminjamkan dana, baik langsung
maupun tidak langsung, dengan maksud digunakean
selurubnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana
terorisme, organisasi teroris, ateu teroris, dipidana karena
Tindak Pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara
paling lama 13 {lima belas) tahun dan pidana denda paling
banyak kategori V.

Bagian Ketiga
Tindak Pidana Korupsi

Pasal 603

Betiap Orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau
Korporasi  yang merugikan keuangan negara atau
perckonomian negara, dipidana dengan pidana perjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua|
tahun dan paling lama 26 {dua pulub} tahun dun pidana
denda  paling sedikit kategori 1l dan paling banyak
kategori V].

Pasal 604 . , .
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Pasal 604

Setiap Orang vang dengan tuwjuan menguntungkan dird
sendiri, crang lain, atau Korpeorasi menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya
karensa jabatan atau kedudukan vang merugikan kevangan
negara stau perekonommian negara, dipidana dengan pidana
penjara seurmnur hidup atau pidana penjara paling singkat
2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua pulub) tahun dan
pidana denda paling scdikit kategori 1l dan paling banyak
kategori VI,

Pasal 605

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 {satu)
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda
paling sedikit kategori Il dan paling banyak kategon V,
Setiap Orang yany:

a. membeti atay menjanjikan sesuatu kepada pegawail
negeri atau penyelenggara negara dengan maksud
supaya pegawal negeri atan penyclenggara negera
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya, yang bertentangan dengan
kewajibannoya; atau

b. memben sesuatu kepuada pegawal negeri atau
penyelenggara negara karena atau berhubungun
dengan sesuatu  yang bertentangan dengan
kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan
dalam jabatannya.

{2) Pegawai negeri atan penyelenggara oegara  yang
menerima pemberian atan janji secbagaimana dimaksod
pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling
singkat | {satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tabhun
dan pidana denda paling sedikit kategori 111 dan paling
banyak katcgori V.

Pasal 606

[1} Sctiap Orang vyang mecmberikan hadiah atau janj
kepada pegawal ncgen atau penyclenggara negara
dengan mengingat kekuasaan atau wewenang vang
meiekat pada jabatan ateu kedudukannya, ataun oleh
permnberi hadiah atau janji dianggap melekat pada
jabatan alau kedudukan tersebut, dipidana dengan
pidana perpara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana
denda paling banyak kategori IV,

{2) Pegawai . . .
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laana mpat) tehin dan pidana denda paling banvak
kealeg) A

Tiapiar. Koompat
Tindak Fid:ons Peociicion Leng

Pasal £07
Svliap Orang vang:
roenempotlkan, Imentransier, ~galibbean,
membelumakan,  membayarkan, .
LKL, DL atea ke e '1t=gFri__ |‘1an‘|]h!‘lh
hentuk, menukarkae dornpar, iala wdn e atao Soal
a slaa perbiatan lain slos Harla Kekavaan
vang diketahuinva atnu patut diduganya merupiakan
Fuisst] Tireckean Picliazin e s tjuan
meryembunyikan gtaw menyamarkan aszal usal
Hurt Kekuy : toolemg raddnea poisard
pralirng Lamta 15 (lima helas) taboan dan o denda
Saling barvaz kategor VI
menvembunvilin i menvarnarkan asal casul,
samber, logas), poruniugan, pongalilan hak bk,
alou ieserdlikar vang  sebenarnva atas Harta
; tarldbidnya salan paiad o uparyia
Tmdak Pidana, dipidana M
pidana projera paling liinw 15 {lima elas] talun
i pidina dencda paling boryak kacegori VI
e e rima atau MENEILSa1 panemy .
pratrunsleran,  pembosiran,  haboh,  swobasgan,
nesalipem. peink Lo mengrunakan cdarta
Kekavaan vang dicernhuinva au patu didosanya
meriparAt hasil Tindak Pidana, diptdaca dengan
pidana peryara pahne lama 5 {lma’ ehon dan
rolana denda pacing banvak keteone? VI
Husil Tindak  Pirdana Lagananag  dimaksud  pacda
ar (L adalan Harma Kel inovang diperelel dun
Tindak Fidana:
b prnn.
. narkatika;

d. psikotropika . . .
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psikotropika;
penyelundupan tenaga kerja;
penyelundupan migran,

di bidang perbankan,

Fr oo oo

di hidang pasar modal;

-

di bidang perasuransian;
kepabeanan;
cukal;

= e

perdagangan orang;
. perdagangan senjata gelap;
terorisine;
penculikan;
pencurian;
penggclapan;
penipuan;
pemalsuan uang;
perjudian;
prostitusi;
di bidang perpajakan;
. di bidang kehutanan,
di bidang lingkungan hidup;
di bidang kelautan dan perikanan; atau

N o x g 2 g w2 as 8 32y

Tindak Pidana lain yang diancam dengan pidana

penjara 4 {empat} tahun atau lebih.

{3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada avat (1}
memipakan Tindak Pidana pencucian uang.

Pasal G08

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 ayat (1)
huruf ¢ ridak berlaku bagi pihak pelapor yung melaksanakan
kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Fidana Pencucian Uang,

Bagian Kelimz . . .
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Bagian Kelima
Tindak Pidana Narkotika

Fasal 609

(1} Setiap Orang vang tanpa hak memiliki, menyimpan,
mengnasal, atan menyedialkean:

a. Narketika Golongan 1 bukan tanaman, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan
pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling
banyak kategori VI;

b. Narkoilika Golongan I, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 {tiga) tahun dan paling larma
10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit
kategori IV dan paling banyak kategori VI; dan

. Narkotika Golongan UI, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 2 [dua) tahun dan paling lama
7 {tujuh) w@hun dan pidana denda paling sedikit
kategori IV dan paling banyak kategori VI.

{2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan terhadap:

a. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya
melebihi 5 (lima] gram dipidana dengan pidana
penjara seumut hidup ataw pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun den paling lama 20 {dua
puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit
kategori V dun paling banyvak kategori VI,

b. Narkotika Golongan 11 yang berathya melebihi
2 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 5 {lima} tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
kategori ¥V dan paling banvak kategorl VI; dan

¢. Narkotika Golongan Il yang beratnya melebihi
5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga] tahun dan paling lama 10 (scpuluh)
tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V
dan paling banvak kategori V1.

Pasal 610. ..
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Pasal 610

Setiap Orang  yang tanpa hak memproduksi,
mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan:

a.

Narkotika Golongan 1 dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 15 {lima belas) tahun dan pidana denda paling

sedikit kategori TV dan paling banyak katcgori V;

Markotika Golengan 1l dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 4 [cmpat) tahun dan paling
lama 12 [dua belas) tabian dan pidana denda paling
sedikit kategori IV dan paling banyak kategori ¥, dan

Narkotika Gelongan II1 dipidana dengan pidana
perjara paling singkat 3 {tiga) tahun dan paling lama
10 {sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit
kategori [V dan paling banyak kategori V.

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) dilakukan terhadap:

a.

Narkotika Golongan [ dalam bentuk tanaman yvang
beratnya melebihi 1 {satu) kilogram atau melebihi
S (lime} batang pehon, atau Narkotika Golongan |
bukan tanaman veng heratnya melebihi $ [lima)
gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara
seurnur hidup, atau pidana penjara paling singkat
5 {lima) tahun dan paling lama 20 [dua puluh] tahun
dan pidana denda paling sedikit katepori ¥V dan
paling hanyak kategori VI,

Narkotika Gelongan [ yang beratnya melebihi
5 (linat gram dipidana dengan pidana tati, pidana
penjara seumur hidup, atay pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit
kategon V dan paling banyak kategori V1, dan
Narkotika Golongan 1 yang beratnyva melebihi
5 (lirna) gram dipidana dengan pidana penjara paling
sitgkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 ({lima
belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
kategori ¥ dan paling banyak kategori V.

Pasal 611 . ..
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Pasal il
Boteinan niengenal perggmongan dan jumlab narkotika
mengaon pads Undang Undang sang mengarar merasnal
Mazkotika,

Fragran Kesnam
Poermubazatan Jahal, Persiapan, Prroabaan, dan Pembantuan
Tindak Pidana Khusus

Pasaltlz

Kstentuan mengenai  perorcafalaian jabnt,  serswapar,
prroechian, dan pembeaniuiae yanp dior dalam Undang-
Undang mengena Tindak Pidana taevad terhiadap hak asas
manusii, Tindog Pidana terorisme, Tindak Pidana komapsi,
Tinriaw Tilara poeneucian wang, dan Ticdak Pidanes nackostiks
berlaku sesual dengan xetentuzn dalam Cndang-Undang
tersehut,

BAE XXXV
EETENTUAN PRRALINAN

Pasal f110

Padla sdul Urelang-Urilang ame rmolan berlalog, setiup
LCriadeng Undang dan Peratarae Dacrah o vang memaat
ketentuan pnlana Livus owenvesuinkan deogao
keterfuan Huky Kesatu Uondang-Uzielang in:,
keteniown menpera penyosuaitim ketentuan pidana
seba imana dinwksad pacda ayat [ diabar dengan
Ursdieng-Undang,

Pasal Gid
Pada saal Uodang-Uadang ind salal berlaka:

a. dstilah kejahaian dan pelangeardanr vang, dgmousidtean
ol Undeng-Undang di Luar Undang Undang ine dan
Poraturan [Xacrah digantl menjad. Tindak Pidana;

b istilan ...
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b, istilah badan hukum  vang berbentak  perseroan
terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan
usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu,
maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum
atau badan usaha vang berbentuk firma, persekutuan
komanditer, alau yang disamakan cdengan i yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar
Undang-Undang ini disamakan dengan Korporasi
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;

c. istilah benda berwujud atau tidak berwujud, benda
bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang
giral, aliran listrik, gas, data dan program Komputcr
yang diatur dalam Undang-Undang di luar Undang-
Undang ini disamakan dengan Barang sebagaimana
ditentukan daiam Undang-Undang ini; dan

d. istileh pegawai negeri, aparatur sipil negara, anggola
Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara
Nasional Indonesia, pejabat negara, pejabat publik,
pejabat daerah, orang yang menerima gaji atau upah
dari keuangan negara atau daerah, orang yang
menerima ggji atau upah dari Korporasi yang seluruh
ateu sebagian besar modzlonya milik negara atau
daecrah, atau pejabat lain yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan di luar Undang-Undang ini dan
memenuhi ketentuan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 154 merupakan Pejabat sebagaimana ditentukan
dalam Undang-Undang ini.

Pasal 615

{1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pidana
kurungan dalam Undang-Undang Jain di luar Undang-
Undang ini dan Perawaran Dacrah diganti menjadi
pidana denda dengan kotentuan:

a. pidena kurungan kurang dari & {enam) Bulan
diganti dengan pidana denda paling banyak
katcgor 1, dan

b. pidana kurungan 6 (cnam) Bulan atau lebih diganti
dengan pidana denda paling banyak kategor il

(2] Dalam . . .

5K No 161216 A

Pembaharuan Sistem Hukum Pidana | 297



PRESIDEMN
REPUELIK INDONESTA

216 -

(2] Dalam hal pidana denda yang diancamkan secara
alternatif dengan pidana kurungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melebihi kategori 1, letap
berlakiy  Kketentuan dalam  peraturan  perundang-
undangan tersebut.

Pasal 616

Pada saal Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-
Undang lain di luar Undang-Undang in1 yang menetapkan
pidana denda yang melebihi jumlah kategori VI diganti
dengan pidana denda kategori VIII.

Pasal 617

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, jika ketentuan
pidana dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini
menunjuk pada pasal-pasal tertentu vang diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan dengan
Undane-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958
tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1
Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum
Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan
Mengubah  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana
disesuaikan dengan perubahan yang ada dalam Undang-
Undang ini.

Pasal 618

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana
yang sedang dalam proses peradilan  mengpunakan
ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang
yang mengatur  Tindak Pidana tersebut  lelah
menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa.

Pasal 619

Pada saat Undang-Undang iru mulai berlaku, pidana tatupan
tetap dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan sampai
dikentuknya Undang-Undang tmengenai pidana tutupan
yang baru,

Pasal 620 ...
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Pasal 620

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan
dalam Bab tentang Tindak Pidana Khusus dalam Undang-
Undang ini dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum
berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam
Undang-Undang masing-masing.

BAB XXXVIL
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 621

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus
ditetapkan paling lama 2 ({duaj tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal €22

(1] Pada saat Undang-Undang ini mulad berlaku, ketentuan
dalam:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tehun 1946 tentang
Peraturan Hukum Pidana (Berila Negara Republik
Indonesia [1 Nomor 9);

b. Pasal 5 ayat (3] hurul b dan huruf ¢ Undang-Undang
Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-
Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan
Kesatuan  Susunan  Kekuasaan dan  Acara
Pengadilan-Pengadilan Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor @ Tahun 1951, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 81;

¢. Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor
12 Tahun 1931 tentang Mengubah *Ordennantie
Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen’ (Stbl. 1948
No. 17} dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR &
Tehun 1943 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 78 Tahun 1951);

d. Undang-Undang . . .
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Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang
Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1
Tahun 1946 Republik Indenesia lentang Peraturan
Hukum PFidana Untuk Seluruh Wilayah Republik
Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang
Hukum FPidana (Lembarann Negara Republik
Indenesia Tahun 1958 Nomer 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 1660);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang
Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 16 Prp. Tahun 1960 tentang
Beberapa Perubahan [Dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1960
Nomer 50, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1976];

Undang-lndang Nomor 18 Prp. Tahun 1960 tentang
Perubahan Jumlah Hukumen Denda dalam Kitab
Undang-Undang Hulum Pidana dan dalam
Ketentuan Pidana Lainnya vang Dikeluarkan
Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945 (Lembaran Negara
Tahun 1960 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Nomar 1978}

Pasal 4 Penctapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965
tentang Pencegahan Penyalahpunaan dan/alau
Penodasn  Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabhun 1965 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 2726}

Undang-Undang Nemor 7 Tahun 1974 tentang
Penertiban Petjudian (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indenesia Nomor 3040);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang
Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian
dengan Perluasan Berlakunya Ketenluan Perundarig-
undangan Pidana, Kejahatan FPenerbangan, dan
Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3080};

k. Undang-Undang . . .
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k. Undang-Undang Nemor 27 Tahun 1999 tentang

Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
vang Berkaitan dengan Kejahaten Terhadap
Keamanan WNepara (Lembaran Megara Republik
Indenesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);

Pasal 2 ayat {1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 19939
tentang Pemberantasan Tmdak Pidana Korupsi
[Lembaran Megara Republik Indonesia Tahuo 1999
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang MNomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 41504,

. Pasal 8, Pasal 9, dan Pmsal 36 sampai dengan

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
tentang Pengachlan Hak Asasi Manusia {Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208,
Tambahan Lembarzan Negara Republik [ndonesia
Nomor 4026);

Pasal 81 ayat (1) dan Pasal $2 Undang-Urdang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor L0OY, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4235] sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Namor 1
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak Menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2016 Nemor 237,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 5846);

o. Pasalé . ..
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Pasal & dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2002 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002
tentang Permberantasan Tindak Pidana Terorisme,
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
[ndonesia ‘Tahun 2003 Nomor 45, Tatmbahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4284
sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomeor 15 Tahun 2003 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nemor 1 Tahun 2002  tentang
Pembergntasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216];

Pasal €9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional [Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 4301],

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
tertang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Reputlik Indonesia Nomeor 4720);

Pasal 27 ayat {1), Pasal 27 ayat {3), Pasal 23 ayat {2),
Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat {2},
Pasal 36, Pasal 45 ayat {1}, Pasal 45 avat {3),
FPasal 45A ayat (2], Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51
ayat (2] Undang-Undang Nomotr 11 Tahun 2008
lentang I[nformasi  dan  Transaksi Elektronik
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repuhblik
Indonesia Nomor 4843] sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Neomor 189 Tahun 2016
tentang Perubzshan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 ientang I[nformasi dan Transaksi
Elektronik {Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Momor 5952);

5. Pasal 15 . ..
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Pasal 1% dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2008 tentang Penpghapusan Diskriminasi Ras
dan Etnis [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 170, Tambalan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 49149);

Pasal 29 Undang-Undang Nemor 44 Tahun 2008
tentang Pornegrafi [Lembaran MNegara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 1&1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan
Lambang Negara, serts Lagu Kebangsaan (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2009 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negare Republik Indonesia
Nomor S035);

Pasal 192, Pasal 194, dan Pasal 195 Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Notnor 5063 sebagairnana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 2435, Tamhahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6373);

Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 143,
Tambahian Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 5062} sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undeng Nomor 11 Tehun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657 3);

Pasal 2 ayal (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
[Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoresia Nomor 5164);

y. Pasal {20 ...
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¥. Pasal 120 ayat {1) dan Pasal 126 huruf e Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

% Pasal 30 ayat (1], ayat (2), ayat (3], dan ayat (4)
Undang-Undang Nomor ¥ Tahun 2011 tentang Mata
Uang {Lernbaran Negara Republik Indenesia Tahun
2011 HNomor 64, Tambahan Lembaran Negarz
Republik Indonesia Nomor 5223);

aa. Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomar 227, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)
sehagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 entang Cipla Kerja (Lembaran
Negara Republik Indencsia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambaharn Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 6573);

bb. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 20123 Nemor 50,
Tarmbahan Lembzaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 3406); dan

ce. Pasal 37, Pazal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban (Lembaren WNegara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor ©4, Tambahan
Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara
Republik I'ndonesia Tahun 2014 Nomor 293,
Tambahan Lembaran Negara Eepublik Indonesia
Nomor $602),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2] Dralam . . .
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Dalam hal ketentuan Pasal mengenal Tindak Pidana
tentang senjate api, amunisi, bahan peledak, dan
senjata lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ diacu cleh ketentuan Pasal Undang-Undang
vang bersangkulan, pengacuannya diganti dengan Pasal
dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai
berilut:

=N

b.

Pasal 1 pengacuannya diganti dengan Pasal 306;
dan

Pasal 2 pengacuannya diganti dengan Pasal 307,

Dalermn hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana
tethadap agama dan Lkepercayaan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h mengacu Pasal 4
Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya
diganti dengan Pasal 300 dan Pasal 302 ayat (1)
Undang-Undang ini.

Dalam hal ketentuan Fasal mengenai Tindak Pidana
karupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf 1
diacu ocleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang
bersanghkutan, pelgacuannya diganti dengan Pasal
datam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai
berikut:

a.

b
.

d.

Pasal 2 ayat (1} pcngacuannya diganti dengan
Pasal 6G03;

Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 604,
Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 605,
Pasal 11 pengacuanoya diganti dengan Pasal 606
ayvat {2]; dan

Pasal 13 penpacuannya diganti dengan Pasal 606
ayat {1].

Dalam hal ketentusan Fasal metnipgenad Tindak Pidana
berat terhadap hak asasi manusia sebagaimana
dimaksud pada avat (1) hurufl m diacu oleh ketentuan
pasal Undang-Undang yang bersangkutan,
pengacuannyz diganti dengan Pasal dalam Undang-
Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:

B,

b.

Pasal 8 dan Pasal 30 pengacuannya diganti dengan
Pasal 598; dan

Pasal 9 dan Pasal 37 sampai dengan Pasal 40
pengacusnnya diganti dengan Pasal 599.

(6) Dalarm . . .
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Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana
persetubuhan atau  pencabulan dengan  Anak
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf n mengacu
Pasal 81 ayat [1} Undang-Undang vang bersangkutan,
pengacuannya diganti dengan Pasal 473 ayat (4
Undang-Undang ini.

Dalam hal ketentan Pasal mengenai Tindak Pidana
terorisme sebagaiinana dimaksud pada avat (1} huruf o
diacu oleh lketentuan Pasal Undang-Undang yang
bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal
dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Pasal 6 pengacuannya diganti dengan Pasal 600; dan
b. Pasal 7 pengacuannys diganti dengan Pasal 601,

Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana
pengeunaan  jazah atau  gelar akademik  palsu
sebagaimana dimalksud pada ayat (1) buruf p mengscu
FPasal 69 Undang-Undang vyang bersangkutan,
pengacuannya diganii dengan Pasal 27Y2 ayat {2}
Undang-Undang ini.

Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana
perdagangan  orang  sebagaimena dimaksud  pada
ayat [1} huruf g mengacu Pasal 2 Undang-Undeng yang
bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 455
Undang-Undang ini.

Dalam hal ketentusan Pasal mengenai Tindak Pidana
terhadap informatika dan elektronika schagaimana
dimnaksud pada ayat (1) huruf r diacu oleh ketentuan
Pasal Undang-Undang vang bersangkutan,
pengacuannya diganti dengan FPasal dalam Undang-
Undang ini dengan ketentuan sebagai berikuat:

a. Pasal 27 ayatl (1) dan Pagal 45 ayat (1) pengacuannya
diganti dengan Pasal 407;

b. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3] pengacuannya
diganti dengan Pasal 441;

c. Pasal 28 aval |2) dan Fasal 45A avat (2)
pengacuannya diganti dengan Pasal 243;

d. Pasal 30 . ..
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d. Pasal 30 dan Pasal 46 pengacuannya diganti dengan
Pasal 332; dan

e. Pasal 21 ayat {1), Pasal 31 ayat {2), dan Pasal 47
pengacuannya diganti denpan Pasal 258 ayat (2).

(11) Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana
atas dasar diskriminasi ras dan etnis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf 5 diacu oleh ketentuan
Pasal Undang-Undatig yang bersangkutan,
pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-
Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 15 penpacuannya diganti dengan Pasal 244,
dan

b. Pasal 17 pengacuannya diganti dengan Pasal 245,

(12} Dalam hal ketenluan Pasal mengenai Tindak Pidana
Pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t
mengacu Pasal 29 Undang-Undang yang bersangkutan,
pengacuannya diganti dengan Pasal 407 ayat (1)
Undang-Undang im.

(13} Dalam hal ketenluan Pasal mengenai Tindak Pidana
peniodaan terhadap bendera negara, lambang negara,
dan lagu kebangsaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf u dizcu oleh ketentuan pasal Undang-
Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti
dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengen
ketentuan sebagai berikout:

a. Pasal 66 pengacuannya diganti dengan Pasal 234,
Pasal 67 pengacuannya diganti dengan Pasal 235;
Pasal 68 pengacuannya diganti dengan Pasal 236;
Pasal 69 pengacuannya digant dengan Pasal 237;

Pasal 70 pengacuannya diganti depngan Pasal 238;
dan

f. Pasal 71 pengacuannya diganti dengen Pasal 239.

{14] Dalam hal ketentuan Fasal mengenai Tindak Fidana
terhadap organ manusia, jaringan tubuh manusia,
darah manusia, dan aborsi scbagaimana dimaksud
pada ayat (1} huruf v diacu cleh ketentuan Pasal
Undang-Undang vang bersangkutan, pengacuannya
diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan
ketentuan sebagal berikut:

pan o

a. Pasal 192 ...
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Maszl 192 penpacaaneva Siganid deepgan Pasal 345
huret a;
LT pengacuannyva digant deigan Pasal AR3,
Pasa. =4, can Pasal 163 dan
Parzl 190 pengacaannva diganti cderpnn Poasal B4
horal 1
Lulore hal ketentosn posal mengenon Timduk Pidana
nirkoliki sehogaizang dimalesad padn avat (1] Rurad s
dincu elen ketentuan  Pasal Undang Lndang vang
Dersanekilan,  peopacdanogs e Sigant dengan Pasal
dolam Undang Undang i dengan kerentoan scbagai
LTkt
. Pasal J12 avat (L] pengazuannva digsntl dengan
Taszl 800 aval | 1] ool a;
Pasal 112 wrat (0] peagocuawinyi dipanl dengan
P ] #7 aval [2) Baraf o
Pased 10 s Gl pengicuannyg cipgatun gengin
Pasal €320 aval (1] burat a:
Fasal 113 Aaval (2] pengacudnova digan eengan
Pasel &0 avat (21 burut a;
Pasel 117 ayar [} pengacaannva digani dengan
Pasal Oy axat 1] baraf b
Faszl 1717 ayat M pengasdannes dogant cengan
Pass ] B avat 2] corcaf by
Paszl |14 aynt (1) pengacuannva diganti cengan
Pasal 10 ayat (1] qurf b
Pasol L1s ayot 12) pengasuantva dagant denpan
Paxsel 610 mval (%] Borud by
fasel 122 syar (1) pengacaannva digontl cengan
Pepmn] A% ayal (1] et
Pasal 1272 gyatr [3) ponpacdannyva dizandn denpan
Pasal ©U% avar (4] laret e,
Pusul 123 syut |1) peagacaoonnya dagaodi dengan
Pasnl 10 ayvar (1] koral o
Pusal 23 ayat [2) ponganuannyva digant dengan
Pasmal (10 ayvat (3] koeol e,

| 1Fs) Dasliarn

DK MNg 1R1ZET A
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{16} Dalam hal ketentuan pasal mengenal Tindak Pidana
pencucian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
hurul x diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang
yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal
dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan
Pasal 607 ayat {2),

L. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal &07
ayat (1] hurul a;

c. Pasal 4 pengacuannya diganii dengan Pasal 607
ayat (1] huruf b;

d. Pasal 5 ayat (1} pengacuannya diganti dengan
Pasal 607 ayat (1) hurul o; dan

c. Pasal 5 ayat {2} pengacuannya diganti dengan
Pasal 608.

{17] Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana
penyelundupan manusia atay pemalsuan paspor, Sural
perialanan laksana paspor, atau Surat vang diberikan
menarit ketentuan Undang-Undang tentang
keimigrasian schagaimana dimaksud pada ayat (l)
hurul ¥y diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang
vang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal
dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Pasal 120 ayat [1) pengacuannya diganti dengan
Pasal 457; dan

b, Pasal 126 hurul e pengacuannya diganti dengan
Pasal 398 ayat (1).

(18} Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana
pemalsuan mata Lang atau wang kertas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf z diacu oleh ketentuan
Pasal Undang-Undang yang bersangkutan,
pengecuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-
Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pausal 36 ayat (1) pengacuannya diganti dengan
Pasal 374;

b. Pasal 36 . . .
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h. Pasal 36 ayat (2] pengacuannya diganti dengan
Pasal 375 huruf b;

c. Pasal 36 ayat (3] pengacuannya diganti dengan
Pasal 3732 hurul a; dan

d. Pasal 36 ayat {4] pengacuannya diganti dengan
Pasal 375 huruf b,

{19) Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana di
bidang pangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf az mengacu Pasal 136 Undang-Undang yang
bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 504
dalam Undang-Undang ini.

(20) Dalam hal ketentuan Pasal mengenal Tindak Pidana
pendanaan leroristne sebagmimana dimaksud pada
ayal (1) huruf bb mengacu Pasal 4 Undang-Undang vang
bersanglutan, pengacuannya diganti dengan Fasal 502
dalam Undang-Undang ini.

{21} Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindalke Pidana
terhadap saksi dan korban sebagaimana dimaksud
pada ayat {l) hurul cc diacu oleh kelentuan Pasal
Undang-Undang yang bersangkitan, pengacuannya
diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 37 pengacuannya diganti dengan Pasal 295;
b. Pasal 38 pengacuannya diganti dengan Pasal 296;

c. Pasal 39 pengacuannya diganti dengan Pasal 297,
dan

d. Pasal 41 pengacuannya diganti dengan Pasal 295,

Pasal 623
Undang-Undang ini dapat discbut dengan KUHP.

Pasal 624

Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 [tiga} tahun
terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . ..

SK No 161229 A

310| Pembaharuan Sistem Hukum Pidana



FRESIDEN
REPUELIK INDONESLA

- 229 -
Agar setiap orang mengetahuinys, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
[ndonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ted.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONES]A,

ttd.
PRATIKND

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDGNESIA
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i3] Tindak Pidana sebagairnana dimeksud pada ayat (13
hanya dapat dituntut atas pengaduan Anak, Orang Tua,
atau walinya.

{4] Tindak Pidana scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
hanya dapat dituntut atas pengaduan perempuan alau
suaminya.

{31 Jika yang membawa lari mengawini perempuan yang
dibawa pergi dan perkawinan rscbut dilaksanakan
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan mengenai perkawinan, tidak dapat dijatuhi
pidana sebelum perkawinan tersebut dinyatakan batal.

Bagian Keempat
Perdagangan Orang

Pasal 455
(1] Setiap Orang  yang mclakukan perekrutan,
pengangkutan, perampurigan, pengiriman,
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan
Ancamen Kekerasan, pengeunaan Kekerasan,

penculikan, penyckapan, pemalsuan, penipuaan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi  rentan,
penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat
walaupun memperoleh persetujuan dari orang vang
memegang kendall atas orang lain, untuk tujuan
mengcksploitasi orang tersebut di wilayah Negara
Kesatuann  Republile  Indonesia,  dipidana  karena
melakukan Tindak Pidana perdagangan orang, dengan
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
larna 15 {lima belas| tahun dan pidana denda paling
sedikit kategori [V dan paling banyak kategort V11

{2) Jika perhuatan schagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang terekspioitasi, pelaku dipidana
dengan pidana yang sama.

Bagian Kelirna
Pidana Tambahan
Pasal 456

Setiap Orang yang melakukan salah satu Tindak Pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 dan Pasal 450
sampal dengan Pasal 455 dapat dijatuhi pidana tambahan
berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 huruf a, hurufl b, huruf e, dan/atau hurui' d.

BABXX ...

SK No 161157 A

312| Pembaharuan Sistem Hukum Pidana



DAFTAR PUSTAKA

Nonet, Philippe & Selznick, Philip, 2008. Hukum Responsif.
Bandung, Nusamedia. Rahardjo, Satjipto, 2006, Iimu
Huku., Bandung, Citra Aditya Bakti.

Moeljatno, 1985, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia
dan Rencana Undang-undang Tentang Asas-asas dan
Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Indonesia, Jakarta,
Bina Aksara.

Sudarto, 1977, Hukum dan Hukum Pidana. Bandung. Alumni.

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan IImu
Hukum Pidana ( Menyongsong Generasi Baru Hukum
Pidana Indonesia),Semarang, Badan Penerbit Undip.

Barda Nawawi Arief, Meteri Bahan Ajar PDIH UNDIP-
Semarang, Pembangunan Sistem Hukum Nasional
Indonesia, 2009 Dalam Seminar dan Lokakarya
BANGKUMNAS Repelita VI, pembangunan Ilimu
Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum Nasional
dimasukkan dalam jalur/program  pembangunan
“budaya hukum nasional”.

Bela Bonita Chatterjee, Pixels, Pimps and Prostitutes: Human
Rights and the Cyber Sex Trade, Sumber Internet.

http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/SCRIPT-ed/vol2-4/ng_review.asp
Karena penyusun Konsep Pertama KUHP Baru tahun 1964

pernah menyatakan, bahwa dengan diberlakukannya
KUHP (WvS) Hindia Belanda berdasarkan UU No.

Pembaharuan Sistem Hukum Pidana | 313


http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/SCRIPT-ed/vol2-4/ng_review.asp

1/1946, ‘“pada hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar
tata hukum pidana dan hukum pidana masih
tetap dilandaskan pada ilmu hukum pidana dan
praktek hukum pidana kolonial;...dan karena
pengujiannya sangat lambat, asas-asas dan dasar-
dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial
itu masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah
Indonesia”.

W. Ewald, ‘Comparative Jurisprudence’, menyatakan
‘Comparative law, properly pursued, is an essentially
philosophical activity ; ‘comparative jurisprudence is
‘the comparative study of the intellectual conceptions
that underline the principal institutions of one or more
foreign legal systems‘. Lihat dalam Esin Oriicii,
CRITICAL COMPARATIVE LAW, EJCL (Electronic
Journal Comparative Law), Vol. 4.1 June 2000. dan
Esin Oriicii, The Enigma of Comparative Law:
Variations on a Theme for the Twenty-First Century,
EJCL Vol. 9.3 October 2005,
http://www.ejcl.org/93/review93.html

http://mimbarhukum.com/pengertian-perkara-perbedaan-
perkara-perdata-dengan-pidana/

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It57f2f9bce9
42f/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-
perdata/

C.S.T. Kansil, Pengantar Illmu Hukum dan Tata Hukum
Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989;

Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Penerbit PT
Intermasa, 2003.

C.S.T. Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum
Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989;

314| Pembaharuan Sistem Hukum Pidana


http://www.ejcl.org/93/review93.html
http://mimbarhukum.com/pengertian-perkara-perbedaan-perkara-perdata-dengan-pidana/
http://mimbarhukum.com/pengertian-perkara-perbedaan-perkara-perdata-dengan-pidana/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57f2f9bce942f/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57f2f9bce942f/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57f2f9bce942f/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata/

https://www.hukumonline.com/klinik/a/intisari-perbedaan-
hukum-pidana-dan-perdata-It57f2f9bce942f

Rocky Marbun, dkk. Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah
Hukum & Perundang-undangan Terbaru. Jakarta:
Penerbit Visimedia, 2012;

https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-

hukum-pidana--perdata--dan-administratif-
[t4be012381c490
https://kumparan.com/irwan-pachrozi/menakar-arti-penting-

undang-undang-nomor-1-tahun-2023-tentang-kuhp-

1zxgXIDQITC/full
https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/17/100000065/

perbandingan-jenis-sanksi-pidana-di-kuhp-lama-dan-

kuhp-baru?page=all.

Pembaharuan Sistem Hukum Pidana | 315


https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490
https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490
https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490
https://kumparan.com/irwan-pachrozi/menakar-arti-penting-undang-undang-nomor-1-tahun-2023-tentang-kuhp-1zxgXlDQ1TC/full
https://kumparan.com/irwan-pachrozi/menakar-arti-penting-undang-undang-nomor-1-tahun-2023-tentang-kuhp-1zxgXlDQ1TC/full
https://kumparan.com/irwan-pachrozi/menakar-arti-penting-undang-undang-nomor-1-tahun-2023-tentang-kuhp-1zxgXlDQ1TC/full
https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/17/100000065/perbandingan-jenis-sanksi-pidana-di-kuhp-lama-dan-kuhp-baru?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/17/100000065/perbandingan-jenis-sanksi-pidana-di-kuhp-lama-dan-kuhp-baru?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/17/100000065/perbandingan-jenis-sanksi-pidana-di-kuhp-lama-dan-kuhp-baru?page=all

TENTANG PENULIS :

Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H. M.H.,,
lahir di Bendosari, Blitar, Jawa Timur
29 Mei 1974, menyelesaikan
doktoralnya pada bulan Februari
2020 di Program Doktor IImu Hukum
(PDIH)  Universitas  Diponegoro
(Undip) Semarang, Jawa Tengah
dengan fokus studi pada pendalaman
keilmuan bidang hukum pidana
ekonomi dan Kekayaan Intelektual
(KI) Menyelesaikan pendidikan
Strata Satu S-1 ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Metro (UMM) Tahun 2008. Pendidikan pasca
sarjana Strata Dua S-2 di Fakultas Hukum Universitas Lampung
(Unila) Tahun 2010. Alumni Binlak Taplai Angkatan Ke-II
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas
RI) Tahun 2022. Saat ini menjabat CEO PT. KPE Jaya
Nusantara, direktur Pemberitaan dan Program Digital Televisi
Indonesia (DTVi) PT. Digital Televisi Indonesia. Editor in Chief
Jurnal Nasional Policy -Law Notary And Regulatory Issues
Polri dan Reviewer Jurnal Nasional Hukum Indonesia yang
diterbitkan Reviera Publishing. Motifator dan Trainer Ilimu
Hukum Hukum pada PT Napoleon Hill USA dan penyuluh
bidang Hukum dan Pancasila Wasbang dan Wasantara
Lemhannas Republik Indonesia (R1). Aktifitas rutin penulis saat
ini adalah seorang advokat sejak tahun 2010, Kini menjabat
Kepala Laboraturium (Kalab) Fakultas Hukum UMM dan Wakil
Dekan Il FH UM Metro, dosen Pascasarjana Magister Hukum
UM Metro. Aktifitas lain adalah menjadi Dewan Penasehat
DPP LBH Forum Bela Negara Kementrian Pertahanan RI,
Penasehat Hukum Nagaswara dan menjadi konsultan Kekayaan

316| Pembaharuan Sistem Hukum Pidana



Intelektual (K1) di beberapa perusahaan label Jakarta dan sering
dimintai keterangan sebagai ahli hukum pidana dipengadilan
dan lembaga kepolisian. Selain itu, juga penulis pernah
mendapat penghargaan menjadi duta lingkungan hidup, sebagai
Tokoh Peduli Anak Indonesia Mandiri (2017), Tokoh Bangsa
Berkepribadian ~ Membangun  (2017)  Tokoh  Perduli
Pembangunan Anak Indonesia (2018) dan Tokoh Peduli Masa
Depan Bangsa (2018) dari Kementrian Koperasi Dan Usaha
Kecil Dan Menengah RI bekerja sama dengan Yayasan Restu
Bunda Jakarta. Dan, kader terbaik Bela Negara Kementrian
Pertahanan RI, menjadi Penasehat Hukum Komite Khittah
Nahdlatul Ulama (NU) 1926, Pengurus LBH PW
Muhammadiyah Provinsi Lampung, Pengurus LBH PDM Kota
Metro, Anggota Penasehat Hukum beberapa Media Online
Penulis juga aktif mengisi acara-acara seminar hukum dan
menulis jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga
pernah menulis beberapa buku berjudul “Desa Kolonis Menjadi
Metropolist, Kota Metro Dulu dan Kini” Tahun 2004, “Apa dan
Siapa Wakil Rakyat Lampung Tahun 2008, “Politik Hukum
Pidana” Tahun 2019, “Academic Criticism; Kebijakan
Reformulasi  Yurisdiksi Ketentuan Ganti Rugi Pidana -
Ketentuan Pidana Tahun 2020, “Distorsi Between Dogma And
Democracy” Tahun 2020 dan buku ke -6 Tahun 2021 berjudul
“Masalah Yuridis Kebijakan Formulasi Aplikasi Eksekusi
Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia
dan Upaya Alternatif Penyelesainnya”. Buku berjudul Filosofi
Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Upaya
Memaksimalkan Dan Mereformulasi Implementasi Penegakan
Hukum Pidana di Indonesia. “Ancaman Sanksi Pidana
Terhadap Black Podcaster Dalam Membuat Konten Podcast
Audio lllegal Anti Empat Konsensus Dasar Kebangsaan”
merupukan buku yang ke 10 dan buku ke 11 berjudul
“Reformulasi Politik Hukum Pidana Yang Bernilai Filsafat
Pancasila" terbit ditahun 2022 dan selanjutnya buku ini

Pembaharuan Sistem Hukum Pidana | 317



merupakan buku yang ke-12 berjudul “PEMBAHARUAN
SISTEM HUKUM PIDANA MELALUI REKODIFIKASI
DEMOKRATISASI KONSOLIDASI ADAPTASI
DIDALAM KUHP NASIONAL ” yang diterbitkan ditahun
2023 . ***

318| Pembaharuan Sistem Hukum Pidana



